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Bab I 
PENDAHULUAN:  

REFORMA AGRARIA HARUS DITUNTASKAN 
 

 

A. Latar Belakang  

Perjalanan sejarah kebijakan Landreform atau Reforma Agraria (RA)1 

sejak diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau lebih dikenal 

dengan UUPA telah mengalami pasang surut kebijakan. Pada awal hadirnya 

UUPA, Sukarno dengan semangat revolusi terus mengemakan Landreform 

untuk segera dijalankan. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, smua 

infrastruktur sebagai prasyarat untuk menjalankan Landreform berhasil 

Sukarno ciptakan. Perangkat hukum tersebut di antaranya UU 21/1961, Perpu 

56/1961, PP 10/61, PP 224/1961, Keputusan Presiden No. 131/1961 tentang 

Panitia Pelaksana Landreform, dan peraturan lainnya. Sukarno juga berhasil 

membentuk Lembaga Pendanaan Landreform dan Pengadilan Landreform. 

Artinya, Sukarno sangat serius menyiapkan pelaksanaan Landreform, dan ia 

meyakini melaksanakan Landreform bagian dari menjalankan cita-cita revolusi 

Indonesia (Salim, Widiatmoko dan Suhattanto 2014, 102). 

Sejak kepanitiaan Landreform berhasil dibentuk pada tahun 1961, proses 

dan kerja-kerja redistribusi telah mulai dilakukan, dan banyak laporan 

menyampaikan bahwa redistribusi tanah pertanian utamanya di Jawa terus 

berjalan menyasar tanah-tanah kelebihan maksimum dan absentee (Penyuluh 

Landreform Maret 1969). Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya, terjadi 

banyak gesekan terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, akibat dari 

penolakan-penolakan yang dilakukan oleh tuan tanah dan sebagian masyarakat 

muslim yang memiliki banyak tanah. Tak heran muncul beberapa peristiwa dan 

 
1 Dalam  butir penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUPA, Landreform disebut juga Agrarian 

Reform atau Reforma Agraria. Dalam kajian ini, penyebutan kata landreform dan Reforma 
Agraria merujuk pada istilah dan konsep yang sama. Penyebutan istilah Reforma Agraria dalam 
perkembangannya kemudian juga digunakan sebagai istilah “landreform yang diperluas” 
sebagaimana dikenalkan oleh Joyo Winoto semasa menjalankan Program Pembaharuan Agraria 
Nasional (PPAN), kemudian dikenal juga dengan istilah landreform plus (aset reform + acces 
reform). 
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kelompok kiri dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap 

kekisruhan pelaksanaan Landreform (Sulistyo 2000). Landreform akhirnya 

menemui jalan buntu, akibat peristiwa 1965, akan tetapi Sukarno telah 

meletakkan rel yang benar terkait pelaksanaan Landreform, khususnya dalam 

hal menjalankan redistribusi tanah. Capaian Sukarno masih jauh dari apa yang 

seharusnya dilakukan, karena baru sedikit penataan struktur penguasan tanah 

yang berhasil dilakukan. Dan peristiwa 1965 merubah peta jalan Landreform di 

Indonesia karena politik kebijakan Orde Baru menempatkan Landreform 

sebagai sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. 

Pasca peristiwa 1965, arah politik kebijakan Landreform berubah drastis, 

dimana Suharto sebagai penguasa pemerintahan baru menandai Landreform 

sebagai suatu program komunis dan dianggap tidak menguntungkan 

masyarakat Indonesia, serta menciptakan permusuhan (Salim, Dewi & 

Mahardika 2015, 50). Suharto berkesimpulan, Landreform menyebabkan 

masyarakat Indonesia trauma dan saling curiga antara satu pihak dengan pihak 

lain, padahal yang terjadi pada periode Suharto, banyak pihak trauma berbicara 

Landreform karena takut dituduh makar politik (Sodiki 2014, 29). Sekalipun 

pada awal pemerintahan Suharto, Landreform masih berjalan sebagai suatu 

program, namun kemudian fokus Suharto berbeda. Secara perlahan Suharto 

membubarkan kelembagaan agraria yang dibentuk oleh Sukarno, salah satunya 

Kementerian Agraria dilikuidasi, dilebur ke dalam Kementerian Dalam Negeri, 

membubarkan pengadilan Landreform, dan secara bertahap kemudian juga 

membubarkan panitia Landreform dari pusat sampai desa (Bachriadi, Wiradi 

2011, 7). 

Sejak tahun 1969, Suharto mewacanakan Landreform sesuai versinya, 

dimana Suharto menciptakan peluang untuk meredistribusi tanah dengan 

skema lain, yakni mengerjakan proyek transmigrasi. Hal itu diilhami oleh situasi 

dimana Jawa terus mengalami kepadatan penduduk, di sisi lain luar Jawa masih 

memiliki lahan yang cukup luas. Suharto dengan Orde Barunya menganggap 

petani harus memiliki tanah, oleh karena itu bagi mereka yang kesulitan tanah 

di Jawa agar bisa dipindahkan ke luar Jawa, untuk mengembangkan pertanian di 
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sana (Salim, Dewi & Mahardika 2015, 57, Penyuluh Landreform, Februari 1969). 

Selain itu, Suharto juga secara sadar ingin terus mengembangkan Pertanian 

agar mampu swasembada beras, maka dilakukan intensifikasi pertanian, 

termasuk menjalankan proyek Revolusi Hijau hingga berhasil swasembada 

beras pada tahun 1984 (Luthfi 2011, 65). Upaya Suharto berhasil dan mampu 

mempertahankan ide dan gagasannya dengan menafsirkan Landreform sesuai 

yang diinginkan, bahkan persebaran transmigrasi terus dilakukan, Sumatera 

dan Kalimantan menjadi basis utama lokasi tujuan transmigrasi masyarakat 

Jawa. Pada saat yang sama, isu Landreform sama sekali tidak lagi hadir, karena 

kekuasaan Suharto semakin menguat dan itu artinya setiap wacana tentang 

Landreform muncul, maka stigma komunis akan disematkan kepada pihak-

pihak yang mengusung wacana tersebut (Safitri 2018, 106). 

Isu Reforma Agraria kemudian muncul kembali setelah kekuasaan Suharto 

jatuh pada tahun 1998. Jatuhnya Suharto diikuti dengan tindakan masyarakat 

yang melakukan reclaiming atas tanah-tanah yang menurut mereka dulu 

diambil paksa oleh negara untuk pembangunan dan perkebunan (Lucas & 

Warren 2000, 14, Wijanarko & Perdana 2001). Masyarakat menemukan 

momentum sebagai titik balik, berani melawan dan menuntut keadilan atas 

perampasan tanah-tanah pada masa lalu. Kemudian, tahun 2001 desakan 

masyarakat dan petani berhasil menelorkan TAP MPR No. IX 2001 yang intinya 

kembali untuk melihat Reforma Agraria sebagai program yang harus dipulihkan 

dan dijalankan.  

Lima tahun kemudian, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Joyo Winoto 

mencoba melembagakan Reforma Agraria sebagai program resmi pemerintah. 

Joyo Winoto hadir dengan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), 

namun Winoto tidak mendapat dukungan kementerian lain untuk menjalankan 

RA, khususnya redistribusi tanah dari kawasan hutan. Kementerian Kehutanan 

tidak mau melepaskan tanahnya untuk dijadikan obyek Reforma Agraria. Upaya 

Winoto akhirnya lebih banyak melakukan redistribusi tanah dari tanah bekas 

Hak Guna Usaha dan tanah terlantar yang dimenangkan oleh ATR/BPN. 
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Sampai akhir periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, rencana 

untuk melakukan redistribusi tanah dengan program PPPAN tidak banyak 

memberikan dampak, hanya Cilacap yang berhasil dilaksanakan (Setiaji dan 

Saleh, 2014). Joyo Winoto akhirnya lebih banyak fokus pada legalisasi aset 

dengan memanfaatkan konsep Hernado de Soto, aset dan akses. Program 

legalisasi dianggap lebih menjanjikan karena banyaknya lahan masyarakat yang 

disertipikatkan akan mampu menggerakkan ekonomi warga, karena 

kesempatan akses modal telah dimiliki.  

Naiknya Jokowi sebagai presiden memiliki momentum yang kuat terhadap 

arus dan gerakan agraria Indonesia. Petani, NGO, dan masyarakat sipil lainnya 

mendukung gerakan untuk menyelesaikan persoalan agraria yang semakin 

kronis, yakni banyaknya konflik-konflik di daerah. Sejak dilantik tahun 2014, 

Jokowi mencoba memikirkan ulang dan membuat strategi terhadap 

pelaksanaan RA. Hal penting yang masih dilanjutkan warisan Joyo Winoto 

adalah program legalisasi aset. Poin lain yang diagendakan adalah membangun 

kelembagaan RA agar bisa dijalankan sampai ke tingkat daerah. Begitu juga 

tafsir atas RA diperluas, dari skema distribusi hak individu ke distribusi 

hak/izin pemanfaatan, atau dikenal dengan Perhutanan Sosial untuk kawasan 

hutan. Jokowi juga berhasil membangun infrastruktur hukum untuk 

menjalankan semua program yang direncanakan, yakni Peraturan Presiden 

(Perpres) No. 88 tahun 2017 dan Perpres No. 86 tahun 2018. Kedua perpres ini 

sebagai landasan untuk menjalankan RA di kawasan hutan maupun non hutan. 

Sebelum perpres itu lahir, Jokowi sudah mencanangkan beberapa program 

strategis untuk dijalankan sebagaimana dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejak 

dicanangkan program RA, ada beberapa program yang sudah berjalan sesuai 

rencana, namun masih banyak hal-hal lain yang belum berjalan sesuai yang 

diharapkan, salah satunya RA pelapasan kawasan hutan dan Penyelesaian 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagaimana pesan Perpres 

88 tahun 2017.   
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Sejak berkuasa, Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/BPN mengusung beberapa misi program strategis nasional yang 

diharapkan menjawab problem dasar persoalan agraria Indonesia. Lewat 

Kementerian ATR/BPN, RA yang diagendakan Presiden Jokowi menargetkan 9 

Juta Ha lahan yang akan didistribusikan kepada masyarakat dengan beberapa 

skema dan 12,7 juta Ha lahan untuk Perhutanan Sosial. Namun hingga saat ini 

capaian kinerja Kementerian ATR/BPN khususnya untuk mewujudkan 

redistribusi tanah seluas 4.5 juta Ha. yang berasal dari (0,4 juta Ha bersumber 

dari tanah eks HGU habis dan tanah terlantar dan 4,1 juta Ha berasal dari 

pelepasan kawasan hutan) masih jauh dari harapan. Sementara Perhutanan 

Sosial sudah berhasil didistribusikan sekitar 2,5 Juta Ha dari target yang 

ditetapkan (Hadi, 2019).  

Data kinerja Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa untuk program 

redistribusi tanah pada tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa 

berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sampai awal tahun 2019 

sudah mencapai ± 411.573 Ha. Sementara untuk legalisasi aset dan tanah 

transmigrasi masih jauh dari target yang diharapkan, capaiannya baru 7,86%.  

Sementara TORA dari kawasan hutan yang ditargetkan seluas 4.5 juta Ha 

sampai awal 2019 belum bisa direalisasikan, baru sampai pada tahap pelepasan, 

belum dilakukan distribusi kepada subjek penerima. Data resmi yang 

dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari tahun 

2015-2019 sudah melepaskan tanah kawasan hutan untuk Objek RA seluas 

1.001.454 Ha, namun lahan itu belum dilakukan verifikasi baik dari 

Kementerian ATR/BPN maupun KLHK (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16).  

Dari studi yang dilakukan Tim Landreform ATR/BPN melalui data spasial, 

lahan tersebut terbagi dalam 3 kategori: pertama yang dianggap layak untuk 

diredistribusikan, kedua lahan-lahan yang sudah dikuasai lama oleh masyarakat 

namun masih dalam kawasan hutan, yakni lahan transmigrasi dan fasum fasos, 

dan ketiga adalah lahan-lahan yang dianggap sulit untuk diredistribusikan 

karena posisi lahan yang sulit diakses oleh masyarakat.   
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Ada beberapa persoalan yang terjadi di lapangan sehingga proses 

redistribusi lahan pelepasan kawasan hutan sulit dilakukan, pertama terkait 

verifikasi lahan yang dilepaskan di mana antarkementerian (ATR/BPN dan 

KLHK) belum menemukan persamaan persepsi, berikutnya adalah terkait 

kondisi eksisting tanah, dan terakhir adalah persoalan subjek penerima yang 

berhak. Kajian ini salah satunya akan menjawab problem dasar dari lambatnya 

pelaksanaan RA di daerah akibat sistem kerja dan tata kelola antarstakholder 

yang belum menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan tiap-tiap persoalan, 

khususnya terkait Tanah Objek RA.  

 

B. Problem dan Objek 

Program strategis Kementerian ATR/BPN yakni Reforma Agraria yang 

dicanangkan Presiden Jokowi dengan target legalisasi dan redistribusi 9 Juta Ha 

akan berakhir di Tahun 2019. Namun hingga saat ini capaian kinerja 

Kementerian ATR/BPN khususnya untuk mewujudkan redistribusi tanah seluas 

4.5 juta Ha yang berasal dari (0,4 juta Ha. bersumber dari tanah eks HGU habis 

dan tanah terlantar dan sejumlah 4,1 juta Ha. berasal dari pelepasan kawasan 

hutan) masih jauh dari harapan.  

Kinerja Kementerian ATR/BPN bidang “Penataan Agraria” menunjukkan 

bahwa untuk program RA (redistribusi) tanah masih sangat jauh dari target 

yang ditetapkan, khususnya target redistribusi tanah dari pelepasan kawasan 

hutan. Dalam RPJMN dan Renstra KLHK, pemerintah menetapkan program 

Reforma Agraria dengan tiga skema yang total luasan target 21.7 juta hektar (9 

juta Ha. + 12.7 juta Ha.). Skema pertama legalisasi aset terdiri atas 3.9 juta 

hektar sertipikasi tanah rakyat (pencapaianya sudah 80.2%) dan 0.6 juta hektar 

sertipikasi tanah transmigrasi baik lama maupun baru (pencapaiannya baru 

7.86%). Skema kedua adalah redistribusi tanah 4.5 juta hektar yang terdiri atas 

pelepasan kawasan hutan 4.1 juta hektar dan ex HGU dan tanah telantar 0.4 juta 

hektar. Skema ketiga adalah perhutanan sosial dengan target 12, 7 juta hektar 

dalam bentuk izin pemanfaatan lahan hutan.   
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Skema legalisasi aset, khususnya legalisasi aset tanah-tanah masyarakat 

progresnya cukup signifikan, sementara tanah transmigrasi masih jauh dari 

target yang diharapkan. Sementara skema kedua, redistribusi yang ditetapkan 

4.5 juta hektar, yang terdiri atas 4.1 juta hektar pelepasan kawasan hutan dan 

0.4 juta hektar dari kawasan non hutan (ex-HGU dan tanah terlantar), jika 

dihitung dari tahun 2015 progresnya cukup signifikan. Dari target tersebut yang 

ditetapkan, Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2015-2018 secara khusus 

menggarap redistribusi tanah kawasan non hutan sudah melebihi yang 

ditetapkan dari target 400.000 hektar. Kementerian ATR/BPN kemudian 

menetapkan target secara mandiri (perubahan target) seluas/sebanyak 652.287 

bidang atau sekitar 411.572.6 Ha. Target tersebut baru berhasil diselesaikan 

dalam empat tahun ini dengan capaian 544.526 bidang atau sekitar 411.573 Ha., 

atau tercapai sekitar 87.72%. Sementara target redistribusi pelepasan kawasan 

hutan 4.1 juta hektar baru sebatas dilepaskan (2017 dan 2018) seluas 

1.001.454 hektar dengan capaian 0%, alias belum sama sekali terdistribusikan 

kepada masyarakat yang berhak (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16). Hal itu 

terjadi karena belum berhasil dilakukan inventarisasi dan verifikasi baik objek 

maupun subjek yang akan menerima lahan tersebut. Dari sisi objek juga belum 

clear, begitu juga subjek calon penerima (Laporan GTRA Sumsel 2019). 

Sementara dari luasan target tersebut, PPTKH juga sudah melakukan 

inventariasi dan verifikasi di lapangan yang sampai akhir tahun 2018 masih 

belum selesai dilakukan proses-proses menuju redistribusi. Artinya, untuk 

objek tanah pelepsan kawasan hutan masih belum clear serta butuh perhatian 

akstra untuk melakukan percepatan redistribusinya.  

Skema terakhir adalah Perhutanan Sosial, dari target 12.7 juta hektar 

sampai Juni 2018 telah terdistribusi kepada masyarakat sekitar 1,272,540.83 

hektar (Nurbaya (ed.) 2018, 85). Sementara dalam situs resmi KLHK, update 

realisasi PS sampai dengan 31 Januari 2019, KLHK telah berhasil 

meredistribusikan atau memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat 

dengan 6 skema PS (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 

Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, dan 
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Hutan Adat) telah mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 

601.892 KK di seluruh Indonesia" (Hadi 2019). 

Pelaksanaan Reforma Agraria yang bersumber dari pelepasan kawasan 

hutan sebagai sumber TORA masih sangat problematis. Pada bulan April 2017, 

Menteri KLHK mengeluarkan SK No. 180/MENLHK/Setjen/KUM.1/4/2017 yang 

melepaskan kawasan hutan seluas 796.949 Ha dari total luas target TORA 

±4.853.549 juta hektar. Pada bulan Mei 2018, kembali KLHK merevisi SK 180 

dengan mengeluarkan SK No. 3154/MENLHK-PKTL/KUM/PLA.2/5/2018 yang 

melepaskan kawasan hutan seluas 204.505 hektar dengan total luas ±4.949.737 

hektar. Jadi total yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan seluas 1.001.454 

hektar, namun praktiknya di lapangan masih banyak problem yang tidak mudah 

diselesaikan.  

Atas data pelepasan kawasan hutan di atas, studi yang dilakukan Tim 

Landreform ATR/BPN melalui data spasial, lahan tersebut terbagi dalam 3 

kategori: pertama yang dianggap layak untuk diredistribusikan, kedua lahan-

lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat namun masih dalam kawasan 

hutan, yakni lahan transmigrasi, pemukiman, fasum fasos, dan ketiga adalah 

lahan-lahan yang dianggap sulit untuk diredistribusikan karena posisi lahan 

yang sulit diakses oleh masyarakat. Atas data tersebut, ATR/BPN dan KLHK 

bsersepakat bahwa pemukiman, fasum fasos, dan lahan penghidupan 

masyarakat akan di Inver dengan skema PPTKH, sementara sisanya akan dicek 

bersama-sama di lapangan untuk diverifikasi, dan tentu saja KLHK sudah 

menyiapkan Tim Terpadu (Timdu) untuk melepaskan kawasan hutan melalui 

kajian-kajian di lapangan. 

Hasil sementara kajian, pengamatan, dan inventarisasi masalah terkait 

problem pelaksanaan RA di lapangan dan Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA) berdasar SK 180/2017, beberapa hal yang masih menjadi kendala 

belum berhasilnya program RA melalui redistribusi tanah diantaranya adalah: 

1. Hubungan kerja antara ATR/BPN-KLHK termasuk GTRA belum efektif 

dalam menjalankan koordinasi. Di lapangan masih banyak hambatan yang 
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menjadi kendala termasuk persoaaln SDM dan dukungan kerja inventarisasi 

dan verfikasi yang belum memiliki model, sehingga terjadi pelambatan; 

2. Tidak ada Tim yang dibentuk di tiap wilayah lokasi TORA untuk melakukan 

verifikasi lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan, sehingga tidak 

memiliki peta dan target yang jelas di tiap-tiap daerah. Ketiadaan Tim dan 

koordinasi yang baik menyebabkan masing-masing lembaga sering didapati 

di lapangan saling menyalahkan antara ATR/BPN-KLHK;  

3. Terbatasnya ketersediaan fresh land sebagai TORA. Selama ini tanah yang 

dapat diredistribusikan ke petani adalah tanah yang sebelumnya sudah 

diusahakan, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk 

tanah yang sifatnya fresh land yang dilepaskan KLHK, khususnya data 

terkait kondisi fisik dan data masyarakat calon penerima belum dilakukan 

verifikasi oleh kedua kementerian. Tim ATR/BPN tidak bisa melakukan 

verifikasi sendiri, harus dengan KLHK untuk memastikan lahannya;  

4. Belum terpetakannya secara spasial terkait di mana lokasi TORA secara 

jelas baik dari segi hukum maupun dari letak tanda batas. Artinya, tanah-

tanah yang dilepaskan oleh KLHK belum siap untuk ditindaklanjuti oleh 

ATR/BPN, karena hasil kajian menunjukkan lahan tersebut masih 

simpangsiur titik kordinatnya; 

5. Belum terpetakan kondisi fisik TORA di lapangan. Apakah TORA tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk diredistribusikan kepada masyarakat atau tidak. 

Hal ini terkait bagaimana aksesibilitas menuju TORA dan bagaimana 

kondisi morfologi/geografis TORA; 

6. Minimnya kajian terkait tanah yang sudah dilepaskan oleh KLHK. Sejauh ini 

belum ada penelitian atau verifikasi tindak lanjut terkait kondisi eksisting, 

kondisi geografis, dan kemampuan tanah untuk digunakan sebagai lahan 

pertanian maupun penghidupan lainnya belum dilakukan di lapangan. 

Realitas itu menyebabkan kebijakan redistribusi tanah belum clear; 

7. Terhadap tanah yang berkriteria layak atau siap untuk diredistribusikan, 

sudah dilakukan beberapa pemetaan, namun ATR/BPN sendiri belum 

melakukan kajian secara detil dan memadai untuk segera diredistribusikan 
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kepada masyarakat dan pihak-pihak yang harus menerima redistribusi 

(subjek penerima). Sejauh ini, baru Kabupaten Sigi yang siap 

meredistribusikan lahan kepada masyarakat, karena Sigi mendapat 

dukungan Pemerintah Daerah secara memadai. Namun demikian di Sigi 

masih terdapat beberapa hal yang belum bisa diselesaikan karena 

persoalan administrasi di level daerah; 

8. Terkait alokasi 20% pelepasan kawasan yang bersumber dari pelapasan 

kawasan hutan untuk HGU, fakta di lapangan mengalami persoalan karena 

bukti hitam di atas putih tidak didapatkan, termasuk peta dan perusahaan 

pemegang haknya belum cukup jelas. 

Dari berbagai permasalahan di atas, persoalan terkait bagaimana kondisi 

eksisting tanah, persoalan siapa yang berhak menerima tanah, dan bagaimana 

kelanjutan Program RA dapat berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pendapatan masyarakat melalui skema pemberdayaan, membutuhkan kajian 

yang komprehensif agar bias dipahami secara holistik problem dasarnya.  

Menghadapi persoalan dan berbagai kendala dalam pelaksanaan Reforma 

Agraria, kajian ini akan memetakan kondisi Reforma Agraria yang ada di 

Indonesia untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi RA dibangun dan 

bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan era Pemerintahan Joko 

Widodo–Yusuf Kalla. Persoalan PPTKH cukup menarik mendapat perhatian 

karena belum cukup clear dikalangan ATR/BPN dan KLHK dalam memahami 

serta penyamaan visinya. Untuk itu kajian ini ingin melihat seberapa jauh 

PPTKH dan objek TORA yang ditetapkan oleh ATR/BPN-KLHK terhadap lahan 

seluas 4.1 juta hektar.  

Secara umum ringkasan problem di atas tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia yang memiliki objek TORA. Pertanyaan besar selalu muncul, apakah 

problemnya pada kelembagaan yang tidak efektif atau tata kelola SDM dan 

mekanisme kerja yang belum berhasil disinergikan untuk mempercepat 

pelaksanaan RA. Lebih jauh kajian ini akan melakukan pemetaan terhadap 

persoalan RA yang muncul di lapangan dan mendeskripsikan bagaimana 

konstruksi RA dibangun dan bagaimana kebijakan-kebijakan RA ditetapkan 
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pada era Pemerintahan Jokwi-JK. Selain melakukan kajian secara makro 

terhadap konstruksi RA di Indonesia, buku ini juga melakukan kajian terhadap 

progress RA yang dilakukan di daerah terkait pembentukan GTRA dan 

terobosan-terobosan yang dilakukan di daerah terkait Reforma Agraria, 

khususnya Sumatera Selatan sebagai basis kajiannya. 

Kajian ini berangkat dari pertanyaan kunci: apakah persoalan sebenarnya 

yang menjadi isu aktual atas lambatnya redistribusi lahan dari pelepasan 

kawasan hutan, apakah persoalan kelembagaan, objek, subjek, SDM, atau 

persoalan utamanya ada pada koordinasi antarsektor. Pertanyaan kunci itu 

kemudian melahirkan banyak pertanyaan ikutan yang harus dijawab, termasuk 

bagaimana kondisi fisik TORA yang dilepaskan dari kawasan hutan (aspek 

morfologi/geografis, tanda batas) dan kondisi eksisting TORA, dan bagaimana 

sebenarnya grand design dari lembaga untuk menyelesaikan program Reforma 

Agraria. 

 

C. Goal dan Manfaatan Kajian 

Sedikitnya ada tiga skema yang menjadi upaya dalam kajian ini sebagai 

obsesi akademis. Pertama, menjelaskan secara makro dan komprehensif 

persoalan RA yang dianggap lambat dalam pelaksanaannya; kedua, memetakan 

kondisi eksisting terhadap Tanah Obyek RA pelepasan kawasan hutan dengan 

mengambil salah satu sampel TORA di Sumatera Selatan; ketiga, merumuskan 

strategi percepatan penyelesaian persoalan redistribusi TORA kawasan hutan 

dan skema redistribusi tanah obyek RA. 

Dengan goal di atas, harapannya kajian ini akan memberikan manfaat 

untuk mendorong percepatan identifikasi terkait Tanah Obyek Reforma Agraria 

dan mendorong percepatan redistribusinya kepada masyarakat/petani yang 

membutuhkan. Kajian terhadap stakeholder terkait program RA juga 

memberikan pemetaan siapa saja yang hendaknya berperan dalam program RA 

secara komprehensif baik untuk asset reform maupun akses reformnya. 

Sehingga harapan ke depan terhadap tanah yang diredistribusikan dapat 
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dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat karena unsur empowerment 

masyarakat dapat diikutsertakan dalam program RA tersebut. 

 

D. Literature Review 
1. Konteks Kajian 

Studi Reforma Agraria yang menjadi agenda prioritas nasional oleh 

Pemerintah Jokowi-JK sejak 2014 hingga sekarang belum banyak muncul ke 

permukaan, bahkan kajian yang spesifik menjelaskan persoalan RA kawasan 

hutan yang komprehensif belum berhasil penulis temukan, namun kajian terkait 

Perhutanan Sosial yang juga masuk dalam skema RA Jokowi-JK cukup banyak. 

Khusus untuk topik PPTKH bahkan paling sulit ditemukan. Hal ini terjadi karena 

isu PPTKH masih relatif baru, walaupun sedikit mengagetkan karena isu RA 

begitu gencar disuarakan, namun justru minim kajian. Menjadi pertanyaan 

serius, apakah persoalan intensi publik dan akademisi lebih fokus pada isu RA 

sebagai wacana, atau problemnya adalah akses data dari Kementerian ATR/BPN 

dan KLHK yang sulit didapatkan. Padahal seharusnya, RA kawasan hutan 

memiliki daya tarik sendiri karena target yang cukup besar dibanding isu 

redistribusi kawasan non hutan. Di luar itu, bagaimana RA dikelola 

(manajemen) dan bagaimana seharusnya dilaksanakan, serta apa tantangan dan 

kendalanya juga belum mendapatkan perhatian serius oleh para peneliti.    

Studi literatur yang penulis lakukan (Machi & McEvoy 2016) dan yang 

berhasil ditelusuri mengkonfirmasi bahwa banyak kajian yang dilakukan para 

peneliti terfokus pada redistribusi lahan, pasca redistribusi, menejemen 

pengelolaan redis, dan dampak redis (Holis 2012, Novprastya, dkk., 2014, Bakri 

2016, Elfirawati 2016, Aida 2017, dan Isnaeni 2018), namun kajian tersebut 

belum ada yang memetakan persoalan RA periode Jokowi-JK. Mayoritas kajian 

terfokus pada rencana agenda besar RA namun tidak mengurai bagaimana RA 

bisa dilakanakan dan bagaimana RA seharusnya dijalankan serta tantangan 

yang dihadapi. Pertanyaan besar mengapa RA begitu lambat dan mengapa RA 

sulit dikerjakan tidak mendapat perhatian peneliti, padahal di situlah letak RA 
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dituntut banyak pihak untuk dijalankan sekaligus dipertanyakan mengapa 

“gagal” atau sulit dilaksanakan.  

Kajian Sirait secara konseptual sangat memadai, bahkan memiliki 

argumentasi yang kuat ketika memaparkan problem RA dalam konteks 

redistribusi di kawasan non hutan. Ketika RA berbasis individual hak atas tanah 

mengalami banyak masalah, ia mencoba melihat skema PS sebagai 

perbandingan yang bisa membantu untuk mendorong percepatan 

redistribusinya, sekalipun skemanya hanya izin pemanfaatan (Sirait 2017). 

Studi ini menunjukkan secara sahih bagaimana pengalaman RA (redis) yang 

bersumber dari tanah hutan yang dilepaskan baik di Garut, Jawa Barat maupun 

di Pesisir Selatan, Lampung. 

Studi Rachman (2017) cukup komprehensif yang membahas sampai pada 

periode Joyo Winoto serta mengulas perjalanan kebijakan dari satu periode ke 

periode berikutnya. Kajian ini cukup otoritatif untuk melihat perjalanan sejarah 

kebijakan RA dengan segala problem dan tantangannya, termasuk ulasan secara 

konseptual kawasan hutan dan non hutan, dan mengapa SBY meninggalkan RA 

setelah kehutanan undur diri dari keterlibatan program RA Joyo Winoto 

(Rachman 2017). Namun pelaksanaan RA periode Jokowi belum sempat 

dibahas, khususnya ketika RA masuk dalam agenda kebijakan prioritas 

pemerintah, walaupun buku Rachman terbit tahun 2017. Kajian RA secara 

konseptual dan historis dibahas oleh Arisaputra (2015) dengan perspektif 

hukum dan perundang undangan, akan tetapi kajian ini melihat lebih jauh 

pengalaman RA dalam perspektif sejarah dan pembangunan untuk mewujudkan 

kesejahteraan. Ulasan Arisaputra lebih fokus pada skema RA dengan 

pendekatan hukum dan kebijakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, 

tidak fokus pada praktik kebijakan. Skema-skema yang dihadirkan melihat 

model dan peluang RA menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Arisaputra 

148-156). Luthfi (2018) membuat sedikit lebih terang dalam studi RA terkait 

problem kelembagaan, dimana fokus kajiannya membantu melihat postur 

lembaga sekaligus problemnya dan tantangan RA periode Jokowi-JK. Studi 

kelembagaan RA periode Jokowi-JK sesuatu yang belum banyak dilakukan 
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peneliti, dan kajian Luthfi mendudukkan skema RA periode Jokowi dan 

penjelasan kelembagaannya, begitu juga dengan objek TORA-nya, namun hal 

yang tidak dibahas dalam kajian ini adalah problematik objek TORA kawasan 

hutan, termasuk persoalan dan problem inver di daerah, manajemen, dan 

problem koordinasi antarkelembagaan. 

Salim dkk., membuat kajian antara Perhutanan sosial dan peluang RA 

dalam kawasan hutan di Sungaitohor, Riau. Dalam temuannya, pemberian 

Hutan Desa dalam skema Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sungaitohor 

dan desa-desa lain sangat disayangkan karena seharusnya sebagian dari desa 

itu masuk dalam skema inventarisasi dan verifikasi PPTKH, karena beberapa 

desa masuk dalam kawasan hutan, akan tetapi hal itu terlanjur diberikan 

dengan skema Hutan Desa. Studi di atas menunjukkan skema RA dalam 

kawasan hutan yang memiliki peluang untuk diselesaikan dengan dua cara, PS 

dan Inver PPTKH (Salim, Pinuji, & Utami 2018). Lagi-lagi, sampai akhir kajian, ia 

belum berhasil melihat bagaimana praktik PPTKH dilaksanakan karena pada 

periode tersebut Inver belum dijalankan.  

Studi RA periode Jokowi-JK yang mendapat banyak perhatian para peneliti 

adalah RA pada kawasan hutan atau dikenal dengan Perhutanan Sosial (social 

forestry) dengan skema izin pemanfaatan hutan. Walaupun agenda Perhutanan 

Sosial era Jokowi relatif baru, dikerjakan sejak 2016, namun sebaran kajiannya 

sangat luas, bahkan sangat detil mengurai persoalan-persoalan yang 

meliputinya baik skema, problem, tantangan, pemberdayaan, dan menejemen 

pengelolaan  (Suharjito 2017, Mardhiansyah 2017, Muhsi 2017, Supriyanto, 

Jayawinangun, & Saputro 2017, dan Roy 2018). Hal ini sangat berbeda dengan 

praktik RA di bawah ATR/BPN yang kajiannya sangat terbatas. Studi-studi PS 

dengan lima skema programnya telah menjadi suatu pembahasan yang cukup 

menarik, karena masing-masing program menjadi perhatian banyak pihak, baik 

CSR, NGO, pendampingan, dan penyandang dana. Di Jawa, PS cukup mendapat 

sambutan karena mampu membangun kerja sama dengan penyandang dana. 

Akses modal yang diberikan oleh perbankan maupun lembaga funding lainnya 

mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Sementara PS di Sumatera 
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berbeda dengan di Jawa, khususnya dalam hal efektifitas pemanfaatannya. Di 

Sumatera PS relatif belum berkembang dan akses modal untuk pengelolaannya 

juga tidak banyak yang menyediakan, begitu juga pendampingannya masih 

terbatas (Salim, Pinuji, Utami 2018).  

Atas penjelasan dan realitas di atas, persoalan RA pelepasan kawasan 

hutan (PPTKH) belum banyak disuarakan orang, bahkan banyak pihak tidak 

peduli pada persoalan utamanya, yakni “apa problem utama RA saat ini dan 

mengapa lamban bahkan disebut “gagal” atau sulit dipraktikkan”. Mayoritas 

kajian di atas belum menyentuh akar persoalan pada tataran praktik dan 

kebijakan RA dalam kawasan hutan baik redis pelepasan kawasan hutan 

maupun proses Inver PPTKH menuju persiapan redis. Hal itu menjadi gap/celah 

untuk kajian ini yang ingin menjelaskan persoalan RA secara komprehensif 

yang fokus pada RA yang di kerjakan di atas lahan kawasan hutan dengan fokus 

lahan 4.1 juta hektar. Tulisan ini tidak semata menjelaskan manejemen 

pegelolaan Inver hingga redisnya, namun menempatkan pada pertanyaan awal 

mengapa RA di ATR/BPN dianggap lambat dan bahkan dikritik banyak pihak 

sebagai “gagal” dilaksanakan khususunya RA pelepasan kawasan hutan. Klaim 

KLHK yang menyudutkan ATR/BPN, di sisi lain ATR/BPN menyatakan hal yang 

sama, lalu dimana letak problem dasarnya? 

Kajian ini ingin menunjukkan persoalan dasarnya agar bisa ditemukan 

solusi penyelesaiannya. Apakah persoalan hubungan kerja-kerja kelembagaan, 

objek, atau SDM dan pengelola yang menjadi hambatan pelaksanaan RA 2014-

2019. Di situlah letak strategisnya kajian ini yang hendak mengusung problem 

solving dalam pelaksanaan RA.  

 

2. Reforma Agraria: Pendekatan Konseptual 

Reforma Agraria menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi-JK dalam 

sembilan agenda prioritas Nawacita, yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia (agenda kelima) dan diaplikasikan dalam kebijakan dengan 

“mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar” 

sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Program tersebut 



19 | P a g e  
 

bertujuan agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki 

tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber 

penghidupan secara layak. 

Perdebatan konsep dan teori Landreform/Reforma Agraria sudah 

dianggap selesai, yang tersisa adalah perdebatan tentang praktik RA dan 

pengalaman yang berbeda-beda pada tiap negara, karena tujuan awal RA adalah 

memperpendek jarak kesenjangan antara satu dengan yang lain dalam konteks 

kepemilikan dan penguasaan tanah. Gunawan Wiradi (2003) menyebut istilah 

Landreform mengandung pengertian sebagai penataan kembali penguasaan 

tanah untuk menghindari ketimpangan. Mirip yang dikatakan Borras 

sebagaimana mengutip Jonathan Fox menyebut Landreform sebagai upaya 

transfer aset/kekayaan dan kekuasaan dari kelompok kaya kepada 

keompok/kelas yang miskin dan tidak memiliki tanah. Masih menurut Boras 

yang mengutip Griffin dkk., Landreform dimaknai sebagai pendistribusian ulang 

“kepemilikan tanah dari pemilik tanah pribadi yang besar kepada petani kecil 

dan pekerja pertanian tak bertanah,” (Borras 2007, 21). Dengan definisi 

tersebut, penataan dimaknai untuk menjaga keseimbangan penguasaan agar 

terhindar dari ketimpangan. Sementara tujuannya untuk menciptakan 

"perubahan" agar dapat menghasilkan peningkatan (kesejahteraan) bagi petani 

dan pekerja pedesaan yang tidak memiliki tanah (Borras 2007, 22).  Sementara 

dari sisi penyelenggara dan perangkat kelembagaan, Landreform selalu 

diinisiasi oleh negara yang secara umum diawali dengan penyiapan semua 

produk hukum/legislasi dan infrastruktur lainnya agar bisa dipraktikkan 

sebagai sebuah kebijakan (Lipton, 2009).  

Dengan penjelasan dan definisi RA di atas, secara substantif Jokowi-JK 

tidak lagi mendefinisikan Reforma Agraria secara “sempit” yakni pengaturan 

kembali atau perombakan/penataan struktur penguasaan tanah dengan cara 

meredistribusikan tanah berbasis hak milik (Wiradi 2009), tetapi RA 

ditempatkan sebagai strategi pembangunan Indonesia (Arisaputra 2015). 

Reforma Agraria sebagai upaya menata ulang akses dan status hukum atas 

tanah dan sumber daya alam agar terwujud keadilan dalam penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaat tanah, wilayah, serta sumber daya alam 

(Kastaf 2017, 6-8). Dengan pendefinisian yang luas itu menempatkan RA 
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sebagai suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi 

Indonesia, tidak semata menata ketimpangan kepemilikan, tetapi juga akses. 

Oleh karena itu RA tidak lagi fokus pada redistribusi aset sebagai hak milik, 

namun juga akses pengelolaan dan pemanfaatan dengan skema izin 

pemanfaatan lahan.  

Berangkat dari penjelasan RA di atas yang menjadi agenda strategi 

pembangunan Indonesia, maka RA menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi 

nasional melalui upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, 

penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. RA 

benar-benar ditempatkan sebagai strategi membangun Indonesia dari pinggiran 

dimulai dari daerah dan desa (Kastaf 2017, 6).  

Dalam konteks di atas, cita-cita pelaksanaan Reforma Agraria menyasar 

empat kategori objek/tanah: (i) Tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek 

dan sekaligus arena pertentangan klaim antara kelompok masyarakat dengan 

pihak perusahaan dan instansi pemerintah, dan tanah-tanah yang sudah dihaki 

masyarakat namun kepastian hukum nya belum diperoleh penyandang haknya; 

(ii) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk diredistribusikan kepada 

kelompok masyarakat miskin pedesaan; (iii) Hutan negara yang dialokasikan 

untuk desa dan masyarakat desa melalui skema-skema hutan adat dan 

perhutanan sosial termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan sebagainya; dan (iv) Pengelolaan dan 

pengadaan lahan aset desa untuk diusahakan oleh rumah tangga petani miskin 

secara bersama (Perpres No. 26/2015).  

Sebagai sebuah konsep besar, sasaran Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA) yang dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional jangka 

panjang adalah 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar 

sebagaimana tergambar berikut berserta capaiannya sampai 31 Januari 2019: 
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Gambar 1. Skema Reforma Agraria dalam kerangka kebijakan dan capaian. (Sumber: Diolah dari 

berbagai sumber, RPJMN 2015-2019, KLHK, Menko Perekonomia) 
 

Pada tataran praktik dan kebijakan, Reforma Agraria yang dikembangkan 

terdiri atas: asset reform dan access reform. Asset reform dimaknai sebagai 

hak/izin yang diberikan kepada masyarakat (petani) melalui skema redistribusi 

tanah atau pengukuhan hak melalui legalisasi aset, baik melalui Kementerian 

ATR/BPN dengan bentuk hak individu dan komunal maupun KLHK dengan izin 

pemanfaatan lahan hutan. Sementara access reform merupakan penyediaan 

input yang berbentuk akses modal, bantuan pengembangan, pendampingan, 

sarana produksi pertanian, dan pemasaran (marketing). Akses reform menjadi 

pekerjaan lintas sektor yang masing-masing pihak dapat mengelola lebih lanjut 

untuk mengembangkan, empowering, dan capasity building bagi 

masyarakat/petani penerima manfaat program. Skema berikut mengambarkan 

tahapan Reforma Agraria secara ideal yang dijalankan oleh kementerian dan 

sektor. 
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Gambar 2. Skema dan tahapan dalam Reforma Agraria (Aset-Akses) 

 
Ada tiga obyek TORA yang dianggap strategis, pertama tanah pelepasan 

kawasan hutan, kedua tanah bekas HGU-tanah terlantar, ketiga tanah hutan 

yang aksesnya diberikan kepada masyarakat dengan skema izin pemanfaatan, 

luasannya mencapai 12.7 juta hektar. Skema ini diatur oleh KLHK dengan basis 

hukum Peraturan Menteri LHK NO. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Meteri LHK No. P 

39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah 

Kerja Perum Perhutani.  

Tanah terlantar juga memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber 

TORA. Tanah terlantar yang terindentifikasi diperkirakan luasannya (0,4 juta 

hektar). Namun ditahun 2017 data tanah yang masuk dalam daftar isian tanah 

terindikasi terlantar yang mampu diinventarisir Kementerian ATR/BPN baru 

mencapai 0,149879. Adapun hingga tahun 2017, data luasan tanah terlantar 

yang dapat ditetapkan sebagai tanah clear and clean oleh kementerian baru 

mencapai 23.795,4 Ha (Kementerian ATR/BPN 2017). Identifikasi tersebut 

merupakan hasil dari penerapan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2010 dan 

Perkaban No. 4 Tahun 2010. Berikut adalah gambaran obyek potensi tanah 

terlantar di Indonesia: 
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Gambar 3. Peta Sebaran Lokasi Potensi Tanah Terlantar.                  

Sumber: Kementerian ATR/BPN 2017. 

 
Berdasarkan gambar peta potensi tanah terlantar dan data dari 

Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa, di Indonesia masih terdapat banyak 

sebaran tanah terlantar yang belum teridentifikasi sehingga belum dapat 

dimanfaatkan/didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui 

redistribusi tanah, cadangan tanah negara, dan kepentingan pembangunan. Dari 

hasil diskusi dengan Direktorat Penertiban Tanah Terlantar dan Direktorat 

Landreform di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017, kelemahan program 

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar untuk Tanah Obyek Reforma 

Agraria terletak pada lemahnya ketersediaan data spasial pada obyek tanah 

terlantar yang menggambarkan kondisi eksisting penggunaan tanah, luasan 

tanah terlantar, kondisi geomorfologis sebaran tanah terlantar. Selain itu belum 

ditetapkannya tanah pada kondisi clear dan clean menjadi kendala terkait 

penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar. 

 

F. Temuan Data Lapangan  
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Menurut data KLHK, lokasi TORA yang sudah dikeluarkan hampir tersebar 

di seluruh provinsi yang ada kawasan hutannya, kecuali Jawa yang tidak 

tersedia. Sebagai sampel untuk melihat langsung kondisi eksisiting lahan yang 

dilepaskan oleh KLHK, penulis melihat beberapa sampel di Provinsi Sumatera 

Selatan, dimana objek TORA untuk masyarakat sedang dalam proses 

Inventarisasi dan Verifikasi melalui skema PPTKH. Lokasi sampel berdasarkan 

asumsi awal sebagaimana peta lampiran pelapasan kawasan hutan di mana 

Sumsel memiliki langkah yang relatif maju dalam mengerjakan PPTKH-nya, juga 

menejemen pengelolaan dan rencana redistribusinya memiliki progres yang 

cukup signifikan.  

Kajian ini menggunakan dua model penelusuran data lapangan untuk 

menemukenali. Denzin mengajarkan, metode atau strategi mendapatkan data 

lapangan selalu bergatung pada kelihaian peneliti untuk menelusurinya. Hal itu 

karena cara dan strategi kualitatif tidak bisa diukur dengan alat-alat tertentu, 

sehingga kemampuan menggali data lapangan sepenuhnya menjadi cara yang 

diserahkan kepada peneliti (Denzin & Lincoln 1994). Pertama, menemukan data 

lapangan dan dokumen yang relevan dari berbagai sumber, baik di pusat 

(Jakarta) sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan untuk mengantarkan 

pada penjelasan topik RA dan Perhutanan Sosial serta menejemennya.  

Terkait strategi pertama penulis telah melakukan observasi, wawancara 

dan FGD serta diskusi mendalam dengan pihak-pihak terkait. Pihak tersebut 

diantaranya yang paling bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan baik 

di Jakarta maupun Sumatera Selatan. Dari para pelaku ini, penulis mendapatkan 

banyak penjelasan yang komprehensif, terutama dari pihak BPKH di Sumsel 

yang mengelola TORA untuk PPTKH maupun kebijakan yang dilakukan di 

daerah. Dari ATR/BPN baik di Jakarta maupun Sumsel dijelaskan kondisi real 

apa yang sedang dilakukan dan bagaimana tantangannya, begitu juga terkait 

situasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antaraATR/BPN dan KLHK. 

Keduanya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan problem yang 

terjadi. Secara komprehensif, penjelasan kedua lembaga tersebut cukup 

representatif untuk mengambarkan apa yang dikerjakan dan situasi secara 
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nasional tentang agenda RA Indonesia. Dari keduanya pula, penulis memahami 

bagaimana rumitnya problemnya RA pada level bawah, terutama terkait DSM 

yang tersedia untuk melaksanakan agenda besar RA Indonesia yang menjadi 

sorotan publik. 

Strategi kedua yang penulis lakukan adalah dengan memastikan atau uji 

data berdasarkan data spasial atas peta yang dikeluarkan oleh KLHK untuk 

objek TORA di Sumsel. Data keduanya tersedia di dua lembaga, kecuali Peta 

Indikatif yang dikeluarkan pada periode kedua di mana perubahannya tidak 

signifikan, tidak berkurang namun justru bertambah karena jumlah desa dalam 

kawasan hutan yang terekam direvisi, dan beberapa data spasial yang 

digunakan dalam peta lampiran SK No. 3154 sebagai revisi SK No. 180 telah 

berhasil didapatkan di Sumatera Selatan. Penulis juga memanfaatkan citra 

Penginderaan Jauh dengan mendownload dari citra google earth dan dari citra 

Landsat 8 yang bisa didapat secara bebas. Data calon penerima redis terkait 

calon penerima dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan melalui 

survei dan wawancara langsung terhadap penduduk dan aparat desa/aparat 

pemerintah lainnya.  

Khusus terkait temuan data spasial, analisis dilakukan dengan software 

Arc Gis dan untuk pengolahan data citra dengan bantuan software ENVI. 

Pemanfaatan citra digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi eksisting 

terhadap keberadaan TORA. Beberapa hal lain yang dapat dimanfaatkan dari 

Citra Penginderaan Jauh diantaranya untuk menjawab beberapa persoalan 

terkait alokasi dan lokasi TORA: 

1. Mengetahui kondisi eksisting penggunaan tanah TORA secara kasar 

kemudian dibandingkan dengan temuan data lapangan dengan pengambil 

kebijakan dan masyarakat tempatan; 

2. Menggambarkan morfologi dan geomorfologi TORA agar dapat diklasifikasi 

Tora yang dapat diredistribusikan dan yang tidak dapat diredistribusikan 

(yang tidak dapat diredistribusikan diantaranya adalah TORA dengan kondisi 

morfologi berbukit terjal ataupun jurang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh 
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masyarakat) ataupun lokasi TORA yang tidak dapat diakses oleh jalan 

ataupun sarana lainnya; 

3. Mengetahui aksesibilitas dan sarana prasarana yang memungkinkan untuk 

menjangkau TORA.   

Data hasil interpretasi dan analisis citra penginderaan jauh selanjutnya 

dijadikan basis data spasial yang terdiri dari data layer: 

a. Penggunaan tanah eksisting;  

b. Kondisi geomorfologis/morfologi TORA yang diklasifikasikan menjadi 2 

yaitu: yang meungkinkan untuk diolah sebagai lahan pertanian dan tidak 

dapat dimanfaatkan untuk pertanian. 

 

G. Isi Buku   

Buku ini terdiri atas lima bab yang masing-masing pembahasan saling 

terkait. Struktur buku saling terkait antarbab, dari bab satu hingga penutup 

yang fokus pada kebijakan dan praktik RA di Indonesia dengan perspektif 

makro. Namun demikian masing-masing bab bisa dibaca secara mandiri, sebab 

setiap bab berisi penjelasan yang tuntas. Bab pertama berbicara tentang 

banckground dan argumen penjelas kebijakan RA di Indonesia dan kajian 

literature review serta konsep dan teori RA pada periode awal hingga periode 

sekarang. Pada bab kedua berbicara perjalanan kebijakan RA secara 

kelembagaan dari periode awal Sukarno hingga Jokowi beserta argumen 

pelaksanaan RA. Bagian ini menjelaskan bagaimana RA dijalankan pada tiap-

tiap periode sesuai rezim yang berkuasa. Penjelasan pada bagian ini 

menunjukkan bagaimana RA masuk pada tiap rezim dan bagaimana rezim 

menafsirkan RA sesuai semangat kekuasaannya. Bab tiga membahas persoalan 

RA periode Jokowi-JK, tantangan dan kendala yang dihadapi. Pada bab ini juga 

dibahas bagaimana praktik kebijakan RA saat ini yang mengalami perluasan 

dari mulai redistribusi dengan skema hak milik maupun Perhutanan Sosial 

dengan skema izin pemanfaatan lahan. Bab tiga juga secara khusus membahas 

RA dengan skema PPTKH, dimana lahan-lahan masyarakat akan diselesaikan 

dengan skema tersebut, juga tentang kebijakan RA Jokowi-JK dengan obyek 
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TORA kawasan hutan maupun non hutan. Pada bab empat objek kajian 

diturunkan pada level basis wilayah kajian dengan menempatkan Sumatera 

Selatan sebagai basis studi. Inti persoalannya adalah RA pada level regional 

dalam praktik dan kebijakan. Pada bab lima adalah penutup, merupakan bagian 

dari statemen point yang akan menjawab secara ringkas problem dan tujuan 

dari kajian ini. 
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Bab II 

PERJALANAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA 

INDONESIA: DARI SUKARNO HINGGA JOKO WIDODO 

 

 

Studi tentang kebijakan Reforma Agraria (RA) Indonesia cukup pelik dan 

menarik untuk dilihat secara detail, hal itu karena Indonesia merupakan negara 

yang cukup besar dan memiliki potensi lahan luas untuk membangun 

kedaulatan pangannya. Sisi lain, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di 

pedesaan, sehingga tanah menjadi persoalan paling krusial untuk mempertahan 

hidup atau memenuhi kebutuhan subsysten-nya. Bagi para pendiri negara, 

menata persoalan penguasaan agraria merupakan amanat konstitusi, bahwa 

tanah harus mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Lahirnya UUPA sebagai produk hukum nasional yang 

menggantikan produk hukum kolonial merupakan langkah pertama yang 

berhasil diselesaikan. Bab ini hadir untuk menggambarkan problematik 

kebijakan RA yang dijalankan oleh masing-masing rezim penguasa. Rekaman 

perjalanan kebijakan dari Sukarno hingga Jokowi dalam bab ini sengaja 

ditunjukkan untuk melihat bagaimana setiap penguasa bekerja dan 

melaksanakan RA, baik strategi, model, dan implementasinya. Secara makro, 

bab ini menghadirkan rentetan praktik kebijakan dari satu presiden ke presiden 

berikutnya, tujuannya untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan dan 

bagaimana pemerintah ditiap rezim mengurus persoalan RA beserta jargon-

jargon politiknya. 

 

B. Reforma Agraria: Sukarno Meletakkan Dasar Penataan Agraria 

Landreform atau juga sering disebut Reforma Agraria (RA) sebagai sebuah 

konsep dan gagasan besar mengusung misi yang tidak sederhana, ia hadir 

sebagai wujud dari pengejawantahan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lebih dikenal UUPA), yakni amanat 

konstitusi pasal 33 UUD 1945. Sejak kehadirannya (pasca lahirnya UUPA) 

pelaksanaan agenda Reforma Agraria selalu mengalami pasang surut dan 
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berubah sesuai kepentingan dan kebijakan rezim yang berkuasa. Pada awalnya, 

semangat menjalankan Landreform sangat kuat sebagaimana Sukarno dalam 

pidato politiknya menjelang UUPA disahkan 17 Agustus 1960 menyatakan 

dengan tegas dan keras bahwa “landreform adalah cita-cita revolusi Indonesia, 

revolusi tanpa landreform sama dengan gedung tanpa alas, pohon tanpa batang, 

omong besar tanpa isi, laksana penjual obat”. Pelaksanaan Landreform bagi 

Sukarno adalah “satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia” (Sukarno 

1960, Salim, Widiatmoko & Suhattanto 2014, 102). Sayangnya, Sukarno belum 

sempat menuntaskan agenda besar tersebut, Landreform sudah “roboh” 

bersama peristiwa 1965, sebagai akibat dari propaganda komunis terhadap 

agenda Landreform yang banyak pihak menyebut sebagai salah satu sebab 

tragedi peristiwa 1965 (Utrecht 1969, 80, Utrecht 1973, 153-154).  

Awal disahkannya UUPA, tiga agenda penting (1960-1965) dijalankan oleh 

Sukarno: melakukan register atas tanah, mengatur sirkulasi tanah-tanah yang 

kelebihan berdasar aturan dan kemudian didistribusikan kepada petani 

landless, dan menjabarkan penerapan UUPA dalam hal memangkas tanah-tanah 

yang luasannya melebihi aturan (Utrecht 1969). Kerja-kerja awal Sukarno 

kemudian terhenti akibat peristiwa pada tahun 1965 yang meruntuhkan semua 

cita-citanya, meskipun dalam beberapa hal secara mendasar telah berhasil dia 

letakkan sebagai dasar pembangunan agraria berikutnya. Peristiwa 1965 oleh 

banyak pihak dianggap sebagai kegagalan Sukarno dalam menjalankan cita-cita 

mulia pendiri negara, yakni Landreform. 

Sukarno bukan tanpa hasil, dalam tempo yang singkat ia telah berhasil 

membangun kelembagaan yang cukup kuat dan menjalankan idenya secara 

penuh. Pasca lahirnya UUPA, Desember 1960 Sukarno mengeluarkan 

pembatasan lahan pertanian dengan Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lalu, April 1961 membentuk Panitia 

Landreform (Keputusan Presiden No. 131/1961)2 sebagai dasar bagi pengelola 

untuk mendistribusikan tanah pertanian kepada pihak-pihak yang menjadi 

prioritas, yakni petani tak bertanah (landless peasant) dan petani miskin (PP No. 

 
2 Keppres ini pada masa Orde Baru dicabut oleh Suharto digantikan dengan Keppres No. 55 

Tahun 1980, begitu juga kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 
263 Tahun 1964 juga dinyatakan tidak berlaku. 
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224/1961, Pasal 8). Sukarno berhasil membangun kelembagaan Landreform 

hingga tingkat desa dengan membentuk struktur kepanitiaan Landreform 

(Wiradi 2009). Kepres No. 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggara 

Landreform (jo Kepres No. 263/1964), dipimpin langsung—Landreform—oleh 

Sukarno sebagai panglima tertinggi. Pasal 3 dan 5-8 menegaskan struktur 

Panitia Penyelenggara Landreform dari pusat hingga desa serta tanggung jawab 

pekerjaannya. Dengan peraturan ini, Landreform sebagai program pemerintah 

kemudian bisa dijalankan secara cepat, karena dalam waktu yang tidak lama, PP 

224 (diundangkan September 1961) yang menjadi dasar kriteria subjek, objek, 

ganti rugi, dan prasyarat serta ketetapan lainnya yang dibutuhkan. Artinya, 

sejak UUPA lahir pada bulan September 1960, setahun kemudian semua 

perangkat kelembagaan untuk menjalankan Landreform berhasil Sukarno 

selesaikan. Efektif, akhir tahun 1961, Sukarno sudah menjalankan cita-cita 

revolusi, yakni mulai menata struktur penguasaan tanah pertanian Indonesia. 

Pesan penting dari pelaksanaan ini adalah kedaulatan pangan harus diciptakan 

dengan terlebih dahulu menata penguasaan tanah-tanah pertanian. Tujuannya 

agar petani yang benar-benar ingin bertani dapat menjalankan perannya 

sebagai petani, disertai tanah yang cukup untuk menjalankannya, begitu juga 

dukungan modal yang salah satunya membentuk koperasi (Pasal 17, PP 

224/1961). 

Namun demikian pada periode yang sama, pelaksanaan Landreform 

bukanlah suatu yang mudah, terdapat banyak perlawanan dan hambatan di 

lapangan. Berbagai pihak melakukan perlawanan utamanya tuan tanah dan 

pihak-pihak yang tidak menginginkan Sukarno menjalankan Landreform (Aidit 

1964). Atas situasi itu, partai kiri (Partai Komunis Indonesia-PKI) memberikan 

banyak catatan atas jalannya Landreform Sukarno, sekalipun banyak referensi 

menyebut bahwa komunis berkepentingan dan menumpangi agenda 

Landreform Sukarno, bukan berarti PKI tanpa kritik terhadap pelaksanaan 

Landreform. Aidit dan kawan-kawan mengeluarkan statemen keras berdasar 

riset dan kajiannya di Jawa Barat atas agenda dan pelaksanaan Landreform 

Sukarno, karena dianggap lambat dalam pelaksanaannya. Kritik Aidit kemudian 
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terkenal dengan istilah “kaum tani mengganyang 7 setan desa”. Kelompok ini: 1. 

Tuan tanah jahat, 2. Lintah darat, 3. Tukang Ijon, 4. Kapitalis birokrat, 5. 

Tengkulak jahat, 6. Bandit desa, dan 7. Penguasa jahat yang oleh Aidit dilabeli 

sebagai pihak-pihak yang menghambat agenda pelaksanaan Landreform (Aidit 

1964, 26-27). Kelompok NU juga melakukan kritik terhadap bagian dari setan 

desa ini, NU menyebut dengan istilah kaum feodal dan kaum penipu tani yang 

disebutnya sebagai “setan tanah” (Achdian 2008, 88). 

Kritik Aidit dianggap menjadi senjata pembenaran, karena pasca itu, aksi 

sepihak pengambilan tanah di pedesaan Jawa cukup masif dan menyebabkan 

beberapa pihak terganggu. PKI dan kader serta simpatisan yang dimotori 

Barisan Tani Indonesia (BTI) di desa telah menggerakkan petani untuk 

melakukan penyerobotan dengan slogan populer masa itu “tanah untuk petani 

penggarap” dan “ganyang tujuh setan desa”. Slogan itu kemudian meyakinkan 

petani bahwa tuan tanah yang menghisap rakyat harus diambil tanahnya untuk 

para petani tak bertanah (Padmo 2000, 114-116). Lahan milik tuan tanah, 

tengkulak, dan pihak-pihak yang ditengarai memiliki lahan cukup luas di desa 

telah dilabeli sebagai kelompok “7 setan desa” yang menghambat jalannya 

Landreform. Keberadaannya harus dilawan dan tanah-tanah meraka harus 

diambil dan dibagikan kepada petani untuk digarap. Gerakan ini kemudian 

terkenal dengan aksi sepihak (Achdian 2008, 87). Peristiwa ini kemudian 

menjadi penanda bahwa lambannya pelaksanaan redistribusi tanah oleh Panitia 

Landreform menjadi pembenaran aksi sepihak yang dilakukan banyak petani di 

pedesaan Jawa3 yang di banyak daerah menimbulkan chaos. Titik baliknya, 

ketika terjadi peristiwa huru hara 1965, aksi spihak diungkit dan dianggap 

sebagai “kayu bakar” untuk melakukan pembalasan kepada pihak-pihak “di 

luar” yang disponsori oleh “negara” (Roosa 2008). Pasca peristiwa 1965, agenda 

mulia Landreform kemudian terhenti, tanah-tanh yang telah terdistribusikan di 

 
3 Aksi sepihak terkait Landreform pertama kali dilakukan di Klaten pada bulan Februari 

1964, dilakukan oleh kader-kader PKI dan BTI setelah mengadakan rapat umum di alun-alun 
yang penuh dengan spanduk provokatif, “Tanah Untuk Tani Penggarap” dan “Gantung Tujuh 
Setan Desa”. 
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Jawa kemudian sebagian diambil kembali dengan alasan biaya ganti ruginya 

tidak sesuai aturan hukum (Huizer 1972, 53-54). 

Reforma Agraria periode Sukarno sebelum dipaksa henti pada tahun 1965 

telah berhasil menunjukkan kinerjanya yang konkrit. Secara kelembagaan, apa 

yang dilakukan Sukarno relatif eksis dan berhasil membangun dasar-dasar 

penataan penguasaan tanah di Indonesia, khususnya tanah pertanian.  Sukarno 

secara ide/gagasan berhasil mewujudkan dalam bentuk kelembagaan yang 

konkrit dan sudah mencoba menerapkan dalam kebijakan. Intinya, apa yang 

menjadi pesan dan cita-cita Revolusi sebagaimana ingatan Sukarno dalam 

“Indonesia Menggugat” pada tahun 1932 ketika Sukarno diadili oleh Pengadilan 

Kolonial. Ingatan itu kemudian dijawab oleh Sukarno dengan membentuk 

hukum agraria yang pro kepada pribumi, yakni UUPA sekaligus 

melaksanakannya (Landreform).  

Dalam pidatonya di depan Pengadilan Kolonial di Bandung, ia 

menegaskan, keberadaan Agrarische Wet telah memakan korban banyak warga 

pribumi. Berlakunya Agrarische Wet telah menghisap tenaga dan harta pribumi, 

dan harta-harta pribumi dibawa keluar dari Indonesia (Sukarno 2001). Kini, 

1960-1965 Sukarno telah berhasil mewujudkan cita-cita revolusi, namun ia 

harus mengalah dengan situasi dimana peristiwa 1965 telah menghancurkan 

seluruh cita-citanya untuk mewujudkan keadilan agraria di Indonesia secara 

adil dan menciptakan kemakmuran bagi warganya. 

 

B. Orde Baru “Membunuh” Reforma Agraria: Redisain ala Suharto 

Pemerintahan Soeharto melakukan kebijakan dengan menelantarkan 

Landreform hingga “mati” secara perlahan. Proses-proses yang sebelumnya 

sudah berjalan sesuai perintah UUPA dianggap sebagai warisan komunis dan 

“dipeti-es-kan”. Tidak lupa, Soeharto kemudian mengambil kebijakan berbeda 

dengan menerbitkan UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan, dan UU 

Pertambangan yang berbeda nafas dengan UUPA. Ditengarai, nafas dari UU di 

atas kental mewakili semangat UU agraria kolonial 1870 karena mementingkan 

semangat pembangunan yang berbasis modal asing dengan kebijakan 
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pemberian konsesi lahan secara luas, “menghidupkan” warisan kolonial domein 

verklaring, dan kembali mensyahkan eksploitasi sumber daya alam secara 

bebas, mengeksklusi masyarakat dari lahan dan penghidupannya. Harus diakui, 

keberadaan dan praktik atas UU itulah kemudian banyak menimbulkan konflik 

agraria di Indonesia (Rachman 2012, 2-4). 

Periode Suharto dengan Orde Baru-nya mempraktikkan Landreform 

secara berbeda, dimulai melakukan likuidasi terhadap Kementerian Agraria 

menjadi kedirjenan, kemudian juga secara perlahan menghapus kelembagaan 

Landreform yang telah dibentuk oleh Sukarno, di antaranya Panitia Landreform, 

Pengadilan Landreform, dan panitia pengukuran desa lengkap, termasuk dana 

Landreform. Suharto menempatkan persoalan agraria sebagai masalah rutin 

yang cukup ditangani oleh birokrasi setingkat dirjen di bawah Kementerian 

Dalam Negeri dengan programnya “Catur Tertip Pertanahan” (Wiradi 2009, 88). 

Dengan Catur Tertip Pertanahan (Tertib Hukum, Administrasi, Penggunaan 

Pemeliharaan Lingkungan Hidup), persoalan agraria menjadi persoalan 

administrasi semata, tidak lagi mengemban misi penataan struktur penguasaan 

sekaligus menjalankan Landreform. Artinya Orde Baru melihat beban sejarah 

Landreform terlalu berat untuk dijalankan sehingga Suharto sengaja 

mendiamkan UUPA dan sebagian peraturan turunannya. Pada konteks inilah 

sebenarnya, ambiguitas Orde Baru dalam praktik persoalan agraria 

dipamerkan. Karena pada kenyataannya, UUPA tidak dihapus, tetap berlaku dan 

masih menjadi landasan hukum untuk pertanahan di Indenesia. 

Ambiguitas Presiden Suharto ditunjukkan dalam pidato di beberapa forum 

resmi yang masih menyebut akan menjalankan Landreform. Begitu juga Menteri 

Dalam Negeri masih mengeluarkan  Instruksi No. 11 tahun 1982 tentang 

Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Kegiatan Pelaksanaan Landreform, juga 

MPR masih mengeluarkan Ketatapan MPR No. II tahun 1988 yang menjadikan 

program transmigrasi sebagai bagian dari Landreform (Mungkasa 2014, 8). 

Namun, upaya itu sebatas slogan untuk tetap mempertahankan frasa “Land 

Reform”, tidak untuk menjalankan sebagaimana seharusnya. Mungkin saja ada 

keraguan menerapkan Landreform karena Rezim Orde Baru yang banyak 
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diwakili militer gemar memelihara trauma-trauma dengan pernyataan bahwa 

“landreform adalah program PKI dan landreform adalah aksi sepihak” (Wiradi 

2009, 92).  

Sepanjang Orde Baru berkuasa, nyaris Landreform yang nafasnya dari 

Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA tidak dijalankan. Suharto kemudian fokus pada 

program transmigrasi sebagai unggulannya. Dalam banyak kajian, transmigrasi 

juga dimaknai sebagai Landreform ala Suharto, namun secara substansi 

bukanlah Landreform sebagaimana dimaksud dalam UUPA dan aturan hukum 

turunannya. Argumen Suharto dengan gagah mengatakan bahwa masyarakat 

petani khususnya Jawa perlu diberi lahan secara memadai untuk meningkatkan 

produktivitasnya, dan lahan-lahan di Jawa tidak lagi tersedia secara luas. 

Sementara Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia timur lainnya masih 

tersedia lahan yang cukup luas. 

Sejak Suharto berkuasa, perubahan orientasi kebijakan agraria sudah 

dipikirkan dengan memprioritaskan tanah untuk mendukung kebijakan 

pembangunan, yakni pembangunan pertanian, industri, dan pembangunan 

prasarana umum (Salim, Dewi & Mahardika 2015, 51). Tekad itu kemudian 

direalisasikan dalam bentuk yang lebih nyata, selain membangun industri, 

Suharto juga membangun pertanian yang berfokus pada revolusi hijau. Program 

ini menjadi prioritas selain melakukan transmigrasi besar-besar bagi penduduk 

Pulau Jawa. Namun, dibalik perubahan orientasi kebijakan itu, Suharto telah 

banyak melakukan penggusuran dan pengusiran warga di Jawa atas nama 

pembangunan (Bachriadi & Lucas 2001, Salim 2014). 

Sebelum tahun 1988, kelembagaan agraria lebih banyak mengurus 

persoalan birokrsi dan administrasi, namun kemudian bergeser menjadi 

lembaga yang berusaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 

termasuk merubah kelembagaan yang sebelumnya setingkat dirjen kemudian 

menjadi setingkat menteri pada tahun 1988, menjadi Kepala Badan Pertanahan 

Nasional. Perubahan ini semata untuk meningkatkan pelayanan pertanahan 

yang semakin meningkat terutama kebutuhan tanah untuk pembangunan 

nasional yang berbasis industri (Rachman 2012, 68). Intinya, perubahan 
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kebijakan dan orientasi program dibidang agraria era Suharto benar-benar 

digunakan untuk melayani pembangunan dan industri yang membutuhkan 

banyak tanah, sementara program transmigrasi dimaknai sebagai RA untuk 

menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat kecil, karena Suharto tetap 

dianggap membagikan tanah sebagai bentuk menjalankan Landreform. Pada 

konteks itu, kebijakan Suharto memang berhasil membunuh RA secara perlahan 

sejak ia berkuasa hingga 1998, dan berhasil menjauhkan isu RA dari tanggung 

jawab negara kepada masyarakat yang seharusnya berhak menerimanya. 

 

C. Reformasi dan Munculnya Gerakan Agraria: Habibie Menghidupkan Isu 

Landrform 

Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 diikuti dengan berbagai peristiwa chaos di 

daerah. Selain berbagai kerusuhan di daerah akibat peristiwa politik juga 

rentetan kekerasan anti Tionghoa diberbagai kota yang menyebabkan 

kelumpuhan sistem ekonomi, keamanan, dan pemerintahan. Pasca kerusuhan di 

kota dilanjutkan dengan berbagai peristiwa reklaiming tanah-tanah HGU, 

khususnya di Jawa, Sumater, Kalimantan, dan Makassar (Salim 2015). Peristiwa 

ini diikuti oleh tuntutan berbagai pihak (LSM, scholar aktivis, mahasiswa, dan 

petani) agar pemerintah menjalankan landreform untuk menjawab berbagai 

aksi petani didaerah.  

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Hasan Basri Durin mencoba 

mengakomodir berbagai tuntutan tersebut dibanding pemimpin agraria 

sebelumnya (Rachman 2011, 54). Durin dalam pidatonya mengatakan, 

“Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang seharusnya menjadi rujukan utama 

kebijakan pertanahan pada dasarnya dipenuhi dengan prinsip-prinsip dan 

semangat memajukan kepentingan rakyat dan mandat untuk menciptakan 

keadilan dalam urusan pertanahan, melindungi orang-orang yang kurang 

beruntung secara ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami hanya 

memprioritaskan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi, kami melanggar 

prinsip fungsi sosial dalam UUPA dan mengabaikan peran menyejahterakan 
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rakyat yang kurnag beruntung secara ekonomi dan memperlakukan tidak adil 

dalam penguasaan lahan (Rachman 2011, 55). 

Ramainya tuntutan dari berbagai elemen masyarakat kemudian ditangkap 

oleh Presiden BJ. Habibie. Pada tanggal 27 Mei 1999, Habibie mengeluarkan 

Keppres No. 48 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform. 

Amanat ini diberikan kepada Menteri Kehakiman Muladi dan Menteri Negara 

Agraria Hasan Basri Durin untuk memimpin sebuah tim yang tujuannya 

mempelajari kebijakan dan aspek-aspek legalitas dari Landreform dalam 

perspektif UUPA. Muladi kemudian menunjuk Maria SW Sumardjono (Wakil 

Menteri Negara Agraria/Ka BPN) untuk memimpin Tim mewakili Muladi 

sebagai menteri Kehakiman. Tim ini kemudian disebut dalam Keppres (Pasal 2) 

sebagai Tim Landreform yang bertanggung jawab langsung kepada presiden 

dalam urusan pekerjaannya.  

Tim ini memiliki tugas melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan 

kebijakan perundang-undangan di bidang pertanahan yang terkait Landreform 

dan menyusun kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan untuk menjalankan 

Landreform. Tim ini bekerja dalam tempo 3 bulan dan harus menghasilkan 

kebijakan yang dibutuhkan oleh presiden. Semangat dari tim ini adalah untuk 

melihat ulang UUPA/1960 yang mengamanatkan tanah dalam pengertian 

memiliki dimensi sosial agar tidak menabrak kepentingan publik dan 

mengontrol serta melarang penguasaan tanah yang berlebihan sebagaimana 

pesan Perpu 56/1961 (Rachman 2011, 55).  

Habibie adalah presiden yang secara resmi menegaskan kembali 

pemberlakukan UUPA/1960 dengan menyebut Landreform dalam dokumen 

resmi negara, setelah puluhan tahun Soeharto “membekukannya”. Pernyataan 

itulah kemudian melahirkan Keppres No. 49 tahun 1999 yang memerintahkan 

menteri Muladi untuk membentuk Tim melakukan kajian UUPA terhadap 

produk hukum lainnya. Dan hasilnya, dalam tempo yang singkat, Tim yang 

dipimpin Maria SW Sumardjono menghasilkan rekomendasi agar pemerintah 

“meninjau kembali perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 
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sumber-sumber agraria/sumber daya alam yang dihasilkan oleh pemerintah 

Orde Baru bersama Soeharto, serta agar negara menyelesaikan tumpang tindih 

hukum yang terkait dengan UUPA”. Menurut Tim, Orde Baru telah menghasilkan 

perundang undangan yang justru mengecilkan bahkan mematikan keberadaan 

UUPA, sehingga perlu ditinjau ulang keberadaan beberapa produk hukum 

tersebut (Sumardjono, dkk. 2011).  

Rekomendasi Sumardjono belum sempat dilaksanakan oleh Habibie, 

karena November 1999 MPR RI menolak laporan pertanggungjawabannya 

sebagai presiden walaupun ia telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara 

demokratis pada Juni 1999 (Rachman 2012, 87). Akibat penolakan itu, Habibie 

tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden dan kemudian MPR memilih 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil 

presiden. Pasca itu, kampanye Landreform tidak berhenti, justru semakin 

menguat karena mendapat dukungan dari publik. Dan apa yang dihasilkan oleh 

Tim bentukan Habibie di bawah pimpinan Sumardjono akhirnya bermuara pada 

lahirnya TAP MPR RI No. IX 2001. Habibie tercatat dalam sejarah adalah 

presiden pertama pasca turunnya Soeharto 1998 yang kembali memberlakukan 

UUPA setelah Soeharto mempetieskan. Habibie juga presiden yang secara 

antusias menerima gagasan agar negara menjalankan Landreform. Dengan 

mengeluarkan Keppres No. 48/1999 merupakan bentuk keseriusannya untuk 

kembali menerapkan kebijakan Landreform. Apa yang diinisiasi kemudian 

melahirkan praktik kebijakan RA pada periode-periode sesudahnya. 

 

D. Era Reformasi: RA Pasca Keluarnya TAP MPR IX/2001 

Wacana RA kembali hadir menjadi perbincangan publik setelah 

tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, atau periode reformasi. Isu RA 

kembali menjadi perdebatan publik, akibat pasca Mei 1998 terjadi reklaiming 

tanah secara dramatik di mana-mana. Di Jawa Timur, Jawa Barat, sebagian besar 

Sumatera dan Indonesia bagian timur ribuan petani bergerak menuntut agar 

tanah-tanah yang dulu diambil oleh negara untuk berbagai kepentingan 

pembangunan agar dikembalikan kepada petani. Para petani mengambil lahan-
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lahan yang selama ini dikuasai korporasi, disertai protes, penjarahan, dan 

kekerasan lainnya (Lucas, Warren 2003, 87-89, Wijanarko & Perdana 2001).  

Pasca 1998, gerakan masyarakat sipil terus menggema menuntut 

dilaksanakannya RA. Berbagai tuntutan dilakukan untuk menekan pemerintah 

dan parlemen agar memprioritaskan penataan struktur penguasaan tanah yang 

timpang dan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang meluas. Bergabungnya 

masyarakat sipil, NGO, akademisi, dan petani menjadi kekuatan yang efektif 

untuk mendorong perubahan kebijakan negara terhadap nasib petani dan 

lahan-lahannya (Rachman 2003, 9). Pada periode itu juga, tekanan dan 

dorongan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Hasan Basri Durin menghasilkan komitmen bahwa Menteri Agraria/BPN akan 

menjalankan UUPA dan landreform (Rachman 2012, 85). Komitmen Hasan 

Basri Durin untuk menjalankan UUPA dan RA tidak didasari pada pemikiran 

yang jernih, namun lebih ketakutan pada Presiden Abdurrahman Wahid (Gus 

Dur) yang akan membubarkan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tatkala dilantik menjadi presiden pada tahun 1999. Saat 

itu, Menteri Otonomi Daerah Ryas Rasyid mewacanakan pembubaran 

Kementerian Agraria dan akan menjadikannya urusan tanah sebagai urusan 

daerah, tidak lagi terpusat. Atas realitas itulah, Hasan Basri Durin kemudian 

melunak dan mengeluarkan statemen akan menjalankan UUPA dan Landreform. 

Sebenarnya jika dirunut secara historis dan perjalanan kebijakan yang 

dilakukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

sepanjang Orde Baru, nyaris tidak memiliki argumen yang kuat dan bisa 

dipertanggungjawabkan. Jadi, statemen Hasan Basri Durin ingin menjalankan 

RA lebih pada ingin menyelamatkan “diri”, menyelamatkan lembaga yang 

dipimpinnya. 

Sepanjang 1999-2001, suara kritis antara kampus, NGO, petani mulai 

diakomodir oleh parlemen dan MPR. Konsistensi gerakan untuk 

memperjuangkan persoalan RA dan penataan agraria secara komprehensif 

terus dikemukakan. Puncaknya ketika MPR mengeluarkan TAP MPR No. IX 

Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. 
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Lahirnya TAP MPR ini menjadi sejarah baru bagi pengelolaan sumber daya 

alam, karena semangat yang diusung dalam TAP MPR ini cukup siginifikan 

untuk menjadi modal bagi perubahan kebijakan agraria Indonesia, yakni 

mengusung isu RA tanpa takut dilabeli sebagai simpatisan komunis (Afiff, dkk., 

2005, 6). 

Pasca lahirnya TAP MPR IX 2001 tidak banyak yang berubah dari agenda 

awal yakni penuntutan pelaksanaan RA. Proses kerja dilembaga pertanahan 

tidak banyak pula yang berubah, artinya janji Hasan Basri Durin akan 

menjalankan Landreform belum menjadi agenda penting bagi negara dan tidak 

juga banyak pihak yang mengontrol, begitu juga terhadap keberadaan TAP MPR 

di atas. Alhasil, sepanjang 2001-2004, persoalan krusial agraria masih terus 

terjadi, Konflik agraria yang semakin meluas di seluruh Indonesia. Perintah TAP 

MPR XI/2001 tidak ada satupun yang dijalankan oleh pemerintah dan DPR. Ada 

3 hal pokok yang harus dikerjakan oleh pemerintah berdasar Tap MPR di atas, 

pertama melaksanakan Pembaharuan Agraria atau menata P4T dengan 

program Landreform; kedua menyelesaikan konflik agraria dan Sumber Daya 

Alam; ketiga melakukan singkronisasi dan kaji ulang terhadap peraturan 

perundangan Sumber Daya Alam antar sektor.   

Pasca lahirnya TAP MPR di atas, presiden Megawati tidak banyak 

melakukan sesuatu untuk menjalankan Landreform. Pembentukan lembaga 

penyelesaian konflik secara independen Komisi Nasional untuk Penyelesaian 

Konflik Agraria (KnupKA) ditolak oleh Megawati, sementara disisi lain Hasan 

Basri Durin juga tidak menyiapkan perangkat kelembagaan untuk menjalankan 

Landreform, padahal dalam Pasal 5-6 sangat jelas perintah untuk P4T dan 

Landreform serta menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di 

berbagai daerah. Sementara DPR tidak lagi tertarik dengan isu Landreform, 

karena DPR juga tidak membentuk tim untuk melakukan sionkronisasi 

peraturan dan perundangan terkait Sumber Daya Alam. 

Kementerian Negara Agraria/BPN tidak berupaya untuk menyelesaikan 

persoalan konflik-konflik di daerah, bahkan seolah persoalan agraria dilempar 

ke masing-masing pemerintah daerah setempat, karena yang bergolak di 
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daerah. Padahal wilayah-wilayah yang bergolak paling banyak adalah wilayah 

dengan basis perkebunan atau Hak Guna Usaha (HGU), seperti di Jawa Timur, 

Jawa Barat, Sumut, Jambi, Riau, Kalimantan, dan daerah lainnya. Wilayah-

wilayah ini syarat dengan konflik agraria antara masyarakat/petani dengan 

korporasi (Salim, Sukayadi, Yusuf 2013). Lembaga penyelesaian konflik yang 

sempat diusulkan oleh masyarakat sipil, NGO, dan aliansi Masyarakat Adat, dkk. 

agar negara membentuk KNuPKA” di bawah Unit Kerja Presiden ditolak oleh 

Megawati padahal diyakini lembaga ini yang akan membantu menyelesaikan 

carut marutnya konflik agraria. Setelah Susilo Bambang Yudoyono menjadi 

presiden pada tahun 2004 juga ditolak. SBY lebih memilih memberikan 

kesempatan kepada BPN untuk menyelesaikan persoalan konflik agraria (KNPA 

2015, 15). 

Ringkasnya, sepanjang pemerintahan Gus Dur dan Megawati, tidak banyak 

yang dihasilkan dalam menyelesaikan persoalan agraria. Hal yang paling 

penting diciptakan dalam periode ini adalah lahirnya TAP MPR IX/2001, namun 

pasca itu tidak banyak hal baru yang dilahirkan pada periode tersebut. Dari sisi 

kelembagaan tidak ada yang berubah, dari sisi kebijakan dalam hal RA juga 

tidak mengalami perkembangan, bahkan kondisi konflik agraria di daerah 

semakin masif tidak ada terobosan baru yang dikerjakan oleh lembaga 

pertanahan. Gus Dur sebagai presiden lebih banyak fokus pada hubungan 

internasional dan menyelamatkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat krisis 

1998. Pasca Timor-Timor lepas, Papua bergejolak dan Gus Dur fokus pada 

situasi tersebut.  

 

1. PPAN Joyo Winoto 

Isu RA mencoba dipikirkan secara serius setelah 5 tahun pasca lahirnya 

TAP MPR IX 2001, saat Kepala Badan Pertanahan Nasional di bawah Joyo 

Winoto (2005). Pada periode Joyo Winoto, ia berhasil menyelenggarakan 

Simposium Agraria Nasional yang diselenggarakan di tiga kota yang berlainan. 

Berturut-turut diselenggarakan di Medan (15 November 2006), Makassar (4 

Desember 2006), dan Jakarta (12 Desember 2006). Hasil simposium ini 
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kemudian melahirkan kebijakan secara nasional apa yang kemudian dikenal 

dengan istilah Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), dan kemudian 

populer  dengan Reforma Agraria (Sohibuddin, Salim 2013, 9). RA yang diusung 

oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bawah komando Joyo Winoto 

menguat dengan target redistribusi tanah 8-9 juta hektar, yang sumber TORA-

nya dari kawasan hutan, HGU, tanah terlantar, dan tanah lain bekas hak. Akan 

tetapi kemudian praktiknya gagal untuk dijalankan karena Kementerian 

Kehutanan dan Kementerian Pertanian menarik diri, tidak mendukung 

kebijakan tersebut dan SBY tidak “mampu” mengendalikannya.  

Kegagalan pelaksanaan RA 9 juta hektar bersama Kementerian Kehutanan 

dan Kementerian Pertanian menjadi pukulan berat bagi Joyo Winoto yang sudah 

merancang dengan rapi rencana agenda tersebut. Joyo menyiapkan dengan 

serius PPAN, termasuk menjawab tantangan Tap MPR IX/2001 sebagai dasar 

hukum RA. Joyo menginisiasi Perpres RA untuk diajukan ke Presiden SBY. 

Namun, SBY gagal menerbitkan Perpres tersebut yang sudah lama di gagas oleh 

Joyo Winoto dan tim. Kegagalan ini menjadi persoalan serius bagi Joyo Winoto, 

karena tidak ada perangkat hukum yang memadai baginya untuk menjalankan 

PPAN, termasuk tidak adanya dasar hukum untuk membentuk kelembagaan RA, 

padahal dalam Raperpres itu meliputi kelembagaan yang disulkan untuk 

mengelola RA (Winoto, 724). Di tangan SBY jauh lebih parah dari era Sukarno, 

RA layu sebelum berkembang, RA pupus sebelum dijalankan, dan Joyo Winoto 

“sendirian” berjuang untuk melakukan redistribusi tanah dari objek-objek yang 

tersedia, bekas HGU dan tanah terlantar. Sialnya, potensi objek RA dari tanah 

terlantar yang cukup siginifikan itu gagal diwujudkan, karena mayoritas 

penetapan tanah terlantar yang akan dijadikan objek RA kalah dalam 

gugatannya di pengadilan, hanya di Batang yang berhasil dimenangkan oleh 

BPN (Mujiburrahman & Utami 2015), lainnya mayoritas BPN dikalahkan.  

Setelah Kementerian Kehutanan dan Pertanian undur diri dan tidak 

terlibat dalam proses-proses pembentukan kebijakan RA, Joyo Winoto terus 

memperkenalkan isu RA ke publik dengan dukungan birokrasi (BPN). Secara 

sadar Joyo Winoto tidak berada dipihak yang tepat karena mesin birokrasi tidak 
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sepenuhnya diyakini atau dipercaya dan mampu menggerakkan RA, oleh karena 

itu upaya mencari dukungan pihak lain menjadi penting, salah satunya scholar 

aktivis dan NGO yang memiliki konsentrasi isu RA (Rachman 2017). Joyo 

Winoto kemudian juga mempopulerkan konsep RA dengan istilah yang baru, 

aset+akses yang dilhami dari Hernando de Soto. Ia mengkampanyekan 

“Reforma agraria adalah land reform dalam kerangka mandat konstitusi, politik, 

dan undang-undang untuk mewujudkan keadilan dalam Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) plus access reform” (Winoto 2007, 

777), yang ia kembangkan dari gagasan de Soto (Soto 2001).  

Joyo Winoto meyakini konsep yang dikembangkan oleh Hernando de Soto 

mampu menarik minat banyak pihak untuk memberikan perhatian lebih, dan 

terbukti konsep de Soto cukup di-address oleh SBY, dan kemudian 

mengundangnya dalam rapat kabinet resmi untuk mempresentasikan 

gagasannya. Intinya aset+akses adalah bagaimana menggerakkan aset yang 

dimiliki oleh masyarakat agar bergerak dengan terlebih dahulu diberikan title 

(sertifikat) agar mampu digerakkan untuk akes modal, salah satunya adalah ke 

bank. Dengan adanya title atau sertifikat, maka masyarakat punya kesempatan 

untuk menggerakkan asetnya ke pasar dengan menyuntik modal agar bisa 

berdaya guna. Soto beranggapan, orang miskin di berbagai dunia bukan karna 

tidak memiliki aset, melainkan mereka rata-rata memiliki aset berkali lipat, 

namun tidak efektif. Realitias ini menurut Soto terjadi dibanyak negara miskin, 

bahkan di Haiti, negara yang paling miskin di Amerika Latin, total nilai aset dari 

orang miskin adalah 150 kali lebih besar dari seluruh investasi asing yang 

pernah masuk di negara tersebut sejak merdeka dari Perancis tahun 1804 (Soto 

2001, 6). Jadi, de Soto meyakini sebagaimana diyakini juga oleh Joyo Winoto, 

kemiskinan itu terjadi karena tidak efektifnya aset dan sistem yang bekerja di 

lapangan. Konsep Soto ini kemudian dipopulerkan oleh Joyo Winoto, dan 

program sertipikasi tanah secara massal meningkat drastis pada periodenya. 

Namun, upaya Soto ini merupakan babak baru dengan menyeret masyarakat 

masuk dalam skema ekonomi pasar (Soto 2001, 31-32). 



43 | P a g e  
 

Program Joyo Winoto dengan konsep sederhana dan tidak terlalu baru 

namun berhasil menarik minat masyarakat, dan mendapat dukungan Bank 

Dunia yang ditunjukkan lewat skema lama Land Management and Policy 

Development Program-LMPDP (2004-2009) yang diteruskan dengan fokus pada 

menejemen dan sertipikasi tanah. Karena dengan sertipikasi yang semakin 

banyak masyarakat akan mampu menggerakkan tanah masuk pasar dengan 

mengakses modal. Sementara redistribusi justru tidak banyak dilakukan karena 

objek tanahnya tidak banyak didapatkan, sehingga, sebenarnya fokus program 

Joyo Winoto justru yang paling siginifikan adalah legalisasi aset (Rachman 2012, 

114) dan redistribusi tanah mengalami kemandekan. Dengan bahasa lain, apa 

yang dibayangkan Joyo Winoto tentang Landreform plus atau RA (aset+akses) 

diawal kepemimpinannya yang akan dijalankan dengan menata ulang 

penguasaan tanah justru lebih pada melayani kemauan Bank Dunia, yakni 

menggeser RA dengan legalisasi aset yang akhirnya justru membentuk pasar 

tanah di Indonesia (Rachman 2017, 175-176). 

Menjelang berakhirnya masa jabatan SBY periode kedua, istilah RA 

semakin tidak populer dikalangan birokrat karena konsentrasi BPN lebih fokus 

pada persoalan administrasi pertanahan. Kebijakan legalisasi aset tetap 

dilanjutkan dan redistribusi tanah kepada masyarakat miskin semakin 

tenggelam. Di luar itu, praktik kebijakan pembangunan berbasis tanah semakin 

menguat. Setelah lahir UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah, fokus SBY 

semakin kental mengarah pada proyek pembangunan dengan upaya 

secukupnya menyelesaikan konflik-konflik agraria secara parsial. Tidak ada 

perubahan secara signifikan setelah pucuk pimpinan BPN beralih dari Joyo 

Winoto ke Hendarman Supandji. Hendarman melanjutkan tradisi sebelumnya 

yakni legalisasi aset dan menggerakkan penyelesaian konflik lewat salah satu 

kedeputiannya. Namun lagi-lagi, upaya penyelesaian konflik tidak mampu 

menjawab bagaimana maraknya konflik agraria di daerah yang diakibatkan dari 

“pembiaran kebijakan” dari periode-periode sebelumnya (Widiyanto 2013, 

Mulyani 2014, 344-345).  
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Dalam dua periode kepemimpinannya, SBY kehilangan kesempatan dan 

waktu untuk membuktikan argumennya sebagaimana di awal ingin 

menjalankan UUPA namun gagal mewujudkannya. Dan sisa jabatannya tidak 

mampu secara efektif digunakan untuk menyelesaikan persoalan agraria yang 

semakin crowded. Krisis dan konflik meluas bukan hanya pada wilayah area 

perkebunan skala besar, namun juga hutan dan pertambangan. Kehancuran 

ekologi semakin terlihat akibat praktik kebijakan yang tidak terkontrol, bahkan 

diperparah dengan kebakaran hutan di mana-mana. Dalam situasi tersebut, isu 

perjuangan agraria dan lingkungan kembali menguat sebagai tanda protes pada 

rezim berkuasa, hingga pergantian presiden Oktober 2014 (Salim 2017).  

 

2. Keputusan MK No. 35 yang Berkesan 

Sebelum periode SBY berakhir, satu momentum penting telah dilahirkan 

oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum 

Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 

juga didukung oleh scholar aktivis, dan NGO. Maret 2012 secara resmi 

kelompok ini mengajukan gugatan ke Mahakamah Konstitusi (MK) UU No. 41 

tahun 1999 yang banyak merugikan amsyarakat, khususnya masyarakat adat 

(Siscawati 2014, 13). Gugatan AMAN dkk. sebagian dikabulkan oleh MK dan 

sebagian ditolak. Poin penting yang dikabulkan adalah definisi hutan adat dalam 

Pasal 1 yang sebelumnya berbunyi “hutan negara yang berada dalam wilayah 

masyarakat hukum adat” kemudian dikoreksi oleh MK menjadi menjadi “hutan 

yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Berikutnya adalah Pasal 4 

tentang eksistensi masyarakat hukum adat (Rahman 2013, 26). Pasal paling 

krusial yang dikabulkan MK adalah Pasal 5, “hutan adat bukan lagi menjadi 

bagian dari hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan hak”, dan 

“hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum 

adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya” (Siscawati 2014, 

13-14).  
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Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 cukup memberikan angin segar bagi 

masyarakat hukum adat yang memiliki berbagai nama dan entitas di daerah 

yang memberikan harapan akan keberlangsungan dan prospek ke depan dalam 

memiliki hak atas tanah untuk subjek masyarakat hukum adat. Sekalipun BPN 

belum memiliki pengalaman dalam hal mendaftarkan tanah masyarakat hukum 

adat dalam kawasan hutan. oleh karena itu hingga sekarang pun belum ada 

lahan masyarakat hukum ada yang diklaim sebagai hutan adat yang didaftarkan, 

sebab belum ada mekanisme yang jelas dalam PP 24/1997. BPN mengenal 

selama ini pendaftaran tanah selalu tanah-tanah yang berada dalam kawasan 

non hutan, artinya tanah-tanah yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan oleh 

KLHK (Rachman 2014, 42). 

Presiden SBY secara resmi mengeluarkan pernyataan yang mendukung 

keputusan MK sebagaimana disampaikan dalam “pidato di International 

Workshop on Tropical Forest di Jakarta, 27 Juni 2013 yang secara khusus 

menyampaikan komitmen pribadinya menjalankan Putusan MK 35. SBY 

mengakui bahwa Putusan MK 35 “menandai langkah penting ke depan menuju 

pengakuan sepenuhnya hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam masyarakat 

adat dan komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan”. SBY juga berjanji 

akan menyiapkan perangkat hukum untuk memproses tindak lanjut dari 

putusan MK tersebut dengan mengakui kepemilikan kolektif wilayah adat di 

Indonesia” (Rachman 2014, 43-44). 

Pasca putusan MK di atas yang telah resmi didukung oleh Presdien SBY, 

langkah berikut yang cukup krusial adalah kehendak negara untuk secara arif 

menyelesaikan persoalan hutan adat dan tanah masyarakat dalam kawasan 

hutan. Lewat keputusan bersama empat menteri mengeluarkan peraturan 

terkait tata cara menyelesaikan lahan masyarakat dalam kawasan hutan dan 

lahan atau hutan adat milik masyarakat hukum adat, yakni dengan menerbitkan 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 

dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 79 Tahun 

2014, Nomor. Pb.3/Menhut-11/2014 Nomor. 17/Prt/M/2014 Nomor. 
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8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada 

dalam Kawasan Hutan, kemudian dikenal dengan Peraturan Bersama (Perber 4 

Menteri).  

Perber di atas menyangkut tata cara melakukan inventarisasi dan 

verifikasi lahan masyarakat dan tanah adat dalam kawasan hutan, namun 

kemudian Perber tidak efektif karena masing-masing kementerian tidak 

berhasil [berkehendak] menjalankannya (Muhajir 2015). Maka atas dorongan 

berbagai pihak, muncul wacana agar Perber dinaikkan menjadi peraturan yang 

mengikat semua sektor. Keberadaan Perber dianggap tidak mampu mengikat 

semua kementerian, sehingga keberadaannya tidak terlalu diperdulikan oleh 

masing-masing kementerian. Sudah sejak tahun 2015 usulan berbagai pihak 

agar Perber dirubah menjadi Perpres, dan akhirnya benar-benar diwujudkan 

menjadi Perpres No. 88 Tahun 2017. Harapannya, dengan Perpres ini kemudian 

akan lahir keputusan dan kebijakan secara bersama untuk menyelesaikan lahan 

milik masyarakat maupun masyarakat adat dalam kawasan hutan. namun 

demikian, sampai akhir periode SBY, ia belum berhasil melaksanakan 

komitmennya untuk menyelesaikan lahan masyarakat dalam kawasan hutan, 

dan tahun 2014 sudah terjadi pergantian kekuasaan. 

Pada periode selanjutnya, Perpres 88/2017 lahir sebagai pengganti Perber 

dan kemudian lahir lembaga yang mengupayakan penyelesaian tanah 

masyarakat dalam kawasan hutan yang populer dengan istilah PPTKH 

(Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan). Jadi Keputusan MK di 

atas menjadi dasar lahirnya penyelesaian tanah masyarakat dalam kawasan 

hutan yang hingga kini sedang dalam proses pengerjaan di lapangan, yang 

tersebar di 26 provinsi dan 159 kabupaten-kota dengan target ±1.69 juta hektar 

(Tim PPTKH 2017, 10).  

 

E. Reforma Agraria Periode Jokowi-Jusuf Kalla 

Secara substantif, era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-

JK) tidak lagi mendefinisikan Reforma Agraria secara “sempit”, yakni 

pengaturan kembali dengan legislasi atau perombakan/penataan struktur 
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penguasaan tanah dengan skema redistribusi berbasis hak milik atas tanah 

(Wiradi 2009, 43, Lipton 2009, 328, Rachman 2017). Dalam lintasan sejarah, RA 

memang mengalami banyak perubahan dan tafsir atas praktiknya baik dalam 

hal jenis, muatan, tujuan, dan fungsinya yang disesuaikan dengan 

perkembangan zaman serta negara yang menerapkannya. Indonesia sendiri 

pernah mencita-citakan RA yang ideal yakni penataan struktur penguasaan 

yang revolusioner dengan adil sebagaimana diyakini oleh Sukarno dalam 

pidato-pidato menjelang disahkannya UUPA, “melaksanakan Landreform 

merupakan bagian mutlak dari revolusi Indonesia” (Salim, Widiyatmoko, 

Suhattanto 2014, 61).  

Berangkat dari pendefinisian yang longgar terhadap praktik kebijakan RA, 

naiknya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dianggap menguntungkan 

bagi aktivis, pemerhati, dan pihak-pihak yang peduli pada persoalan agraria 

serta masih memiliki harapan akan perubahan. Salah satu yang menjadi 

perhatian banyak pihak selain kelembagaan adalah persoalan konflik agraria 

yang semakin meluas dan ketimpangan penguasaan tanah. Dua isu terakhir ini 

sebagai bagian dari isu agraria yang tidak bisa dipisahkan. Persoalan 

kelembagaan dibidang agraria telah dituntaskah oleh Jokowi-JK begitu terpilih 

sebagai presiden, dengan merubah nomenklatur BPN menjadi kementerian. 

Selama ini sering diperdebatkan tentang kelembagaan agraria yang harus 

mengurusi banyak persoalan namun hanya setingkat kepala badan. Naiknya 

Jokowi menjawab tuntutan banyak pihak agar Kementerian ATR/BPN mampu 

berkiprah lebih jauh karena “bajunya telah dibesarkan”. Dengan menjadi 

kementerian, kedudukan Kementerian ATR/BPN tidak lagi dipandang lebih 

rendah oleh kementerian lain yang mengurusi tanah, utamanya Kementerian 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup.  

Sementara persoalan real yang dihadapi petani pada tahun itu masih sama 

dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni ketimpangan lahan bagi landless, petani 

miskin, dan buruh tani. Harapannya, naiknya Jokowi yang didukung oleh petani, 

masyarakat adat, dan sebagian scholar aktivis mampu menuntaskan secara 

perlahan persoalan tersebut, setidaknya mengurangi keresahan petani dan 
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intelektual yang melihat kesenjangan persoalan lahan. Bagi sebagian pihak, 

Korsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN), dan NGO lainnya, penyelesaian konflik harus menjadi prioritas dengan 

cara menjalankan RA. KPA dengan konsep RA by leverage mengusulkan 

berbagai skema di antaranya dengan program Lokasi Prioritas Reforma Agraria 

(LPRA). KPA menginginkan negara hadir sebagaimana janji Jokowi dalam 

Nawacita, agar mampu menyentuh persoalan dasar petani di daerah, khususnya 

wilayah-wilayah yang menjadi basis konflik agraria secara laten. Pendekatan 

konflik sebagai basis merupakan suatu cara untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan terkait ketimpangan penguasaan lahan (Kartika, 2018). 

Kedekatan Jokowi-JK dengan rakyat yang kebetulan berangkat dari 

kalangan masyarakat biasa membawa suasana batin yang sangat 

menguntungkan, karena mendapat kepercayaan publik dari banyak kelompok. 

Hal itu ditunjukkan dengan ekspektasi yang tinggi dari berbagai pihak kepada 

pimpinan baru yang baru saja dilantik. Namun naiknya Jokowi dalam suasana 

Indonesia sedang “berkabung”, karena bencana kebakaran terjadi di mana-

mana, sehingga prioritas penguasa adalah bagaimana secara cepat 

menghentikan kebakaran dan mengatasi dampaknya kepada masyarakat. Dan 

faktanya, sampai dengan semester pertama 2015, energi pemerintah 

difokuskan pada penyelesaian persoalan tersebut. Presiden Jokwi-JK melakukan 

beberapa tindakan konkrit untuk mencegah kebakaran yang lebih besar, 

termasuk melakukan moratorium izin-izin baru di hutan primer dan lahan 

gambut, juga membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada Januari 2016 

(Perpres No. 1 Tahun 2016) untuk menyelamatkan hutan gambut Indonesia 

(Wijaya, dkk., 2016).  

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung RA dengan sembilan 

agenda prioritas yang termaktub dalam Nawacita. “Nawacita secara sederhana 

diterjemahkan sebagai berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi, dan 

berkepribadian dalam budaya, melandasi jiwa dan pelaksanaan Reforma 

Agraria” (Kantor Staf Presiden 2017, 14). Agenda priotitas tersebut mengusung 

misi menghadirkan kembali negara sebagaimana agenda No. 1; kemudian 
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membangun Indonesia dari pinggiran termuat dalam agenda No. 3; dan agenda 

No. 5 dengan meningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong 

pelaksanaan Reforma Agraria dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta 

hektar. Agenda priorioritas ini kemudian dimasukkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019 Buku I, 81).  

Agenda priorotas di atas tidak serta merta langsung menjadi program 

kebijakan, karena secara khusus belum ada pihak-pihak yang mengerjakan dari 

mulai prangkat hukum hingga kelembagaan yang akan menjalankannya. Lewat 

Kantor Staf Presiden di bawah pimpinan Teten Masduki dan Noer Fauzi 

Rachman kemudian digagas beberapa rencana prioritas RA. Di Kastaf Presiden 

kemudian agenda itu dirancang dan didisain, termasuk bagaimana menyiapkan 

perangkat hukumnya dan bentuk kelembagaannya. Awal tahun 2016, presiden 

mulai serius menyiapkan agenda Reforma Agraria lewat Kepala Staf Presiden. 

Penyiapan itu dilakukan untuk mengkoordinir antarsektor dalam 

menyelesaikan persoalan agraria. April dan Juni 2016, Kastaf sudah 

menyelesaikan disain RA untuk segera di launching oleh Presiden, dan dalam 

Rapat Terbatas Kabinet Kerja, Jokowi meluncurkan program Reforma Agraria, 

24 Agustus 2016. Ketika sudah di launching, Jokowi mengetahui konsekuensi 

yang akan ditimbulkan, yakni komitmen dan kerja keras untuk mewujudkan. 

Apa yang selama ini menjadi kendala yakani ego sektoral masing-masing 

kementerian harus diselesaikan oleh Jokowi, karena faktor sektoral telah 

terbukti menggagalkan RA pada periode sebelumnya (Kastaf Presiden 2016).  

Sejak program RA di launching presiden pada Agustus 2016, kerja-kerja 

Kastaf lebih banyak melakukan pematangan disain program dan koordinasi 

antarkementerian, yakni menyatukan visi dan misi serta semangat yang dibawa 

oleh presiden tentang RA. Dalam periode itu juga di bicarakan secara serius 

format kelembagaan yang akan mengelola RA, muncul dalam banyak diskusi-

diskusi, yakni Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Badan Otorita Reforma 

Agraria (BORA). Salah satu dari dua usulan ini akhirnya masuk dalam Perpres 

Reforma Agraria (Perpres No. 86/2018), yakni Gugus Tugas Reforma Agraria 

yang langsung dikendalikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.  
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Sebelum secara resmi produk hukum yang mengatur RA keluar, Kastaf 

mencoba melakukan ujicoba pelaksanaan RA di Kabupaten Sigi, Sulawesi 

Tengah pada awal 2017, karena kabupaten ini dianggap siap untuk menjalankan 

program presiden yang bekerja sama antar sektor, dukungan pemda, 

Kementerian ATR/BPN, dan KLHK, serta kementerian lain yang terkait (Irwan 

2017). Ujicoba RA di Kabupaten Sigi berhasil dilaksanakan, untuk pertama 

kalinya dimana RA diinisiasi oleh pemda dengan dukungan semua stakeholder. 

Proses tersebut sampai akhir 2017 telah berhasil menyelesaikan semua 

dokumen dan kebutuhan untuk melakukan redistribusi tanah “objek RA”, 

walaupun hingga kini persoalan objek masih belum berhasil dituntaskan, 

termasuk hak-haknya belum juga diberikan pada subjek-subjek yang 

seharusnya menerima. Akan tetapi, secara substansi, proses dan persiapan RA 

di Kabupaten Sigi telah berhasil diselesaikan. Ada beberapa kendala dan 

perdebatan belum diredisnya hasil kerja RA di Sigi, khususnya KLHK yang 

menafsirkan berbeda atas hasil kerja pemda dan stakeholder lainnya. Problem 

utamanya adalah tidak masuknya lahan-lahan yang diusulkan oleh Pemda dan 

panitia RA Sigi dalam Peta Indikatif. Padahal KLHK selalu berpedoman tanah-

tanah yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan harus masuk dalam Peta 

Indikatif yang dikeluarkan oleh KLHK. Pada ranah ini kompromi tidak 

didapatkan dan jalan buntu, karena masing-masing bertahan dengan 

argumennya.  

Secara keseluruhan Kastaf Presiden sudah berhasil merumuskan Program 

RA dengan menerbitkan semacam buku “Merah Putih” Pelaksanaan Reforma 

Agraria, Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Kastaf Presiden 2017). Buku ini menjadi 

salah satu pedoman untuk melaksanakan program RA rezim Jokowi-JK. Dalam 

dokumen ini juga untuk pertama kalinya definisi RA diperluas dimana RA tidak 

hanya dalam bentuk skema hak individu atau kolektif/komunal melainkan juga 

sekema izin pemanfaatan hutan, kemudian dikenal dengan istilah Perhutanan 

Sosial (PS) (Kastaf Presiden 2017, 6-7). Perhutanan Sosial sendiri bukan barang 

baru, selain produk hukumnya sudah lahir pada bulan November 2016 (Permen 

LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016) dengan konsep forest for the 
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people. Perhutanan Sosial sudah pernah dijalankan dalam skema lain yang 

berbeda pada periode sebelumnya (Muhsi 2017), namun era Jokowi-JK menjadi 

agenda yang disatukan dalam kerangka Reforma Agraria, karena terkait aset 

dan akses yang akan dijalankan utuk menguatkan kemandirian ekonomi 

masyarakat. Atas alasan itu pula, dalam buku “Merah Putih”, PS ditempatkan 

secara resmi sebagai program kebijakan yang akan diusung oleh pemerintah 

Jokowi-JK dengan target izin pemanfaatan lahan seluas 12,7 juta hektar. Tentu 

saja, PS sudah masuk dalam Renstra KLHK 2015-2019.  

Substansi buku Arahan Kepala Staf Presdien tentang RA merupakan 

terjemahan dari Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2017. Di dalam RKP 2017, RA menjadi salah satu program prioritas 

nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Oleh karena itu, 

buku Arahan Kastaf tersebut merupakan “rujukan bagi pelaksanaan RA yang 

mencakup tujuan, sebagai berikut: Penyediaan kepastian tenurial bagi 

masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi 

subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan 

kepemilikannya, mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan 

meredistribusikan dan melegalisasikan Tanah-tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA)” (Kastaf Presiden 2017, 6). Ada lima agenda yang menjadi prioritas 

Jokowi-JK, 1. “Penguatan Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; 2. Penataan 

Penguasaan dan Pemilikan TORA; 3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas 

TORA; 4. Pemberdayaan Masyarakat; dan 5. Kelembagaan Pelaksana Reforma 

Agraria”. Lima agenda ini menjadi prioritas yang secara perlahan kemudian 

diselesaikan satu persatu dalam satu kesatuan model di bawah GTRA dan 

kementerian sektor lainnya (Kastaf Presiden 2017, 7). 

Dari lima agenda utama di atas secara perlahan telah dikerjakan oleh 

Jokowi-JK. Setelah masing-masing sektor memahami peran dan kerjanya, 

termasuk menyiapkan kerangka regulasi internal baik di Kementerian 

ATR/BPN, KLHK, maupun kementerian terkait, kemudian langkah yang 

dilakukan adalah membentuk peraturan yang mengikat semua sektor. Pertama, 

langkah besar untuk menyelesaikan persoalan lahan masyarakat dalam 

kawasan hutan yang sudah berlangsung lama agar segera bisa dijadikan objek 
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RA (TORA), pada September 2017 diterbitkan Perpres No. 88 Tahun 2017 

tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah daam Kawasan Hutan (PPTKH) dan 

Mei 2018 kemudian diterbitkan aturan operasionalnya, yakni Permenko No. 3 

Tahun 2017. Perpres dan Permenko tersebut digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan dan konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan 

melalui mekanisme Inventarisasi dan Verifikasi di lapangan. Kedua, Perpres No. 

86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang akan mengatur pelaksanaan RA 

dan pembentukan kelembagaan untuk mengoperasionalkannya, namun hingga 

awal tahun 2019 belum berhasil mengeluarkan aturan operasionalnya.  

Dua Perpres di atas merupakan aturan yang dibutuhkan oleh negara untuk 

menjalankan Reforma Agraria secara efektif. Sekalipun karena keterbatasan 

anggaran, negara belum mampu membentuk kelembagaan (GTRA) sebagaimana 

pesan Perpres 88/2018 sampai ketingkat kabupaten, baru sebatas di tingkat 

provinsi. Artinya secara perlahan progres rezim Jokowi-JK cukup relatif jelas, 

walaupun rupanya dalam praktik mengalami perlambatan, karena pada level 

praktik tidak semudah yang dibayangkan, sebab sesuatu yang baru tidak mudah 

diterima oleh semua pihak, sehingga jalannya RA hingga akhir 2018 masih jauh 

dari harapan. Padahal harapannya, lahirnya GTRA dari provinsi sampai 

kabupaten akan menjadi motor untuk menggerakkan RA di lapangan termasuk 

menyelesaikan persoalan konflik agraria yang masih terus berlangsung di 

berbagai daerah. Namun demikian, belum terbentuknya GTRA di tingkat 

kabupaten tidak menghentikan agenda pelaksanaan RA pada masing-masing 

kementerian. Di Kementerian ATR/BPN, pelaksanaan redistribusi tanah dari 

kawasan non hutan dan kawasan hutan yang dikeluarkan tetap berlangsung. 

Sementara legalisasi aset masyarakat yang juga menjadi bagian dari skema RA 

terus dijalankan, bahkan terus mengalami percepatan dengan progres yang 

cukup siginifikan (Sekjen ATR/BPN 2019), karena legalisasi aset masuk menjadi 

program prioritas yang menjadi salah satu cara untuk menata kepemilikan dan 

penguasaan tanah di Indonesia sekaligus sebagai skema penataan Reforma 

Agraria. Sementara di KLHK, program Inventarisasi dan Verifikasi lapangan 

untuk PPTKH dan Perhutanan Sosial terus berjalan. Artinya, sekalipun 

kelembagaannya belum terbentuk secara tuntas, program RA Jokowi-JK tetap 
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berjalan, walaupun percepatannya tidak bisa seperti yang diharapkan banyak 

pihak di daerah.  

Ada hal yang cukup meresahkan publik terkait agenda pertama yakni 

“Penguatan Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria”. Dalam konteks 

pembangunan infrastruktur hukum (regulasi), progresnya cukup signifikan 

karena secara umum terus berlangsung dan kebutuhan aturan hukum bisa 

dipenuhi. Namun untuk penyelesaian konflik menjadi persoalan. Selama ini dua 

kementerian ATR/BPN dan KLHK memiliki divisi penyelesaian sengketa konflik 

di dua wilayah, namun keduanya tidak bersinergi untuk menyelesaikan konflik-

konflik di lapangan. Harapannya tentu di GTRA akan diselesaikan persoalan 

konflik tenurial baik di kawasan hutan maupun non hutan, namun yang terjadi 

saat ini adalah GTRA belum efektif dan GTRA tingkat kabupaten belum 

dibentuk, alhasil, proses penyelesaian konflik tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Masing-masing sektor berjalan sesuai tupoksinya dan tidak ada 

sinergi keduanya, padahal persoalan ini (konflik) cukup kompleks dan dari 

tahun ke tahun terus meningkat jumlah konflik, korbannya, dan luasan lahannya 

(KPA 2018, 15-44). Harus ada upaya lebih dan skala prioritas dari kedua 

lembaga di atas dengan komando Menko Perekonomian yang membawahi 

kebijakan RA agar segera menemuka solusi bagi persoalan konflik di daerah 

yang terus meningkat. Salah satu yang diusulkan oleh KPA adalah RA by 

levegarage, RA berdasarkan usulan masyarakat yang basisnya adalah lahan-

lahan yang berkonflik dengan mengusung program Lokasi Prioritas Reforma 

Agraria (LPRA) (KPA 2018, 21, 53). 

Intinya, program Reforma Agraria Jokowi-JK yang baru berumur ± dua 

tahun belum banyak menjawab persoalan konkrit yang dihadapi serta 

dibutuhkan oleh masyarakat,4 masih sebatas menjawab beberapa kebutuhan 

pokoknya. Apalagi terkait target yang ditetapkan, yakni redistribusi tanah 4.5 

juta hektar hingga kini (2017-2018) masih jauh dari target yang ditetapkan 

(Sekjen ATR/BPN 2019). Sementara dari sisi substansi persoalan (penciptaan 

keadilan dan kesejahteraan) masih jauh dari yang seharusnya dilaksanakan, 

 
4 Kecuali program Perhutanan Sosial dengan berbagai skema yang progresnya cukup 

signifikan. Mengapa demikian? Skema PS relatif mudah prosesnya, hanya izin pemanfaatan 
lahan bagi masyarakat, sementara lahannya sudah tersedia, “hutan negara”.  
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sekalipun jalan menuju ke arah tersebut sebenarnya jauh lebih terlihat dan 

jelas. Setidaknya upaya membangun infrastruktur hukum beserta agendanya 

tampak lebih konkrit dan jelas, terarah, dan memiliki roadmap, akan tetapi 

dalam praktik selalu tidak mudah dijalankan karena tarik menarik di level 

bawah tidak mudah diselesaikan. Salah satu yang mulai banyak dipertanyakan 

adalah kerja-kerja Tim Inver PPTKH dan GTRA di daerah yang dianggap belum 

cukup memadai sebagaimana pesan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. 

Problem utamanya masih seputar koordinasi dan kerja sama dari berbagai 

stakeholder yang belum berjalan secara efektif. Hal-hal terkait penyatuan visi 

dan misi serta penentuan objek dan subjek masih menjadi perdebatan di tingkat 

daerah. Tentu saja harapannya, pada tahun 2019 akan jauh lebih progresif 

karena perangkat hukum dan kelembagaannya sudah relatif cukup untuk 

bekerja lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

 

F. Alur Kebijakan Reforma Agraria 

Perjalanan kebijakan dan praktiknya sebagaimana dijelaskan di atas penulis 

rangkum dalam skema ringkas secara kronologis sebagai penanda sekaligus 

untuk memudahkan pembaca menandainya. Keseluruhan alur di bawah ini 

merupakan intisari dari penjelasan di atas dengan menempatkan kebijakan RA 

sebagai pusat kajian dalam bab ini. Alur di bawah ini hanya mempermudah 

untuk membaca praktik kebijakan RA agar mudah dipahami. Namun untuk 

membaca secara lengkap perubahan-perubahan besarnya tetap harus melihat 

penjelasan detilnya di atas. 
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Gambar 1. Perjalanan Praktik Kebijakan Reforma Agraria 

1960-2019. Sumber: Disusun oleh Penulis 
 
 

G. Kesimpulan 

Praktik kebijakan RA di Indonesia diawali sejak Sukarno berhasil membangun 

infrastruktur hukum agraria nasional dan menghentikan praktik hukum agraria 

kolonial. Sukarno berhasil membangun sistem dan kelembagaan untuk 

menjalankan RA pada periode awal pasca Indonesia merdeka. Semua prangkat 

hukum yang dibutuhkan oleh negara untuk menyelenggarakan redistribusi 

tanah telah dilahirkan pada periode tersebut, bahkan Sukarno juga berhasil 

mendistribusikan tanah kepada petani tak bertanah, petani miskin, dan buruh 

tani. Lewat UU, Perpu, PP, Keppres, dan peraturan lain Sukarno telah 

meletakkan dasar-dasar penataan agraria secara nasional, namun sayang 

sebelum semua program Sukarno dijalankan, peristiwa 1965 telah 

menghancurkan mimpi dan cita-citanya. Sayangnya, Soeharto telah 

menghancurkan semua perangkat hukum dan kelembagaan yang Sukarno 

ciptakan, dengan alasan komunis di balik semua gagasan RA Sukarno. Soeharto 

merubah arah dan strategi kebijakan RA, mereduksi menjadi distribusi tanah 

kawasan hutan dengan metode transmigrasi. Fokus utama Soeharto hanya 
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untuk pembangunan dan industri, sehingga penataan lahan diabaikan, padahal 

ketimpangan penguasaan lahan semakin melebar.  

Selama pemerintahannya, Soeharto telah menciptakan ketimpangan 

penguasaan tanah yang cukup lebar. Akibat kebijakan tersebut berkontribusi 

pada konflik penguasaan lahan dan tanah tidak lagi menjadi konsentrasi untuk 

pembangunan kedaulatan pangan, melainkan tanah untuk melayani 

kepentingan pembangunan dan industri. Di tengah situasi tersebut, kejatuhan 

Soeharto adalah keniscayaan, karena konflik dan ketegangan hubungan negara 

dengan petani-masyarakat, NGO, akademisi semakin meningkat, sampai 

akhirnya ia lengser. Sejak Soeharto berkuasa, nyaris isu RA tenggelam, UUPA 

yang dihasilkan oleh Sukarno dipetieskan, dan RA tidak dijalankan. Naiknya 

Habibie memberikan harapan baru, ia mencoba memberlakukan kembali UUPA 

dan gagasan untuk menjalankan RA dengan membentuk tim Landreform. Akan 

tetapi pemerintahan Habibie sangat singkat sehingga ia belum sempat 

menjalankan RA sebagai kebijakan resmi negara pasca pemerintahan otoriter 

Soeharto. 

Periode reformasi yang diawali oleh Habibie dilanjutkan oleh Gus Dur-

Megawati dan SBY. Pada pemerintahan inilah isu RA terus menguat dan negara 

kemudian memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk menuntut 

pelaksaanaan RA. Pada periode inilah gagasan RA benar-benar menemukan 

momennya dan praktik RA diupayakan. Melalui TAP MPR IX 2001 menjadi titik 

balik pelaksanaan kembali RA di Indonesia, dan SBY kemudian melanjutkan 

dengan menjalankan program RA. Akan tetapi, praktiknya tidak mudah, dan 

jalannya pelaksanaan RA pada periode SBY tersendat dan cenderung jalan di 

tempat. Menjelang berkahirnya pemerintahan SBY, isu RA meredup bersama 

dengan pupusnya harapan masyarakat kepada negara untuk menjalankan RA, 

sampai akhirnya Jokowi kembali mencoba untuk menggairahkan isu RA pada 

ranah publik. Dengan kembali mengangkat isu RA, Jokowi berhasil membangun 

produk hukum yang dulu gagal diselesaikan oleh SBY, yakni peraturan 

pelaksanaan RA. Jokowi secara kelembagaan relatif berhasil membangun 

argumen pelaksanaan RA dengan membangun beberapa model. Salah satunya 
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yang cukup gencar dilaksanakan adalah legalisasi aset untuk membangun basis 

data kepemilikan dan penguatan hak rakyat, RA kawasan hutan, dan social 

forestry. Walau bukan konsep baru, namun pelaksanaannya relatif berhasil dan 

mendapat dukungan publik, karena program ini menyasar orang-orang yang 

membutuhkan tanah. Namun demikian RA Jokowi yang memadukan antara 

distribusi aset hak milik dan izin pemanfaatan hutan menemui beberapa 

kendala, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, terutama distribusi aset 

yang bersumber dari tanah pelapasan kawasan hutan.   

Beberapa problem terjadi akibat dari lemahnya koordinasi pada level 

sektoral dari tingkat pusat sampai daerah, karena masing-masing belum 

singkron, sehingga memperlambat upaya penyelesaiannya. Peridoe Jokowi 

masih berjalan, dan tentu masih ada harapan bagaimana RA dituntaskan, 

setidaknya ada upaya dan political will Jokowi untuk membangun track yang 

benar untuk mengantarkan redisribusi tanah yang selama ini mengalami 

banyak kegagalan. 
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Bab III 

REFORMA AGRARIA:  

DINAMIKA, PROBLEM, DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI 

 

 

Persoalan Reforma Agraria dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutya 

mengalami perubahan dalam kebijakan dan praktiknya. Implementasinya 

tergantung bagaimana masing-masing negara meyakini dengan program yang 

diusungnya. Terkait hal tersebut, bab ini akan fokus pada RA periode Jokowi-JK 

dalam aras kebijakan sekaligus praktiknya. Uraian dalam bab ini akan melihat 

bagaimana negara (Jokowi-JK) dalam mendefinisikan RA, model kebijakan, 

metode implementasi, problem, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, fokus 

bab ini juga melihat dinamika dan problem Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA) baik kawasan non hutan maupun kawasan hutan. Kajian ini kemudian 

ditutup dengan melihat secara makro kebijakan RA dalam kawasan hutan 

(Perhutanan Sosial). Perhutanan Sosial menjadi poin penting dalam praktik 

kebijakan RA yang dijalankan oleh Jokowi-JK, karena objeknya yang cukup luas 

juga capaiannya yang cukup tinggi. RA model tersebut relatif baru, namun 

mampu menunjukkan kehadiran negara dan efektif untuk mengurangi 

ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. 

 

F. Joko Widodo dan Argumen Reforma Agraria  

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak mendefinisikan 

ulang Reforma Agraria (RA), namun masih merujuk pada definisi lama yang 

banyak dihadirkan para pakar (Wiradi 2009, Lipton 1999, Shohibuddin 2018). 

Melalui Kantor Staf Presiden, Jokwi-JK mengatakan, RA adalah “upaya menata 

ulang akses dan status hukum atas tanah dan sumber daya alam agar 

terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah, wilayah, serta sumber daya alam” (Kantor Staf Presiden 

2017, 8). Kata menata ulang akses menjadi salah satu poin baru dan penting 

dalam praktik kebijakannya, karena selain redistribusi aset hak milik, Jokowi-JK 
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juga membuka peluang seluas mungkin akses masyarakat terhadap pengelolaan 

lahan yang selama ini tidak pernah disentuh oleh negara, yakni wilayah hutan, 

baik hutan produksi maupun hutan lindung. Dalam catatan sejarah, fakta 

menunjukkan RA mengalami banyak tafsir dan perubahan pada praktik, baik 

model, pendefinisian, penerapan, tujuan, dan fungsinya yang diselaraskan 

dengan perkembangan dan kebutuhan zaman sekaligus kebutuhan negara. 

Pilihan dan praktik kebijakan yang diambil Jokowi-JK dengan memadukan 

antara redis (hak milik) dan akses pemanfaatan lahan hutan (izin pemanfaatan) 

seluas mungkin kepada masyarakat merupakan ikhtiar politik yang sedang 

dijalankannya. 

Sebelum masuk pada agenda RA Jokowi-JK, penulis ingin mendudukkan 

beberapa persoalan dasar di dalam praktik kebijakan RA dengan merujuk pada 

beberapa studi di Indonesia yang otoritatif. Melalui studi yang komprehensif, 

Sirait mencoba mendudukkan pengalaman negara-negara lain sebagai contoh 

yang kebetulan juga mengalami banyak persoalan dalam menjalankan RA, 

karena dinamikanya begitu besar dan problem yang muncul di lapangan cukup 

dilematis. Beberapa pakar mulai menggugat redistribusi tanah (hak milik) 

menimbulkan beberapa masalah, sebagaimana studi kasus yang dilakukan di 

Filipina, Vietnam, Laos, Meksiko, dan Indonesia, telah terjadi proses eksklusi 

dan inklusi. Kebanyakan, basis dari ketimpangan dalam struktur agraria 

bersemayam dalam proses individualisasi tanah (Sirat 2017, 17). Proses 

individualisasi itu pada gilirannya mengakumulasi tanah pada segelintir orang 

akibat kontrol negara dan komunitas yang lemah. Tentu tidak sepenuhnya 

kesalahan pada subjek penerima redis, melainkan beberapa persoalan yang 

ditimbulkan akibat pasar tanah yang terbuka dan kecilnya para subjek 

penerima redis sehingga tidak bisa menggantungkan hidup pada tanah yang 

diterima. 

Chrisantiny (2007) dalam studinya tentang redistribusi tanah di Jawa 

kepada petani kecil dan petani tak bertanah yang menerima objek redis 

kemudian tereksklusi dari objek yang diterima. Para elite dan tuan tanah 

kemudian mengambil alih tanah mereka, baik membeli maupun menyewa tanah 
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mereka serta mempekerjakannya sebagai buruh upahan. Hal yang sama juga 

terjadi di Filipina, Vietnam, dan Laos, dimana redistribusi kemudian diikuti oleh 

perpindahan tanah ke segelintir orang (elite) atau pihak-pihak yang memiliki 

pengaruh (Sirat 2017, 16). Dampaknya, petani kecil kemudian terancam dan 

terusir dari tanahnya karena tidak punya cara untuk mempertahankannya 

(Franco 2008). 

Selain Studi Chrisantiny, penelitian terhadap redistribusi tanah dari 

kawasan non hutan yang basisnya HGU menunjukkan garis lurus problem yang 

dihadapi masyarakat. Pangkal persoalan sebagaimana studi Soetarto (2007) 

berangkat dari konflik-konflik yang terjadi pada klaim atau reklaiming lahan 

HGU dan berujung pada upaya redistribusi lahan kepada masyarakat petani. 

Problem utama dijumpai pada pasca redis, negara ingin selalu hadir untuk 

menyelesaikan konflik lahan namun tidak memiliki energi untuk menata 

sekaligus memastikan lahan itu terus menerus ada di tangan petani. Hal yang 

sama juga temuan Bakri (2016), pergeseran lahan pasca redis menjadi alarm 

bagi negara yang tidak memiliki kemampuan kontrol terhadap pasar tanah yang 

terjadi pada masyarakat. Yang paling menonjol terlihat pada proyek PPAN di 

Cilacap, temuan Setiaji dan Saleh (2014) menunjukkan lemahnya negara 

berhadapan dengan pasar dan makelar tanah, sebab pasca redis akumulasi 

lahan terjadi dan sangat merugikan petani. Ada banyak alasan mengapa petani 

melepas lahannya, di antaranya faktor kebutuhan, faktor jaringan mafia tanah, 

dan situasi ekonomi petani yang memungkinkan lahan itu dilepaskan. Temuan 

lain menunjukkan betapa lemahnya petani akibat sistem yang menjerat mereka 

akibat perolehan tanah redis yang sangat kecil, tidak cukup memenuhi 

kebutuhan subsistennya, sehingga tanah dijadikan sebagai jaminan, dan cepat 

atau lambat akan lepas dari tangannya.  

Problem penting berikutnya adalah perolehan lahan yang sempit dari 

redistribusi tanah ikut andil terhadap mudahnya lahan-lahan beralih ke 

kelompok elite lokal dan segelintir orang yang berpengaruh. Banyak praktik 

terjadi tanah kembali terakumulasi pada segelintir orang, termasuk mantan 

pejabat setempat. Akumulasi primitif seringkali terjadi dan pengumpulan tanah 
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pada kelompok tertentu seringkali dari tanah-tanah redistribusi lahan berbasis 

hak individual yang skala perolehannya kecil, sehingga justru terjadi proses 

eksklusi (Sirait 2017, 18). Oleh karena itu, gagasan redistribusi kolektif yang 

berbasis hak non individual mengemuka sebagai bentuk mencari model 

bagaimana seharusnya RA yang efektif dilakukan. Poin ini menjadi salah satu 

argumen mengapa RA dengan skema pemanfaatan lahan kawasan hutan itu 

menjadi penting dan menemukan pembenarannya untuk dijalankan, karena ada 

jaminan bahwa petani penerima manfaat tidak akan melepaskan tanahnya, 

sebab skemanya bukan hak milik. Di Jawa, memang sistem kepemilikan lahan 

secara individu sudah lazim dan jamak terjadi, sementara di luar Jawa polanya 

masih informal, namun saat ini justru sedang menuju proses ke arah 

individualisasi, padahal kritik kebijakan tersebut (individualisasi tanah) telah 

banyak diajukan para pakar (Platteau 1996), sementara kita semakin 

mengukuhkan model Soto yang meyakini hak individu (sertifikasi) merupakan 

pilihan terbaik dalam menyelamatkan tanah (Soto 2001). Skema pemanfaatan 

hutan bagi petani (khususnya Jawa) adalah dalam kerangka menjaga wilayah 

tani sekitar hutan agar tidak berubah peruntukan dan pemanfaatannya.  

Pengalaman Indonesia, puluhan tahun pasca lahirnya UUPA (khususnya 

pasca 1965), jalannya RA lebih banyak pada praktik “prosedural” 

(administratif) yang selama ini dikenal dengan skema redistribusi tanah, bukan 

“redistribusi untuk penataan”, bahkan direduksi menjadi lebih sederhana, 

“legalisasi aset”. Harus diakui dalam praktik redistribusi (utamanya di Jawa), 

yang terjadi di lapangan lebih banyak penegasan hak yang sebelumnya sudah 

dikuasai masyarakat puluhan tahun, sehingga angka-angka redis yang muncul 

tidak merubah secara signifikan struktur penguasaan tanahnya, karena pada 

dasarnya tanah-tanah itu sudah menjadi bagian dari penghidupan masyarakat 

untuk membangun ekonominya. Cara tersebut tidak banyak membantu 

mengurangi dan menyelesaikan ketimpangan strukur penguasaan tanah dan 

konflik agraria yang tiap tahun semakin bertambah, bahkan semakin meluas 

pada semua sektor baik ranah hutan maupun non hutan (Rachman 2013). 

Keruwetan itu kini semakin bertambah dan negara kesulitan mengurai benang 
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kusutnya akibat tumpang tindih peraturan dan overlaping pengaturan 

kewenangan (Sumardjono 2011). Saat ini, yang mungkin dilakukan oleh negara 

adalah mengurai secara parsial, karena “mendetoks” secara keseluruhan—

penataan penguasaan—akan menjadi bayang-bayang menakutkan bagi elite 

negara, yakni konflik horizontal.  

Berangkat dari situlah gagasan memperbaiki secara parsial kemudian 

menjadi cara yang harus ditempuh para pengambil kebijakan. Niat mulia 

meredistribusi hak atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan harus 

digeser dengan berbagai skema yang mudah dikerjakan. RA harus didefinisikan 

ulang sesuai realitas Indonesia hari ini, karena mengandalkan penataan 

struktur penguasaan tanah dan redistribusi dengan status hak milik selain 

kesulitan akibat terbatas pada objek haknya (TORA) juga sulit untuk 

mendapatkan dukungan politiknya. 

Pada objek TORA lainnya, Kementerian ATR/BPN tidak punya cara yang 

efektif untuk menemukan rumus penyelesaian atas tanah kelebihan maksimum 

dan absentee (Perpu 56/1960). Padahal dua ranah itu jika digarap dengan benar 

yang akan menjadi core sentral penataan struktur penguasaan tanah pertanian 

sebagaimana amanat UUPA. Tentu saja liberalisasi kebijakan pemberian tanah 

skala luas kepada investor harus dikontrol dan ditinjau kembali, sebab ranah itu 

ikut menyumbang besar atas ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. 

Presiden Jokowi tampak memulai dengan membatasi secara ketat pemberian 

lahan skala luas kepada korporasi5, juga telah melakukan moratorium sawit 

(Inpres No. 8/2018) yang salah satunya untuk mencegah akumulasi lahan pada 

kelompok tertentu, sehingga memperparah ketimpangannya.  

Banyak pandangan mempersepsikan, Kementerian ATR/BPN jika 

bensentuhan dengan hak-hak tanah sekala luas seperti Hak Guna Usaha (HGU) 

relatif sulit “menyentuh” karena alas hak dari HGU begitu kuat (UUPA Pasal 28-

 
5 Sejak berkuasa tahun 2014 hingga hari ini, Jokowi-JK mengklaim belum pernah 

mengeluarkan izin HTI dan HGU skala luas kepada korporasi, yang diakui sebagai bentuk 
keberpihakannya kepada petani kecil sekaligus menunjukkan pilihan arah dan politik 
kebijakannya. Namun klaim itu penting untuk di cek, beberapa informasi menyebutkan 
ATR/BPN pada periode tersebut juga mengeluarkan HGU untuk sawit, walau sebagian Izin 
Lokasinya dikelaurkan pada periode sebelumnya, bukan pada masa pemerintahannya. 
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33 dan PP 40/1996) plus kekuatan modal yang ada di baliknya. Bahkan untuk 

kasus tanah terlantar dari tanah bekas HGU pun ATR/BPN masih sulit untuk 

memanfaatkan sebagai objek RA. Oleh karenanya, wajar dalam Nawacita 

Jokowi-JK, agenda RA dengan alokasi lahan 9 juta hektar6 yang terbesar masih 

dari tanah bekas hutan (4.5 juta hektar) (SK Menteri LHK Nomor 180/2017 jo 

No. 3154/2018 revisi II, dan jo No. 8716/2018 revisi III) akibat kesulitan 

mencari objek TORA dari lahan non hutan. Penulis meyakini, ATR/BPN tidak 

cukup bernyali untuk menata struktur penguasaan lahan secara radikal atau 

gradual sekalipun, sebab secara hitungan politik tidak akan menguntungkan, 

khususnya untuk rezim penguasa.   

Di luar itu, Kementerian ATR/BPN juga merupakan lembaga yang belum 

banyak berubah, sekalipun sudah menjadi kementerian. Nafas transparansi 

dalam lembaga ini belum berhasil diwujudkan secara memadai, padahal publik 

sangat berharap ATR/BPN berubah dan melibatkan publik dalam banyak 

kebijakan agar dukungannya selama ini tidak disia-siakan. Salah satu contoh 

yang menjadi ganjalan adalah sulitnya ATR/BPN membuka akses hak atas tanah 

berbasis HGU milik pengusaha-pengusaha yang bermasalah, sebab sejauh ini 

banyak konflik di daerah akibat ATR/BPN tidak membuka secara transparan 

keberadaan HGU tersebut. Sekalipun sudah digugat ke pengadilan oleh Forest 

Watch Indonesia (FWI) dan kalah sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung 

(Rosalina & Naggara 2017), Kementerian ATR/BPN masih betahan tidak mau 

membuka secara luas akses ke publik terhadap tanah-tanah skala luas (HGU) 

yang menjadi sumber konflik. Persoalan ini menjadi penilaian tersendiri bagi 

Kementerian ATR/BPN di mata publik, karena dianggap tidak memiliki niatan 

serius membenahi persoalan agraria yang crowded, padahal prasyarat itu 

dibutuhkan oleh ATR/BPN untuk menjadi lembaga yang bertanggung jawab dan 

 
6 Harus dipahami bahwa, program RA 9 juta hektar yang diagendakan ATR/BPN hanya 

sekitar 4.5 juta hektar, karena separuhnya dalam agenda resmi adalah legalisasi aset. Artinya 
ATR/BPN mencoba mendisain legalisasi aset lewat apa yang selama ini tanah-tanah yang sudah 
dikuasai masyarakat, baik melalui perambahan, transmigrasi, maupun pendudukan lahan-lahan 
bekas hak lainnya. 4.5 juta Hektar itu dikenal dengan legalisasi aset. Jadi bukan RA dalam 
pengertian substantif, tetapi administratif, karena hanya penguatan aset, dengan harapan ada 
tindak lanjut meningkat menjadi pendampingan pembukaan akses, khususnya permodalan 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
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kredibel. Pada konteks itu juga kita meyakini, prasyarat RA bisa berjalan dengan 

baik jika ATR/BPN membuka diri dan mau mendengar banyak pihak, terutama 

terkait objek TORA yang banyak diusulkan oleh masyarakat dari bawah dengan 

pendekatan RA by leverage, RA berbasis lahan-lahan yang sedang bersengketa 

atau konflik (Soetarto, Sihaloho & Purwandari 2007, Kartika 2018).  

Penataan tanah-tanah absentee dan kelebihan maksimum diyakini banyak 

pihak akan menimbulkan gejolak sosial politik dan itu dianggap memiliki resiko 

yang tinggi. Di sisi lain, sebenarnya negara tidak memiliki dana untuk 

mengambil (mengganti) tanah-tanah tersebut, tentu saja membutuhkan 

anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu pilihan kebijakan yang diagendakan 

lebih pada pemanfaatan lahan-lahan yang minim resiko. Kerumitan dan 

kesulitan itu disadari betul oleh Joko Widodo dan melirik skema RA dalam 

berbagai bentuk untuk menjawab atas kebutuhan rakyat akan tanah. Jokowi 

mencoba memperluas makna RA dari yang selama ini dilaksanakan yakni “redis 

tanah-tanah non hutan dengan skema hak individu” tetapi kemudian juga 

meluaskan ke “tanah-tanah hutan”, khususnya hutan negara dengan skema 

Perhutanan Sosial (PS) dalam bentuk izin pemanfaatan. 

 

G. Model dan Kebijakan Reforma Agraria Jokowi-JK 

Narasi dan argumen di atas dibangun berdasarkan realitas sosial politik 

dan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia. Para pengambil dan 

pelaksana kebijakan terpojok atas angka-angka yang sering muncul di media 

tentang timpangnya Indeks Gini penguasaan tanah di Indonesia, sekalipun tidak 

ada data resmi yang meyakinkan namun indikasi-indikasi ketimpangan akut itu 

mengemuka dan menggerogoti wibawa pemerintah (Jalil 2016).7 Setara dengan 

data ketimpangan itu, muncul konflik agraria/tenurial yang masif, di sisi lain 

pada saat bersamaan, pemerintah dengan mudah pula mengeluarkan izin-izin 

penguasaan lahan skala luas, baik Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha 

 
7 Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil pada tahun 2016 pernah merilis gini rasio penguasaan tanah 

di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, sekitar 1% penduduk menguasai 58% sumber daya 
agraria, namun tidak pernah ada penjelasan detil darimana angka itu diperoleh dan siapa yang 
melakukan kajian.  



65 | P a g e  
 

Pertambangan (IUP), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan izin lainnya (KLHK 

2018). Realitas yang berlawanan ini sangat ironis dan terus menjadi beban bagi 

negara. Oleh karena itu butuh terobosan bagaimana mengurangi ketimpangan 

dan konflik tenurial yang terus menerus di-blowup sebagai isu yang 

menyudutkan. 

Berangkat dari argumen tersebut kemudian melahirkan skema kebijakan 

Jokowi-JK. Penulis akan menjelaskan secara detil bagaimana kebijakan itu lahir 

dan diterapkan untuk kepentingan pembangunan dan kemandirian ekonomi 

petani khususnya berbasis desa, baik pada distribusi hak individual, kolektif, 

maupun skema izin pemanfaatan. Skema ini disusun berdasarkan argumen yang 

dibangun oleh pemerintah dengan asumsi bahwa penataan lahan akan menjadi 

jawaban bagi kebutuhan masyarakat. Secara garis besar ada tiga objek dalam 

skema RA era Jokowi-JK: Legalisasi Aset, Redistribusi Aset, dan Legalitas Akses, 

sebagaimana tergambar dalam skema gambar berikut. Penulis akan mencoba 

menguraikan satu persatu tiga agenda besar tersebut. 

 

 



66 | P a g e  
 

Gambar 1. Skema Reforma Agraria Jokowi-Jusuf Kalla dilihat dari target dan 
capaian 2018 serta capaian 2015-2018. 

Sumber: Diolah dari data resmi yang dikeluarkan oleh berbagai sumber, RPJMN, 
Kementerian ATR/BPN, Renstra KLHK 2015-2019, dan Menko Perekonomian. 

 
 

1. Legalisasi Aset: Prona-PTSL dan Tanah Transmigrasi 

Legalisasi tidak tepat jika disebut sebagai Program RA, namun disepakati 

sebagai pembangunan basis data sekaligus menyelesaikan tugas negara 

sebagaimana pesan UUPA Pasal 19. Semua tanah di Indonesia harus dipetakan 

dan didaftarkan, untuk menjamin kepastian hukum, agar ada kejelasan satatus 

objek dan subjeknya. Namun demikian, ada persoalan mendasar yang menjadi 

pertanyaan publik, yakni terkait definisi operasional RA dalam pemerintahan 

Jokowi-JK yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2018 

tentang Reforma Agraria. Pasal 1 butir 4 menyebutkan bahwa, “Tanah Objek 

Reforma Agraria adalah tanah negara dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat”. 

Definisi ini kemudian yang melahirkan debat di ruang publik tentang Reforma 

Agraria, karena pemerintah dianggap melakukan simplifikasi terhadap makna 

RA. Di ranah publik terlanjur keluar bahwa legalisasi aset hak milik masyarakat 

dianggap sebagai RA. Jika kita merujuk referensi pokok, tidak ada satu argumen 

pun yang mendukung statemen di atas, bahwa RA adalah legalisasi aset tanah-

tanah masyarakat. Lalu darimana argumen itu dibangun? Karena muncul dalam 

Perpres, maka harus dirunut dan dijelaskan makna di balik pasal tersebut. Akan 

tetapi karena Perpres tidak memiliki bagian penjelasan untuk pasal-pasal yang 

multitafsir dan harus merunut notulensinya (memorie van toelichting) dalam 

rapat-rapat pembahasan. 

Penulis menduga, lahirnya Pasal 1 butir 4 di atas sebagai bentuk politik 

praktik kebijakan, karena program besar yang diinisiasi oleh negara harus 

diwadahi dalam sebuah peraturan. Di sisi lain, dampak sertipikasi hak milik 

masyarakat yang dilakukan secara masif, yang saat ini dikenal dengan PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) cukup memberikan kredit poin bagi 

penyelenggara negara. Setidaknya, PTSL menjadi isu yang begitu luas dan 

disambut oleh publik (murah dan cepat), sementara pemerintah mendapat 
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feedback dari hasil kerja keras tersebut. Hal lain, RA juga dimaknai sebagai 

penataan dan legalisasi aset yang juga menyasar lahan transmigrasi yang masih 

banyak belum bersertifikat, sehingga dimasukkan dalam skema RA. Legalisasi 

tanah transmigrasi juga menjadi program strategis nasional yang masuk dalam 

RPJMN Jokowi-JK, sehingga harus diwadahi, dan skema yang paling tepat untuk 

memberikan ruang itu adalah RA (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan 

Pemanfaatan Tanah-P4T). Feedback lain yang cukup penting didapatkan oleh 

negara adalah pergerakan ekonomi, karena terbukanya akses modal bagi 

pemilik sertipikat, dan itu artinya menggerakkan perputaran ekonomi 

masyarakat (Romi dkk, 2018). 

Penafsiran lain sangat dimungkinkan dan secara akademis dapat 

dipertanggungjawabkan. Legalisasi aset merupakan dasar dari penataan 

pertanahan untuk mewujudkan basis data yang lengkap. Untuk menciptakan 

administrasi pertanahan yang baik yakni dengan mendaftarkan semua tanah 

masyarakat secara lengkap, agar pemerintah memiliki data secara valid. 

Konsekuensi lain dari kelengkapan data tersebut bisa dimanfaatkan untuk 

menata ulang P4T di Indonesia. Kondisi itu mempermudah pemerintah 

menyelesaikan tanah absentee dan kelebihan maksimum. Dua objek TORA yang 

selama ini sulit diselesaikan karena ketidaktersediaan data secara memadai. 

Dalam Pasal 7 butir k Perpres 88/2018 menyebutkan, objek TORA salah 

satunya adalah tanah absentee dan kelebihan maksimum. Argumen penjelas itu 

masih sumir, akan tetapi sangat reasonable jika dilihat dari substansi persoalan, 

karena tanah masyarakat dalam Perpres 86/2018 tidak masuk dalam salah satu 

objek TORA, hanya menjadi bagian dari pendefinisian RA.  

Kembali ke skema legalisasi aset di atas, terdapat 4.5 juta hektar (sekitar 

18 juta bidang) dari target legalisasi aset yang terdiri atas dua skema, pertama 

program sertifikasi tanah rakyat Prona/PTSL seluas 3,9 juta hektar, kedua 

sertifikasi lahan transmigrasi yang belum bersertipikat seluas 0,6 juta hektar. 

Dua skema ini masuk dalam RPJMN 2015-2019 yang artinya akan dikerjakan 

oleh pemerintah dalam satu periode kepemimpinan. Lalu sejauhmana projek 

tersebut telah diselesaikan? Dalam laporan resmi yang sedikit berbeda antara 
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Sekretaris Jenderal ATR/BPN dan Dirjen Infrastruktur Keagrarian ATR/BPN 

pada Rapat Kerja Nasional tanggal 6-8 Februari 2019 disampaikan capaian 

kinerja legalisasi aset bidang Prona-PTSL dan transmigrasi sejak 2015-2018 

sudah sekitar 70% dengan rincian sebagai berikut: Peta Bidang Tanah (PBT) 

16,49 juta bidang (±3,51 juta Ha) dan penerbitan sertipikat 12,42 juta sertipikat 

(±3,13 juta Ha) (Dirjen IK ATR/BPN 2019, 5, Sekjen ATR/BPN 2019, 3). Jika 

dilihat dari penerbitan sertipikat sudah diangka 12,42 juta setipikat, artinya 

capaian itu ditempuh dalam waktu kurang dari 4 tahun sejak RPJM ditetapkan 

dan angka terbesar disumbang oleh program PTSL yang dijalankan sejak 2017. 

Suatu pencapaian yang sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.  

Sementara pada skema program tanah transmigrasi capaiannya relatif 

rendah, yakni 70.412 bidang atau sekitar 47.176 Ha dengan total prosentase 

7.86% (Sekjen ATR/BPN 2019, Dirjen Penataan ATR/BPN 2019). Skema di atas 

(gambar 1) menggambarkan target dan capaian tahun 2018 serta target dan 

capaian selama 4 tahun. Capaian tahun 2015-2016 jika dilihat secara rinci masih 

sangat rendah, baru mulai tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan, karena dua tahun terakhir, program Prona-PTSL dilakukan 

secara masif di seluruh Indonesia. 

Dari projek RA dengan skema program legalisasi aset yang ditetapkan 4.5 

juta hektar dalam dua program, tampkanya legalisasi aset akan terpenuhi 

pertengahan tahun 2019, namun untuk transmigrasi masih jauh dari target 

yang ditetapkan. Kedua program tersebut memiliki karakteristik persoalan yang 

berbeda, Prona-PTSL relatif tidak banyak memiliki kendala karena sertifikasi 

tanah-tanah masyarakat sebagai program strategis didukung oleh semua 

stakeholder dan lebih mudah mengidentifikasi lahan masyarakat, sementara 

probelm tanah transmigrasi relatif rumit karena sisa-sisa persoalan masa lalu 

yang belum diselesaikan. Misalnya di sebagian Jambi dan Sumatera Selatan 

terdapat beberapa persoalan terkait tanah transmigrasi: terdapat lahan-lahan 

transmigrasi yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan, terdapat tanah 

transmigrasi dengan status HPL milik pemda yang memiliki tanah sisa dan 

dimanfaatkan masyarakat, terdapat HPL yang terbit berbeda dengan tanah yang 
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digunakan oleh masyarakat, terdapat objek yang dikuasai tidak sesuai dengan 

peta yang dikeluarkan atau ketidaksesuaian antara objek dan subjek, terdapat 

perbedaan subjek yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi (daerah) dengan 

yang menguasai tanah, pemahaman pemerintah setempat yang berbeda-beda 

terhadap keberadaan tanah transmigrasi, misalnya untuk menerbitkan 

sertipikat harus ada rekomendasi dari bupati atau Pemda setempat padahal 

tidak ada bukti pelimpahan/penunjukan kewenangan, dan persoalan-persoalan 

transaksi antara warga setempat dengan pembeli di bawah tangan yang tanpa 

bukti apapun. Banyaknya problem itu menjadi salah satu kendala lambannya 

capaian di bidang transmigrasi. 

Kajian dan temuan penulis di beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan, 

Jambi, Sumatera Barat, dan Riau menunjukkan bahwa problem tanah 

transmigrasi relatif rumit karena masih banyak sisa-sisa persoalan masa lalu 

yang belum diselesaikan. Sedikitnya ada sebelas persoalan yang berhasil penulis 

identifikasi dan croscheck di lapangan: Pertama, masih terdapat lahan-lahan 

transmigrasi yang statusnya belum dikeluarkan dari kawasan hutan; kedua, 

terdapat tanah transmigrasi dengan status HPL milik pemda yang memiliki 

tanah sisa (restan) dan dimanfaatkan masyarakat; ketiga, masih terdapat lahan 

transmigrasi yang belum diterbitkan HPL-nya, keempat, terdapat HPL yang 

terbit berbeda dengan tanah yang digunakan oleh masyarakat; kelima, terdapat 

objek yang dikuasai masyarakat tidak sesuai dengan peta yang dikeluarkan atau 

ketidaksesuaian antara objek dan subjek; keenam, terdapat perbedaan subjek 

yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi (daerah) dengan yang menguasai tanah 

(sudah terjadi peralihan); ketujuh, pemahaman pemerintah setempat yang 

berbeda-beda terhadap regulasi terkait tanah transmigrasi, misalnya untuk 

menerbitkan sertipikat harus ada rekomendasi dari bupati atau Pemda 

setempat padahal tidak ada bukti pelimpahan/penunjukan kewenangan; 

kedelapan, status tanah berkonflik yang tipologi konfliknya berbeda-beda, 

kesembilan, Departemen Transmigrasi (pusat dan daerah) tidak memiliki 

dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar peserta), kesepuluh, 

makelar, masyarakat, dan para pemain tanah ikut terlibat dalam lahan-lahan 
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transmigrasi, dan kesebelas, persoalan transaksi antara warga setempat dengan 

pembeli di bawah tangan yang tanpa bukti apapun. Banyaknya problem itu 

menjadi salah satu kendala lambannya capaian di bidang transmigrasi. 

Beberapa persoalan di atas tidak mudah diselesaikan karena perbedaan 

penafsiran dan aturan hukum yang tidak clear terhadap status tanah tersebut, 

di sisi lain belum ada terobosan hukum untuk menyelesaikan tanah-tanah 

dimaksud. Catatan kendala di atas menjadi salah satu penjelas mengapa 

legalisasi aset pada lahan-lahan masyarakat dan pemukiman transmigrasi 

mengalami pelambatan. Tentu saja masih terdapat beberapa persoalan 

tumpang tindih, dan konflik penguasaan pada masing-masing objek dan 

subjeknya, serta belum clear and clean pada beberapa kasus kepemilikannya. 

Pada tahun 2019 muncul terobosan hukum untuk mempercepat 

penyelesaian tanah transmigrasi. Dalam penjelasannya, Direktur Landreform 

Arif Pasha mengatakan, untuk tanah-tanah transmigrasi di bawah lima tahun 

maka penyelesaiannya wajib terlebih dahulu dilakukan sertipikasi HPL 

induknya terlebih dahulu-nya, baru kemudian disertipikasi perbidang untuk 

masyarakat yang menguasai sesuai bukti yang ada. Sementara untuk lahan 

transmigrasi yang lebih dari lima tahun maka bisa dilakukan pensertipikatan 

langsung melalui usulan Dinas Transmigrasi setempat dan rekomendasi bupati 

(Pasha, 2019). Faktanya, untuk tanah-tanah transmigrasi yang lebih dari lima 

tahun mengalami banyak persoalan karena berbagai persoalan sebagaimana 

penulis jelaskan di atas. Dinas transmigrasi mengalami kesulitan 

mengidentifikasi objek dan subjek sesuai dengan data yang dimiliki, sehingga 

mengalami pelambatan. Inti problem utamnya adalah persoalan basis data yang 

dimiliki oleh Dinas Transmigrasi tidak memadai, baik objek, subjek, peta, dan 

persil-persilnya sehingga mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. Di sisi 

lain, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli atau mengalihkan 

ke pihak lain tidak melaporkan ke Dinas Transmigrasi. 

Secara sederhana, berikut adalah diagram alir proses legalisasi aset yang 

dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN dengan nama program Prona-PTSL. 

Dari 12 langkah dalam proses penerbitan sertifikat, proses ke-4 adalah yang 
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selama ini dianggap paling sulit, karena harus melibatkan partisipasi 

masyarakat, terkadang masyarakat tidak merespons dengan cepat, sehingga 

data-data yuridis yang dibutuhkan mengalami pelambatan. Untuk mengatasi 

problem tersebut, di lapangan selalu dibentuk Kelompok Kerja Masyarakat 

(Pokmas). Lewat Pokmas inilah biasanya pengumpulan data yuridis yang 

dimiliki masyarakat dikerjakan, dan tujuan Pokmas untuk memudahkan proses 

pengumpulannya. 

 

 

Gambar 2. Alur Proses Legalisasi Aset untuk Program Prona-PTSL 
Sumber: Kem ATR/BPN 2017/grafis: Ebet   

 
Sementara alur transmigrasi sama sekali berbeda dengan Prona-PTSL, 

karena menyangkut status tanah transmigrasi (tanah negara, tanah hak, tanah 

kawasan hutan). Dahulu, zaman Suharto, transmigrasi disebut juga dengan 

Landreform, karena semangatnya memberikan tanah kepada masyarakat 

miskin yang membutuhkan tanah agar bisa mandiri dan sejahtera. Transmigrasi 

menjadi program Suharto sejak tahun 1969, kemudian masif dilakukan sejak 

akhir tahun 1970an. Dua wilayah/pulau yang menjadi target transmigrasi, 
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Sumatera dan Kalimantan. Kini, setelah sekian tahun program itu berjalan, 

masih menyisakan beberapa persoalan terkait hak atas tanahnya. Periode 

Jokowi-JK menargetkan penyelesaian sisa-sia persoalan tersebut sampai tahun 

2019 ini. Berikut proses penyelesaiannya atau pendaftaran haknya 

sebagaimana alur berikut. 

 

 
Gambar 3. Alur Proses Legalisasi Tanah Transmigrasi Berdasarkan Status 

Tanahnya. 
 

2. Redistribusi Aset  

Redistribusi tanah merupakan program yang bisa disebut sebagai Reforma 

Agraria, karena redis memiliki semangat untuk menata ketimpangan 

penguasaan tanah. Di dalam redistribusi terkandung semangat bagaimana 

negara hadir untuk berpihak kepada yang lemah dan menata penguasaan 

kepemilikan tanah, khususnya tanah pertanian. Redis merupakan program yang 

tidak pernah absen di kementerian ATR/BPN, program ini selalu ada walau 

skala luasannya tidak selalu besar, karena bergantung pada objek yang akan 

diredis. Di Indonesia, ada banyak objek redis, namun tidak benar-benar clear 

and clean, sehingga sulit untuk ditetapkan sebagai objek RA, khususnya 

wilayah-wilayah konflik di perkebunan, kehutanan, dan tambang.  

Secara umum, objek redis (TORA) dalam Perpres 86/2018 ada  11 objek, 

namun penulis mencoba mengelompokkan ke dalam tiga objek: pertama, tanah 

negara murni, kedua, tanah bekas hak dan atau izin (HGU dan HGB yang tidak 
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diperpanjang, tanah bekas tambang di luar kawasan hutan), ketiga, tanah 

absentee-tanah kelebihan maksimum yang telah dilepaskan sesuai PP 

224/1961. Tanah negara murni kebanyakan dari pelepasan kawasan hutan, 

sementara objek kedua terbanyak adalah tanah bekas hak, khususnya HGU. 

Pada kasus HGU, kebanyakan adalah tanah-tanah yang ditelantarkan kemudian 

menjadi konflik, dan HGU yang tidak diperpanjang lagi. Pada tanah terlantar, 

negara tidak serta merta bisa meredistribusi, ada proses yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu, begitu juga dengan HGB. Sementara tanah 

absentee dan kelebihan maksimum sejauh ini sangat kecil berhasil diurus oleh 

ATR/BPN untuk dijadikan objek RA, karena mekanisme itu tidak lagi ditempuh 

untuk mendapatkan tanahnya. Kantor pertanahan maksimal mencegah agar 

lahan pertanian tidak absentee, sementara untuk kelebihan maksimum jarang 

diurus oleh ATR/BPN.  

Di bawah ini akan dirinci program redistribusi aset yang menjadi target 

pemerintah Jokowi-JK yang total luasannya 4.5 juta Ha. Terdapat dua skema 

redis yang saat ini sedang diproses dan dikerjakan oleh pemerintah. Dari dua 

skema tersebut objek yang muncul adalah tanah bekas hak atau secara 

keseluruhan disebut lahan kawasan non hutan dan objek dari tanah negara 

pelepasan kawasan hutan. Sementara dalam tanah pelepasan kawasan hutan 

juga terdapat skema PTKH, yang juga akan penulis jelaskan tersendiri. Dua 

skema ini sedang berproses dan target terbesar ada di tanah pelepasan kawasan 

hutan, yakni 4.1 juta hektar dan sisanya 0,4 juta hektar redis yang berbasis pada 

tanah kawasan non hutan. Objek redis yang masuk dalam skema kawasan non 

hutan hanya ditarget dalam dua objek, ex-HGU dan tanah terlantar, sementara 

objek lainnya tidak berani disentuh oleh Kementerian ATR/BPN, seperti tanah 

absentee dan kelebihan maksimum, padahal kedua objek ini jika digarap 

luasannya cukup signifikan. Seharusnya ex-HGB bisa dijadikan objek, akan 

tetapi memang objek tersebut dianggap tidak signifikan.  

 

a. Redistribusi ex-HGU dan Tanah Terlantar 
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Skema pertama dari program redistribusi adalah program yang sangat 

dinantikan oleh masyarakat yang membutuhkan tanah, karena seharusnya 

secara teori, pihak yang akan menerima redis adalah mereka-mereka yang 

tinggal di sekitar hutan atau HGU namun tidak memiliki tanah dan mereka yang 

tidak landless atau petani penggarap, atau memiliki tanah namun sangat kecil, 

serta buruh tani sebagaimana disebutkan dalam PP 224/1961. Pada objek ex-

HGU yang tidak lagi diperpanjang relatif mudah karena seharusnya ATR/BPN 

memiliki pengalaman panjang dalam hal redistribusi aset pada tanah bekas 

HGU. Ketika objeknya sudah clear and clean, ATR/BPN tinggal menetapkan 

tanahnya sebagai objek TOL dan menentukan pula subjeknya, baru kemudian 

dilanjutkan pada proses-proses meredistribusi kepada subjek yang sudah 

ditentukan. Subjek penerima RA sebagaimana dijelaskan dalam Perpres 

86/2018, Pasal 12 butir 3, terdapat 20 pihak yang bisa menerima redistribusi 

tanah. 

Objek lain yang efektif saat ini bisa dijalankan adalah skema plasma bagi 

perusahaan untuk masyarakat sekitar. Tahun 2012, Hendarman Supandji 

mengeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan No. 2 Tahun 2012 yang 

isinya sebagaimana Pasal 5 menyatakan, “untuk pengajuan HGU baru dan 

perpanjangan, calon pemegang hak harus membangunkan kebun plasma untuk 

masyarakat sekitar minimal 20% dari perolehan hak”. Edaran ini kemudian 

diperkuat oleh Menteri Sofyan jalil melalui Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 

sebagaimana termuat dalam Pasal 40 dengan maksud yang sama. Artinya, hal 

ini sejalan juga peraturan KLHK P.51/2016 tentang Tata Cara Pelepasan 

Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, dimana setiap melepaskan 

kawasan hutan utamanya digunakan untuk perkebunan disyaratkan alokasi 

20% untuk amsyarakat. Beberapa peraturan ini terkonfirmasi dalam 

penerapannya di lapangan, relatif efektif, karena pengajuannya bersamaan, 

sehingga ketika diajukan HGU tanpa menyertakan 20% untuk pembangunan 

perkebunan masyarakat maka tidak akan diloloskan perizinannya (Komunikasi 

dengan Sapta, 2019). 
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Sepanjang 2015-2018, redistibusi tanah ex-HGU dan Tanah Terlantar telah 

memenuhi target dari yang ditetapkan. Dari jumlah luasan yang ditetapkan 0,4 

juta hektar, capaian ATR/BPN telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam 

RPJMN, bahkan sampai tahun 2018 capaiannya sudah melebihi dari target. 

Capaian itu didapat dari seluruh provinsi di Indonesia kecuali Jakarta dan Bali 

(tidak terdapat objek RA), dan Kalimantan Utara yang masih bergabung dengan 

Kalimantan Timur. Secara keseluruhan capaian distribusi aset dalam empat 

tahun terakhir sudah melewati target yang ditetapkan dalam RPJM 2015-2019. 

Tabel di bawah menunjukkan secara rinci target dan capaiannya, dihitung dari 

tahun 2015-2018 dan target yang ditetapkan dalam RPJMN. 

 

Tabel 1. Capaian Redistribusi Aset, 2015-2018 

Kegiatan 
Reforma 
Agraria 

Capaian Tahun 
2015 2016 

Target Realisasi Target Realisasi 
Bidang Bidang Ha % Bidang Bidang Ha % 

Redistribusi 
Tanah 

107.150 95.741 69.100 89,35 170.562 143.234 113.650 83,98 

 2017 2018 
Redistribusi 
Tanah 

23.925 23.214 13.733 97,03 350.650 282.337 215.089,60 80,52 

Total 
Target RPJMN Capaian RPJMN 

Jumlah  Bidang Ha % 
400.000 (Ha) 544.526 411.573 102,9 

Sumber: Diolah dari data Dirjen Penataan Agraria, 2019. 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa capaian itu meskipun melebihi target 

namun bukan angka yang fantastis, karena jika dihitung rata-rata pertahun per 

provinsi, hanya sekitar 3.319,1 hektar pertahun atau 4.391 bidang per provinsi. 

Angka yang sangat kecil jika dibanding dengan luasan Indonesia serta 

penguasaan perkebunan oleh korporasi. Menurut penjelasan Dirjen Penataan 

Agraria, rendahnya capaian itu jika dibanding dengan jumlah luasan Indonesia 

dan potensi objek TORA disebabkan karena problem SDM, kordinasi antar-

stakeholder, ketersediaan TORA yang clear and clean, dan keterbatasan sarana 

serta data yang tersedia (Dirjen Penataan Agraria 2019). Problem klasik itu 

hemat penulis bukan persoalan utamanya, karena dari tahun ketahun yang 

dihadapi adalah persoalan yang sama, namun lebih pada skala prioritas. Dalam 
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dua tahun terakhir, seluruh SDM ATR/BPN diprioritaskan pada legalisasi aset, 

dan sepanjang ATR/BPN berdiri, belum pernah terjadi menempatkan redis 

sebagai skala prioritas, sekalipun sudah menjadi program startegis nasional. 

Artinya, keberhasilan redis dan penyediaan TORA tergantung bagaimana SDM 

dan roadmap dibangun, dan bagaimana penyelesaian itu direncanakan. Jika 

legalisasi aset mampu menggerakkan semua SDM ATR/BPN, tetapi mengapa 

redis yang sebenarnya jumlah lahannya tidak terlalu besar sulit menetapkan 

target yang tinggi? Pertanyaan besar itu sulit dijawab oleh Dirjen Penataan 

Agraria, karena strategi yang ditetapkan dari tahun ke tahun tidak banyak 

berubah, tetap menempatkan redis sebagai persoalan rutin. Seharusnya, tatkala 

redis menjadi agenda strategis nasional dan menjadi program prioritas, 

mestinya langkah ekstra perlu ditetapkan, dukungan infrastruktur dan SDM 

mesti disiapkan, begitu juga agenda pelibatan kepada masyarakat seharusnya 

digiatkan. Dalam hemat penulis, hanya butuh tiga tahun untuk menyelesaikan 

persoalan redis, pertama menyiapkan roadmap dan infrasruktur, kedua 

menyelesaikan semua objek TORA yang tersedia, dan ketiga menggarap secara 

masif dengan pelibatan SDM yang memadai untuk bekerja di lapangan. Semua 

tahapan itu harus dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN dengan 

memastikan semua tahapan sejak perencanaan dimulai. Tanpa digerakkan 

langsung dan kontrol langsung oleh menteri, hubungan koordinasi dan 

kerjasama dengan lintas sektor akan mengalami kendala, karena menteri tidak 

turun langsung sebagaimana ia melakukan pada PTSL.   

Pada tahun 2019, ATR/BPN menetapkan target yang relatif besar, 

sejumlah 730.000 bidang untuk 31 provinsi dengan sumber TORA-nya dari 

pelepasan kawasan hutan. Target ini ditetapkan tidak lagi mengandalkan 

sumber dari tanah ex-HGU, namun pelepasan kawasan hutan yang dalam 

catatan KLHK sudah melepaskan kawasan hutan sekitar 1 juta hektar di tahun 

2018 dan inver PPTKH. Namun persoalannya, tanah yang dilepaskan tersebut 

hingga saat ini belum dilakukan verifikasi di tingkat daerah, artinya ATR/BPN 

tidak serta merta bisa melakukan tindakan untuk memulai redistribusi. Kendala 

ini menjadi tantangan dan Menteri ATR/BPN bersama Menteri KLHK 
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semestinya turun langsung untuk segera menyelesaikan problem tersebut. Jika 

polanya masih sama sebagaimana seperti tahun 2018, target tersebut sulit 

untuk diselesaikan, kecuali redis yang bersumber dari tanah hasil inver PPTKH 

yang sudah dilakukan pada tahun 2018 oleh KLHK dan sebagian kecil dibantu 

oleh ATR/BPN. 

Secara mudah dan sederhana, berikut gambaran alur kegiatan redistribusi 

aset dari tanah ex-HGU dan terlantar. Setelah dipastikan objeknya maka 

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ATR/BPN adalah mengerjakan 10 

langkah untuk menuju redistribusi kepada masyarakat. Tentu saja langkah ini 

bisa dilakukan setelah objek TORA-nya tersedia dan status tanahnya clear and 

clean, terutama yang disasar adalah tanah-tanah HGU yang tidak diperpanjang 

oleh pemiliknya, sehinga statusnya kembali menjadi tanah negara. Namun pada 

Maret 2019, Dirjen Penataan Agraria mengeluarkan panduan baru dalam alur 

redistribusi, memangkas 3 langkah menjadi 7 langkah untuk menuju terbitnya 

sertipikat dan pembinaan bagi penerima program. Dua gambar alur di bawah 

untuk menunjukkan perbedaannya sekaligus perbandingan dimana letak 

efisiensinya.  
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Gambar 4. Alur distribusi aset bersumber dari tanah negara bekas hak. 
Sumber: Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 2018. 

 
Secara substansi yang membedakan hanya pada penegasan TOL dan 

penelitian lapangan, sementara seleksi calon penerima dirubah menjadi 

penetapan objek dan subjek. Dari sisi substansi hal itu masih bisa diterima 

karena di dalam penetapan subjek akan terkandung seleksi yang diusulkan oleh 

masyarakat. Sementara perbedaan lainnya bukan pada wilayah substansi, 

misalnya penyerahan sertipikat bisa dimasukan pada bagian paling akhir 

bersama dengan pembinaan penerima program sekaligus masuk dalam 

program pemberdayaan masyarakat. Penegasan Tol tidak dilakukan karena 

objeknya sudah jelas dan masuk dalam SK KLHK sebagai objek Tol, lain halnya 

jika lahan tersebut adalah tanah bekas hak (HGU dan HGB), tidak bisa tanpa 

penegasan lebih dahulu. Begitu juga seleksi penerima, pada objek PPTKH, daftar 

dan nama penerima sudah cukup clear karena dia yang memiliki lahan 

pemukiman, sehingga tidak perlu lagi diusulkan penerima haknya. Namun pada 

objek lain yang bukan pelepasan kawasan hutan akan sangat sulit, sebab jika 

tidak diseleksi berpotensi menyalahi perpres 86 tentang kriteria 20 penerima 

redistribusi tanah. Pada bagian yang tidak substantif pemangkasan dilakukan 
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tentu akan membuat alur redis semakin lebih simpel dan cepat, namun tidak 

mengurangi substansi redistribusi aset. 

 

 
Gambar 5. Alur distribusi aset dalam kebijakan baru 2019. 

Sumber: Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 2019. 
 

b. Redistribusi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan 

Objek TORA yang bersumber dari tanah pelepasan kawasan hutan 

terdapat banyak kendala dan masih sulit dikerjakan, karena faktor objek dan 

subjeknya yang belum jelas. Pada ranah ini, KLHK sudah tiga kali mengeluarkan 

peta indikatif kawasan hutan, pertama dengan SK No. 

180/MENLHK/Setjen/KUM.1/4/2017 seluas ± 4.853.549 Ha pada bulan April 

2017, kemudian dilakukan revisi II pada bulan Mei 2018 dengan SK No. 

3154/MENLHK-PKTL/KUM/PLA.2/5/2018 seluas ± 4.949.737 Ha, dan Revisi III 

pada bulan Desember 2018 dengan SK No. 8716/MENLHK-

PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 seluas ± 4.994.334. Perubahan itu karena KLHK 

menargetkan untuk melakukan revisi dalam setiap 6 bulan sekali, walaupun 

pada praktiknya tidak persis 6 bulan. Dengan keluarnya SK No. 8716 maka SK 

180 dan SK 3154 dianggap tidak berlaku. Dalam SK 8716 sedikit terjadi 

perubahan luasan area dari SK sebelumnya, namun tidak signifikan, apalagi 

hanya indikatif, artinya bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi realnya di 
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lapangan. Saat dikeluarkan Peta Indikatif (PI) pertamakali (SK 180), Direktorat 

Penataan Agraria sempat melakukan analisis dan kajian untuk menguji PI yang 

dikeluarkan, sejauh mana akurasi dan peluang untuk dilakukan redis kepada 

masyarakat. Hasilnya cukup mengejutkan, karena banyak lokasi dalam Peta 

Indikatif yang sulit untuk dikerjakan, misalnya lokasi lahan tidak produktif, 

berada di perbukitan dan jauh dari pemukiman masyarakat, serta beberapa 

kordinatnya tidak tepat, karena lokasinya ada di lembah dan sungai.   

Berikut hasil kajian Direktorat Landreform atas SK No. 180/2017 yang 

mengklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria sederhana yakni: layak, layak 

konfirmasi, dan tidak layak berdasarkan kondisi tanah dan peruntukannya. 

Analisis Direktorat Landreform berdasarkan Peta Indikatif yang dikeluarkan 

oleh KLHK pada tahun 2017 bersumber pada SK 180/2017. Total keseluruhan 

yang dikeluarkan dalam PI dengan SK 180/2017 adalah 605.579,31 hektar yang 

terebar dalam 28 provinsi. 

 

 

Gambar 6. Pemukiman, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Umum yang dilepaskan 
dari kawasan hutan berdasarkan PI dalam SK 180/2017.  

Sumber: Direktorat Landreform 2018. 
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Gambar 7. Alokasi 20% untuk Kebun Masyarakat yang dilepaskan dari kawasan hutan 
berdasarkan PI dalam SK 180/2017.  

Sumber: Direktorat Landreform 2018. 

 

 

Gambar 8. Pemukiman Transmigrasi dan Fasilitas Sosial dan Umum yang dilepaskan dari 
kawasan hutan berdasarkan PI dalam SK 180/2017.  

Sumber: Direktorat Landreform 2018. 

 

Dalam gambar di atas yang dimaksud layak adalah kondisi tanah yang 

“dilepaskan” dan siap untuk diredistribusikan kepada masyarakat, artinya lahan 

tersebut bisa diproses lebih lanjut. Sementara layak konfirmasi adalah lahan 

yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu ke lapangan sebelum diambil 

kebijakan, dan terkahir tidak layak, artinya lahan tersebut memang tidak layak 

untuk diredistribusikan kepada masyarakat, karena posisi dan bentuk tanahnya. 

Hasil kajian di atas menjadi dasar bagi Direktorat Landreform untuk 
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menggambarkan kondisi dan situasi tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan 

(Komunikasi dengan Fisco 2018). 

Kriteria untuk menentukan layak, tidak layak, dan layak konfirmasi 

terbagi dalam 3 kategori, 1. Pemukiman, Fasum-Fasos; 2. Alokasi 20% untuk 

kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan; 3. 

Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah 

memperoleh persetujuan prinsip. Dalam analisis Direktorat Landreform, 

hasilnya langsung diarahkan ke program yang mesti dilakukan terhadap tanah-

tanah tersebut, namun sejauh ini belum berjalan, kecuali beberapa yang sudah 

ditindaklanjuti.  

Menurut data resmi yang dikeluarkan KLHK lewat Dirjen Planologi, 

sampai akhir tahun 2018, KLHK sudah melepaskan kawasan hutan sejumlah 

1.001.454 hektar namun tentu saja belum ada yang didistribusikan kepada 

masyarakat.8 Persoalannya, dari luasan tersebut sebagaimana kajian Direktorat 

Penataan Agraria, untuk tanah-tanah yang dilepas masih perlu dilakukan 

verifikasi ke lapangan bersama dengan Badan Pemantapan Kawasan Hutan 

(BPKH), termasuk penetapan perubahan tata batas. Verifikasi ini harus 

dilakukan karena menurut BPKH, salah satu tugas BPKH di daerah adalah 

melakukan verifikasi terhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan, dan proses 

verifikasi ini akan lebih baik jika dilakukan secara bersama antara ATR/BPN 

pusat dan provinsi dengan BPKH di mana lokasi lahan dikeluarkan, walaupun 

tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Akan tetapi, setidaknya, jika 

 
8 Definisi pelepasan kawasan hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat di-Konversi) menurut 

Permen LHK P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 adalah: perubahan peruntukan kawasan HPK 
menjadi bukan kawasan hutan. Dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh KLHK baru 
mencadangkan untuk Alokasi Penggunaan Lain (APL) berdasarkan rekomendasi dari 
penelitian/kajian Tim Terpadu (Timdu). Setelah ada usulan dari Pemda baru dilakukan Tata 
Batas Kawasan Hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Proses redistribusi bergantung 
pada usulan masing-masing daerah terhadap perencanaan penggunaannya dan peruntukannya. 
Sebagai contoh misalnya, Sumatera Selatan telah dicadangkan tanah kawasan hutan seluas 45 
ribu hektar, namun hingga kini statusnya belum dikeluarkan tata batas. KLHK akan 
mengeluarkan tata batas ketika Pemda setempat mengusulkan disain dan perencanaan untuk 
pemanfaatan lahan. Sepanjang Pemda setempat belum mengusulkan, KLHK tidak akan 
melakukan perubahan tata batas, atau mengeluarkan dari kawasan hutan. Artinya, grand disain 
RA untuk tanah pelepasan kawasan hutan menjadi penting bagi Pemda dan ATR/BPN, dan hal 
ini yang seharusnya dikerjakan oleh GTRA di masing-masing kabupaten/kota.  
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dilakukan bersama, ATR/BPN yang hilirnya nanti akan melakukan redistribusi 

memahami secara persis objek dan calon subjeknya.  

Pada wilayah verifikasi lahan, persoalan terjadi karena tidak mudah untuk 

melakukan verifikasi bersama dalam kawasan hutan. Faktanya, jarang bisa 

terjadi secara cepat proses verifikasi itu dilakukan, karena tidak ada lembaga 

yang berinisiatif untuk mempercepat verifikasi di lapangan dan menyelesaikan 

verifikasinya. Seharusnya, jika memang harus diverifikasi secara bersama, maka 

semestinya ada kepanitiaan di tiap wilayah (provinsi) yang bertugas untuk 

melakukan verifiksi lahan-lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan. Hal ini 

penting untuk menentukan objek dan subjek calon penerima TORA.  

Problem utama dalam program redis tanah pelepasan kawasan hutan 

selain objek yang belum clear adalah komunikasi dan kordinasi antarsektor. 

Belum ada mekanisme koordinasi yang dibangun untuk melakukan 

penyelesaian tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan, sementara Gugus 

Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai langsung oleh gubernur di tingkat 

provinsi dan bupati di kabupaten (belum terbentuk) belum bekerja secara 

efektif untuk mengelola persoalan TORA dan redistribusinya di masing-masing 

wilayah. Oleh karena itu, jika tidak dirubah pola dan sistem serta mekanisme 

kerjanya, target redis dari tanah kawasan hutan sulit untuk diselesaikan. 

Kemungkinan terbesar yang bisa dilakukan untuk meredistribusi lahan adalah 

hasil inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat dalam kawasan hutan yang 

diselesaikan dengan mekanisme PPTKH (Perpres 88/2017). Selain itu yang 

mungkin juga dikerjakan adalah alokasi 20% dari izin HGU yang status 

tanahnya sudah dilepaskan. Untuk alokasi lahan 20% pada perolehan izin baru 

tidak mengalami persoalan, namun yang menjadi catatan KLHK adalah 

perolehan izin-izin sebelumnya yang keberadaan tanahnya belum terdeteksi. 

Di lapangan, objek tersebut (20%) mengalami banyak persoalan, karena 

mayoritas perusahaan tidak memberikan lahan 20% tersebut secara tegas 

kepada negara berikut peta untuk menunjukkan posisi lahannya, sehingga 

butuh usaha untuk menagih objek tersebut. Sementara KLHK sendiri sudah 

merasa melepaskan dan bukan lagi wilayah hutan, sehingga tidak menjadi 
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urusannya, sementara ATR/BPN juga mengalami kebingungan karena tidak 

merasa menerima lahan dimaksud sebgai objek RA. Dalam situasi demikian, 

jauh lebih sulit jika ATR/BPN daerah yang harus menagih objek dimaksud, 

kecuali gubernur sebagai ketua GTRA yang langsung turun tangan untuk 

menagih alokasi 20% kepada perusahaan yang mendapat lahan dari pelepasan 

kawasan hutan. Dengan catatan, datanya jelas baik perusahaan yang 

memperoleh tanah maupun objeknya. 

 

c. Inver PTKH (sub ini jelaskan kenapa Jawa dan Lampung tidak ada PPTKH) 

Salah satu terobosan yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan 

tanah masyarakat dalam dalam kawasan hutan yakni dengan menerbitkan 

Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan 

Hutan (PPTKH). Secara politik sebenarnya KLHK tidak terlalu diuntungkan 

dengan Perpres di atas, sebab Perpres 88/2017 berpotensi menggerus luasan 

wilayah hutan, padahal bagi KLHK, dengan melepaskan sebagian kawasan hutan 

untuk projek RA sudah sangat mengurangi luasan hutan Indonesia, sementara 

Perpres 88/2017 kembali berpotensi mengeluarkan kawasan hutan negara 

menjadi kawasan non hutan. Oleh karena itu, KLHK lebih tertarik dengan projek 

Perhutanan Sosial, karena secara de jure, tidak mengurangi jumlah luasan 

kawasan hutan, dan ini memiliki nilai jual secara internasional. Sebagai negara 

yang dikalim memiliki hutan tropis cukup luas, KLHK berkepentingan menjaga 

kepercayaan dunia internasional sebagai negara yang mampu menjaga 

hutannya sekaligus mampu menurunkan konflik tenurial. Oleh karena itu KLHK 

lebih nyaman jika mengusung agenda RA-PS untuk menyelesaikan persoalan 

tenurial kawasan hutan.  

Isu-isu global dan perdagangan karbon dunia, terutama Brazil dan 

Indonesia yang masih memiliki hutan tropis cukup luas sangat diharapkan oleh 

dunia Internasional untuk mempertahankannya. Kemampuan mempertahankan 

luasan hutan sebanding dengan produksi O2. Negara-negara yang maju 

industrinya sekaligus maju pula dalam hal merusak lingkungan lewat industri 

besarnya yang memproduksi carbon dioksida (CO2). Konsekuensinya, mereka 
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bersedia membayar kompensasi kepada negara yang masih memiliki hutan 

cukup besar seperti Brazil, Indonesia, dan Amerika Selatan yang mampu 

menyerap carbon dioksida hasil produksi mereka. Sebab hanya hutanlah yang 

mampu menyerap secara efektif CO2 di udara (Muhammad 2012, Fauzi dan 

Siregar 2019). 

Kementerian KLHK paham betul dengan isu dan keuntungan atas 

perdagangan karbon tersebut, sehingga perlu mempertahankan luasan hutan 

Indonesia. Karena berdasarkan Protokol Kyoto, setelah tahun 2012 Indonesia 

diperkenankan terlibat secara aktif dalam perdagangan karbon dunia, dan 

Indonesia terlibat aktif dalam kesepakatan “Paris Agreement” (Ditjenppi 2018). 

Oleh akrena itu lahirnya Perpres 88/2017 menjadi “ancaman” yang cukup 

serius, karena di beberapa daerah seperti Sumatera dan Kalimantan, degradasi 

hutan dan perubahan tutupan hutan terus terjadi dan Perpres ini bisa menjadi 

salah satu peraturan yang mempercepat pelegalan upaya warga untuk merubah 

lahan dari hutan menjadi kawasan non hutan.  

Dari sisi politik hukum ketatanegaraan, Perpres ini merupakan mandat 

dari Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2O12, dan mengatur 

keseluruhan sektor termasuk KLHK. Oleh karenanya, KLHK harus tunduk dan 

tidak bisa menghindar jika sebuah wilayah harus dikeluarkan dari kawasan 

hutan. Mungkin tidak akan menjadi persoalan jika konversi lahan hutan ke non 

hutan hanya sebatas lahan tinggal dan penghidupan, akan tetapi praktik yang 

dilakukan di banyak wilayah, perambahan hutan dilakukan secara masif dan 

para pelaku lebih banyak berlindung di balik masyarakat, padahal pelaku 

sebenarnya terkadang adalah pengusaha-pengusaha besar yang sedang 

mengincar lahan skala luas untuk pembangunan perkebunan sawit (WWF-

Indonesia 2013). Akan tetapi, untuk antisipasi banyaknya pihak yang 

mengajukan, KHLK membatasi setiap kabupaten/kota hanya punya satu kali 

kesempatan untuk mengajukan tanahnya kepada Tim Inver (Pasal 21 butir 4 

Perpres 88/2017).  

Terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2O12 

kemudian lahir Keputusan Bersama No. 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 
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17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan 

Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan (sering disebut Perber 4 Menteri) 

pada 17 Oktober 2014. Keputusan ini nyaris tidak dijalankan karena ego 

masing-masing kementerian yang tidak “berkehendak” melakukan kordinasi 

secara memadai, di sisi lain muncul banyak kritikan terhadap keberadaan 

Perber 4 meteri yang dinilai tidak efektif karena tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat semua sektor. Atas situasi tersebut Perber didorong 

menjadi peraturan yang mengikat semua sektor, maka lahirlah Perpres No. 88 

Tahun 2017. Sejak dikeluarkan September 2017, awal 2018 sudah mulai 

dilakukan kordinasi antar lembaga untuk melakukan sosialisasi dan kerja-kerja 

teknis untuk melakukan inventarisasi tanah-tanah masyarakat dalam kawasan 

hutan. Praktiknya inventarisasi memang dilakukan sejak sekitar bulan Juli 2018, 

akan tetapi proses kordinasi dan menentukan Peta Indikatif yang menjadi 

sumber Objek RA mulai dikerjakan secara serius oleh KLHK sejak awal tahun 

2018. Salah satunya adalah menentukan Peta Indikatif bagi 26 Provinsi dan 159 

kabupaten/kota yang menjadi target Inventarisasi dan Verifikasi dengan total 

luasan sekitar 1.69 juta hektar. Total provinsi dan kabupaten sebagaimana 

tergambar dalam tabel di bawah. 

 

Tabel 2. Target Prioritas Penyelesaian PPTKH Kementerian LHK Tahun 2018 
No  Prov Kabupaten/Kota Luas (Ha)  

1  Aceh  Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa  22.643   
2  Sumatera Utara  Karo, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailingnatal, Nias, Nias 

Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padanglawas, Padanglawas Utara, Samosir, 
Simalungun  

122.248  

3  Jambi  Muaro Bungo, Kerinci, Merangin, Muarojambi, Sarolangun, Tanjungjabung Barat, 
Tanjungjabung Timur, Batanghari, Tebo  

12.904  

4  Riau  Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kep. Meranti, Kota Dumai, Kuantansengigi  139.719  
5  Sumatera Barat  Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Limapuluhkota, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, 

Solok Selatan, Tanahdatar  
27.701  

6  Kep. Riau  Karimun, Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang  71.870  

7  Bengkulu  Bengkulu Utara, Kaur  7.277  
8  Kep. Bangka  

Belitung  
Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur  11.856  

9  Sumatera Selatan  Musi Rawas, OKI, OKU Timur, Musibanyuasin, Muaraenim, Musirawas Utara, OKU 
Selatan, OKU, Pagar Alam, Banyuasin 

122.607  

10  Kalbar  Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau  109.442  
11  Kalsel  Banjar, Barito Kuala, Hulusungai Selatan, Hulusungai Tengah, Hulusungai Utara, Kota 

Banjarbaru, Kotabaru, Tabalong  
119.368  

12  Kalteng  Barito Selatan, Barito Utara, Gunungmas, Kapuas, Kotawaringin Timur, Lamandau  324.687  
13  Kaltim  Kota Bontang, Kutai Barat, Kutai timur, Penajampaser Utara  25.337  
14  Kaltara  Malinau, Nunukan  13.866  
15  Sulawesi Barat  Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Polewalimandar  24.516  

16  Sulawesi Selatan  Barru, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Maros, Wajo  31.800  
17  Sulawesi Tengah  Banggai, Banggai Kepulauan, Bangai Laut, Buol, Morowali, Morowali Utara,  

Tojouna-una  
58.036  

18  Sulawesi 
Tenggara  

Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe 
Selatan  

76.846  
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19  Sulawesi Utara  Bolaangmongondow, Bolaangmongondow Selatan, Bolaangmongondow  Timur, Kep. 
Talaud, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara  

2.663  

20  Gorontalo  Boalemo, Bonebolango, Gorontalo Utara  9.729  
21  NTB  Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Barat  8.492  
22  NTT  Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada,  

Sumba Timur, Alor, Kotamadya Kupang, Manggarai Barat, Belu, Lembata, Malaka, 
Sikka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara  

13.871  

23  Maluku  Buru, Kep. Aru, Kota Tual, Maluku Tengah  35.269  
24  Maluku Utara  Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kota Ternate, Tidore 

Kepulauan  
105.047  

25  Papua  Waropen, Deiyai, Jayapura, Kota Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamoraya, 
Mappi, Biak Numfor, Nabire, Tolikara  

107.616  

26  Papua Barat  Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kota 
Sorong, Manokwari  

84.914  

 Total  1.690.327 

Sumber: Tim PPTKH 2017 
 

Bagaimana caranya KLHK menentukan PI untuk memetakan lahan warga 

dalam kawasan hutan? Dirjen Planologi menggunakan Citra yang ditafsirkan 

untuk menentukan lahan-lahan masyarakat. Tentu saja tetap memperhatikan 

masukan-masukan dari masing-masing BPKH di daerah. Termasuk juga hasil 

dari penafsiran Tim Dirjen Planologi bisa dilakukan revisi, sebagaimana hal itu 

dilakukan oleh BPKH Sumsel. Revisi harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan setempat, intinya tidak 

boleh kurang dari 30% dari total kawasan hutan.9 Awal PI pertama yang 

dikeluarkan oleh Dirjen Planologi kemudian direvisi oleh BPKH II Sumsel, 

sehingga mengalami perubahan luasan PI di seluruh Sumsel. Dari data itulah, 

BPKH bersama Dinas Kehutanan  Provinsi bekerja sebagaimana dilakukan oleh 

masing-masing wilayah. Artinya mereka bekerja berdasarkan PI yang 

dikeluarkan KLHK/Planologi pusat untuk menjalankan programnya. 

Sejauh ini sampai akhir tahun 2018, proses-proses PPTKH sudah sampai 

pada taraf inventarisasi di berbagai daerah. Hanya saja problemnya adalah 

sumberdaya yang dimiliki oleh KLHK tidak memadai dan ATR/BPN tidak 

mampu mensupport secara penuh karena SDM yang dimiliki fokus pada 

program legalisasi aset. Sebagai contoh misalnya, Sumatera Selatan pada tahun 

2018 melakukan inver pada 7 kabupaten dan membutuhkan SDM dari 

ATR/BPN sekitar 70 orang, namun hanya bisa dipenuhi sejumlah 20an orang 

secara bergantian. Faktanya, di lapangan yang bisa membantu hanya beberapa 

 
9 Dalam UU No. 41 tahun 1999 Pasal 18 mensyaratkan luas kawasan hutan yang harus 

dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran 
proporsional, dengan maksud untuk optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan 
manfaat ekonomi masyarakat setempat. 
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orang karena ATR/BPN juga kekurangan SDM. Hal ini menyebabkan 

kelambatan di beberapa kabupaten sehingga sampai akhir 2018 belum berhasil 

diselesaikan secara keseluruhan. Problem ini semestinya disadari secara 

bersama, karena perintah Perpres 88/2017 telah dibentuk tim yang melibatkan 

tenaga utama dari KLHK (BPKH), Dinas Kehutanan provinsi, Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten, dan ATR/BPN, namun pada praktiknya 

kesulitan mengatasi persoalan tersebut. Walaupun pada akhirnya Sumsel 

mampu menyelesaikan 6 kabupaten dari 7 kabupaten yang ditetapkan, secara 

kualitas di lapangan mengalami banyak persoalan, terutama SDM, waktu, dan 

cara kerja untuk memenuhi target (Komunikasi dengan Taufik-BPKH, Imam, 

Arif, dan Hartono-Ketua Regu Tim Inver, April 2019). Jika 2019 tidak mengalami 

perubahan model kordinasi dan tata kerjanya, hal yang sama akan kembali 

menjadi persoalan. Untungnya, tahun 2019 Sumsel hanya akan menginver 3 

kabupaten (Kabupaten OKU, Banyuasin, dan Pagar Alam).  

Menurut KLHK, terkait sumber TORA yang akan dilakukan inver pada 

lahan-lahan masyarakat bersumber pada SK 180 jo 3154 (Inver tahun 2018). 

Objek yang akan diinver adalah lahan masyarakat yang masuk dalam kriteria 5 

dan 6 yakni pemukiman, fasum fasos, lahan garapan sawah, dan tambak yang 

masuk dalam Peta Indikaif. Kriteria ini pada praktiknya kemudian dipersempit 

hanya pada lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di sekitar 

pemukiman. Jika lahan garapannya sudah jauh dari pemukiman dan warga tidak 

bisa membuktikan penguasannya lebih dari 20 tahun, maka rekomendasi yang 

dikeluarkan cenderung dalam skema PS (Komunikasi dengan Taufik dan Imam 

Komarodin 2019). Jika tidak masuk dalam PI maka tidak akan dilakukan inver 

kecuali lahan pemukiman yang mendapat perlakuan khusus. Bagi lahan-lahan 

masyarakat yang berbetuk pemukiman sekalipun tidak masuk PI tetap akan 

dilakukan inver dengan rekomendasi perubahan tata batas kawasan hutan 

(Dinas Kehutanan Sumsel 2018).10 Sementara kriteria lain atau di luar kriteria 5 

 
10 Di Sumatera Selatan, dari 6 kabupaten yang sudah melakukan inver terdapat dua 

kabupaten yakni Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) 
yang sudah sampai pada tahapan rekomendasi gubernur (OKUS) untuk dilanjutkan ke Menko 
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dan 6 akan masuk dalam skema Perhutanan Sosial (KLHK 2018). Tabel berikut 

menjelaskan kriteria objek dan kebijakan yang akan diambil untuk 

menyelesaikannya.    

 
Tabel 3. Tujuh Kriteria TORA Kawasan Hutan 

No Kriteria Tanah Objek Reforma Agraria dari 
Pelepasan Kawasan Hutan 

SK. 180 
(Ha) 

Penyelesaian 
Kebijakan 

1  Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan 
Hutan untuk Perkebunan  

437.937 Diselesaikan dengan 
Redistribusi  

2  Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 
tidak produktif  

2.169.960 Diselesaikan dengan 
Redistribusi  

3  Program pemerintah untuk pencadangan 
pencetakan sawah baru  

65.363 LP2B 

4  Permukiman Transmigrasi beserta fasos-
fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan 
prinsip  

514.909 Diselesaikan dengan 
legalisasi aset dan 
Inver 

5  Permukiman, fasos dan fasum  439.116 Diselesaikan dengan 
Inver 

6  Lahan garapan berupa sawah dan tambak 
rakyat  

379.227 Diselesaikan dengan 
Inver 

7  Pertanian lahan kering yang menjadi sumber 
mata pencaharian utama masyarakat setempat  

847.038 Diselesaikan dengan 
Inver 

 Jumlah  4.853.550  
Sumber: Diolah dari data KLHK 2018.  
 

Dari 7 kriteria yang ditetapkan di atas, perkembangan progresnya masih 

jauh dari harapan, baru kriteria 4 yang sudah berjalan dan capaiannya sekitar 

7.86%. Kriteria lainnya masih dalam tahapan proses, belum ada capaiannya. 

Kriteria 5-7 sedang pada tahapan inver di masyarakat, dan hasilnya sebagian 

sudah sampai pada tahap rekomendasi (OKUS dan OKUT) dan sedang diajukan 

ke Menko Perekonomian. Secara prosedur setelah dari Menko Perekonomian 

baru diajukan ke Menteri LHK untuk ditetapkan statusnya (komunikasi dengan 

Zubayr, Kepala BPKH Sumsel). Setelah ada kejelasan status, maka tindak lanjut 

berikutnya adalah perubahan tata batas kawasan hutan. Setelah perubahan tata 

batas, selanjutnya tim kadaster ATR/BPN akan turun untuk melakukan 

pendaftaran dan pemberian sertipikat kepada masyarakat. Pada titik inilah 

kerja Tim Inver dan redistribusi tanah dianggap selesai setelah melewati 

beberapa tahapan. Jadi, sejatinya PPTKH tidak meredistribusi tanah kepada 

 
Perekonomian. Berdasarkan laporan Tim Inver Sumsel, dua kabupaten tersebut, mayoritas 
rekomendasi lahan-lahan masyarakat di luar pemukiman adalah Perhutanan Sosial. 
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masyarakat, melainkan “menegaskan” tanah-tanah yang sudah dikuasai 

masyarakat, namun selama ini statusnya dalam kawasan hutan. 

Sementara kriteria 1 sejauh ini laporan yang masuk belum cukup clear, 

dimana saja perusahaan yang sudah menyerahkan tanahnya 20% untuk objek 

redis. Padahal total jumlahnya seluruh Indonesia relatif besar, 437.937 hektar. 

Laporan resmi Dirjen Penataan Agraria 2019 dalam Rapat Kerja Nasional 2019 

tidak menyebutkan capaian maupun progres tanah tersebut, sehingga masih 

dianggap sampai pada tahap perencanaan dan pendataan objeknya di lapangan.   

Dari sisi persoalan dan prospek penyelesaian beberapa kriteria di atas, 

KLHK membuat semacam panduan bagaimana menuntaskan beberapa problem 

terkait data di lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan beberapa wilayah 

pemukiman penduduk di dalam hutan telah berstatus hak milik atau sudah 

diberikan sertifikat. Terhadap realitas ini solusi yang ditawarkan langsung 

perubahan tata batas, sementara untuk wilayah yang lahan hutannya kurang 

dari 30%, maka akan diperlakukan berbeda, misalnya dengan Resettlement, 

termasuk masyarakat yang tinggal di dalam hutan konservasi. Di bawah ini 

skema yang ditawarkan oleh Dirjen Plonologi KLHK untuk menyelesaikan 

beberapa model dan kasus yang ditemui di lapangan. 

 
Tabel 4. Pola Penyelesaian PTKH 

   
Kawasan 

Hutan 
Jenis 

Penguasaan 
Tanah 

Verifikasi 
lapangan 

Pola 
Penyelesaian 

P
e

n
y

e
le

sa
ia

n
 P

T
K

H
 

Bidang tanah yang dikuasai dan 
dimanfaatkan dan/atau telah diberi 
hak sebelum ditunjuk sebagai 
Kawasan Hutan 

   
Perubahan Batas* 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bidang tanah 
yang dikuasai 
dan 
dimanfaatkan 
setelah 
ditunjuk 
sebagai 
Kawasan Hutan 

 
 
 
 
 
Provinsi dengan  
Kawasan Hutan  
≤ 30% 

Hutan 
Konservasi 

  
Resettlement 

Hutan Lindung Pemukiman, 
Fasum Fasos 

Kriteria HL Resettlement 

Kriteria Non 
HL 

TMKH *** 

Lahan 
Garapan 

 
Perhutanan Sosial 

Hutan 
Produksi 

Pemukiman, 
Fasum Fasos 

Kriteria 
Permukiman 

TMKH 

Resettlement 

Lahan 
Garapan 

 
Perhutanan Sosial 

 
 
 

Hutan 
Konservasi 

  
Resettlement 

Hutan Lindung Pemukiman, Kriteria HL Resettlement 
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Provinsi dengan  
Kawasan Hutan  
> 30% 

Fasum Fasos Kriteria Non 
HL 

Perubahan Batas* 

Lahan 
Garapan 

> 20 tahun Perubahan Batas** 

< 20 tahun Perhutanan Sosial 

Hutan 
Produksi 

Pemukiman, 
Fasum Fasos 

Kriteria 
Permukiman 

Perubahan Batas* 

Lahan 
Garapan 

> 20 tahun Perubahan Batas** 

< 20 tahun Perhutanan Sosial 

Sumber: Direktur Jenderal Planologi KLHK 2018. 
Keterangan 
* Perubahan Batas: Pengeluaran Bidang Tanah dalam Kawasan Hutan 
** Perubahan batas harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan 

hutan 
***    Harus melalui proses perubahan fungsi hutan terlebih dahulu 

 

Tabel di atas cukup clear dalam menjelaskan penyelesaian lahan-lahan 

masyarakat yang berada dalam kawasan hutan. Berkaca dari praktik inver 

tahun 2018 di Sumatera Selatan, beberapa kasus ditemukan di lapangan mampu 

menggambarkan suasana dan realitas yang terjadi. Misalnya pemukiman 

masyarakat dan Fasum-Fasos yang berada dalam hutan produksi dan hutan 

lindung, maka rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah perubahan tata 

batas, sementara pemukiman dan Fasum-Fasos yang berada dalam hutan 

konservasi, maka kebijakan yang ditawarkan dalam rekomendasi adalah 

resettlement. Persoalannya bisa menjadi panjang, jika pemukiman masyarakat 

masuk dalam hutan konservasi dan kebijakannya adalah resettlement siapakah 

yang harus membiayai pindahnya warga, tanahnya dari mana, dan bagaimana 

mekanismenya. Dalam Peprpes 88/2017 dan Permenko 3/2018 belum diatur 

mengenai hal tersebut. Nyaris mustahil membebankan semua itu pada 

masyarakat yang akan dipindah, karena keberadaan mereka dalam hutan 

konservasi saja sudah menujukkan mereka tidak memiliki akses dan 

kemampuan untuk tinggal di luar hutan konservasi. Sementara dari sisi 

anggaran, BPKH dan Dinas Kehutanan Sumsel tidak menyediakan. Satu satunya 

yang paling mungkin adalah diserahkan kepada Pemda setempat untuk 

menyelesaikannya.  

Di OKUS, hampir semua lahan pertanian kering dan lahan garapan 

masyarakat direkomendasikan untuk diselesaikan dengan skema Perhutanan 

Sosial. Dari sisi pengakuan masyarakat, banyak usulan yang melampirkan bukti 
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penguasaan lebih dari 20 tahun, akan tetapi tim Inver tidak mampu diyakinkan 

dengan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, sehingga tawaran 

penyelesaiannya tetap PS. Persoalan ini sebenarnya cukup subjektif, 

sebagaimana pengakuan tim inver, “kita kesulitan membuktikan bahwa lahan 

tersebut telah dikuasai masyarakat lebih dari 20 tahun, karena tidak cukup 

bukti, misalnya tidak terdapat tanaman tua, atau bukti-bukti lain yang bisa 

ditemukan di lapangan sebagai penguat(Komunikasi dengan Imam Komarodin 

2019). Sekalipun dalam proses rekomendasinya (rapat-rapat) tetap 

menghadirkan kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai wakil dari 

masyarakat yang mengajukan. Akan tetapi masyarakat pengusul tidak mungkin 

dihadirkan untuk “membela diri” terhadap apa yang diajukan. 

Secara aturan, sebagaimana gambar di bawah proses inver PPTKH tampak 

sederhana, namun pada praktinya jauh lebih panjang dan rumit. Setelah 

masyarakat mengusulkan lewat kepalda desa kepada bupati, bupati akan 

meenruskan kepada Ketua Tim Inver PPTKH provinsi. Data yang masuk 

kemudian divalidasi, dan akan dikembalikan jika tidak lengkap, namun 

praktiknya beberapa kabupaten tidak melakukan itu karena keterbatasan 

waktu. Kemudian Tim Inver turun ke apangan untuk melakukan verifikasi dan 

cek lapangan atas apa yang masyarakat usulkan, termasuk melengkapi berkas-

berkas yang belum lengkap. Pada proses ini kesaksian para pelaku di lapangan, 

lebih banyak berkas-berkas diselesaikan di lokasi dibandingkan diselesaikan di 

kantor atau panitia PTKH. Hal itu dimaklumi karena Tim Inver menyadari selain 

terbatas waktu, banyak warga sebenarnya tidak memahami secara persis 

proses-proses yang harus dikerjakan oleh masyarakat. 

Setelah Tim Inver selesai melakukan pekerjaannya di lapangan, baru 

kemudian Ketua Tim mengadakan rapat untuk membahas hasil inver lapangan, 

termasuk merekomendasikan hasilnya, apakah perubahan tata batas, PS, atau 

resettlement, dan atau skema lain. Baru setelah semua angota Tim Inver sepakat 

baru kemudian diajukan ke gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan 

tanda tangan. Dari gubernur kemudian diajukan Tim Percepatan PPTKH 

(Menko Perekonomian) sebagai ketua PPTKH Nasional. Perseujuan dan 
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rekomendasi Tim Percepatan kemudian diajukan ke Menteri LHK untuk 

mendapatkan persetujuan akhir. Di tanagan Menteri LHK kemudian kebijakan 

dputuskan secara final, apakah ditolak atau disetujui. Jika disetujui maka pilihan 

kebijakannya ada beberapa, termasuk menerbitkan SK perubahan tata batas, SK 

PS, SK resettlement, atau kebijakan lainnya. Baru setelah itu PPTKH dianggap 

selesai, tinggal pengurusan sertipikasi hak milik yang akan dikerjakan oleh 

ATR/BPN atau izin pemanfaatan dengan skema Perhutanan Sosial yang akan 

dikerjakan oleh KLHK, atau skema lainnya sesuai peraturan.  

Jika diamati prosesnya dari awal hingga akhir, PPTKH relatif rumit dan 

panjang, karena harus melewati beberapa proses. Sebenarnya bisa dilakukan 

secara sederhana untuk mempersingkat prosesnya, misalnya pengajuan secara 

kolektif tidak perlu harus sampai bupati, cukup kepala desa dan camat setempat 

dan verifikasi data langsung di lapangan oleh Tim Inver, karena praktiknya 

sebenarnya banyak yang demikian, sehingga ketika ditemukan data-data yang 

tidak lengkap langsung dilengkapi di lapangan saat Tim Inver turun ke lokasi. 

Begitu juga ketika sudah selesai di tingkat provinsi, harus mendapat 

persetujuan gubernur untuk dilanjutkan ke Tim Percepatan PPTKH. Dari Tim 

PPTKH juga masih dianggap belum selesai karena masih harus melewati 

Menteri LHK. Melihat alurnya, menteri LHK bisa menolak keputusan rapat Tim 

Percepatan PPTKH. Semestinya semua berakhir di Tim Percepatan, dan KLHK 

langsung menerbitkan SK keputusan akhir, karena di dalam Tim Percepatan 

yang diketuai oleh Menko Perekonomian beranggotakan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf 

Kepresidenan. 
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Gambar 9. Contoh form usulan Permohonan Perorangan untuk Inver PPTKH, lengkap dengan 
sket dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. 

Sumber: BPKH Wilayah II Sumatera Selatan 

 

Sebagai penutup, berikut ini alur yang tidak cukup sederhana tentang 

proses jalannya pelaksanaan PPTKH dari mulai sosialisasi sampai 

dikeluarkannya kebijakan oleh KLHK terkait status lahan masyarakat dalam 

kawasan hutan. Setelah Tim Inver menyelesaikan semua identifikasi dan 

verifikasi, sampai terbitnya rekomendasi dan keputusan final KLHK yakni SK 
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tata batas. ATR/BPN sebagai hilir dari kegiatan PPTKH siap menerbitkan 

sertipikat hak milik dan KLHK menerbitkan SK Izin pemanfaatan hutan untuk 

Perhutan Sosial, atau sekema lain sesuai peraturan. Lanjutan setelah 

rekomendasi pada alur keempat (4. Rekomendasi) berupa rekomendasi dari 

gubernur ke Menko Perekonomian dan terkahir di KLHK.  

 

 

Gambar 10. Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), dari usulan 
masyarakat hingga terbit SK Keputusan KLHK. 

Sumber: Permeko No. 3 Tahun 2018 dan Tim Percepatan PPTKH 
 
 

3. Perhutanan Sosial (Legalitas Aset) 

Program terakhir dalam Skema TORA adalah Legalitas Akses yakni 

Perhutanan Sosial. Dalam Perpres No. 88/2017 secara umum terdapat dua 

skema penyelesaian yang ditawarkan, pertama dengan mekanisme pemberian 

sertifikat hak milik, kedua dengan mekanisme Perhutanan Sosial (di luar skema 

resettlement dan tukar menukar kawasan hutan). Proses keduanya diawali 

dengan cara Inventarisasi dan Verifikasi. Tim inilah yang akan mengusulkan 

rekomendasi kepada Kementerian KLHK sebelum diproses lebih lanjut. Jika 

usulannya adalah redistribusi aset, maka tindaklanjutnya setelah terbit 

rekomendasi dari KLHK akan diberikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk 

dilakukan pengukuran kadastral dan ujungnya pemberian sertipikat hak milik, 

sementara jika usulannya adalah Perhutanan Sosial, maka skema pemberiannya 

terdapat lima model: Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan 

Tanaman Rakyat, dan Kemitraan. Pemberian skema tersebut tergantung kondisi 
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masyarakat dan tanahnya dan kehendak masyarakat untuk mengelolanya. 

Untuk tahun 2018, skema Perhutanan Sosial untuk lahan masyarakat dalam 

kawasan hutan tidak dilakukan Inver, karena pertimbangan ketersediaan SDM 

dan waktu, sehingga yang dilakukan Inver hanya Pemukiman, Fasum Fasos, dan 

lahan penghidupan (komunikasi dengan Zubayr). Namun fakta di lapangan, 

inver untuk pemukiman dan lahan garapan dalam rekomendasi akhir banyak 

yang diarahkan ke skema PS. Artinya, usulan masyarakat yang berujung 

penyelesaian lewat PS juga banyak yang diinver. 

Sebelum lebih jauh menjelaskan Perhutanan Sosial, penulis ingin 

menggambarkan filosofi dari semangat Perhutanan Sosial, sebab skema ini 

sudah lebih dulu ada sebelum Perpres 88/2017 dikeluarkan, bahkan sudah 

dilakukan dalam bentuk lain sebelum Jokowi-JK berkuasa (Muhsi 2017). 

Perpres tersebut semakin meneguhkan agenda PS karena semangat dan 

kehendak negara hadir harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang kuat 

dengan agenda social forestry. Semangat dari PS adalah menjawab kebutuhan 

petani akan tanah untuk melanjutkan penghidupannya. Selama ini mereka 

tinggal di sekitar kawasan hutan namun tidak diberikan akses untuk 

memanfaatkan lahan hutan, padahal mereka membutuhkannya. Menurut San 

Afri Awang, jika negara tidak hadir dan terus menerus membiarkan dan 

mengabaikan dapat menyebabkan situasi yang buruk terhadap orang-orang 

lapar (Awang, 2017). Atas dasar kondisi itulah, Dirjen Planologi KLHK pada 

tahun 2016 kemudian mendisain pemanfaatan lahan sekitar hutan untuk 

masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan subsistennya. Skema yang 

ditawarkan bukan pemberian hak melainkan pemanfaatan lahannya saja, 

sementara kepemilikan lahan masih di tangan KLHK maupun Perhutani. 

Semangat itu kemudian melahirkan kelembagaan yang akan mengurus izin 

pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat dengan membentuk Dirjen 

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup (PSKLH). 

Lewat Dirjen Perhutanan Sosial kemudian ditawarkan konsep baru dalam 

pemanfaatan hutan untuk menjawab keresahan masyarakat atas tuduhan 

negara tidak hadir. Atas situasi tersebut, Perhutanan Sosial versi baru kemudian 
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resmi diusung secara formal dalam bentuk Peraturan KLHK, yakni Peraturan 

Menteri LHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak dan Peraturan Menteri LHK No. 

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, tahun 

berikutnya kembali dikeluarkan peraturan terkait Perhutanan Sosial khusus di 

wilayah Perhutani yakni Peraturan Meteri LHK No. P 

39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah 

Kerja Perum Perhutani. Permen LHK No. 39 secara khusus mengatur 

pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perhutani yang ada di Provinsi 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Lampung yang luas hutannya 

sekitar 2.5 juta hektar (Pusat Data dan Informasi Setjen. KLHK 2017). 

Skema yang ditawarkan dalam kerangka Perhutanan Sosial relatif 

sedehana dan mudah, karena praktiknya ia hanya izin pemanfaatan dan 

lahannya adalah “hutan negara”, sehingga tidak memerlukan pelepasan 

kawasan. Perhutanan Sosial ingin menjawab Nawacita Jokowi-JK sekaligus 

merepresentasikan kata “negara harus hadir”. Negara hadir untuk mengurangi 

ketimpangan penguasaan tanah, konflik tenurial, dan meningkatkan 

kesejahteran serta kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan 

hutan. Izin pemanfaatan itu kemudian diberikan kepada petani dalam jangka 

waktu 35 tahun, dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan “dikunci” 

dengan perjanjian dilarang: 1. Merubah fungsi; 2. Meperjualbelikan; 3. 

Mengagunkan, dan; 4. Menambah/memperluas lahan tanpa seizin KLHK. 

Pengaturan ini menarik karena memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni 

adanya kepastian akan status lahan yang tidak mungkin berpindah dan hilang 

dari pemegang izin karena adanya perjanjian antara penerima dan pemberi, 

jikan dilanggar, KLHK akan mencabut izin pemanfaatannya. Di sisi lain, dengan 

selembar izin tersebut tidak memungkinkan dibukanya akses modal dari 

lembaga perbankan/diagunkan. Akan tetapi pada praktiknya, KLHK 

membangunkan akses modal untuk masyarakat penerima, termasuk 

pendampingan, koperasi, dan permodalan dari BUMN-perbankan, namun tidak 

dengan mengagunkan bukti “penguasaannya”. KLHK juga membuka peluang 

kerjasama antara penerima izin dengan lembaga penyedia modal lain, sehingga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
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bentuknya kesepekatan (MOU) yang difasilitasi oleh KLHK dan pendampingnya. 

Di luar itu, skema izin itu juga memudahkan keseluruhan kontrol negara 

dibanding pemberian hak milik yang sepenuhnya menjadi otoritas pemegang 

hak dan negara tidak lagi memiliki kuasa atasnya.  

Lima skema di atas tidak merubah status “hutan negara” menjadi hutan 

hak, kecuali untuk skema Hutan Adat yang mengalami perubahan status dari 

hutan negara menjadi hutan hak masyarakat adat, sehingga keberadaannya 

dibutuhkan Perda yang mengatur masyarakat hukum adat. Hal ini kelanjutan 

dari pengaturan Permen LHK No. 32 tentang Hutan Hak. Sementara empat 

skema lainnya cukup diatur dalam peraturan menteri dan langsung bisa 

dieksekusi untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk 

hutan adat haknya diberikan oleh menteri, namun pengaturan lebih lanjut 

dibutuhkan Perda karena kewenangan pemberian kepada masyarakat adat 

tertentu dibutuhkan legitimasi dari pemerintah daerah setempat. Perda 

tersebut dibutuhkan untuk menujukkan eksistensi masyarakat adat, 

keberadaannya jelas, masyarakatnya jelas, struktur masyarakat adatnya masih 

ada, dan sistem atau tradisi adatnya masih dijalankan. 

Penerjemahan Permen LHK 83/2016 di atas kemudian terbit SK 

4865.MenLHK-PKTL/Ren/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal 

Perhutanan Sosial (Revsisi I) yang sebelumnya sudah pernah keluar pada bulan 

Januari 2017. SK ini merupakan kerja konkrit karena KLHK harus memetakan, 

menentukan, dan membuat peta indikatif kawasan hutan yang berpotensi untuk 

dimanfaatkan sebagai lahan PS. Dalam waktu yang relatif singkat (sampai akhir 

2017) Dirjen Planologi telah berhasil memetakan lahan hutan secara indikatif 

sekitar 13.88 juta hektar tanah untuk projek PS (lihat gambar peta di bawah). 

Sebuah angka yang fantastis, jauh dibanding projek RA 9 juta hektar yang 

diusung Kem. ATR/BPN. Peta ini masih terbuka kemungkinan kembali direvisi 

sesuai dengan kebutuhan, terutama KLHK cukup terbuka jika disuatu tempat 

kawasan hutan diajukan oleh masyarakat atau terjadi konflik tenurial, maka PS 

sebagai salah satu alternatif solusinya sekalipun kawasan tersebut belum 

masuk dalam Peta Indikatif PS. Proses dan prosedurnya pun dibuat lebih 
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mudah, persyaratan pengajuan lebih sederhana dan dapat diajukan secara on 

line/daring (Peraturan Dirjen No. P.15, 2016). RA versi KLHK ini ditargetkan 

sampai tahun 2019 akan terdistribusi sekitar 4.3 juta hektar di seluruh 

Indonesia (Antaranews 2017), sementara hingga bulan Januari 2019 capaian 

Perhutanan Sosial sekitar 2.53 juta hektar, namun merupakan catatan kumulatif 

sejak PS dengan skema lama tahun 2007 (Muhsi 2917).  

 

 

Gambar 11. Gambar Peta Indikatif berdasarkan SK No. 4865/2017 untuk  
Alokasi Perhutanan Sosial di Seluruh Indonesia.  

Sumber: Keputusan Menteri Nomor SK.4865/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2017, KLHK 2017. 

 

Gambar Peta Indikatif PS di atas kemudian diturunkan dalam target 

provinsi yang angkanya cukup bervariatif, target lima besar ada di Provinsi 

Papua, Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat. 

Sementara Banten, DIY, dan Bali merupakan target terkecil untuk PS.  



100 | P a g e  
 

 

Gambar 12. Gambar Peta Indikatif berdasarkan SK No. 4865/2017 untuk  
Alokasi Perhutanan Sosial per provinsi.  

Sumber: Keputusan Menteri Nomor SK.4865/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 
 

Dalam laporan Menteri LHK terjadi perubahan Peta Indikatif PS Revisi II 

Nomor: SK. 3511/MENLHK-PKTL/SETDIT/KUM.1/5/2018 untuk alokasi hutan 

kelola bagi masyarakat sebesar 13,63 juta hektar, namun dalam Renstra KLHK 

2015-2019 tetap menyebut target 12,7 juta hektar (lihat gambar 1). Dalam Peta 

Indikatif revisi II, relatif mudah diakses publik karena KLHK mengunggah 

secara online untuk memudahkan pihak-pihak yang ingin mengajukan PS di 

web:http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/petapiaps. 

Wilayah-wilayah yang menjadi target PS dengan mudah diakses sehingga 

masyarakat bisa langsung berinisiatif mengajukan diri via online. 

Secara kronologis, setahun setelah Joko Widodo menjadi presiden, KLHK 

sudah memberikan izin pemanfaatan dengan skema PS seluas 838.883.25 Ha 

(Muhsi 2017, 40). Kemudian update terakhir 28 November 2018, pemerintah 

telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 2,173 juta Ha 

dengan jumlah SK sebanyak 5.097 unit bagi 497.925 rumah tangga. Dari jumlah 

luasan itu telah diturunkan jumlah tenaga penyuluh dan pendamping baru 

http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/petapiaps
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sekitar 3.187 orang dan masih membutuhkan 1.910 penyuluh/pendamping 

lainnya, sebagaimana disampaikan Menteri KLHK, di Bandung, 28 November 

2018. Sampai dengan Januari 2019, catatan capaiannya sekitar 2.531.277,13 Ha, 

atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK di seluruh Indonesia" (Hadi 

2019). Akan tetapi catatan progres terakhir tersebut belum masuk dalam 

capaian kinerja KLHK, karena Siti Nurbaya menghitung sampai dengan Januari 

2019. 

Jika melihat laporan resmi Menteri KLHK pada akhir tahun 2018, capaian 

PS dalam kurun 3 tahun (2015-2018) cukup signifikan, sekalipun belum dilihat 

secara detil dampak langsungnya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, 

karena butuh penelitian lebih lanjut. Secara statistik, KLHK menyampaikan 

dalam bukunya The State of Indonesia’s forests 2018 sebagai bentuk publikasi 

sebagai berikut: izin yang diterbitkan kepada masyarakat untuk mengelola 

hutan mencapai 1.558.453,58 hektar, yang terdiri atas 969.215,18 hektar untuk 

areal Hutan Desa (HD), 337.142,51 hektar adalah untuk areal HKm, 99.709,87 

hektar untuk areal HTR; 102.000,08 hektar untuk hutan kemitraan, 22.435,59 

hektar adalah untuk areal Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS); dan 

seluas 27.950,3493. 

Jadi, secara substansi praktik RA di ATR/BPN dan PS di KLHK adalah 

“sama” dalam pengertian spirit yang dibawa, yakni redistribusi tanah yang 

bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, meningkatkan 

kesejahteraan, dan mengurangi konflik di masyarakat. Keduanya berjalan 

seiring dalam kerangka Reforma Agraria, dan yang membedakan keduanya 

adalah persoalan right-nya, yang pertama hak milik, sementara Perhutanan 

Sosial dibungkus dalam format “izin pemanfaatan” berjangka waktu. Dua skema 

inilah yang saat ini masif dijalankan secara populis oleh Presiden Joko Widodo 

dengan target total sekitar 21.7 juta hektar untuk RA-PS (9 juta Ha + 12,7 juta 

Ha).   

Hal menarik dari PS adalah skema yang dibangun dan pendampingan 

akses yang intens. Dirjen Perhutanan Sosial menetapkan beberapa skema untuk 

membangun kepastian dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis hutan. 
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Khusus di Jawa, pendampingan intensif sangat mudah dilakukan dan ada 

banyak lembaga yang tertarik untuk mendampinginya. Hal itu mempercepat 

hasil dari PS di Jawa dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis 

lahan sekitar hutan. KLHK berprinsip, akses dan pendampingan modal menjadi 

kunci kesuksesan PS di Jawa dan beberapa bagian di Sumatera, karena banyak 

perusahaan yang tertarik untuk membantu mulai pelatihan, pendampingan, 

hingga penyaluran produknya.  

 

 

Gambar 13. Alat produksi yang disumbang oleh CSR-BRI yang diberikan kepada masyarakat 
Jambi, penerima Perhutanan Sosial, 91.9 ribu hektar kepada 92 keluarga. Acara berlangsung di 

Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Minggu, 16 Desember 2018.  

 

Dalam programnya, PS juga relatif jelas mengarahkan kepada para 

penerima haknya, yakni dengan menunjukkan apa-apa saja yang harus dikelola 

masyarakat, termasuk jenis tanaman dan usaha yang bisa dikembangkan di 

dalam areal tersebut. Penerima izin juga dipersyaratkan membuat “proposal” 

atau rencana pengelolaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini 

menjadi syarat dalam pengajuan bagi penerima manfaat baik individu maupun 

kelompok, agar diketahui perencanaan pengelolaan lahannya. KLHK juga 

menyediakan pendamping, dan pendampingan yang dilakukan sampai pada 

taraf tertentu bisa secara mandiri melakukan usaha baik dibidang pertanian, 

perikanan, maupun usaha lainnya di atas areal yang dimiliki. Skema izin yang 

http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Presiden-Serahkan-SK-Perhutanan-Sosial-Seluas-91-Ribu-Hektare-di-Jambi-11.jpeg
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diperoleh memang tidak bisa diperjualbelikan, akan tetapi bisa diwariskan 

kepada ahli waris, begitu juga tidak bisa diagunkan ke lembaga pemodal, namun 

KLHK menyediakan ruang-ruang akses modal bagi masyarakat penerima 

manfaat. Tabel di bawah menunjukkan detil program dan apa saja yang bisa 

dikembangkan dengan SK Pemanfaatan Hutan bagi masyarakat. 

 
Tabel 5. Skema Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial Menurut P. 83/2016 

 
Sumber: KLHK 2018. 

 

Secara sederhana, berikut alur skema PS yang diusulkan dari masyarakat 

dan kemudian ditindaklanjuti oleh tim yang dibentuk oleh KLHK. Gambar di 

bawah ini bagan alir proses pengajuan untuk Hutan Kemasyarakat, Hutan Desa, 

Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat.  
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Gambar 13. Skema alur Perhutanan Sosial yang dijalanakan oleh KLHK untuk 
mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Sumber: KLHK 2018. 

 
Sementara khusus untuk Kemitraan Kehutanan proses alur pengajuannya 

sedikit berbeda dibanding skema lainnya, karena sistem yang dibangun dalam 

kemitraan adalah kerja sama antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau 

pengelola hutan dengan calon yang akan bermitra (Adnan, dkk 2015), sehigga 

prosesnya sedikit berbeda sebagaimana tergambar dalam alur di bawah ini. 
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Gambar 14. Skema alur Perhutanan Sosial yang dijalanakan oleh KLHK untuk 
Kemitraan Kehutanan. Sumber: KLHK 2018. 

 

Secara keseluruhan, argumentasi Presiden Joko Widodo di dalam 

menjalankan program Reforma Agraria cukup menarik untuk dilihat lebih detil. 

Ia meyakini perubahan tata kelola agraria tidak bisa hanya dilakukan oleh 

Kementerian ATR/BPN semata, namun harus diambilalih “presiden” dalam 

pengertian koordinasi, sehingga saat ini RA menjadi tanggung jawab 

Kementerian Kordinator Ekonomi. Perpindahan ini menunjukkan orientasi RA 

menjadi persoalan pembangunan ekonomi, dan itu artinya negara memilih 

mejalankan kebijakan RA sebagai prioritas pembangunan ekonomi masyarakat 

calon penerima program. Walaupun demikian, secara teknis komando lapangan 

tetap dijalankan oleh KLHK dan ATR/BPN, sementara Menko Perekonomian 

hanya pada tataran kebijakan dan fungsi kontrol. 

Pertanyaan besarnya, apakah 3 kebijakan RA yang melibatkan banyak 

stakeholder itu mampu berjalan seiring dan dalam track yang tepat? Secara 

kebijakan, ketiga program prioritas itu masih on the track, namun problemnya 

adalah persoalan prioritas bagi penyelenggara. Salah satu contoh misalnya 

bagaimana ATR/BPN menjalankan kebijakan RA yang menjadi kewenangannya, 

dan hal itu sangat problematis tatkala pada saat yang sama ATR/BPN harus 

menyelesaikan pendaftaran tanah secara nasional yang juga menjadi prioritas 

pemerintah. Pada titik ini, problem utama adalah tingginya target yang 

ditetapkan pemerintah sementara SDM yang dimiliki tidak memadai untuk 

menjalankan kebijakan tersebut, sehingga menarik semua kekuatan (SDM) yang 

dimiliki oleh ATR/BPN untuk fokus pada program tersebut. Sialnya, pada saat 

yang sama RA juga menjadi program prioritas namun kalah perhatian sehingga 

fokus ATR/BPN tidak lagi ke persoalan RA. Hal yang sama juga dialami oleh 

KLHK, ketika program inver dijalankan, KLHK tidak memiliki SDM yang cukup 

untuk melakukan kerja-kerja lapangan melakukan Inventarisasi dan Verifikasi, 

sehingga harus mengambil dari beberapa lembaga lain, dan ini tidak mudah 

selain anggaran juga lembaga lain tidak mudah melepaskan SDM yang dimiliki. 
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Dan akhirnya yang terjadi, pada kedua lembaga tersebut mengalami 

pelambatan program Reforma Agraria. 

H. Reforma Agraria:  Problem TORA dan Perdebatannya 

Sudah sejak dekade yang lalu, Reforma Agraria dicita-citakan untuk 

diselesaikan secara cepat agar persoalan tanah tidak terus menerus menyisakan 

konflik di Indonesia. Era Susilo Bambang Yudoyono kita mengenal dengan 

sangat familiar istilah RA 8-9 juta hektar di bawah komando Joyo Winoto 

sebagai kepala BPN (Setiawan, 370), namun kemudian gagal untuk dijalankan 

karena tidak terjadi kompromi antara BPN-KLHK dan kementerian Pertanian. 

Pada periode itu, salah satu penanda kegagalan RA adalah tidak 

terselesaikannya Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang RA yang sudah 

beberapa kali hendak dibahas namun gagal terlaksana. Menjelang Era Yudoyono 

berakhir, RA menguap, khususnya sejak 2012, Yudoyono telah mengeluarkan 

program RA dari program unggulan yang akan dijalankan periode 

kepemimpinannya, dan menjalankan RA sebagaimana biasanya, busines as 

usual. Janji untuk mendistribusikan tanah 9 juta hektar gagal dilaksanakan. 

Naiknya Joko Widodo menjadi presiden pada tahun 2014 membawa 

semangat perubahan, diawali dengan kajian-kajian yang panjang, RA masuk 

dalam Nawacita ke-5 sebagai Program Strategis Nasional. Agenda RA dan 

strategi membangun Indonesia dari pinggiran dimulai dari desa. Dalam 

pembangunan nasional, RA dianggap penting sebagai pondasi bagi kebijakan 

ekonomi nasional yang berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan, 

pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan 

lapangan kerja di pedesaan. Langkah ini tidak mudah, namun usaha ke arah 

tersebut diberikan jalannya, di antaranya langkah pertama yang dilakukan 

Jokowi adalah membangun infrastruktur kelembagaan. BPN diubah menjadi 

kementerian, sehingga langkah dan jangkauannya sama dengan kementerian 

lainnya. Peningkatan dari kepala badan ke kementerian merupakan lompatan 

besar bagi ATR/BPN dan merubah persepsi kelembagaan lain terhadap 

persoalan agraria. Walaupun ada banyak pertanyaan atas perubahan itu, karena 

BPN selama ini dianggap hanya memiliki peran sebagai lembaga yang 
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mendaftarkan tanah. Perubahan besar itu menunjukkan bahwa apa yang selama 

ini menjadi fokus BPN yakni pendaftaran tanah, kini mau tidak mau harus 

mengurusi persoalan agraria secara luas, karena 1/3 lebih bhumi Indonesia 

menjadi persoalan yang harus diurus ATR/BPN. Itu artinya, kebijakannya tidak 

semata mendaftarkan tanah, tetapi bagaimana menyelesaikan keruwetan 

persoalan agraria secara nasional, dan itu artinya dibutuhkan kerjasama dengan 

kementerian lain, khususunya KLHK untuk bersinergi dalam menjalankan 

beberapa program strategisnya. 

Dalam Nawacita Presiden Jokowi, kata yang paling mentereng adalah 

“negara hadir” dan “membangun Indonesia dari pinggiran”. Dua frasa itu 

tampaknya menjadi kunci di dalam menjelaskan program strategis ATR/BPN 

dan beberapa agenda RA di kementerian lain. Yang dibutuhkan pertama 

memang perhatian dan keberpihakan, sehingga setiap kementerian hendak 

menunjukkan atensi dari Nawacita, namun sayang dalam beberapa hal tampak 

kerepotan akibat tidak menyiapkan road map secara baik dan menyiapkan SDM 

secara memadai. Diluar itu, di ATR/BPN misalnya, fokusnya lebih pada 

legalisasi aset dan cenderung menafikan program lain, karena legalisasi 

dianggap program yang paling konkrit dan rasional untuk dilakukan. Namun 

menjadi sayang, lembaga yang besar hanya disibukkan persoalan administrasi 

pertanahan. 

Lalu apa sebenarnya yang disebut Program Strategis Reforma Agraria? 

Skema di atas (gambar 1) menunjukkan perjalanannya agar bisa didudukkan 

secara gamblang bagaimana RA masuk dalam kebijakan Jokowi di ATR/BPN dan 

KLHK. Penulis mencoba untuk menjelaskan apa yang dibayangkan oleh para 

pengambil kebijakan dan apa sebenarnya problemnya serta bagaimana 

dinamikanya di lapangan. Dalam konteks skema dan model kebijakan RA dari 

periode ke periode, pelaksanaan RA di Indonesia mengalami dinamika yang 

cukup menarik, setidaknya terjadi banyak perdebatan dan tekanan dari petani, 

NGO, dan akadmeisi. Inti poin perdebatan diletakkan dalam konteks bahwa 

Indonesia dianggap belum pernah secara serius menjalankan RA. Hal ini selalu 
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menghiasi perdebatan tiap rezim berganti dan selalu mendapat respons yang 

berbeda pada masing-masing rezim yang berkuasa. 

Selain kelembagaan yang baru saja terbentuk sesuai Perpres 86 tahun 

2018 yakni Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan belum berjalan efektif 

karena baru ditingkat provinsi, problem utama RA di ATR/BPN adalah TORA. 

Tora menjadi persoalan utama karena ATR/BPN tidak mampu secara mandiri 

menemukan TORA untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak 

dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, tidak heran jika ATR/BPN selalu 

mengandalkan kementerian lain untuk mendaptkan TORA, dalam hal ini KLHK 

sebagai pihak yang dianggap memiliki lahan cukup luas untuk dilepaskan dari 

kawasan hutan. Namun, di lapangan tidak selalu persoalan TORA, bahwasannya 

di ATR/BPN juga terdapat banyak objek TORA baik dari tanah kelebihan 

maksimum dan Absentee serta tanah terlantar atau tanah bekas hak (HGU dan 

HGB). Akan tetapi, ATR/BPN memiliki kendala politis dan psikologis untuk 

mendapatkan tanah tersebut. Untuk tanah kelebihan maskimum dan absentee, 

tidak menjadi fokus dan prioritas, atau lebih tepatnya tidak memiliki cukup 

keberanian bermain dengan tanah-tanah yang masih menjadi “hak orang lain”. 

Hanya pada HGU dan HGB yang tidak diperpanjang saja yang memungkinkan 

untuk dikerjakan, dan itu harus menenunggu clear and clean.  

Kementerian ATR/BPN tidak memiliki kebijakan yang tegas terhadap HGU 

yang menyimpang dan terlantar, bahkan untuk HGU habis kadang masih 

diberikan kesempatan untuk memperpanjang atau pembaharuan haknya, 

padahal lahan di atasnya terjadi konflik dengan masyarakat. Terkait HGU habis 

sejauh ini ATR/BPN belum memiliki kebijakan yang konkrit bagaimana 

menatanya, masih berpedoman pada turunan dari UUPA, yakni PP No. 40 Tahun 

1996 dan Permen ATR/BPN No. 7/2017. Kebijakan ATR/BPN Masih sebatas 

sesuai prosedur dan belum ada upaya untuk menyelesaikan terhadap HGU yang 

bermasalah dan menjadi sumber konflik, kecuali tanah yang dialokasikan 20% 

untuk plasma bagi usulan HGU baru, selalu terdistribusikan sejak berlakunya 

Permen ATR/BPN 7/2017. Kedudukan HGU dianggap kuat, karena terkait hak 

yang langsung diatur di dalam undang-undang (UUPA Pasal 28-33). Kedudukan 
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yang kuat atas Hak Guna Usaha menyebabkan keraguan ATR/BPN dalam 

mengambil kebijakan dalam setiap penyimpangan-penyimpangan, baik 

ditelantarkan maupun penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya. ATR/BPN 

beberapa kali mengalami kekalahan ketika digugat oleh pemilik HGU dalam 

kasus penetapan tanah terlantar (Sarjita, dkk., 2016). 

Terkait perdebatan penafsiran TORA yang ditetapkan oleh KLHK, ada 7 

kriteria yang dikeluarkan dan 2 menjadi perdebatan antara KLHK dan 

ATR/BPN. Pertama TORA kriteria 1 dengan alokasi 20% pelepasan kawasan 

hutan untuk perkebunan, kedua kriteria 2 yakni Hutan Produksi yang dapat 

dikonversi, dan ketiga adalah kriteria 4-6 PPTKH. PPTKH tidak semua 

diperdebatkan namun belum bersepaham sejauhmana inver dilakukan untuk 

hak milik masyarakat dengan skema hak individu (terutama pemukiman, 

Fasum-Fasos, dan lahan garapan) dan skema Perhutanan Sosial. Penulis 

berusaha mengurai dan mendudukkan persoalan tersebut dari sisi problem 

hukum dan praktik kebijakan di lapangan. Kajian ini bepretensi untuk 

menjawab bagaimana logika berfikir ATR/BPN dan KLHK dengan melihat 

substansi persoalan yang diperdebatkan dan bagaimana menemukan titik 

temunya.  

 

I. Tujuh Kriteria TORA yang Diperdebatkan 

Dari tiga SK terkait TORA yang sudah dikeluarkan oleh KLHK, SK No. 180, 

3154, dan 8716 tidak banyak mengalami perubahan, baik luasan maupun lokasi. 

Namun, terjadi perbedaan pemahaman pada masing-masing pihak dalam 

menangkap pesan yang disampaikan oleh KLHK. Dalam banyak rapat-rapat 

resmi, Menteri LHK menyampaikan bahwa sebagian dari SK tersebut adalah SK 

“pelepasan” kawasan hutan, dan itu diamini oleh ATR/BPN, khususnya 

direktorat landreform. Hal itu pula yang membuat mereka melakukan kajian 

secara mendalam ketika pertamakali SK No. 180 terbit untuk menjelaskan 

kedudukan tanahnya agar bisa diperjelas dan dikelompokkan berdasarkan 

eksisting di lapangan. Akan tetapi ketika hendak dilandingkan ke daerah, Balai 

Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) “menolak”, karena menganggap yang 
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dikeluarkan oleh Menteri LHK bukan pelepasan, namun Peta Indikatif yang 

terus diperbaharui, sehingga ATR/BPN harus turun ke lapangan terlebih dahulu 

bersama BPKH untuk melakukan verifikasi lapangan, memastikan keberadaan 

lahannya, termasuk melakukan inver lahan masyarakat yang berada dalam 

kawasan hutan.  

Pada titik inilah terjadi perbedaan persepsi, karena satu pihak mengira 

sudah dilepaskan dari kawasan hutan, sementara BPKH sebagai “penguasa” 

hutan di daerah merasa belum melepaskan, baru sebatas indikatif, artinya perlu 

dicek secara bersama-sama, mana saja lahan-lahan yang dilepaskan dan bisa 

dijadikan objek TORA. Hal itu sebenarnya cukup clear bagaimana mekanisme 

kerja dalam penyelesaiannya. Misalnya, untuk inver PPTKH ada panitia Tim 

Inver yang melibatkan berbagai stakeholder, untuk HPK ada Timdu yang akan 

merekomendasikan pelepasan kawasan hutan, begitu juga untuk lahan 

transmigrasi ada mekanisme yang cukup jelas. Lain halnya, TORA yang 

bersumber dari alokasi 20% pelepasan kawasan hutan relatif belum cukup 

jelas, siapa yang harus bertanggung jawab untuk memverifikasinya di lapangan.  

Secara objektif, perlu dilihat secara detil argumen yang diajukan BPKH 

karena memang bunyi dalam SK baik No. 180 jo No. 3154, dan 8716 bukan 

pelepasan kawasan hutan, melainkan Peta Indikatif tanah kawasan hutan untuk 

objek TORA, sehingga adalah wajar BPKH tidak mau begitu saja melepaskannya 

tanpa verifikasi bersama, sebab BPKH bisa dipersalahkan jika begitu saja 

membiarkan ATR/BPN mengambil tanah-tanah tersebut sebagai objek TORA. 

Kekeliruan ATR/BPN adalah terlalu percaya dengan yang disampaikan oleh 

Menteri LHK yang meminta supaya segera dikerjakan karena sudah dilepaskan, 

padahal sejatinya tanah-tanah itu belum celar and clean, butuh verifikasi dan 

cek lapangan mulai kriteria 1-7.  

Hasil studi yang dilakukan direktorat ATR/BPN sudah benar, namun tetap 

butuh kesepakatan dengan KLHK, khususnya BPKH yang ada di provinsi yang 

“menguasai” hutan sebagaimana tupoksi yang diberikan.11 Perdebatan ini 

 
11 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan 

kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan 
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menjadi panjang dan tidak berujung, karena masing-masing berbeda dalam 

memahami konsep Peta Indikatif, bahkan muncul tuduhan dari ATR/BPN, 

Menteri LHK melepas kepalanya, tetapi kehutanan di darah (BPKH) memegangi 

buntutnya, sehingga ATR/BPN merasa dipermainkan (Komunikasi dengan Fisco 

dan Barkah Yoelianto).  

Dari penjelasan berbagai pihak, muara persoalannya pada 

ketidaksepemahaman yang dibangun berdasarkan konsep TORA pelepasan 

kawasan hutan. Kita harus melihat logika yang dibangun oleh KLHK tentang 

Peta Indikatif yang terdiri atas 3 bagian, pertama pemukiman dan fasum-fasos, 

kedua tentang alokasi 20% untuk HGU yang harus menyediakan perkebunan 

masyarakat (plasma) periode sebelum terbitnya Permen ATR/BPN 7/2017, dan 

pemukiman transmigrasi beserta fasilitas umum yang memperoleh persetujuan 

prinsip. Tiga skema yang masuk dalam Peta Indikatif ini terjadi persoalan di 

dalam memahami objek datanya. Bagi KLHK pusat, di dalam Peta Inidakatif 

terdapat objek Tora yang mestinya sudah harus diperjelas. Pada poin ini tidak 

terlalu clear, karena asumsi pemahaman KLHK bahwa alokasi 20 persen sudah 

pelepasan, sehingga tinggal ditindaklanjuti oleh ATR/BPN. Namun 

perosalannya, dalam peta indikatif tidak menyebutkan termasuk petanya, di 

mana lahan dengan angka 20% itu termasuk kepada siapa calon penerimanya.12 

Problem ini tidak ditemukan titik terang sehingga ATR/BPN berasumsi bahwa 

“Peta Indikatif sama dengan pelepasan kawasan”. Tabel berikut memperjelas 

logika dan konstruksi yang dibangun oleh KLHK tentang Tora versinya dan 

bangunan argumennya.  

 

Tabel 6. Realisasi TORA sampai dengan Bulan Mei 2018 (Versi KLHK) 

 
fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi 
pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data 
informasi sumber daya alam. BPKH bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan dan Tata Lingkungan.  

12 KLHK mengklaim, realisasi angka 20% tersebut tersebar di Provinsi Gorontalo, Kalbar, 
Kalsel, Kalteng, Papua, Papua Barat, Riau, Sulteng, Kepri, Maluku, Maluku Utara, Sumsel, Sumbar, 
Sultra. Luas Areal Pelepasan 2.113.335,46 Ha; dan 20% dari areal pelepasan berarti 422.667 
HA. Data KLHK terakhir juga menyebutkan nama-nama perusahaan, total terdapat 198 
perusahaan yang harus menyediakan alokasi 20%. Jika data tersebut benar, ATR/BPN tinggal 
menindaklanjuti data-data yang diberikan oleh KLHK. 
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No 

 
Kriteria 

Luas SK 
3154 (Ha) 

Revisi II 

Luas Area 
Realisasi 
(Ha) S.D. 

2016 

Luas Area 
Realisasi 
(Ha) S.D. 
Juli 2017 

Luas Area 
Realisasi 
(Ha) S.D. 

Feb. 2018 

Luas Area 
Realisasi 
(Ha) S.D. 
Mei 2018 

1 Alokasi TORA dari 20% 
Pelepasan  
Kawasan Hutan untuk 
Perkebunan  

417.485(*) 341.731 375.123 387.994 422.667 

2 Hutan Produksi yang dapat 
DiKonversi (HPK) berhutan 
tidak produktif 

1.834.539     

3 Program pemerintah untuk 
pencadangan pencetakan sawah 
baru 

366.504     

4 Pemukiman Transmigrasi 
beserta fasos-fasum yang sudah 
mendapatkan persetujuan 
prinsip 

502.382 41.367 50.708 100.048 ** 290.579** 

5 Permukiman, fasos dan fasum   642.835 324.292 324.292 290.579** 290.579** 
6 Lahan garapan berupa sawah 

dan tambak rakyat   
1.118.965 

7 Pertanian lahan kering yang 
menjadi sumber mata 
pencaharian utama 

67.028 

 Jumlah 4.949.737 707.390 750.123 778.620 977.824,31 
*  Merupakan 20% dari luas yang tergambar pada peta. 
**  Pada kriteria 5,6 dan 7 terdapat revisi realisasi berdasarkan hasil audit BPK RI di Riau dan hasil tata batas di 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang belum selesai. 

Sumber: KLHK 2018. 

 
Tabel di atas adalah penjelasan KLHK terkait posisi, target, dan capaian 

TORA yang dilepaskan dari kawasan hutan dengan basis SK No. 3154/ 

MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 seluas ± 4.949.737 Ha. Yang sering 

menjadi perdebatan adalah kolom tentang realisasi, karena dalam SK No. 3154 

disebutnya Peta Indikatif, namun diikuti penjelasan realisasi, artinya hal ini 

disepakati sudah dikeluarkan tata batas, dan sudah menjadi tanah negara. 

Namun kondisi sebenarnya, ralisasi itu adalah tanah yang dilepaskan 

bersamaan dengan dikeluarkannya izin lokasi sampai terbitnya HGU, dimana 

seharusnya menurut versi KLHK tanah tersebut ketika dikeluarkan harus 

diberikan kepada masyarakat (alokasi 20%) untuk pembangunan perkebunan 

masyarakat (Permen LHK No. P. 51/2016 dan Inpres No. 8/2018). Dalam P. 

51/2016 Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 menyatakan, “Kawasan HPK (Hutan 

Produksi yang dapat dikonversi) yang akan dilepaskan untuk kepentingan 

pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% untuk 

perusahaan perkebunan dan 20% untuk kebun masyarakat (plasma) dari total 

luas Kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan 

perkebunan”.  
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Sementara dalam Impres No. 8/2018 kembali ditegaskan bahwa Pasal 

Ketiga Ayat 2 poin (c) mengatakan "Pelaksanaan kewajiban perusahaan 

perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau Izin usaha 

perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan 

perkebunan kebun masyarakat paling kurang 20% dari total luas areal lahan 

yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan”. Aturan tersebut juga diperkuat 

dengan Permen ATR/BPN No. 7/2017, dalam Pasal 40, 41, 43, dan 64 

penegasan pembangunan kebun masyarakat 20% menjadi prasyarat mutlak 

bagi pihak-pihak yang akan mengajukan HGU ke ATR/BPN. Tanpa menyertakan 

plasma 20% tidak akan mungkin diproses perizinannya, sementara untuk HGU 

yang terbit sebelum permen tersebut tidak diatur secara ketat persoalan 

plasmanya (komunikasi dengan Sapta, April 2019).  

Permen dan Inpres tersebutlah yang menjadi perdebatan tentang lahirnya 

alokasi 20% yang dimunculkan dalam TORA versi KLHK, dan ia menyebutnya 

hal itu sudah direalisasikan, namun ATR/BPN mengalami kebingungan karena 

tidak pernah mengerjakan objek yang dimaksud selama ini. Dalam 

penjelasannya, Fisco dan Barkah mengatakan, lahan itu tidak pernah diserahkan 

kepada ATR/BPN, jadi tidak diketahui dimana lahan itu berada dan siapa yang 

menerima (Komunikasi dengan Fisco dan Yoelianto, 2018). Menurut Zubayr, 

KLHK memang tidak lagi mengurus tanah itu, karena hal itu melekat ketika 

melepaskan tanah untuk kepentingan pembangunan perkebunan secara 

otomatis dikuti penyediaan alokasi 20% untuk masyarakat, namun KLHK juga 

tidak pernah diberi tembusan apakah hal itu dilaksanakan atau tidak 

(Komunikasi dengan Manifas Zubayr, Kepala BPKH Wilayah II Sumsel). Secara 

arif dan bijaksana, Zubayr mengatakan, kita tidak bisa mencari siapa yang salah 

karena memang tidak diatur secara tegas siapa yang harus bertanggung jawab 

ketika alokasi 20% itu dikeluarkan dan siapa yang harus mengelola, apakah 

ATR/BPN atau Pemda setempat, dan hal itu tidak disebutkan secara tegas dalam 

peraturan. Secara terpisah, Taufik dari BPKH mengatakan, semestinya memang 

dinas perkebunan yang mengelola tanah tersebut serta peruntukannya 

(komuniaksidengan Taufik, April 2019). 
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Dimana letak missing link-nya? Konfirmasi penulis kepada pihak-pihak 

terkait mengambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Selama ini tidak pernah 

ada koordinasi untuk menjalankan dan memanfaatkan alokasi 20% tersebut 

dan ATR/BPN hanya berpegang pada Permentan 13/2007 jo Permentan No. 

98/Permentan/OT.140/9/2013 jo No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 dan 

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/SE/XII/2012 yang 

menyebutkan pembangunan perkebunan (HGU) harus menyediakan alokasi 

20% untuk pembangunan perkebunan masyarakat. Edaran itu  sifatnya masih 

dalam konteks penekanan pada CSR-Plasma, bukan menyediakan tanah untuk 

pembangunan perkebunan masyarakat sebagaimana pesan Permen LHK No. P. 

51/2016 dan Inpres No. 8/2018. Rujukan yang digunakan adalah Permentan 

98/2013, sehingga jika di sekitar HGU tidak terdapat lahan masyarakat maka 

perusahaan harus membangunkan perkebunan masyarakat di tempat lain atau 

dalam bentuk-bentuk CSR sebagai tanggung jawab sosialnya kepada 

masyarakat sekitar. Dan faktanya, aturan Permentan ini menjadi alibi bagi 

perusahaan untuk menghindar dari tanggung jawab tersebut dengan alasan 

tidak ada lahan masyarakat di sekitar perolehan izin perusahaan (Priscilia 

2013). 

Persoalannya, di dalam Pasal 15 Permentan tersebut berbeda dengan 

Permentan sebelumnya No. 13/2007 dimana pembangunan perkebunan 

masyarakat minimal 20% berada dalam kawasan perolehan Izin Usaha, 

sementara Permentan 98/2013 justru mengacaukan kembali aturan lama yakni 

perusahaan hanya wajib membangunkan perkebunan masyarakat yang 

tanahnya di luar izin usaha yang diperoleh. Pasal 15 Permentan 98/2013 

menyebutkan: (butir 1) “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau 

IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi 

pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari 

luas areal IUP-B atau IUP, (ayat 2) kebun masyarakat yang difasilitasi 

pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal 

IUP-B atau IUP. Jadi, beberapa aturan ini menjadi belantara yang tidak jelas dan 

saling tumpang tindih. 
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Pasal tersebutlah yang menjadi dasar mengapa TORA yang dikeluarkan 

oleh  KLHK menjadi perdebatan dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk 

mengambil alokasi tanah 20% hasil dari pelepasan kawasan hutan, dan 

bagaimana cara untuk mengambilnya? Ketika tanah tersebut diambil pada saat 

pelepasan kawasan atau pengajuan perolehan hak tentu jauh lebih mudah, 

namun ketika sudah terbit HGU dan lahan sudah diolah sedemikian rupa, relatif 

sulit digeser. Situasi ini tidak mudah dan yang harus turun langsung adalah 

presiden, karena presiden bisa memerintahkan dengan tegas sepanjang dasar 

hukumnya ada.  

Fakta berikutnya, selama ini hutan yang dilepaskan dan haknya diberikan 

kepada pemegang HGU mayoritas tanahnya tidak diberikan kepada masyarakat 

seluas 20%, kecuali beberapa perusahaan yang patuh menjalankan plasma. 

Umumnya perusahaan lebih banyak bermain pada ranah CSR, bukan pemberian 

tanah dan pembangunan perkebunan. Dan selama ini ATR/BPN tidak pernah 

mengurusi tanah yang dimaksud, sementara klaim KLHK, tanah ini menjadi 

salah satu objek TORA yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Ketika 

KLHK dimintai objek TORA dari pelepasan kawasan hutan, tanah ini kembali 

diangkat dan dihitung berdasarkan hutan yang pernah dilepaskan untuk 

pembangunan perkebunan skala luas. Jika dihitung secara tota seluruh 

Indonesia berdasarkan hitungan KLHK total luas areal pelepasan ± 2.113.335,46 

Ha dan 20% dari areal pelepasan sekitar 422.667 Ha. (KLHK, Juni 2018). 

Argumen KLHK sebenarnya tidak salah karena sudah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, namun dimana tanah itu dan bagaimana 

mekanismenya untuk menarik tanah tersebut? Sesuatu yang tidak mudah, 

karena sudah dikuasai oleh perusahaan cukup lama dan tiba-tiba harus diambil 

untuk menjadi bagian dari objek TORA. Tentu saja tidak mudah dan ATR/BPN 

mengalami kesulitan jika hal itu harus dikerjakan oleh mereka. Skalipun 

Menteri Sofyan Jalil di hadapan Menteri KLHK pernah berkomitmen untuk 

menarik tanah itu, namun faktanya tidak mudah untuk dilakukan (Komunikasi 

dengan Barkah Yoelianto 2018). 
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Selanjutnya terkait lahan yang diselesaikan dengan skema PPTKH (kriteria 

4-6) yang juga rumit dipahami oleh masing-masing sektor, karena berbeda 

pemahaman masing-masing pihak. Dalam Perpres No. 88 Tahun 2017 dan 

Permenko No. 3 tahun 2018, memiliki tujuan untuk menyelesaikan tanah-tanah 

masyarakat dalam kawasan hutan, dengan target pemukiman, Fasum-Fasos, dan 

lahan garapan sekitar pemukiman. Namun dalam prakteknya, yang digunakan 

oleh BPKH untuk melakukan inver adalah Peta Indikatif yang dikeluarkan oleh 

KLHK dalam konteks objek TORA. Idealnya, konsep PPTKH adalah apa yang 

diperintahkan Pepres 88/2017, yang sasarannya adalah lahan pemukiman, 

Fasum Fasos, dan lahan garapan masyarakat. Skemanya langsung melakukan 

inventarisir lahan-lahan tersebut berdasarkan usulan masyarakat, namun jika 

dalam perjalanannya berubah dan tumpang tindih dengan objek RA pelepasan 

kawasan hutan (kriteria 1 dan 2), maka inver tetap bisa dilanjutkan, karena 

keduanya sama sebagai obyek TORA sesuai SK No.180 jo 3154 jo 8716.     

Awal tahun 2018, menteri LHK mengeluarkan lokasi prioritas yang akan 

dijadikan target PPTKH, lalu keluar 159 nama kabupaten/kota dan 26 provinsi 

dengan target 1.690.327. Di pusat dan daerah kemudian lahir Peta Indikatif 

yang dikeluarkan oleh Dirjen Planologi dan usulan masing-masing BPKH di 

daerah bersama Dinas Kehutanan Provinsi (komunikasi dengan Zubayr). Dalam 

menentukan jumlah kabupaten yang banyak dan target yang cukup besar 

membuat KLHK sebagai leader dalam inver mengalami kesulitan, oleh karena 

itu untuk memudahkan akhirnya digunakanlah Peta Indikatif yang sebenarnya 

bukan disusun untuk kebutuhan melakukan inver di daerah. Di sinilah letak 

perubahan dan akhirnya menjadi rancu dalam beberapa bagian, sebab inver 

kemudian di beberapa tempat tumpang tindih dengan tanah yang akan 

dilepaskan untuk objek TORA. Sekalipun semua stakeholder bersepakat bahwa 

yang akan diinver juga bagian dari Objek TORA, namun sistem kerja yang 

berjalan sendiri-sendiri menyebabkan kerancuan dalam menentukan objek dan 

subjek. Seandainya dari awal inver hanya fokus pada lahan pemukiman, Fasum-

Fasos, dan lahan garapan, maka lebih mudah dalam pembagian kerjanya, namun 

hal ini tidak demikian karena inver juga akan masuk dalam alokasi 20% lahan 



117 | P a g e  
 

yang sudah dianggap dilepaskan dari kawasan hutan yang eksisting sebagian 

juga lahan pemukiman, Fasum-Fasos, dan lahan garapan masyarakat.  

Semestinya untuk alokasi 20% yang sudah pasti objek dan subjeknya tidak 

lagi perlu dilakukan inver, karena statusnya sudah masuk dalam skema realisasi 

dan sudah dilepaskan, atau jika hendak memudahkan maka alokasi 20% tidak 

perlu masuk dalam Peta Indikatif, melainkan dalam peta tersendiri sebagai 

objek TORA yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Hal ini tumpang tindih 

dan terjadi dibeberapa tempat, seperti di Kalimantan Barat (komunikasi dengan 

Fisco). Berdasarkan pengalaman di Sumatera Selatan, konfirmasi penulis 

kepada Kepala BPKH, dari 6 kabupaten yang diinver, tidak ada lokasi yang 

masuk dalam alokasi 20%, sehingga kemungkinan kasuistis, namun seharusnya 

hal itu tidak terjadi karena alokasi 20% statusnya sudah dilepaskan, bukan lagi 

kawasan hutan. Inver yang kita lakukan di enam kabupaten semuanya masih 

dalam status kawasan hutan (komunikasi dengan Zubayr, 2018). 

Pada praktiknya di banyak daerah, fokus Tim Inver mengarah pada Peta 

Indikatif yang sudah diusulkan sebagaimana dalam SK Revisi II No. 3154 dan 

fokus pada lahan pemukiman, fasum fasos, dan lahan garapan. Realitas ini 

merubah beberapa hal kebijakan terkait dan menempatkan ATR/BPN pada 

posisi sulit untuk mengerjakan lahan-lahan yang sudah direncakana untuk 

objek TORA. Idealnya, inver akan dilakukan oleh tim setelah masyarakat 

mengusulkan dengan beberapa persyaratan, baru tim inver turun untuk 

melakukan verifikasi. Namun faktanya tidak, karena fakta di lapangan, 

masyarakat tidak banyak yang mengajukan. Hal ini bisa dipahami karena 

sosialisasi yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang belum cukup terkait 

hal tersebut. Dan BPKH mengakui karena waktu yang tidak cukup untuk 

melakukan kegiatan tersebut disamping ketersediaan SDM yang tidak memadai, 

belum lagi banyak kepala desa yang tidak antusias menyambut program 

tersebut, sehingga kalau dibiarkan, program tersebut tidak berjalan 

(komunikasi dengan Zubayr). Seharusnya, di luar skema tersebut, apa yang ada 

di Peta Indikatif (alokasi 20%) langsung diambil alih oleh ATR/BPN untuk 

diredistribusikan. 
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Fakta di lapangan, saat itu (November 2018), BPKH dikejar waktu untuk 

menyelesaikan Inver dengan cara jemput bola kepada masyarakat untuk 

mengejar target capaian 2018. Maka, jalan pintas diambil dengan menggunakan 

dasar Peta Indikatif No. 3154 sebagai titik pijaknya, karena sistem tidak bekerja 

secara efektif, sosialisasi tidak maksimal, dan banyak kepala desa cenderung 

pasif sementara masyarakat tidak mengetahui mekanisme pengajuannya. 

Intinya keterlambatan dari masyarakat salah satunya diakibatkan ketiadaannya 

pendamping yang memadai untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait tata cara mengusulkannya.   

Apakah yang dilakukan BPKH dan Tim Inver keliru? Tidak juga, karena di 

dalam Peta Indikatif (rujukan utama BPKH dalam Inver) memang juga terdapat 

lahan pemukiman, Fasum-Fasos, dan lahan garapan masyarakat, akan tetapi 

secara ideal bukan demikian yang dikehendaki Perpres No. 88/2017, melainkan 

usulan masyarakat kemudian diverifikasi di lapangan oleh Tim Inver. Yang 

harus dipahami secara bersama adalah PPTKH hanya bagian dari TORA yang 

akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Inver hanya bagian kecil dari agenda 

tersebut, namun problem di lapangan terjadi overlaping akibat kesepemahaman 

yang belum ditemukan formulanya. Seandainya nanti GTRA bekerja secara 

efektif dan terjadi penggabungan dalam satu lembaga dimana Tim Inver masuk 

dalam GTRA, maka akan jauh lebih mudah mengkoordinasikan, karena ujung 

dari PPTKH juga redistribusi, kecuali lahan-lahan yang ditentukan dengan 

skema lain, PS, Resettlement, dan Tukar Menukar Kawasan Hutan. Jika di 

lapangan praktiknya terjadi overlaping, maka tinggal melanjutkan mana yang 

lebih dulu melakukan verifikasi di lapangan, tidak perlu saling berebut objek 

TORA, karena ujungnya sama, yakni mengeluarkan lahan masyarakat dari 

kawasan hutan dengan skema yang telah disiapkan. 

Penyelesaian tanah dengan model inver ditargetkan sampai tahun 2018 

selesai dengan luasan 1.690.327 Ha, namun demikian karena pedoman yang 

dilakukan Inver oleh tim berdasar Peta Indikatif, maka yang dilakukan adalah 

menginver tanah-tanah yang hampir pasti dikeluarkan dari kawasan hutan 

(perubahan tata batas), yakni pemukiman, Fasum-Fasos dan lahan garapan 
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yang masuk dalam Peta Indikatif (SK No. 3154). Padahal, dalam skema Perpres 

No. 88/2017 dan Permenko No. 3/2018, ada 4 solusi yang ditawarkan oleh tim 

ketika menerima usulan masyarakart: Perubahan Batas Kawasan Hutan (Hak 

Milik), Tukar Menukar Kawasan Hutan, Resettlement, Pemberian Izin 

Perhutanan Sosial dengan skema—Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan 

Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan—(Tim PPTKH 2017). Dengan 

sistem dan praktik kerja di lapangan hari ini, nyaris apa yang dibayangkan oleh 

Perpres 88/2017 dan Permenko 3/2018 tidak bisa dijalankan secara ideal, 

karena fokus Tim Inver di daerah lebih pada lahan-lahan yang berpotensi untuk 

dikeluarkan dari kawasan hutan dan masuk Peta Indikatif KLHK. Padahal jika 

lahan penghidupan masyarakat tidak masuk dalam Peta Indikatif, maka 

kebijakan yang diambil tidak akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Sementara, 

kebijakan yang akan diambil tidak akan mengakomodir penyelesaian model lain 

yang dimungkinkan, karena Tim Inver di bawah harus memenuhi target 

penyelesaian yang sudah ditetapkan, walaupun tidak bisa dipungkiri, di 

beberapa daerah yang masyarakatnya mengusulkan kepada Tim Inver tetap 

dilakukan verifikasi, dan rekomendasinya mayoritas Perhutanan Sosial, seperti 

yang terjadi di Ogan Komering Ulu Selatan. Lain halnya jika warga tidak 

mengajukan, namun masuk peta indikatif, maka yang dilakukan inver secara 

mendadak saat Tim Inver turun yakni hanya lahan pemukiman dan Fasum-

Fasos.  

Pada konteks inilah masyarakat dirugikan akibat setting waktu yang tidak 

tepat, entah disengaja atau tidak, skema PS dan lainnya nyaris tidak mungkin 

dilakukan secara detil, karena Tim Inver bekerja berdasarkan target waktu yang 

ditetapkan. Tentu saja ada beberapa daerah yang sangat memperhatikan hal 

tersebut, namun kebanyak lebih fokus pada skema perubahan tata batas. Di luar 

itu, bagi masyarakat yang tidak mengusulkan dan Tim Inver tidak masuk, maka 

tanah mereka tidak akan dikelaurkan dari kawasan hutan. Sebuah kerugian 

besar bagi masyarakat karena kehilangan kesempatan untuk membuka akses 

lahannya secara luas.  
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Jadi, inti dari problem utama Tim Inver adalah persoalan waktu yang 

terlalu mepet dengan target yang terlalu besar, pemahaman persoalan yang 

tidak komprehensif, dan SDM terbatas dan tidak memadai. Setidaknya hal ini 

tergambar di Sumatera Selatan yang mencoba “potong kompas” hanya 

melakukan inver pada tanah-tanah yang hampir pasti menjadi target 

Redistribusi pada tahun 2019. Realitas ini menjadi persoalan serius bagaimana 

pesan Perpres diabaikan dan tentu saja masyarakat dirugikan akibat sistem 

yang digunakan adalah hanya satu kali kesempatan Inver dan tidak 

dimungkinkan untuk dilakukan tahun depan, kecuali usulan kabupaten/kota 

baru yang dilakukan oleh BPKH (Komunikasi dengan Zubayr). 

 

J. Kesimpulan 

Reforma Agraria pada era Jokowi-JK tidak mencoba mendefinisikan ulang 

tentang makna dan filosfinya, karena perdebatan RA bukan pada level itu 

melainkan pada tataran praktik dan kebijakan sekaligus modelnya. Apa yang 

Jokowi lakukan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, yakni legalisasi 

aset, redistribusi, dan yang baru adalah social forestry. Jokowi mencoba 

membangun kebijakan RA dengan skema tersebut, yakni menjalankan 

ketiganya dengan memanfaatkan lahan baik kawasan hutan maupun non hutan. 

Ketiga skema itu mencoba didisain untuk dipraktikkan sekaligus. Hasilnya 

relatif berjalan, terutama legalisasi aset, distribusi kawasan non hutan, dan 

Perhutanan Sosial.  

Dari tiga skema di atas, yang paling rumit dan banyak mengalami kendala 

adalah RA pada obyek pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan 

merupakan RA yang paling problematis, baik obyek, subyek, cara kerja, dan 

pengelola (SDM). Problem terbesar ada pada tafsir dan pemaknaan atas TORA 

pada dua lembaga yang menjalankan, yakni Kem. ATR/BPN dan KLHK. Pada 

ranah ini, persoalan utama adalah problem koordinasi dan cara kerja, karena 

belum ada mekanisme yang cukup efektif untuk menjalankannya. Alhasil, 

terjadi pelambatan pada tahapan pelaksanannya. Problem berikut adalah pada 

ranah kelembagaan. GTRA yang dibentuk melalui Perpres 86/2018 hingga kini 
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belum efektif berjalan untuk mengurus RA di daerah, sehingga persoalan RA di 

daerah belum tertangani secara holistik, masih dikerjakan secara sektoral. Hal 

ini semakin memperlambat mekanisme kerja karena RA di daerah seolah tidak 

memiliki pemimpin. Padahal, GTRA memiliki posisi sangat strategis karena di 

tangan GTRA seharusnya persoalan obyek, subyek, dan penyelesaian konflik 

ditangani. Hingga hari ini, GTRA di daerah belum efektif berjalan, apalagi 

pembentukannya masih pada level provinsi, belum sampai di tingkat 

kabupaten/kota. Tahun 2019 sudah diupayakan di beberapa kabupaten untuk 

segera dibentuk GTRA, akan tetapi persoalan anggaran menjadi kendala, karena 

pemerintah pusta hanya menyediakan satu kabupaten di tiap provinsi untuk 

pembentukan GTR. Perlu terobosan baru dan progresif dari ketua GTRA 

provinsi agar mendorong bupati/walikota berinisiatif membentuk GTRA di 

wilayahnya, agar segera bisa menyelesaikan beberapa problem RA di tingkat 

tapak.  
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Bab IV 
PROBLEMATIKA DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN  

DI SUMATERA SELATAN 
 
 
 

D. Konflik Penguasaan Tanah Kawasan Hutan  

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU Nomor 41 

Tahun 1999). Berdasarkan fungsinya hutan di Indonesia dapat dikategorikan 

menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi 

merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di 

dalam hutan konservasi terdapat beberapa kawasan yakni kawasan hutan 

suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru yang 

pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengelolaan 

hutan yang sangat luas dengan berbagai perbedaan kepentingan terhadap 

pemanfaatan hutan seringkali memicu terjadinya permasalahan dalam 

pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan kawasan hutan. Konflik penguasaan 

tanah kawasan hutan merupakan salah satu permasalahan besar di beberapa 

negara berkembang salah satunya adalah di Indonesia yang memiliki luas hutan 

mencapai 29.673.382 Ha2 (BPS 2018). Konflik tanah menurut Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 11 Tahun 2016 merupakan 

perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan 

hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.  

Konflik yang terjadi pada kawasan kehutanan di Indonesia menduduki 

peringkat ke lima dari tujuh urutan konflik yang dikelompokkan oleh 

Konsorsium Pembaharu Agraria/KPA (pengelompokan berdasarkan sektor 

konflik), dimana urutan tertinggi konflik terjadi pada konflik sektor 

perkebunan, urutan kedua konflik terjadi pada sektor properti, ketiga konflik 

sektor pertanian, keempat konflik pertambangan,  dan kelima adalah kehutanan 
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(KPA 2018). Pada akhir tahun 2018 hasil kajian KPA menyebutkan bahwa 

konflik di Indonesia dalam satu tahun mencapai 410 konflik dengan luasan 

mencapai 807.177,613. Data kejadian konflik yang terekam oleh KPA terkait sektor 

kehutanan di tahun 2018 sejumlah 19 kejadian konflik (menurun jauh jika 

dibandingkan tahun 2017) yang tersebar di wilayah Indonesia (KPA 2018). 

Meskipun jumlah kejadian konflik kehutanan di tahun 2018 pada urutan kelima 

akan tetapi luasan lahan yang terdampak sangatlah luas. Konflik penguasaan 

dan perebutan kawasan hutan ini sudah mengakar dan belum mampu 

diselesaikan secara tuntas hingga kini dikarenakan banyaknya masyarakat yang 

terlibat, banyaknya lembaga/instansi/stakeholder terkait, banyaknya peraturan 

yang mengatur dan saling tumpang tindih, tipologi konflik yang berbeda-beda 

sehingga solusinya juga berbeda, serta kondisi lahan yang sangat luas yang 

diperebutkan dalam konflik. 

Permasalahan penguasaan tanah kawasan hutan yang tersebar di 

beberapa provinsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman penjajahan yakni 

dengan dimulainya ekspansi perkebunan skala besar dengan jenis tanaman 

komoditas tertentu (cengkeh, merica, pala, tembakau, teh, karet, dsb.) yang 

menjadi pundi-pundi kekayaan bagi Belanda (Ambarwati 2018). Konflik 

penguasaan kawasan hutan khususnya di Jawa yang terjadi pada masa 

penjajahan Belanda dikarenakan Pemerintahan Kolonial Belanda menetapkan 

hutan yang dipisahkan dari lahan hutan serta pembatasan terhadap akses 

masyarakat desa terhadap kawasan hutan dan hasil hutan yang sebelumnya 

menjadi sumber penopang kehidupan masyarakat desa. Sistem pengelolaan 

kawasan hutan yang diterapkan oleh Belanda ini sebagian besar diadopsi oleh 

Pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan dalam mengatur kawasan hutan, 

salah satunya sistem register yang diterapkan Pemerintahan Indonesia dalam 

mengelola kawasan hutan (Peluso 1994).  

Selanjutnya konflik penguasaan tanah kawasan hutan perlahan semakin 

meluas sejak pemerintah mengatur kawasan hutan dengan konsep teritorilisasi. 

Kementerian Kehutanan merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, dimana berdasarkan peraturan tersebut selanjutnya 
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Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa dua pertiga dari luas total tanah di 

Indonesia merupakan kawasan hutan negara (Sirait 2017). Penetapan luas 

kawasan non-hutan yang hanya meliputi sepertiga luas wilayah Indonesia 

dengan jumlah penduduk mencapai 256 juta jiwa, dan dengan sistem 

penguasaan tanah yang sangat timpang tentunya belum mampu memenuhi 

kebutuhan ketersediaan lahan bagi setiap penduduk. Keterbatasan negara 

dalam hal pengelolaan, pengawasan serta pemanfaatan kawasan hutan dengan 

luas wilayah mencapai 29.673.382 Ha2 mengakibatkan negara tidak mampu 

mengelola kawasan hutan. Keterbatasan ini hingga akhirnya berimplikasi 

terhadap sistem pengelolaan dan penguasaan kawasan hutan dimana negara 

menyerahkan pengusahaan kawasan hutan kepada beberapa 

pengusaha/pemodal baik pengusaha skala kecil maupun skala besar. Hal inilah 

yang menjadi awal mula konflik meluas dan menjadikan konflik antara 

pengusaha/pemodal dengan masyarakat terjadi di berbagai wilayah semakin 

meningkat (Sumardjono, Simarmata, Wibowo 2018). Selain konflik dengan 

pengusaha dan pemodal, konflik pengelolaan kawasan hutan juga banyak 

terjadi antara masyarakat dengan perhutani yang terjadi di sebagian besar 

hutan negara di Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten) serta 

konflik masyarakat dengan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang terjadi di 

luar Pulau Jawa.  Menurut Bertos dan Wher (2002) bahwa konflik yang terjadi 

antara masyarakat dengan Perhutani banyak disebabkan karena adanya 

perbedaan tujuan dan perbedaan peran antara masyarakat dengan perhutani 

dalam pengelolaan sumberdaya hutan serta dikarenakan perebutan terkait 

sumberdaya alam yang ada pada kawasan hutan.  

Kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi dari masa penjajahan, Orde 

Lama, Orde Baru hingga ketimpangan yang terjadi saat ini menjadikan 

masyarakat semakin terpinggirkan dan menjadikan mereka memanfaatkan 

kawasan hutan sebagai sumber penghidupan. Meskipun jika dilihat dari sejarah 

menunjukkan bahwa penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat sudah ada 

sejak sebelum zaman kemerdekaan, sehingga sebelum negara Indonesia 

merdeka masyarakat sebenarnya sudah menduduki kawasan hutan sejak lama. 
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Bahkan dari kajian yang dilakukan Cifor oleh Wiyono dkk (2006) menunjukkan 

bahwa sebelum Indonesia merdeka rakyat telah diberikan izin oleh negara 

untuk tinggal dan memanfaatkan kawasan hutan. Keberadaan mereka yang 

sudah tinggal sejak lama dalam kawasan hutan juga membantu Indonesia dalam 

menyumbangkan berbagai kebutuhan logistik bagi perjuangan kemerdekaan.  

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau di dalam kawasan 

hutan menjadikan hutan sebagai sumber utama kehidupan untuk dimanfaatkan 

sebagai berikut: (1) kayu sebagai bahan membangun rumah untuk tempat 

tinggal, dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan kayu bakar, bahan utama untuk 

membuat peralatan/mebel dengan harga yang cukup mahal; (2) hutan juga 

menyimpan berbagai jenis tanaman obat yang cukup mujarab dan digunakan 

oleh masyarakat sebagai pengobatan alami, selain itu hutan juga menyimpan 

berbagai jenis tanaman pangan seperti umbi-umbian, biji-bijian, buah-buahan, 

serta berbagai hewan yang dapat diburu untuk dijadikan bahan makanan; (3) 

hutan menyimpan berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk 

pakan ternak dan padang penggembalaan; (4) hutan merupakan hamparan 

lahan yang sangat luas yang dapat dijadikan sebagai tempat bercocok tanam 

bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan (Simon 2004).  

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus melesat dengan 

mengesampingkan kepentingan masyarakat kecil tidak hanya menjadikan 

masyarakat semakin terpinggirkan juga menjadikan mereka harus masuk ke 

dalam kawasan hutan. Upaya perlindungan kawasan hutan dengan menetapkan 

beberapa kawasan hutan menjadi kawasan lindung dan/atau kawasan 

konservasi tanpa disertai dengan kajian terlebih dahulu terhadap apa yang ada 

di dalam hutan menjadikan permasalahan dan pengaturan dalam kawasan 

hutan semakin rumit. Ketidakterlibatan masyarakat dalam merumuskan sebuah 

kebijakan terkait pengaturan kawasan hutan serta ketidakhadiran masyarakat 

dalam menjaga hutan menjadikan kondisi permasalahan dalam penguasaan 

tanah kawasan hutan serta perlawanan masyarakat terhadap pemanfaatan 

kawasan hutan semakin tinggi (Sumardjono, Simarmata, Wibowo 2018).  
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Perbedaan pandangan antara negara dengan masyarakat kawasan hutan 

yang berujung memicu permasalahan pada kawasan kehutanan mendasarkan 

pada konflik yang telah terjadi, serta beberapa kebijakan yang dahulu 

diterapkan negara pasca kemerdekaan dalam mengelola kawasan hutan di 

antaranya disebabkan perbedaan persepsi yakni: 1) bahwa negara memiliki 

pandangan dan menganggap jika hutan merupakan lahan dan hamparan yang 

hanya ditumbuhi pepohonan serta tempat ekosistem bagi satwa, kebijakan yang 

diterapkan oleh negara pasca kemerdekaan seringkali menganggap bahwa 

hutan yang tersebar di berbagai wilayah tidak berpenghuni. Keterbatasan 

negara, minimnya Sumber daya manusia, keterbatasan teknologi pada masa 

pasca kemerdekaan menyebabkan negara hanya melakukan deliniasi batas 

hutan tanpa melakukan identifikasi terhadap apa yang ada di dalam hutan; 2) 

kebijakan negara yang telah diputuskan terkadang melakukan tindakan yang 

sifatnya sepihak dengan mengatasnamakan kepentingan umum, kepentingan 

peningkatan perekonomian bangsa dan kepentingan pembangunan; 3) Negara 

terkadang menganggap bahwa masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan 

merupakan perusak hutan dan menganggap masyarakat kawasan hutan sering 

melakukan tindakan kriminal; 4) Negara dalam menerapkan kebijakan terkait 

pengelolaan kawasan hutan pada beberapa lokasi tidak mengindahkan kearifan 

lokal yang sudah berlangsung secara turun temurun, kondisi ini mengakibatkan 

masyarakat yang sudah tinggal lama dalam kawasan hutan resisten dan mereka 

tidak menjadi bagian dalam kebijakan yang telah dirumuskan; 5) Negara 

menganggap bahwa persoalan yang ada dalam masyarakat hutan segala 

penggantian kerugian dapat dilakukan hanya semata-mata terkait aspek 

materiil saja tanpa memikirkan bagaimana kondisi sosial, keberlanjutan 

ekonomi dan budaya yang sudah terbangun (Wiyono, dkk 2006).  Perbedaan 

pandangan yang cukup mendasar inilah yang menjadikan gesekan dan pemicu 

adanya permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan.  Selain perbedaan 

pandangan sebagaimana tersebut di atas, penggusuran dan pengusiran kepada 

masyarakat yang sudah tinggal sejak lama di kawasan hutan melalui cara 

kekerasan menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. 
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Tindakan ini tentunya bertentangan dengan mandat Undang-undang No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 23 dimana pemanfaatan hutan 

diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara 

berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Sementara beberapa 

kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan kawasan hutan terkadang 

hanya menciptakan kesejahteraan bagi sekelompok orang dan sekelompok 

golongan kaum elit tertentu.  

Sebagai negara, di Indonesia terdapat berbagai masyarakat adat dengan 

jumlah 2.332 komunitas dengan hukum adat yang sudah berlaku secara turun 

temurun. Sementara komunitas adatnya memiliki kearifan lokal untuk menjaga 

kestabilan kawasan hutan. Dengan adanya peraturan yang mengikat dan 

menyamaratakan aturan perlindungan kawasan hutan secara sama rata bagi 

seluruh kawasan mengakibatkan aturan hukum adat yang sudah diterapkan 

oleh masyarakat menjadi luntur (www.aman.or.id). Dahulu beberapa 

masyarakat adat memiliki kearifan lokal untuk melindungi kawasan hutan 

dengan mengatur apabila akan menebang pohon diwajibkan untuk 

menanamnya minimal 1 pohon terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu. 

Selain aturan tersebut, beberapa masyarakat adat memiliki aturan dan 

pemahaman yang sudah terwariskan dari pendahulu mereka untuk melindungi 

beberapa kawasan sebagai area penyimpan cadangan air untuk tidak 

dimanfaatkan dan dilarang menebang pohon di kawasan tersebut.  Namun 

dengan adanya aturan baru yakni tidak diizinkannya masyarakat 

memanfaatkan hasil hutan menjadikan mereka tidak lagi menerapkan kearifan 

lokal yang telah ditetapkan secara turun temurun. Kondisi ini pada akhirnya 

menjadikan masyarakat melakukan tindakan penyerobotan, perlawanan, dan 

perusakan kawasan hutan apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

sedang lengah (Redi 2014). Kajian yang dilakukan Aliansi Masyarakat Hukum 

Adat Nusantara/AMAN (2013) menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 

kurang lebih 40 juta hektar tanah ulayat yang kondisi eksistingnya mengalami 

tumpang tindih dengan kehutanan. 
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Permasalahan dan ketidakjelasan terhadap penguasaan tanah kawasan 

hutan dapat pula terjadi karena berakhirnya masa Hak Pengusahaan Hutan 

(HPH) oleh perusahaan tertentu. Dari beberapa temuan di lapangan 

menyatakan bahwa beberapa perusahaan yang habis masa berlaku HPH nya 

banyak yang meninggalkan bekas kawasan HPH dan dibiarkan terlantar begitu 

saja. Kekosongan terhadap siapakah pengelola dan pihak yang 

bertanggungawab terhadap bekas lahan HPH tersebut serta lemahnya 

pengawasan oleh pemerintah menjadikan lahan bekas kawasan HPH sebagai 

sasaran empuk bagi pihak lain untuk melakukan budidaya/penguasaan dan 

pengusahaan terhadap bekas HPH tersebut. Ketika penguasaan kawasan eks. 

HPH sudah dikuasai oleh banyak pihak maka akan bermasalah jika akan 

dilakukan penertiban dan pengembalian  status HPH. Habisnya masa 

pengelolaan HPH ini hampir sama dengan kasus tanah terlantar yang 

diakibatkan oleh telah habisnya masa pengelolaan HGU atau ketidakmampuan 

pengelolaan yang dilakukan pemegang HGU terhadap seluruh areal perolehan 

HGU sehingga menjadikan area yang tidak dikelola tersebut menjadi sasaran 

empuk bagi perebutan penguasaan lahan oleh pihak lain. Perbedaannya 

hanyalah ketika HPH menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup sementara HGU menjadi ranah Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.   

Beberapa konflik penguasaan tanah pada kawasan hutan juga dipicu oleh 

masuknya komoditas tanaman baru di era tahun 1980-an yakni tanaman kelapa 

sawit. Komoditi ini terbukti menjanjikan bagi peningkatan keuntungan dan 

pendapatan bagi masyarakat maupun pengusaha perkebunan skala kecil 

maupun skala besar. Usaha perkebunan kelapa sawit yang sangat menggiurkan 

inilah yang menyebabkan masyarakat maupun perusahaan/pemodal 

melakukan ekspansi secara besar-besaran untuk meluaskan lahan garapan 

kelapa sawit. Keterbatasan lahan untuk perkebunan di luar kawasan hutan yang 

diperebutkan oleh banyak pihak dan sudah tidak tersedianya lahan 

menyebabkan sebagian dari kawasan hutan yang statusnya sebagai hutan 

lindung maupun hutan konservasi menjadi sasaran bagi perluasan perkebunan. 
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Sebagaimana data KPA menunjukkan bahwa konflik perkebunan yang terjadi di 

luar kawasan hutan ataupun di dalam kawasan hutan mencapai luasan hingga 

591.640,32 hektar (73%). Dimana perkebunan kelapa sawit menduduki 

prosentase tertinggi terhadap konflik perkebunan baik luasan maupun jumlah 

konfliknya (KPA 2018). Sumarjono, Simarmata, dan Wibowo (2018) 

menyebutkan bahwa budidaya tanaman kelapa sawit yang berada dalam 

kawasan hutan di seluruh Indonesia mencapai luasan hingga 3,5 juta Ha yang 

terdiri atas 1.5 juta Ha yang kemungkinan dibudidayakan masyarakat atau 

pemodal yang mempekerjakan masyarakat karena luasnya di bawah 25 Ha, 

sementara sisanya yakni 2 juta Ha merupakan lahan kelapa sawit yang 

diusahakan oleh perusahaan.13 Sementara data KPA menunjukkan bahwa dari 

seluruh luasan total usaha perkebunan kelapa sawit yang tersebar di wilayah 

Indonesia sebanyak 31% dikuasai oleh perusahaan dan pemodal skala besar 

yakni Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Matheson Group, Wilmar 

Group, dan Surya Dumai Group  (KPA 2017).   

 

E. Alih Fungsi Hutan di Sumatera [Selatan] 

Sumatera merupakan salah satu pulau dimana penurunan luas kawasan 

hutannya mengalami percepatan dari tahun ke tahun.  Selama kurun waktu 16 

tahun yakni dari tahun 2000 hingga 2016 penurunan luas kawasan hutan di 

Sumatera mencapai 1,9 juta Hektar. Penurunan yang cukup drastis ini 

disebabkan oleh adanya ekspansi secara besar-besaran oleh perusahaan, 

pemodal, ataupun masyarakat yang digunakan untuk usaha perkebunan 

monokultur (kelapa sawit), usaha pertambangan, dan usaha berbagai tanaman 

industri. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi kawasan 

hutan menjadi kawasan non-hutan sangat tinggi di Sumatera (kompas.com).  

Sumatera Selatan juga mengalami laju deforestasi yang cukup tinggi, data 

statistik kehutanan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun yakni 

dari tahun 2013 hingga tahun 2014 deforestasi yang terjadi mencapai ± 2.853,5 

 
13  Dalam kajian tersebut, Sumarjono belum merinci secara detil apakah perusahaan yang 

masuk dalam kawasan hutan sudah mengantongi hak/izin atau tidak berizin. Angka yang 
muncul menurut perkiraan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. 
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Ha/tahun. Sementara untuk kawasan non hutan yakni pada kawasan Area 

Penggunaan Lainnya (APL) deforestasi yang terjadi mencapai luasan ± 673,8 

Ha/tahun (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2018).  Angka itu 

meningkat pesat pada tahun 2014-2015, menjadi 270.919,3 Ha/tahun dan 

19.744,2 Ha/tahun untuk APL. Setahun kemudian 2015-2016 deforestasi 

terkoreksi menjadi 3.106,6 Ha/tahun dan 1.204,8 Ha/tahun untuk APL. 

Sementara deforestasi tahun 2016-2017 untuk wilayah hutan kembali naik 

menjadi 17.420,6 Ha/tahun dan 4.848,7 Ha/tahun untuk APL (Subbagian Data 

dan Informasi, Dirjen Planologi KLHK 2016 dan 2017). 

Permasalahan alih fungsi lahan kawasan hutan yang terus berlangsung 

setiap tahun, meningkatnya emisi carbon yang diakibatkan karena semakin 

menipis dan rusaknya lahan gambut serta meningkatnya gas rumah kaca 

mengakibatkan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta bencana di 

berbagai lokasi khususnya bencana terkait fenomena hidrometeorologis 

(bencana banjir, longsor, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan 

lahan, gelombang pasang, abrasi, banjir rob, angin puting beliung, dsb).  Kondisi 

yang cukup kritis ini khususnya terkait kondisi lahan gambut dan hutan alam 

kemudian disikapi oleh pemerintahan dengan dilakukannya moratorium 

terhadap pemberian izin usaha pada kawasan hutan dan lahan gambut, melalui 

Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru 

dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Upaya 

ini cukup mampu mengendalikan dan menunda secara legal terhadap berbagai 

pengajuan izin baru yang dilakukan oleh pengusaha ataupun pemodal, akan 

tetapi belum cukup mampu mengendalikan deforestasi dan degradasi lahan 

gambut yang dilakukan secara illegal. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data dan 

kajian yang dilakukan oleh  Global Forest Watch (2017) melalui analisis data 

citra satelit menyebutkan bahwa dengan adanya moratorium kawasan hutan 

yang telah berlangsung selama 6 tahun yakni dari tahun 2011 hingga 2017 

masih ditemukan adanya penurunan tutupan lahan kawasan hutan.  Penurunan 

yang cukup drastis terjadi pada tahun 2012 yakni terjadi perubahan alih fungsi 

lahan hutan seluas 928.000 hektar. Di tahun 2013 angka penurunan tutupan 
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hutan pada kawasan hutan dapat ditekan, namun kembali mengalami kenaikan 

perubahan alih fungsi hutan di tahun 2014 seluas 796.500 hektar dan di tahun 

2015 mencapai angka yang sama yakni seluas 735.000 Ha. Penurunan luas 

lahan hutan ini disebabkan karena masih lemahnya sistem pengawasan dan 

monitoring terhadap hutan primer dan lahan gambut di Indonesia (Wijaya, 

Jualiane, Firmansyah, Payne 2017). Grafik yang menunjukkan penurunan luas 

tutupan lahan pada kawasan hutan disajikan pada grafik 1 berikut: 

 
Tabel 1. Grafik Hilangnya Tutupan Hutan di Indonesia Tahun 2000 - 2015 

 

Sumber: World Resources Institite (https://wri-indonesia.org/id/blog/) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perubahan alih fungsi lahan pada kawasan 

hutan di Indonesia semakin meningkat, dan puncaknya terjadi pada tahun 2011 

hingga 2012. Dengan diterbitkannya Inpres No. 10 Tahun 2011 penekanan 

terhadap laju alih fungsi kawasan hutan dapat diturunkan pada tahun 2012 

hingga tahun 2013, namun kembali mengalami kenaikan laju perubahan 

tutupan hutan di tahun 2013. Kajian yang dilakukan WRI menunjukkan bahwa 

luas lahan hutan yang mengalami penurunan sangat drastis terjadi di 

Kalimantan, sementara di Sumatera penurunan tutupan lahan masih di bawah 

Kalimantan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sangat massif oleh pihak 

perkebunan, pegusaha, pemodal, dan masyarakat di Kalimantan maupun di 

https://wri-indonesia.org/id/blog/
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Sumatera dimulai pada tahun 2005. Kajian yang dilakukan Cifor menunjukkan 

hingga tahun 2015 kondisi penurunan luasan hutan di Kalimantan dilaporkan 

mencapai hampir sebagian dari luas hutan yakni mencapai angka 323.000 

hektar (Wijaya, Jualiane, Firmansyah, Payne 2017).  

F. Sejarah dan Kondisi Hutan di Sumatera Selatan 

Kawasan Hutan di Sumatera Selatan secara yuridis telah ada sejak zaman 

penjajahan Belanda dimana pada saat itu dikenal dengan sistem register. 

Provinsi Sumatera Selatan termasuk di dalamnya Bangka Belitung terdiri atas 

52 register berupa hutan tutupan. Pasca Indonesia merdeka pengelolaan 

kawasan hutan saat itu berada di bawah Kementerian Pertanian, dan 

pengukuhan terhadap kawasan hutan pertama kali dilakukan pada tahun 1982 

dengan luas hutan di Sumatera Selatan seluas kurang lebih 4.624.950 Ha 

(Bangka Belitung masih menjadi satu kesatuan dengan Sumatera Selatan) yang 

disahkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982. 

Selanjutnya Kawasan hutan ditata kembali dengan melibatkan beberapa pihak 

melalui skema Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dituangkan dalam 

Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH). Melalui mekanisme 

tersebut maka luas kawasan hutan di Sumatera Selatan menjadi bertambah 

kurang lebih seluas 5.214.652 Ha yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 410/Kpts-11/1986 (Dinas Kehutanan 2018).  

Dengan adanya regulasi terkait undang-undang tata ruang yang pertama 

yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 maka Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan melakukan upaya Paduserasi kawasan hutan. Hasil dari 

kebijakan dan kajian Paduserasi tersebut mengakibatkan perubahan terhadap 

luas hutan menjadi ± 4.416.837 Ha yang selanjutnya ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001. Belum genap satu 

tahun setelah terbit keputusan tersebut, Kepulauan Bangka Belitung 

mengajukan pemekaran menjadi provinsi yang berdiri sendiri, kondisi ini 

tentunya mengakibatkan berkurangnya luas hutan di Sumatera Selatan seluas 

kurang lebih 657.510 Ha. Selanjutnya dengan terbitnya UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang 
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Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa perubahan 

kawasan hutan hendaknya dilaksanakan terlebih dahulu selanjutnya terhadap 

perubahan yang dilakukan baru dapat diintegrasikan dalam penyusunan pola 

rencana tata ruang provinsi/kabupaten. Untuk menindaklanjuti peraturan 

tersebut maka Kementerian Kehutanan menginstruksikan untuk membentuk 

Tim Terpadu14 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK-709/Menhut-

VII/2011. Tugas yang diampu oleh Tim Terpadu yakni untuk melakukan kajian 

terkait perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan review 

perubahan RTRW. Berdasarkan hasil dari kajian Tim Terpadu setelah 

melakukan penelitian selama 2 tahun maka memutuskan adanya beberapa 

perubahan terhadap status kawasan hutan yang dituangkan dalam Keputusan 

Kementerian Kehutanan Nomor: SK. 822/Menhut-II/2013. Hasil dari Surat 

Keputusan tersebut memutuskan bahwa Kementerian Kehutanan merubah 

peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 210.559 Ha, 

perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 44.299 Ha dan perubahan dari bukan 

kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 41.191 Ha terhadap kawasan 

hutan di Sumatera Selatan. Dalam keputusan tersebut Kementerian Kehutanan 

tidak hanya merubah status hutan menjadi non-hutan, namun juga mengubah 

status yang sebelumnya bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Kondisi 

perubahan inilah yang sering menjadi awal mulanya permasalahan antar 

instansi pemerintah terutama antara Kementerian Kehutanan dengan 

ATR/BPN. Selain perubahan yang terjadi di atas kertas, yakni perubahan 

melalui deliniasi di atas peta skala kecil, ketidaklengkapan dan ketidakjelasan 

batas antara kawasan hutan dan kawasan non hutan seringkali menjadikan 

jebakan dan permasalahan bagi BPN dalam melakukan sertipikasi tanah.  

Permasalahan yang sering muncul hingga masuk dalam ranah hukum biasanya 

terjadi karena pihak BPN menerbitkan sertipikat terhadap tanah yang 

sebelumnya bukan kawasan hutan, namun dengan adanya perubahan tata batas 

 
14 Terkait Tim Terpadu selanjutnya diatur oleh KLHK dalam Peraturan Menteri KLHK No. 

P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 untuk melepaskan hutan produksi yang dapat dikonversi 
dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 untuk pelepasan kawasan hutan dan tata batas 
sebagai sumber TORA. 
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dari hasil kajian Tim Terpadu mengakibatkan kawasan yang sebelumnya bukan 

Hutan dan sudah terbit sertipikat ditetapkan menjadi kawasan hutan. 

Pada tahun 2014 Keputusan terkait kawasan hutan dan konservasi 

perairan di Sumatera Selatan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: SK. 866/Menhut-II/2014. Namun Keputusan ini dilakukan 

perubahan dikarenakan adanya kajian terbaru yang dilakukan oleh Tim 

Terpadu hingga akhirnya dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK. 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016. Berdasarkan keputusan tersebut 

maka luas kawasan hutan dan konservasi perairan di Sumatera Selatan 

dinyatakan seluas ± 3.457.858 Ha, dengan perincian: 1) luas kawasan suaka 

alam (KSA) dan Kawasan pelestarian Alam (KPA) seluas ± 790.784 Ha; 2). Luas 

kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 578.279 Ha; 3). Luas kawasan Hutan 

Produksi Terbatas (HPT) seluas ±213.918 Ha; 4). Kawasan Hutan Produksi 

Tetap (HPT) seluas 1.713.880 Ha dan 5) Kawasan Hutan Produksi yang dapat 

dikonversi (HPK) seluas 160.996 Ha.  

Pada kenyataannya di Provinsi Sumatera Selatan penguasaan lahan 

kawasan hutan sudah banyak diduduki oleh masyarakat dan kondisi yang 

terjadi sebagian sudah tidak nampak lagi penggunaan dan pemanfaatan 

tanahnya sebagai kawasan hutan. Beberapa lokasi tersebut jika diamati melalui 

citra satelit kondisi eksistingnya sudah menjadi pemukiman dan lahan garapan 

yang telah ditempati oleh masyarakat berpuluh-puluh tahun yang lalu.  

Berdasarkan data statistik kehutanan tahun 2017 menunjukkan bahwa jika 

diamati dari citra Landsat Tahun 2016 maka luas tutupan lahan di Sumatera 

Selatan berupa kawasan hutan dengan tutupan vegetasi sangat lebat hanya 

mencakup 9,75% sementara sisanya berupa tutupan non hutan mencapai 

90,25%. Jika luas seluruh daratan di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 

8.753.637 Ha maka tutupan lahan berupa hutan hanya mencakup ± 853.889 Ha 

sementara tutupan berupa non-hutan mencapai luasan ± 7.899.748 Ha (Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2018). Hasil kajian ini tentunya menjadi 

warning dan pekerjaan berat bagi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup (KLHK) dalam mengelola kawasan hutan, dikarenakan fungsi hutan 
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dalam menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekologi harus 

dipertahankan. Sementara kondisi yang terjadi degradasi, deforestasi kawasan 

hutan terus berlangsung serta konflik tenurial di Sumatera Selatan banyak 

terjadi diberbagai kabupaten/kota. 

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Sumatera Selatan juga tidak 

terlepas dari adanya konflik dan permasalahan terkait perebutan atas 

penggunaan dan pemanfaatan lahannya. Konflik yang terjadi sebagian besar 

merupakan konflik antara masyarakat dengan perusahaan/pemodal/pemegang 

izin disusul dengan konflik antara masyarakat dengan Kementerian LHK, 

konflik antarinstansi yang sering terjadi antara Kementerian ATR/BPN dengan 

Kementerian LHK karena tata batas, konflik antara perusahaan dengan 

perusahaan, konflik antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. 

Sebagaimana disampaikan oleh Safitri (2011) menyatakan bahwa tipologi 

konflik tenurial terdiri atas 11 tipologi dan kondisi ini hampir semua terjadi di 

Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil pendataan dan kajian yang dilakukan oleh 

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 menyatakan bahwa di 

Sumatera Selatan terdapat 97 konflik tenurial yang tersebar di berbagai 

kabupaten/kota di Kawasan Hutan Sumatera Selatan dengan berbagai tipologi 

konflik. Belum jelasnya tata batas kehutanan dalam peta dan belum jelasnya 

tata batas kawasan hutan secara fisik di lapangan, serta terjadinya perubahan 

tata batas yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan yang telah terjadi 

berulang kali menjadikan beberapa lokasi yang sudah diterbitkan izin 

konsesi/izin HGU setelah adanya perubahan tata batas lokasi tersebut masuk 

dalam kawasan hutan. 

Potret konflik lahan yang terjadi pada kawasan hutan di Sumatera Selatan 

salah satunya terjadi di Kabupaten Ogan Komerling Ilir tepatnya di Desa 

Rambai, Kecamatan Pangkalan Lampam. Masyarakat yang sudah tinggal pada 

kawasan hutan sejak Indonesia belum merdeka yakni di tahun 1938 dengan 

mengelola serta mengusahakan lahan pada kawasan hutan secara bijak dengan 

menerapkan kearifan lokal dan hukum adat yang telah dibentuk dan diterapkan 

selama tiga turunan, namun seketika mereka harus menerima penggusuran 
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oleh pihak lain. Ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet yang 

dilakukan oleh pemilik modal dan perusahaan skala besar telah menggusur 

lahan yang subur dan potensial sebagai sumber utama penghidupan masyarakat 

di Desa Rambai.  Penggusuran yang dilakukan dengan cara kekerasan tersebut 

telah memaksa masyarakat untuk menyerahkan lebih dari separuh lahan 

mereka yakni 55% dari lahan yang sebenarnya menjadi tanah adat untuk 

dikelola perusahaan. Sementara masyarakat yang ada di sekitar lahan 

pengusahaan tanaman sawit ataupun karet di paksa untuk menjadi plasma 

(Kompas, Kamis 25 Januari 2007).  Pencaplokan lahan garapan yang sudah 

dibudidayakan masyarakat sejak lama terjadi karena lahan mereka secara 

politik masuk dalam kawasan hutan negara. Terhadap kondisi demikian, Peluso 

dan Lund (2011) menyebutnya sebagai “political forest” atau hutan yang 

didefinisikan secara politik, meskipun apabila dikaji secara eksisting lahan 

tersebut sudah berupa pedesaan atau lahan garapan masyarakat. Anggapan 

pemerintah yang menyatakan bahwa lahan-lahan tersebut masuk sebagai hutan 

negara dan dikonsesikan kepada perusahaan tertentu tanpa melihat langsung 

relaitas di lapangan. kebijakan itu tak jarang mengakibatkan masyarakat harus 

terusir dari lahan garapan mereka.   

Ketidakhadiran negara dan ketidakadilan terhadap apa yang sudah 

diupayakan masyarakat dalam mengelola hutan menyebabkan konflik yang 

sewaktu-waktu dapat terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Faktanya, 

banyak masyarakat dikalahkan oleh penggusaha dan pemodal skala besar dan 

kehilangan sumber-sumber penghidupannya yang menjadikan masyarakat 

semakin terbatas aksesnya. Hal itu berkorelasi pula dengan menurunnya tingkat 

pendapatan bagi masyarakat yang tinggal dalam dan skeitar kawasan hutan. 

Di Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di desa Simpang Tungkal konflik 

pengelolaan kawasan hutan juga terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. 

Pada awalnya ratusan masyarakat diberikan izin untuk mengelola dan menjaga 

kawasan margasatwa yang ada di Desa Gresik Blido pada tahun 2000. Namun 

secara tiba tiba dengan adanya penetapan kawasan konservasi pada area 

tersebut ratusan masyarakat diwajibkan untuk mengosongkan lokasi dan harus 
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pindah ke tempat lain. Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut 

mengacu pada peraturan bahwa terhadap hutan konservasi maka tidak 

diizinkan terdapat pemukiman di dalamnya. Sementara dari pengakuan 

beberapa warga menyatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap kawasan hutan sudah dilakukan secara bijak dengan 

menerapkan kearifan lokal yakni tidak merusak kawasan hutan dan menjaga 

kelestarian hutan karena masyarakat memiliki kesadaran bahwa ketika hutan 

dijaga dengan baik maka masyarakat juga akan kembali dijaga oleh hutan 

(Kompas, Kamis 25 Januari 2007). Kebijakan yang diterapkan secara sepihak 

oleh pemerintah tanpa memperhatikan bagaimana nasib masyarakat dan 

bagaimana pengawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat menjadikan 

munculnya potensi permasalahan baru dikemudian hari.   

Permasalahan dan konflik penguasaan kawasan hutan yang terjadi di 

Sumatera Selatan juga banyak dipicu oleh adanya Program Hutan Tanaman 

Industri (HTI). Program HTI dimulai pada tahun 1990 sejak dikeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri, 

meskipun sebenarnya konsep pembangunan HTI yang terjadi di Indonesia 

sudah ada sejak tahun 1980-an (Sudarmalik 2014, 30). HTI merupakan bentuk 

pengelolaan hutan produksi dengan memberikan izin hak pemanfaatan kepada 

perorangan, koperasi maupun swasta yang dikenal dengan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Pada 

kenyataannya izin HTI yang diberikan oleh pemerintah sebagain besar berupa 

izin HTI untuk swasta. Kondisi inilah yang menjadi kesenjangan dan 

memunculkan problem penguasaan tenurial di kalangan masyarakat.   

Program HTI dalam kajian yang dilakukan oleh CIFOR salah satunya di 

Sumatera terkait dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat 

dikategorikan menjadi 2 hal yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak 

positif program HTI di Sumatera ketika program HTI tersebut dalam menggarap 

lahan berupa lahan yang sudah terdegradasi sehingga proses yang dilakukan 

merupakan upaya restorasi (Bauhus et al. 2010). Beberapa hal positif masuknya 

HTI ketika sistem yang dikembangkan dalam pelaksanaan HTI mampu 
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menyerap tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat di sekitar kawasan 

hutan dengan upah yang layak dan tidak ditemukan adanya upaya penindasan 

ataupun pencaplokan lahan garapan masyarakat. Selain itu dengan adanya HTI 

maka program dan keuntungan yang diperoleh dapat disalurkan melalui CRS 

untuk menyuplai pembangunan desa dan pembangunan bagi masyarakat di 

sekitar kawasan HTI.  

Sementara beberapa dampak negatif HTI yang ditemukan di lapangan 

adalah seringkali HTI melakukan klaim dan mengambil lahan masyarakat 

ataupun tanah hutan adat yang telah lama dikelola oleh masyarakat. Kondisi ini 

berdampak terhadap terbatasnya lahan garapan masyarakat yang tinggal pada 

kawasan hutan khususnya yang terjadi di Sumatera Selatan (Pirard, dkk 2016). 

Pelaksanaan pembangunan HTI yang terjadi pada kondisi hutan alam dengan 

jumlah tutupan lahan berupa pepohonan/kayu yang masih sangat tinggi 

tentunya bertentangan dengan peraturan perundangan. Sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1990 menyebutkan bahwa pemberian HTI 

dapat dilakukan apabila hutan tersebut memiliki potensi hanya 20 m3/Ha, 

namun pada kenyataannya beberapa HTI yang diberikan masih memiliki 

potensi hutan sejumlah 50 m3/Ha bahkan ada yang masih mencapai 80 m3/Ha 

(Sudarmalik 2014). Kondisi hutan yang masih memiliki potensi lebih dari 20 

m3/Ha ini tentunya masih perlu dipertahankan sebagai hutan alam karena 

masih dapat difungsikan dalam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian 

lingkungan serta menjaga keanekaragaman hayati dan satwa di dalam kawasan 

hutan. Pemberian HTI yang diberikan pada hutan dengan potensi lebih dari 20 

m3/Ha ini tentunya memberikan keuntungan kepada pemegang HTI terkait 

pemanfaatan kayu yang diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Meskipun dalam melakukan 

operasi IPK tersebut perusahaan dikenakan biaya untuk pelaksanaan reboisasi 

namun dengan jumlah potensi kayu yang masih sangat tinggi tentunya yang 

mendapat keuntungan hanyalah para pengusaha.  

Pada tahun 2009 Palembang merupakan salah satu provinsi yang 

ditargetkan melaksanakan program HTI seluas 800 hektar. Program HTI yang 
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notabene melibatkan para pengusaha dan pemodal skala besar dalam 

pelaksanaannya seringkali harus menggusur masyarakat yang sudah tinggal 

sejak lama pada kawasan hutan. Perebutan lahan garapan antara petani lokal 

dengan pendatang baru yakni pemodal/pengusaha ini menjadikan potensi-

potensi konflik dapat terjadi secara massif di berbagai lokasi. Selain itu dengan 

tergusurnya petani lokal dan hilangnya lahan garapan masyarakat menjadi 

ancaman bagi menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah 

tinggal sejak lama dalam kawasan hutan. Kemiskinan dan hilangnya lahan 

garapan sebagai mata pencaharian penduduk ini dapat memicu terhadap 

tingkat kriminalitas (Kompas 2008, 26).   

 

G. Kondisi Masyarakat Pada Kawasan Hutan Sumatera Selatan 

Sebagai masyarakat yang sudah sejak lama tinggal dalam kawasan hutan 

yang dapat memanfaatkan hasil hutan, apabila dilihat dari kondisi 

perekonomiannya maka dapat dikatakan mereka masih tertinggal dan berada di 

bawah garis kemiskinan. Data menunjukkan bawa sejumlah kurang lebih 48,8 

juta orang tinggal dalam kawasan hutan namun 10,2 juta orang berada dalam 

kondisi kemiskinan (Brown 2004). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan 

Brown (2004) mendasarkan pada hasil sensus kemiskinan menunjukkan bahwa 

tingkat kemiskinan antara masyarakat yang hidup di dalam hutan lebih tinggi 

dari masyarakat yang tinggal di luar hutan. Angka kemiskinan masyarakat di 

dalam kawasan hutan berdasarkan urutan tertinggi berada di Papua, kedua di 

Maluku, Ketiga di Kalimantan, Keempat di Nusa Tenggara Timur dan Nusa 

Tenggara Barat, Kelima di Sumatera, Keenam di Sulawesi dan terakhir di Jawa 

dan Bali. Beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan 

kemiskinan yang dilaksanakan selama ini sebatas pada upaya bagaimana 

mengentaskan kemiskinan terhadap masyarakat yang tinggal di luar kawasan 

hutan, sementara angka kemiskinan yang sangat tinggi pada masyarakat di 

dalam kawasan hutan belum mendapatkan solusi tepat dan belum dilakukan 

secara komprehensif serta sifatnya masih parsial.  
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Wollenberg (2004) mengungkapkan bahwa jika Indonesia ingin 

mengentaskan angka kemiskinan maka program pengentasan kemiskinan pada 

masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan atau masyarakat di sekitar 

kawasan hutan diprioritaskan dalam program pembangunan. Upaya 

pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan ini 

tentunya harus melalui skema dan aturan hukum yang jelas, sebab beberapa 

aturan serta kewenangan menyebutkan bahwa pendanaan dan pembangunan 

yang dilakukan di dalam kawasan hutan tidak diperkenankan karena 

bertentangan dengan fungsi hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. 

Pendanaan dari pemerintah terkait kawasan hutan khususnya terhadap 

kawasan hutan konservasi ataupun hutan lindung hanya diperuntukkan untuk 

menjaga kelestarian dan keberlanjutan keanekaragaman satwa bukan untuk 

pendanaan bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi ataupun 

kawasan lindung.  

Selain kondisi kemiskinan, masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan 

juga memiliki keterbatasan terhadap aksesibilitas sarana prasarana, 

keterbatasan fasilitas sosial dan fasilitas umum, keterbatasan akses untuk 

pengembangan ekonomi serta keterbatasan infrastruktur menjadikan mereka 

terisolir dan tertinggal jauh dari peradaban. Hal inilah yang menjadikan mereka 

hanya dapat memanfaatkan hasil hutan yang ada guna mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari, dan belum mampu mengembangkan usaha pemanfaatan hasil 

hutan secara optimal. Hasil kajian yang kami lakukan terhadap bagaimana 

kondisi masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan di Dusun Sukacinta, Desa 

Gedung Pekuwon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu 

menunjukkan bahwa seluruh masyarakat dalam satu dusun menggantungkan 

kehidupan mereka dari mengolah lahan garapan yang ada di dalam kawasan 

hutan. Kemampuan masyarakat, kondisi cuaca, jenis tanah yang ada di Desa ini 

cocok untuk   dikembangkan tanaman kopi, tanaman karet dan tanaman buah 

(duku, durian), sehingga hampir 100 % masyarakat menguasahakan budidaya 

tanaman tersebut. Lahan garapan masyarakat lokasinya sangat jauh dari 

pemukiman warga, biasanya mereka memerlukan waktu selama 1 hingga 2 jam 
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untuk dapat menjangkau lokasi lahan garapan dengan kondisi berupa jalan 

tanah yang licin ketika musim hujan serta jalan berupa tanjakan dan turunan 

serta berkelok-kelok. Keterbatasan inilah yang menjadikan mereka tidak 

mampu mengelola lahan secara optimal. Peralatan yang digunakan masyarakat 

sangat sederhana selain itu mereka mengalami kesulitan dalam mengangkut 

bahan-bahan pertanian seperti pupuk ataupun bibit serta kesulitan dalam 

mengangkut hasil panennya. 

Pemukiman masyarakat di Dusun Talang Sukacinta ini memiliki akses dan 

kondisi jalannya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi serta akses jalan 

menuju lahan garapan. Untuk mengakses ke lokasi lahan garapan masyarakat 

hanya terdapat satu jalan dengan kondisi berlubang/rusak parah, jalan sangat 

sempit berupa tanjakan dan turunan yang berkelok-kelok. Di Desa Gedung 

pekuwon terdapat sarana transportasi berupa mobil angkutan umum namun 

sangat terbatas jumlah armada dan ketersediaan waktunya hanya di jam-jam 

tertentu.  Jaringan listrik sudah tersedia, namun sangat terbatas karena sering 

mati listrik, penerangan jalan di Desa ini belum tersedia sehingga jika malam 

tiba maka masyarakat jarang sekali yang melakukan perjalanan, sebagian besar 

masyarakat tinggal di dalam rumah dan melakukan aktivitas hanya di kampung 

mereka saja.   

Desa Gedung Pekuwon merupakan salah satu desa dimana sebagian 

kawasan desa dan pemukiman masuk dalam kawasan hutan, namun ada pula 

sebagian wilayahnya yang berada di luar kawasan hutan. Namun kondisi 

perekonomian masyarakat yang tinggal di pinggiran kawasan maupun di dalam 

kawasan kondisinya tidak jauh berbeda. Berdasarkan hasil penelitian dan 

survei yang dilakukan, sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi 

miskin.  Selain itu keterbatasan infrastruktur serta keterbatasan perekonomian 

yang dirasakan masyarakat berdampak terhadap tingkat pendidikan 

masyarakat. Di Desa ini sudah terdapat fasilitas Sekolah Dasar (SD) dengan 

guru/tenaga pendidik yang berasal dari Ibukota Kabupaten Baturaja. 

Keterbatasan jaringan transportasi, infrastruktur, dan jarak antardusun 

menyebabkan Sekolah Dasar di desa ini terdapat 2 bangunan yakni bangunan 
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SD inti dan SD pembantu. SD pembantu terdiri atas kelas 1 hingga kelas V yang 

terletak di Dusun IV, namun untuk lanjutan kelas VI berada di SD Inti karena 

ujian nasional hanya dilakukan di SD inti yang terletak di lokasi non kawasan 

hutan.   

Bagi masyarakat yang tingggalnya dekat dengan Sekolah Dasar maka 

anak-anak dapat menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas, namun beberapa 

yang yang tinggalnya jauh dari sekolah, tinggal dalam kawasan hutan sebagian 

dari anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan Pendidikan tingkat dasarnya. 

Dusun Talang Sukacinta merupakan salah satu dusun dalam kawasan hutan 

yang cukup beruntung karena berada di lokasi yang tidak telalu jauh dengan 

pusat desa, berada di pinggir jalan utama dan memiliki fasilitas berupa SD 

cabang (pembantu) serta sudah terdapat beberapa fasilitas ibadah seperti 

mushola.  Sementara dusun-dusun lain di luar Gedung Pekuon masih banyak 

yang berada dalam kawasan hutan dan tidak memiliki fasilitas umum yang 

memadai baik infrastruktur maupun fasilitas untuk pendidikan, sehingga 

menyebabkan warganya tertinggal dan kehidupan ekonomi masyarakatnya juga 

tidak berkembang. 

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pekuwon sebagian besar tamatan 

SD dan SMP, hanya beberapa orang yang menamatkan pendidikan SMA dan 

hanya sebagian kecil yang mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat 

Perguruan Tinggi.  Bagi masyarakat yang menginginkan anak-anaknya dapat 

sekolah hingga tamat SMA mereka harus merantau ke Ibukota Kabupaten di 

Baturaja dan hidup mandiri sebagai anak kos. Bagi masyarakat yang 

menginginkan anaknya dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat atas 

tentunya membutuhkan biaya yang besar, karena minimal harus ke Baturaja 

untuk melanjutkan kuliah di Universitas Batu Raja (Unbara), namun biaya hidup 

di Baturaja jauh lebih mahal karena merupakan daerah industri semen.  

Keterbatasan ekonomi tersebut bukan hanya berimplikasi terhadap 

tingkat pendidikan masyarakat di Desa Gedung Pekuwon, namun juga 

berimplikasi terhadap pernikahan muda. Kesulitan hidup yang mereka alami 

serta tidak adanya aktivitas pendidikan karena putus sekolah mengakibatkan 
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sebagian pemuda ataupun pemudi untuk memutuskan menikah. Dengan 

menikah kondisi kehidupan mereka tidak jauh berbeda, karena keterbatasan 

pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan mereka sulit untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih layak sehingga mereka mengalami kesulitan untuk 

mengembangkan diri dan keluarganya menuju kehidupan sejahtera. 

Ketidakmampuan dan keterbatasan ini mengakibatkan mereka yang menikah 

muda mengikuti jejak orangtua untuk mengolah lahan garapan dengan skema 

dan sistem berkebun yang sama yakni berkebun dengan cara tradisional.  

Sementara bagi pemuda yang memiliki ketrampilan serta pendidikan yang lebih 

tinggi mereka lebih memilih untuk bekerja di kabupaten (Baturaja) atau bekerja 

Kota Palembang. Kondisi inilah yang menyebabkan Desa Gedung Pekuwon 

belum mengalami kemajuan yang signifikan dikarenakan mata rantai kehidupan 

ekonomi masyarakat dalam kondisi yang rentan.   

Hasil panen andalan masyarakat Desa Gedung Pekuwon adalah kopi yang 

hanya dapat dipanen satu kali dalam satu tahun, serta tanaman tumpangsari, 

karet, duku, dan durian. Anjloknya harga karet dunia mengakibatkan 

masyarakat tidak dapat menggantungkan kehidupan sehari-hari mereka dari 

hasil karet, apalagi pohon karet mereka tidak mendapat perawatan yang 

memadai baik pupuk maupun obat-obatan perangsang getak, sehingga 

mengakibatkan hasil dari getah karet masyarakat selalu menurun. Di Desa 

Pekuwon, sebagian besar masyarakat mengandalkan hasil panen kopi sebagai 

sumber ekonomi utama. Akan tetapi, kopi hanya mampu dipanen satu tahun 

sekali sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka harus 

berhutang terlebih dahulu kepada tengkulak. Akibatnya, ketika mereka 

melakukan hutang maka hasil panen mereka harus dijual kepada tengkulak 

tersebut dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. Pada awal tahun 2019, 

harga kopi di pasaran Rp.18.000,/Kg, namun ketika dijual kepada tengkulak 

mereka hanya medapatkan harga kopi kering sekitar Rp.13.000/Kg atau bahkan 

hanya Rp.12.000,-/Kg. Kesulitan dan keterbatasan yang mereka alami 

mengakibatkan masyarakat tidak memiliki cara lain untuk menghindarinya, 
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yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat hanya untuk mempertahankan 

hidupnya.   

Kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan juga tidak jauh berbeda 

dengan kondisi masyarakat lain yang tinggal dalam kawasan hutan di Sungai 

Tohor Provinsi Riau. Dalam kajian yang dilakukan oleh Salim, Pinuji dan Utami 

(2018) menyatakan bahwa kondisi masyarakat yang tinggal dalam kawasan 

hutan di Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Provinsi Riau sebagain 

besar berada dalam kondisi terbatas. Sulitnya aksesibilitas untuk mencapai 

lokasi tempat tinggal masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, masih 

sulitnya jaringan transportasi dan belum terbangunnya infrastruktur yang 

memadai menjadikan mereka semakin terisolir dan sulit untuk berkembang. 

Jika melihat ketersediaan sumber daya alam yang ada, masyarakat yang tinggal 

dalam kawasan hutan memiliki sumber daya alam berlimpah namun 

keterbatasan teknologi dan aksesibilitas yang minim menjadikan mereka belum 

dapat mencapai standar kehidupan yang layak. Masyarakat yang tinggal dalam 

kawasan hutan sebagaimana di Sumatera Selatan atau di Riau mungkin 

kondisinya jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi masyarakat 

yang tinggal pada kawasan hutan di Kalimantan atau di Papua.  

Kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan juga mudah ditemui di 

tempat yang berbeda. Apa yang terjadi di Sungai Tohor, Riau juga terjadi pada 

sebagian besar masyarakat di Desa Nibung, Desa Tanah Bawah, dan Desa 

Puding Besar Kabupaten Bangka Tengah. Keterbatasan lahan garapan yang 

dapat dibudidayakan masyarakat serta keterbatasan modal dan teknologi 

pengolahan lahan menjadikan mereka hanya mampu menggarap lahan kering 

dengan kondisi terbatas yakni sekitar 500 hingga 1000 m2. Komoditi tanaman 

yang mereka budidayakan berupa tanaman merica dan tanaman karet dengan 

sistem pengelolaan secara tradisional serta ketidakberpihakan harga jual yang 

sangat murah menjadikan masyarakat di sekitar kawasan hutan hanya 

memperoleh pendapatan rata-rata sekitar 1 juta/bulan (Utami dan Pinuji 2018). 

Sementara di sekitar lahan garapan mereka dijumpai hamparan perkebunan 

kelapa sawit milik perusahaan skala besar yang beroperasi cukup lama dengan 
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hasil kelapa sawit yang melimpah. Ketidakmampuan dan keterbatasan 

masyarakat untuk bertahan hidup melalui pengelolaan lahan mereka yang 

sempit serta keterbatsan modal untuk mengolah lahan, menjadikan sebagian 

besar masyarakat lebih memilih menjadi buruh tani pada perusahaan kelapa 

sawit. Kondisi serupa juga terjadi pada masyarakat di Desa Taluk Limau, Desa 

Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Keterbatasan lahan 

dan degradasi lahan akibat penambangan timah, keterbatasan aksesibilitas, 

keterbatasan teknologi serta masuknya pemodal skala besar yang telah terlebih 

dahulu mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit menjadikan 

masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan hanya mengusahakan lahan 

dengan luasan lahan kering sangat sempit yakni kurang lebih 500 m2 hingga 

1500 m2. Budidaya tanaman merica yang mereka usahakan secara sederhana 

dengan modal sangat terbatas dan hasil panen yang mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun karena serangan hama menjadikan sebagian besar masyarakat 

memiliki pendapatan di bawah UMR. Masyarakat di sekitar kawasan hutan di 

Kecamatan Parittiga, Bangka Barat ini kondisinya lebih memprihatinkan karena 

degradasi lahan akibat penambangan timah menjadikan lahan mereka tidak 

dapat lagi diusahakan untuk lahan pertanian. Kebiasaan dan kultur masyarakat 

sebagai penambang timah dengan menipisnya ketersediaan timah serta 

larangan penambangan timah secara illegal menjadikan sebagain masyarakat 

harus melakukan alih profesi menjadi petani/buruh tani dengan lahan yang 

terbatas (Utami dan Pinuji 2018).  

Kondisi kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan 

atau yang tinggal dalam kawasan hutan selain di Desa Gedung pekuwon 

kecamatan Lengkiti juga dapat dilihat di Sungai Lalan, Kecamatan Bayung 

Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Beberapa desa yakni Desa Bayat Ilir, 

Pagardesa, dan Desa Pangkalan Bayat sebagian besar yakni mencapai 62 % dari 

1.070 keluarga berada di bawah kemiskinan (Kompas.com). Kemiskinan 

tersebut dipicu oleh minimnya lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat, 

keterbatasan modal dan teknologi untuk mengolah lahan, keterbatasan 

kemampuan dan pendidikan masyarakat, serta keterbatasan lapangan 
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pekerjaan. Kondisi yang berangsur-angsur ini tentunya dapat membahayakan 

bagi kelangsungan kawasan hutan, dimana kemungkinan masyarakat menjarah 

hasil kayu di dalam hutan dapat terjadi dikarenakan desakan ekonomi. 

Sebagaimana dilaporkan bahwa perambahan hutan di Sumatera Selatan ini 

mencapai luasan hingga kurang lebih 7.000 Hektar. Perambahan hutan 

dilakukan dengan alasan untuk membuka lahan perkebunan atau digunakan 

sebagai lahan untuk pemukiman. Kondisi kemiskinan yang menjerat 

masyarakat di sekitar kawasan hutan juga memicu terus berlangsungnya 

perambahan hutan apabila pengawasan yang dilakukan pemerintah lengah. 

Ketidakberdayaan masyarakat dan alasan untuk mempertahankan hidup 

seringkali menjadikan mereka mengabaikan terhadap aturan yang berlaku serta 

norma-norma kearifan lokal ataupun aturan hukum adat. Beberapa 

perambahan hutan di Sumatera Selatan terjadi di beberapa lokasi yakni 

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Musi 

Banyuasin, dan Kota Pagaralam.  

Program HTI di Sumatera Selatan yang telah beroperasi cukup lama serta 

masuknya berbagai pengusaha perkebunan sawit dengan skala besar semakin 

mendesak ketersediaan lahan bagi masyarakat. Kondisi ini berujung pada 

semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat yang tinggal 

di sekitar kawasan hutan.  Skema perhutanan sosial dan pengelolaan hutan oleh 

masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan 

hutan produksi hendaknya terus dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan produksi secara maksimal. Berbagai upaya ini 

tentunya dapat menekan tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan 

hutan dan perambahan hutan pun dapat ditekan.  

Keterlibatan masyarakat di sekitar hutan atau masyarakat yang tinggal 

pada kawasan hutan untuk mengelola lahan hutan dan lahan gambut sangat 

urgen di Sumatera Selatan agar tidak terjadi degradasi lahan. Hal ini 

dikarenakan berdasarkan data kejadian kebakaran di tahun 2014 menunjukkan 

bahwa Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang memiliki ancaman 

kebakaran hutan cukup tinggi. Ancaman kebakaran hutan di Tahun 2014 
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setidaknya mengancam di 200 desa pada enam kabupaten di Sumatera Selatan. 

Kabupaten dengan tingkat ancaman kerawanan kebakaran meliputi Kabupaten 

Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komerling Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan 

Musirawas. Pada tahun 2014 kebakaran dengan cakupan terluas pernah terjadi 

di Ogan Komering Ilir (Kompas, Selasa 24 Maret 2015).  

Mitigasi bencana kebakaran tentunya akan lebih baik jika dilakukan 

sebelum terjadi bencana, mengingat ketika telah terjadi kebakaran khususnya 

kebakaran yang terjadi pada lahan gambut upaya pemadaman yang dilakukan 

akan sangat sulit karena api menjalar hingga lapisan gambut kering dengan 

kedalam hingga 12 meter di bawah permukaan. Beberapa kebakaran lahan 

gambut dapat berhenti apabila hujan deras selama berhari-hari mengguyur 

kawasan yang terbakar. Ancaman kebakaran yang kemungkinan besar dapat 

terjadi ini tentunya dibutuhkan mitigasi pra bencana. Upaya penyadaran 

masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni dengan 

melibatkan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lahan diharapkan 

dapat mencukupi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga perambahan dan 

kerusakan lahan gambut dapat dihindari.   

Berdasarkan data dan uraian di atas menunjukkan bahwa kompleksitas 

permasalahan kawasan hutan di Sumatera Selatan tidak hanya sebatas pada 

konflik penguasaan dan perebutan lahan pada kawasan hutan. Permasalahan 

yang cukup urgen juga menyangkut bagaimana kondisi kehidupan dan 

perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau tinggal dalam 

kawasan hutan. Kemiskinan yang akut tentunya akan berdampak terhadap 

tindakan kriminalitas masyarakat melalui perambahan hutan dan illegal 

logging. Kerusakan hutan yang terus menerus tentunya juga akan berdampak 

terhadap degradasi lahan dan ancaman bencana hidrometeorologis. Ancaman 

bencana kebakaran hutan yang dapat terjadi pada areal kawasan hutan maupun 

lahan gambut tentunya tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. 

Mitigasi dengan melibatkan masyarakat dengan terlebih dahulu memenuhi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mereka turut serta menjaga 

hutan dan lahan gambut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. 
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Selanjutnya bagaimana kebijakan yang tepat diputuskan untuk menyelesaikan 

permasalahan ekonomi, lingkungan, sosial dan konflik penguasaan lahan pada 

kawasan hutan dapat diselesaikan. Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria 

dalam kawasan hutan menjadi salah satu metode menyelesaikan problem 

penguasaan dan konflik tenurial lahan masyarakat dalam kawasan hutan. Wlau 

penulis meyakini, RA dan PS dalam kawasan hutan hanya bagian kecil dari 

upaya penyelesaian yang harus segera dihadirkan oleh negara dalam bentuk 

kebijakan. 

 

H. Upaya Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan 

Upaya penyelesaian permasalahan dalam kawasan hutan sudah pernah 

dirintis oleh Kementerian Kehutanan di tahun 1995 melalui rintisan program 

Hutan Kemasyarakatan HKm (Sirait 2017). Program ini bertujuan untuk 

memberdayakan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar atau pada 

kawasan hutan agar memanfaatkan hutan negara. Sebagaimana disebut dalam 

pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 dengan 

adanya hutan kemasyarakatan maka program ini dimaksudkan dapat 

mengembangkan kapasitas masyarakat dan mampu memberikan akses kepada 

masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari sehingga 

mewujudkan ketersediaan lapangan kerja serta dimaksudkan dapat 

menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar 

kawasan hutan. 

Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dan cukup 

berhasil salah satunya di Provinsi Lampung. Tingginya jumlah konflik terkait 

penguasaan lahan kawasan hutan di Provinsi Lampung serta kebergantungan 

masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada di hutan dapat diselesaikan 

melalui program kehutanan masyarakat. Kajian yang dilakukan Sanudin, dkk 

(2016) menyebutkan bahwa pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Provinsi 

Lampung yang sudah dilaksanakan selama 14 (empat belas) tahun tersebar 

pada 9 Kabupaten dimana HKm yang mereka laksanakan ada yang sudah 

sampai mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm), mendapatkan 
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Penetapan Areal Kerja (PAK), maupun sedang dalam proses mengusulkan 

Penetapan Areal Kerja.  

Upaya penyelesaian permasalahan penguasaan lahan pada kawasan hutan 

melalui program Hutan Sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Perhutanan 

Sosial) telah banyak dilakukan pada 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Selatan menyebutkan bahwa program Hutan Rakyat yang dilakukan hingga 

tahun 2017 mencapai cakupan luasan kurang lebih 4.211 Ha, sementara 

program Hutan Desa yang telah dilakukan di Sumatera Selatan ini mencapai 

luasan kurang lebih 54.000 Ha (Dinas Kehutanan 2018). Program 

pendampingan perhutanan sosial yang dilakukan di Sumatera Selatan salah 

satunya di Ogan Komering Ulu melalui budidaya madu dan pendampingan 

pengolahan kopi. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah ini cukup membantu masyarakat dalam 

membudidayakan dan memanfaatkan hasil hutan. Skema Perhutanan Sosial ini 

cukup membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tenurial 

dan pengelolaan lahan garapan kawasan hutan. Namun skema ini belum mampu 

menyelesaikan permasalahan pemukiman yang ada dalam kawasan hutan. 

Sehingga upaya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui 

Inventarisasi dan verifikasi diharapkan menjadi awal dan kejelasan terkait 

status lahan masyarakat dalam kawasan hutan. Upaya penertiban tata batas 

yang dimotori oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) perlu mendapat 

dukungan penuh dari berbagai stakeholder agar program tersebut mampu 

membantu meningkatkan akses masyarakat atas lahan-lahan yang dikuasai 

secara turun temurun.  
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BAB V 
REFORMA AGRARIA SUMATERA SELATAN 

 

 

A. Gugus Tugas Reforma Agraria di Sumatera Selatan 

Pembentukan Tim GTRA merupakan keharusan bagi setiap daerah  

setingkat provinsi yang selanjutnya diturunkan ke dalam pembentukan Tim 

GTRA tingkat Kabupaten/Kota guna percepatan pencapaian target RA. GTRA di 

Provinsi Sumatera Selatan dibentuk pada Tahun 2018  berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 257/KPTS/DISHUT/2018 

tanggal 18 April 2018, dalam SK tersebut Gubernur berwenang sebagai Ketua, 

dengan wakil ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah, sementara jabatan 

sekretaris diampu oleh Asisten perekonomian dan pembangunan. Dalam SK 

pembentukan tim GTRA, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan 

bertindak sebagai Ketua Harian serta Kepala Dinas Kehutanan selaku wakil 

ketua pelaksana harian. Kolaborasi antara Kepala Kantor Wilayah BPN Tingkat 

Provinsi dengan Kepala Dinas Kehutanan dimaksudkan karena sumber Tanah 

Obyek Reforma Agraria (TORA) yang luasannya sangat dominan (untuk luas 

total target RA Nasional seluas 4, 1 Juta Ha) berasal dari tanah pelepasan 

kawasan Hutan. Dengan keterlibatan ini diharapkan koordinasi antara pihak 

BPN dengan pihak kehutanan dapat berlangsung secara efektif sehingga 

percepatan sumber TORA dari kawasan hutan dapat terproses dan 

terselesaikan secara optimal.  

Beberapa anggota yang terlibat dalam SK tersebut diantaranya adalah 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperasi dan 

UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala BPKH, Kepala Dinas 

Lingkungan dan pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, 

Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) serta  Serikat Tani. Adapun yang bertindak sebagai sekretaris 

GTRA ini adalah Kepala Bidang Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Provinsi 

Sumatera Selatan yang memahami pelaksana teknis terhadap proses dan 

tahapan reforma agraria.  
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Pihak-pihak ini memiliki andil tidak hanya terlibat pada proses 

pemberian asset reform kepada masyarakat namun dengan keterlibatan 

berbagai pihak diharapkan dapat menguatkan program aksess reform yang 

menjadi bagian penting dalam reforma agraria. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa beberapa program reforma agraria yang telah terlaksana di berbagai 

wilayah hanya sebatas pada asset reform semata yakni hanya berhenti pada 

program redistribusi tanah (Anida 2018; Alfurqon 2009). Kondisi ini tentunya 

belum mampu menjawab tujuan reforma agraria untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang 

tertuang di dalam RPJMN (2020 – 2024). Karena jika hanya sebatas pada 

pemberian asset reform semata maka kebijakan ini belum mampu sepenuhnya 

untuk menjawab permasalahan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia 

(KSP 2017). Sementara untuk penguatan akses reform beberapa program yang 

telah berjalan banyak yang terhenti karena lemahnya dukungan berbagai pihak, 

tidak adanya dukungan anggaran serta tidak dikawal oleh pihak yang 

professional dalam penguatan program akses reform ini.  

Keterlibatan berbagai pihak yakni dinas koperasi dan UKM, dinas 

pemberdayaan masyarakat, dinas kelautan, dinas pertanian, dinas tenaga kerja, 

Serikat tani dan KPA ini diharapkan dapat mengembangkan asset yakni berupa 

tanah yang telah diredistribusikan15 kepada masyarakat agar para penerima 

tanah mampu mengolah dan mengoptimalkan tanah yang sudah dimiliki untuk 

meningkatkan pendapatan.  Keterlibatan beberapa instansi ini diharapkan 

mampu menguatkan kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat desa dan 

penguatan akses ke permodalan untuk peningkatan produktivitas. Tore (2016) 

menyatakan bahwasannya penguatan kapasitas masyarakat desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa menjadi bagian penting kaitannya dalam 

pembangunan desa berbasis sektor pertanian.  

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap tanah yang telah 

diredistribusikan kepada masyarakat melalui reforma agraria salah satu 

 
15 Sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan bahwasannya negara memiliki 

kewenangan dalam menguasai tanah negara dan redistribusi tanah merupakan bagian dari 
kewenangan tersebut (Doly 2017). 
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contohnya pada kasus RA yang cukup besar pesertanya di Cipari, Cilacap, Jawa 

Tengah tahun 2010 menunjukkan bahwa ketika pendampingan dan 

pemberdayaan tidak dilakukan secara maksimal maka yang terjadi adalah 

beberapa masyarakat penerima tanah akan menjual tanahnya dikarenakan 

keterbatasan ekonomi, tidak adanya modal dan keterampilan dalam mengelola 

dan memanfaatkan tanah.  Ketidaksiapan dalam proses persiapan yakni 

perencanaan dan penentuan subyek penerima tanah dan obyek tanah yang akan 

diredistribusikan serta orientasi reforma agraria yang hanya berbasis pada 

penyelesaian konflik semata dapat menimbulkan dampak penguasaan dan 

pemilikan tanah mudah beralih kepada pihak lain. Sehingga sebagaimana kasus 

yang terjadi di Cipari, pasca redistribusi tanah terjadi adanya pengalihan hak 

atas tanah melalui jual beli tanah hasil redistribusi oleh petani/penggarap 

kepada pemodal, yang berdampak terhadap rekonsentrasi penguasaan dan 

pemilikan tanah oleh pihak-pihak yang mengambil dan memanfaatkan 

kesempatan (Setiaji 2014). Meskipun di dalam beberapa kasus dan kajian 

menunjukkan bahwasannya program redistribusi tanah dapat memberikan 

keuntungan kepada masyarakat (Dewirani 2012), namun setidaknya akan lebih 

lengkap apabila asset dan akses reform dapat dilaksanakan secara simultan dan 

beriringan. Untuk itulah maka penguataan koordinasi antar instansi yang 

terlibat dalam reforma agraria ini terus dikuatkan (Widodo 2017). 

Menyikapi kondisi sebagaimana tersebut di atas maka perkembangan 

GTRA di Sumatera Selatan pada akhir tahun 2018 sudah sampai pada tahap 

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim 

Pelaksana Harian dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 

151/KPTS.16.400/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang beranggotakan para pejabat 

teknis di masing-masing dinas/instansi terkait, langkah ini diharapkan dapat 

memudahkan dalam pelaksanaan serta koordinasi terkait pelaksanaan reforma 

agraria. Adapun beberapa tugas GTRA di tingkat Provinsi adalah sebagai 

berikut:  

1. Mengkoordinasikan penyediaan TORA di tingkat provinsi; 

2. Memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi; 
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3. Mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan 

akses; 

4. Memperkuat kapasitas pelaksanaan RA; 

5. Menyampaikan laporan hasil RA Provinsi kepada GTRA Pusat; 

6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik 

agraria; 

7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas GTRA 

Kabupaten/Kota. 

 Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang cukup progresif 

dalam melaksanakan agenda Reforma Agraria. Pada tanggal 15 April 2019 Tim 

GTRA kembali melaksanakan rapat koordinasi GTRA yang dibuka oleh 

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan selaku Ketua GTRA dengan dihadiri oleh 

seluruh elemen GTRA dan pejabat dari direktorat jenderal penataan Agraria 

Kementerian ATR/BPN. Gubernur menyampaikan beberapa hal diantaranya 

bahwa di Sumatera Selatan terdapat banyak sekali konflik tenurial dan konflik 

penguasaan tanah pada kawasan hutan16 maupun non kehutanan. Konflik yang 

terjadi baik pada kawasan kehutanan dan non kehutanan sudah terjadi sejak 

lama di Sumatera Selatan serta melibatkan banyak pihak. Permasalahan dan 

konflik agraria yang terjadi ini hendaknya diselesaikan dan diurai secara 

bersama-sama, Gubernur menyampaikan bahwa BPN saat ini tidak sendiri 

karena pihak Gubernur, Kepolisian dan Kejaksaaan akan bersama-sama terlibat 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik tenurial tersebut.  

Gubernur meyakini bahwa ketika konflik tenurial sesegera mungkin dapat 

diselesaikan maka proses penyelesaian tentunya akan berlangsung lebih cepat 

dan mudah  serta belum melibatkan banyak pihak. Namun sebaliknya apabila 

konflik tenurial tersebut terus menerus dibiarkan maka akan banyak sekali 

pihak-pihak yang masuk untuk mengambil keuntungan yanag akan semakin 

menyulitkan dan memperumit penyelesaian konflik tenurial tersebut (Pidato 

 
16 Hingga tahun 2019 data yang dihimpun Dinas Kehutanan mencatat terdapat 97 konflik 

tenurial yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Kawasan Hutan Sumatera Selatan dengan 
berbagai tipologi konflik.  
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Gubernur dalam Pembukaan Rapat Koordinasi GTRA di Sumatera Selatan 

2019).   

Gubernur dalam arahanya sangat mengharapkan melalui pertemuan 

yang dihadiri oleh semua tim GTRA dan diikuti oleh seluruh perwakilan 

Kabupaten/Kota ini segera bekerja secara sistematis.  Pada tahun 2019 

Gubernur Sumatera Selatan menghendaki semua Kabupaten/Kota sudah harus 

membentuk Tim GTRA pada tingkat Kabupaten/Kota sehingga tanggungjawab 

dan eksekusi terhadap program perencanaan, pelaksanaan monitoring serta 

evaluasi program reforma agraria dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 

Pembentukan GTRA tingkat Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak 

pelaksanaan teknis reforma agraria, karena yang mengetahui secara persis 

kondisi wilayah dan kondisi masyarakat adalah Kabupaten/Kota.  Dengan 

dibentuknya Gugus tugas ini maka harapannya setiap instansi dan lembaga 

yang terlibat menyiapkan alokasi anggaran dan program kerja tahunan guna 

mendukung pelaksanaan reforma agraria. Sehingga gaung reforma agraria tidak 

hanya sebatas wacana dan perencanaan semata, namun pada tataran teknis di 

tingkat bawah sudah disiapkan skema perencanaan dan kelembagaannya. 

Adapun tugas GTRA Tingkat Kabupaten/Kota adalah: 

1. mengkoordinasikan penyediaan TORA di tingkat Kabupaten/Kota; 

2. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan 

sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA; 

3. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA; 

4. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA; 

5. melaksanakan Penataan Akses; 

6. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses; 

7. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria; 

8. menyampaikan laporan kepada GTRA  Provinsi; 

9. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik 

Agraria; dan 

10. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan 

redistribusi tanah. 
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Rapat koordinasi antar instansi dalam tim GTRA menjadi jalan untuk 

membuka transparansi data, program, capaian dan mengurai permasalahan-

permasalahan dalam pelaksanaan reforma agraria. Kesempatan ini juga menjadi 

moment untuk meluruhkan kepentingan egosektoral yang selama ini 

menyulitkan tercapainya target pencapaian reforma agraria, sehingga dapat 

dirumuskan kebijakan bersama dimana tidak bersinggungan dengan peraturan 

perundang-undangan. Penyusunan strategi percepatan dan penyelsaian 

masalah secara bersama-sama juga dapat dirumuskan dalam koordinasi ini. 

Dalam rapat koordinasi GTRA di Sumatera Selatan beberapa instansi yakni 

Kantor Wilayah BPN, Kepala Dinas Transmigrasi, Kepala BPKH selaku pihak 

yang berwenang dalam merumuskan dan menentukan target sumber TORA 

menyampaikan berbagai data capaian kinerja serta kendala dalam menentukan 

target sumber TORA. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut terdapat 

ketidaksamaan data dan pelaporan, sehingga melalui rapat tersebut maka 

perencanaan awal dan terhadap semua data harus disinkronkan.  Sehingga 

harapan ke depan setiap instansi dapat merumuskan kebijakan untuk 

menindaklanjuti program dan target reforma Agraria yang sudah ditetapkan 

(Rapat Koordinasi GTRA 2019). Sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjelaskan bahwa sumber 

tanah yang dapat dialokasikan untuk program reforma agraria meliputi : 

1. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak 

dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; 

2. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk 

menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang 

tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan 

rencana tata ruang; 

3. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% 

(dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada 

pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan 

haknya; 
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4. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil 

perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi: 

a. tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan 

perundang-undangan menjadi TORA; dan 

b. tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan 

telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk 

kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; 

6. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria; 

7. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan; 

8. Tanah timbul; 

9. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, 

meliputi tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung 

jawab sosial dan/atau lingkungan; 

10. tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma 

Agraria; 

11. sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti 

biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk 

diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 

12. Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. 

13. Tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas 

eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih 

tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek 

redistribusi; 

14. Tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas 

swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-

undangan sebagai objek redistribusi. 

 

B. Sumber TORA Non Kehutanan 
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Proses penyelesaian sumber Tanah Obyek Reforma Agraria yang 

berasal dari kawasan non-kehutanan harapannya lebih sederhana 

penyelsaiannya jika dibandingkan dengan sumber TORA yang berasal dari 

kawasan kehutanan. Meskipun di dalam melakukan inventarisasi terhadap 

sumber-sumber tanah untuk TORA dari kawasan non-kehutanan juga 

ditemukan berbagai kendala dan permasalahan. Kajian selanjutnya akan 

membahas terkait beberapa sumber TORA Non Kawasan hutan berdasarkan 

hasil kajian yang dilakukan di Sumatera Selatan. 

 

1. HGU/HGB Habis yang tidak diperpanjang 

Penguasaan tanah HGU17 secara massif dan ekspansi18 perkebunan 

skala besar merupakan salah satu faktor utama penyebab timbulnya 

ketimpangan kepemilikan, pengusaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

serta ketimpangan terhadap akses sumber daya alam yang semestinya 

dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas (Wiradi 2009; 

Bachriadi 2011; Suhariningsih 2011, Linda 2019).  Kondisi ini mengakibatkan 

terbatasnya penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh petani sehingga 

memunculkan jutaan petani gurem di Indonesia yang berdampak terhadap 

rendahnya penghasilan para petani dan berujung pada kemiskinan (Ismail 

2012). Selain itu kehadiran perusahaan skala besar yang seringkali melakukan 

akuisisi penguasaan lahan yang sebelumnya telah dikuasai dan dimanfaatkan 

 
17 Kebijakan pembukaan izin HGU secara besar-besaran terjadi sejalan dengan perubahan 

kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi. Kondisi ini mengubah kebijakan setiap daerah 
untuk menggali sumber-sumber kekayaan untuk pengembangan wilayah melalui optimalisasi 
sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.  Kebijakan pemberian izin HGU merupakan 
strategi untuk memudahkan para investor dalam menanamkan modal untuk mengolah dan 
mengelola sumber daya alam khususnya lahan. Keleluasaan pemberian izin HGU pada era 
tersebut merupakan strategi untuk menyerap Penanaman Modal Asing (PMA) ataupun 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Yusuf & Ekowati 2010).  

18 Ekspansi perkebunan khususnya pada perkebunan skala besar untuk komoditi 
penanaman kelapa sawit menuai banyak kontroversi. Di satu sisi ekspansi ini menjadi 
penggerak roda perekonomian disamping sumber minyak dan gas bumi, namun di sisi lain 
ekspansi yang terjadi tidak hanya berdampak terhadap ketimpangan ekonomi dan timbulnya 
permasalahan-permasalahan sosial, ekspansi ini juga berdampak terhadap perubahan land 
cover dan perubahan land use, terjadinya degradasi lingkungan dan timbulnya deforestasi 
(Dharmawan, Mardiyaningsih, & Yulian 2016).  
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oleh masyarakat menjadi faktor utama pecahnya konflik agraria di berbagai 

lokasi di Indonesia (Lestari 2014, 43-52; Astawa 2015).  

Mendasarkan pada faktor sebagaimana tersebut di atas maka 

penertiban terhadap lahan yang telah diberikan HGU dimana masa HGU-nya 

sudah akan habis dan atau lahan HGU yang sudah habis/eks. HGU menjadi salah 

satu target dalam program inventarisasi sumber TORA. Akan tetapi dalam 

praktiknya di lapangan beberapa wilayah menemukan kendala yang sifatnya 

mendasar yakni masa penguasaan HGU yang masih lama oleh hampir semua 

perusahaan.  

Salah satu faktor sulitnya menemukan tanah eks. HGU dan atau tanah 

HGU yang akan habis ini adalah adanya regulasi pengaturan HGU yang kurang 

menguntungkan masyarakat secara luas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai  atas Tanah di dalam pasal 8 menyebutkan 

bahwa pemberian HGU pertama kali dapat diberikan dengan jangka waktu 

paling lama selama 35 (tiga puluh lima  tahun) dan dapat diperpanjang selama 

25 (dua puluh lima tahun). Sementara pada ayat (2) menyebutkan bahwa ketika 

jangka waktu HGU dan perpanjangannya sudah habis maka pemegang HGU 

dapat melakukan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. Dalam ketetapan 

tersebut yakni pada pasal 9 PP Nomor 40 Tahun 1996 lebih lanjut menjelaskan 

bahwa  pemegang HGU dapat mengajukan perpanjangan dan pembaharuan 

HGU-nya selama memenuhi syarat kepada Kantor Wilayah BPN atau kepada 

Kementerian ATR/BPN tergantung luasan HGU yang diperpanjang.  Dalam pasal 

yang sama yakni pasal 9 ayat (1) hanya menyebutkan syarat dapat 

diperpanjangnya HGU adalah tanah yang diusahakan oleh pemegang HGU 

dikelola dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan 

pemberian haknya. Selanjutnya syarat kedua terhadap perpanjangan dan 

pembaharuan HGU adalah syarat sebagaimana pada ayat 1 tersebut dipenuhi 

dengan baik oleh pemegang hak dan pemegang hak masih memenuhi syarat 

sebagai pemegang hak. Pada ketentuan selanjutnya terkait jangka waktu 

pengajuan hak hanya disebutkan pengajuan perpanjangan hak ataupun 
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pembaharuan hak dapat diperpanjang sekurang-kurangnya dua tahun sebelum 

masa berlakuknya habis. Pengaturan yang sama terhadap masa perpanjangan 

HGU ini juga diatur dalam pasal 25  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN Nomor 9 tahun 1999 yang menyatakan bahwa ‘permohonan 

perpanjangangan jangka waktu Hak Guna Usaha diajukan oleh pemegang hak 

dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak 

tersebut’.  

Tidak adanya aturan yang mengatur kapan masa HGU tersebut dapat 

mulai diperpanjang pada masa itu, apakah setelah pemegang hak 

mengusahakan tanahnya minimal selama 20 tahun sejah izin hak diterbitkan 

atau berapa lama setelah pemegang hak terbukti telah mengusahakan tanahnya 

secara keseluruhan, dengan pengolahan yang maksimal dan sesuai dengan 

arahan penggunaan HGU mengakibatkan pihak pemegang hak dapat 

mengajukan dan membaharukan masa perpanjang HGU tanpa batasan waktu. 

Sementara di dalam pasal 11 aturan terkait masa pemberian HGU menyebutkan 

bahwa untuk kepentingan penanaman modal maka permintaan perpanjangan 

dan pembaharuan HGU dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang 

pemasukan yang ditentukan. Dalam pasal yang sama menjelaskan bahwa uang 

pemasukan kepada negara tersebut dibayarkan sekaligus pada saat pertama 

kali mengajukan permohonan Hak Guna Usaha. 

Kondisi celah hukum ini yakni terkait setelah berapa lama pemberian 

izin HGU yang pertama dapat mengajukan perpanjangan dan pembaharuan 

dikarenakan dalam peraturan hanya menyebutkan bahwa ‘Permohonan 

perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharu-annya diajukan 

selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna 

Usaha’ serta celah hukum yang terdapat pada pasal 11 yang menyebutkan 

bahwa dengan alasan kepentingan penanaman modal pengajuan perpanjangan 

maupun pembaharuan dapat dilakukan secara sekaligus pada saat pengajuan 

permohonan Hak Guna Usaha pertama kali mengakibatkan hampir semua 

pemegang HGU/HGB di Sumatera Selatan dan kemungkinan juga yang terjadi di 

beberapa provinsi lain mengajukan perpanjangan dan pembaharuan secara 
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sekaligus terhadap HGU nya. Sementara peraturan baru yang mengatur HGU 

baru terbit pada tahun 2017 yakni melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna 

Usaha. Selama hampir 21 (dua puluh satu tahun) sebelum peraturan ini terbit 

maka para pemegang HGU telah mengajukan perpanjangan dan pembaharuan 

HGU dan sebagian dari pemegang HGU sudah mengantongi ketiga izin tersebut 

(pemberian HGU, Perpanjangn HGU dan Pembaharuan HGU).  

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Wilayah BPN Provinsi 

Selatan terkait izin dan masa berlakunya HGU dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar HGU yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 

para pemegang HGU telah melakukan perpanjangan dan pembaharuan HGU. 

Berdasarkan hasil dari laporan Gusus Tugas Reforma Agraria Tahun 2018 

menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan hanya sedikit HGU yang masa 

berlakunya sudah habis yakni di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir, 

dengan luas total Hak Guna Usaha Habis seluas kurang lebih 683,83 Ha. Adapun 

rincian terkait Perusahaan dan luasan HGU yang sudah habis masa berlakunya 

tersaji pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Data Sumber TORA dari HGU Habis di Provinsi Sumatera Selatan 
No Pemegang HGU Lokasi Berakhir Hak Luas 
1 PT. Pulau Subur Desa Gelebak Dalam, Kecamatan 

Rambutan, Kab. Banyuasin 
31 Desember 
2012 

130,10 Ha 

2 PT. Prima Bumi 
Sejahtera 

Desa Pematang Palas, Kecamatan 
Banyuasin I, Kab. Banyuasin 

15 Maret 2015. 407,86 Ha 

3 PT. Pulau 
Harpindo Mas 

Desa Pulau, Kecamatan 
Banyuasin III, Kab. Banyuasin 

31 Desember 
2015.  

65, 5 Ha 

4 PT. Panca Roda 
Utama Abadi 

Desa Lorok, Kecamatan 
Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 

15 Maret 2016. 23,22 Ha 

5 PT. Panca Roda 
Utama Abadi 

Desa Lorok, Kecamatan 
Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 

15 Maret 2016 57,15 Ha 

Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

 Lemahnya sistem hukum yang sudah berlangsung selama kurang lebih 

21 tahun (Peraturan Nomor 40 Tahun 1996 hingga Peraturan Nomor 7 Tahun 

2017) yang kemudian dimanfaatkan oleh pemegang HGU ini tentunya 

menjadikan penguasaan HGU menjadi kepemilikan seumur hidup hingga 

turunannya yakni 35 Tahun + 25 tahun + 35 tahun (95 tahun).  Penguasaan 
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tanah dengan skala luas melalui HGU dengan masa penguasaan yang sangat 

lama ini menjadikan sulitnya menemukan kembali HGU- HGU yang sudah habis 

salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara terhadap tanah yang 

sudah diperpanjang masa HGU nya pemerintah seringkali mengalami kesulitan 

untuk menertibkan apakah penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap 

seluruh luasan lokasi HGU tersebut digunakan sesuai dengan apa yang tertuang 

dalam SK pemberian HGU.  Adanya celah hukum ini menjadi bahan koreksi bagi 

Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan dan 

menetapkan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HGU. Selanjutnya 

untuk melengkapi celah hukum tersebut Kementerian ATR/BPN melakukan 

penyusunan peraturan khusus yang mengatur penetapan HGU melalui 

Peraturan Kementerian ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu 

revisi yang dilakukan dalam peraturan ini menyangkut masa perpanjangan dan 

pembaharuan HGU yang terdapat dalam pasal 8 dan pasal 9 serta mereview 

terhadap pasal 11 yang berbunyi “untuk kepentingan penanaman modal, 

permintaan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang 

pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan 

permohonan Hak Guna Usaha”. 

Dalam ketentuan lebih lanjut yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan 

Hak Guna Usaha mengatur lebih detail salah satunya terkait masa perpanjangan 

dan pembaharuan HGU. Di dalam pasal 32 menyebutkan bahwa “Permohonan 

perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dapat diajukan oleh pemegang hak 

paling cepat dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya jangka 

waktu hak” berakhir.  Ketentuan ini tentunya lebih mengamankan dan lebih 

menertibkan tanah-tanah yang telah diberikan HGU kepada perusahaan. 

Sehingga dalam mengajukan perpanjangan Hak paling cepat dapat dilakukan 5 

tahun sebelum haknya habis. Peraturan ini memberikan perlindungan dan 

pencegahan terhadap indikasi adanya tanah terlantar, hal ini dikarenakan 

selama perusahaan hendak menginginkan masa perpanjangan tentunya mereka 
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akan mengusahakan tanah HGU secara maksimal dan tidak menelantarkan 

tanah yang sudah diberikan izin HGU. Dengan peraturan ini harapannya 

pemegang HGU akan lebih mematuhi dan mengoptimalkan lahan HGU karena 

ketika diajukan proses perpanjangan tentunya akan dilakukan kajian penelitian 

oleh Panitia dan apabila terbukti tanah yang dimohon perpanjangan jangka 

waktu Hak Guna Usaha terdapat penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan 

tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya, maka terhadap tanah 

dimaksud harus dikeluarkan (enclave) dari bidang tanah yang dimohon (Pasal 

33 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 7 tahun 2017). 

Melalui skema yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 ini harapannya adalah masa 

penguasaan tanah-tanah HGU dapat dilakukan kontrol oleh pemerintah. 

Penertiban terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan juga akan lebih 

terkontrol dan terpantau dengan baik serta pihak perusahaan juga akan 

melakukan upaya penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan SK 

pemberian HGU jika mereka tetap menginginkan izin HGU dapat dilakukan 

perpanjangan ataupun pembaharuan. Dengan peraturan ini maka pemerintah 

dalam hal ini Kementerian ATR/BPN juga lebih mudah dalam melakukan 

pemantauan dan pembatasan masa HGU apabila terbukti perusahaan 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan SK yang telah 

ditetapkan. Upaya penertiban tanah terlantar juga lebih mudah dilakukan, 

dikarenakan di dalam pasal 31 dan pasal 35 menyebutkan bahwa perpanjangan 

ataupun pembaharuan HGU dapat dilakukan oleh perusahaan sepanjang 

tanahnya tidak termasuk dalam database tanah terindikasi terlantar. Peraturan 

ini juga mengatur secara tegas kepada pemegang HGU dikarenakan apabila 

tanah HGU nya sedang dalam perkara di lembaga peradilan, dan terdapat sita 

atau blokir/status quo maka terhadap tanah tersebut tidak akan diberikan 

perpanjangan ataupun pembaharuan HGU.   

 

2. Pembangunan lahan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU 
dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan hak.  
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Konflik perkebunan merupakan konflik tertinggi dengan cakupan lahan 

yang sangat luas yakni mencapai 194.453,27 hektar dan terjadi di berbagai 

lokasi di Indonesia. Konflik terkait perkebunan di Indonesia memiliki trend 

yang terus meningkat terbukti pada tahun 2017  dari hasil kajian yang 

dilakukan KPA menunjukkan jumlah konflik perkebunan mencapai 208 kasus 

yang mencapai angka 32 % dari total konflik (KPA 2017).  Trend yang terjadi 

terkait konflik perkebunan dari tahun 1990- an hingga Tahun 2010-an juga 

mengalami peningkatan. Potret yang terjadi antara pengusaha dengan 

masyarakat yang tinggal pada kawasan sekitar perkebunan sangatlah timpang 

(Purwandari 2011; Roostartina 2013). Selain itu apabila dilihat dari sisi 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, pada lokasi perkebunan skala besar 

dilakukan pembangunan, budidaya dan pengolahan lahan dengan teknologi 

maju dengan memanfaatkan alat berat sehingga lahan tersebut dapat digarap 

secara optimal. Selain itu kecukupan modal yang dimiliki perusahaan mampu 

mengolah tanah yang kurang subur menjadi tanah subur dan berkecukupan air 

sehingga dapat ditanami komoditas tanaman perkebunan yang hasilnya 

berlimpah ruah. Sementara potret yang terjadi di tahun 1980-an hingga 1990-

an beberapa lahan yang terletak pada pinggiran kawasan perkebunan milik 

masyarakat dibiarkan tidak produktif dikarenakan keterbatasan pengetahuan, 

teknologi dan modal, sehingga masyarakat hanya mampu menyaksikan para 

pengusaha menikmati hasil panen serta kekayaan yang berlimpah.  

Kondisi yang terjadi di sekitar kawasan HGU dimana perusahaan 

mampu menghasilkan panen yang berlimpah dengan penguasaan lahan 

perkebunan sangat luas sementara masyarakat asli yang sudah tinggal sejak 

lama berada dalam kemiskinan menjadi pemandangan yang sangat kontras 

pada lokasi-lokasi perkebunan (Lestari 2014). Ketimpangan yang sangat kental 

ini seringkali menimbulkan kecemburuan antara masyarakat dengan pihak 

perusahaan yang pada akhirnya berujung pada konflik tenurial dan upaya 

penyerobotan dan perambahan hasil perkebunan. Upaya kekerasan untuk 

menyelesaikan permasalahan tentunya bukalah menjadi keputusan yang bijak 
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dan tidak menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi antara petani 

dengan pihak perkebunan.  

Ketimpangan dan kemiskinan di sekitar kawasan perkebunan  dan 

pertambangan juga terjadi di Sumatera Selatan, sebagaimana kajian yang 

dilakukan   Roostartina (2013) di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan 

bahwa Kabupaten ini merupakan Kabupaten yang memiliki kekayaaan akan 

Sumber Daya Alam dimana sumber minyak dan gas yang dimiliki  merupakan 

sumber terbesar di Sumatera Selatan. Selain itu Kabupaten Musi Banyuasin 

menurut data BPS menunjukkan sebagai Kabupaten terkaya ke-6 di seluruh 

Indonesia. Namun apabila disandingkan dengan data-data lainnya kekayaan 

yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin sangatlah kontras. Dimana hasil kajian 

yang dilakukan oleh Rostartina (2013) menunjukkan bahwa sebagai Kabupaten 

yang kaya, Musi Banyuasin memiliki tingkat kemiskinan masyarakat yang 

sangat tinggi.  Kondisi ini sangatlah ironis, sehingga yang menjadi pertanyaan 

adalah kemanakah kekayaan sumber daya alam tersebut diperuntukkan dan 

mengapa kondisi ini dapat terjadi? Jawabbannya adalah adanya kebijakan yang 

salah terhadap pemanfaatan sumber daya alam dikarenakan penguasaan 

sumberdaya alam secara luas dimonopoli oleh pemodal, pengusaha yang 

mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek sosial, tanpa 

melibatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat serta tanpa menyertakan 

pembangunan/ kesejahteraan masyarakat.    

  Potret ketimpangan dan konflik yang sudah berlangsung sangat lama 

dan terus terjadi ini hingga akhirnya pemerintah mengupayakan beberapa 

skema untuk menyelesaikan permasalahan, salah satunya dalam bentuk 

regulasi/peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mengurangi 

kesenjangan, kemiskinan dan permasalahan/konflik yang terjadi pada area di 

sekitar kawasan HGU. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang 

mengatur adanya perkebunan masyarakat, perusahaan inti rakyat, perkebunan 

plasma yang bertujuan agar asset tanah tidak hanya dinikmati oleh sekelompok 

golongan tertentu khususnya perusahaan dan pemodal skala besar, namun juga 

asset terhadap tanah tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.  
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Peraturan yang mengatur terkait sistem tanggungjawab sosial dan 

pembangunan perkebunan masyarakat ini telah diatur sebelumnya melalui  

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan 

OT.140/2007 tentang Pedoman perizinan yang selanjutnya dirubah menjadi  

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

Di dalam pasal 11 peraturan tersebut dinyatakan bahwa izin IUP-P (Izin Usaha 

Perkebunan untuk Pengolahan) dapat dikeluarkan oleh Pemerintah selama 

perusahaan memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh 

per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari 

kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan 

berkelanjutan. Direktur jenderal Perkebunan Kementerian pertanian 

menambahkan bahwasannya untuk pembangunan 20 % lahan tersebut dapat 

dilakukan melalui pola bagi hasil, pola kredit ataupun pola pendanaan lain yang 

telah disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Secara 

tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan apabila tidak 

melakukan kewajiban ini maka sanksi berupa denda ataupun pencabutan izin 

dapat dilakukan (www.infosawit.com).  

 Adanya peraturan ini tentunya dapat memberikan peluang kepada 

masyarakat sekitar perkebunan untuk melakukan budidaya komoditas tanaman 

tertentu dimana hasil panen masyarakat dapat dijual kepada perusahaan. 

Skema ini menjadi peluang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan 

perkebunan untuk mengolah lahan mereka sehingga hasilnya dapat 

meningkatkan pendapatan mereka.  Selain mengatur terkait penyediaan bahan 

baku yang harus melibatkan hasil perkebunan masyarakat, peraturan Nomor 

98/Permentan/Ot.140/9/2013 di dalam pasal 15 juga mengatur bahwasannya 

perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua 

ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan 

kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per 

seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.  Sementara untuk lahan atau kebun yang 

http://www.infosawit.com/
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difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud berada di luar areal IUP-B 

(Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) atau IUP (Izin Usaha Perkebunan).  

Melalui skema ini maka dengan masuknya sebuah perusahaan pada 

suatu lokasi tertentu dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi 

masyarakat yakni dengan dibangunkannya kebun masyarakat oleh perusahaan. 

Dalam pelaksanaannya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

membangunkan kebun masyarakat diantaranya adalah adanya ketersediaan 

lahan; pertimbangan jumlah keluarga pada masyarakat sekitar yang layak 

sebagai peserta, dan adanya kesepakatan antara masyarakat dengan 

perusahaan dengan diketahui oleh kepala dinas provinsi yang membidangi 

perkebunan.  Adapun persyaratan masyarakat yang layak menjadi peserta 

yakni:  Pertama adalah masyarakat yang lahannya digunakan untuk 

pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan 

perundang-undangan. Kondisi ini bertujuan agar menekan timbulnya 

ketimpangan antara pemegang HGU dengan masyarakat sekitar yang 

berpenghasilan rendah; Kedua, mereka harus bertempat tinggal di sekitar lokasi 

IUP-B atau IUP yang dapat dibuktikan dengan KTP ataupun C1/Kartu Keluarga;  

dan syarat yang ketiga masyarakat yang memiliki kesanggupan untuk 

melakukan pengelolaan kebun. Persyaratan kedua dan ketiga tersebut 

dimaksudkan agar lahan yang sudah dibangunkan oleh perusahaan dapat 

dikerjakan langsung oleh masyarakat asli yang tinggal di sekitar lahan garapan 

serta mencegah adanya tanah absente dan mencegah penelantaran tanah 

apabila masyarakat tidak memiliki profesi sebagai petani/penggarap lahan.  

Persyaratan yang ketat ini juga mencegah masuknya orang asing atau orang 

yang sudah bermodal/berkecukupan untuk ikut serta mengambil manfaat atas 

dibangunkannya perkebunan oleh perusahaan melalui pembelian dan 

penguasaan tanah di sekitar kawasan perkebunan.     

Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang berwenang dalam 

mengelola pertanahan/agraria menanggapi berbagai gejolak yang terjadi pada 

kawasan perkebunan khususnya terkait HGU. Pada saat kepemimpinan 

Hendarman Supandji selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan 
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Surat Edaran Nomor 2/SE/XII/2012 Tahun 2012 tentang Persyaratan 

Membangun Kebun untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan 

Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Corporate Social 

Responsibility/CSR) serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan 

Pertanahan. Dalam surat edaran tersebut Kepala BPN memerintahkan kepada 

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan untuk 

menerapkan kewajiban kepada perusahaan yang mengajukan HGU, melakukan 

perpanjang HGU ataupun yang melakukan pembaharuan HGU untuk 

melaksanakan tanggung jawab Corporate Social responsibility (CSR). 

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa 

dalam rangka melaksanakan penanaman modal maka setiap perusahaan 

diwajibkan untuk melaksanakan corporate social responsibility.  Bentuk CSR 

yang dilakukan perusahaan pemegang HGU adalah setiap permohonan, 

pengajuan ataupun pembaharuan HGU maka setiap perusahaan diwajibkan 

untuk membangunkan kebun plasma paling rendah seluas 20% dari total luas 

lahan yang dikerjakan oleh perusahaan serta perusahaan tersebut 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.   

Semenjak dikeluarkannya Surat Edaran tersebut pada tahun 2012 maka 

setiap pengajuan HGU, perpanjangan HGU dan pembaharuan HGU wajib 

melampirkan: 

a.  Perjanjian kerjasama kemitraan kebun plasma dengan masyarakat 

petani calon penerima kebun plasma di sekitar lokasi perkebunan; 

b. Lampiran peta bidang tanah dimana di dalamnya terdapat luasan HGU 

yang diajukan serta lokasi pembangunan kebun plasma 

c. Daftar masyarakat petani calon penerima kebun plasma di sekitar lokasi 

perkebunan; 

d. Pernyataan dari pimpinan direksi di depan akta notaris yang 

menyatakan kesanggupan dari perusahaan untuk membangunkan kebun 

plasma bagi perkebunan yang di sekitarnya tidak terdapat masayarakat.   

Kewajiban bagi perusahaan untuk membangun kebun plasma melalui 

Surat Edaran ini selanjutnya diatur lebih lanjut dalam hierarki peraturan yang 
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lebih tinggi yakni melalui  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.  Melalui Peraturan yang 

lebih mengikat ini maka seluruh pengajuan, perpanjangan maupun 

pembaharuan Hak Guna Usaha pengaturan terhadap sistem dan prosesnya lebih 

ketat lagi. Kementerian ATR/BPN tidak akan memproses dan akan 

mengembalikan berkas permohonan, perpanjangan maupun pembaharuan HGU 

apabila dalam persyaratan tersebut pihak perusahaan belum menyiapkan 

pembangunan kebun plasma sejumlah minimal 20 % dari seluruh total luas 

lahan yang diberikan HGU.   

Kebijakan pembangunan 20% dari luas total lahan untuk dibangunkan 

kebun plasma di Provinsi Sumatera Selatan sudah berlangsung sejak Tahun 

2012 dan lebih efektif lagi penerapannya dengan adanya Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 7 Tahun 2017.  Kepala seksi Penetapan 

hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat pada Kantor Wilayah BPN 

Sumatera Selatan menyatakan bahwa pihak BPN tidak akan melakukan 

pemrosesan terhadap pengajuan, perpanjangan ataupun pembaharuan HGU 

bagi pemohon apabila tidak melengkapi persyaratan pembangunan perkebunan 

seluas minimal 20 % dari lahan yang diajukan. Begitupun pemerintah pusat 

dalam hal ini Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan terhadap penolakan 

penerbitan pemberian izin HGU, perpanjangan HGU atau pembaharuaan HGU 

apabila perusahaan tidak melampirkan dokumen-dokumen terkait 

pembangunan plasma tersebut. Dengan regulasi yang cukup ketat dan mengikat 

ini memiliki efek positif, dimana seluruh perusahaan yang hendak mengajukan 

HGU baru, perpanjangan HGU ataupun pembaharuan HGU telah berupaya 

membangunkan minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan untuk 

perkebunan masyarakat agar pengajuannya dapat terproses dan disetujui oleh 

BPN.   

Pemerintah daerah dalam hal ini yang berada pada tingkat 

Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab untuk menentukan siapa saja petani 

di sekitar lahan HGU yang berhak untuk dibangunkan lahannya oleh perusahaan 
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serta berapa luas lahan dan lokasi dimana saja lahan masyarakat yang harus 

dibangunkan oleh perusahaan.  Petugas di lapangan yang menentukan siapa 

yang akan mengelola lahan yang dibangunakan perusahaan, luasnya berapa dan 

lokasi dimana menjadi kewenangan Pemerintah Desa untuk selanjutnya 

diteruskan ke Kecamatan dan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Nama yang berhak mengusahakan lahan garapan pembangunan plasma disebut 

dengan CPP (Calon Penerima Plasma). Sementara bentuk dari kesepakatan 

tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini maka pihak yang bertanggungjawab dan 

terlibat secara langsung terhadap Calon Penerima Plasma, luasan lahan yang 

akan dibangunkan perkebunan dan lokasi tanah dimana saja adalah Pemerintah 

Daerah tingkat Kabupaten/Kota karena mereka yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur wilayah serta mereka mengetahui secara persis bagaimana 

kondisi masyarakat.   

Sementara BPN dalam hal ini berwenang terhadap lahan HGU yang 

diajukan oleh perusahaan dengan disertai dengan pengajuan sertipikasi 

terhadap lahan yang dibangunkan untuk masyarakat. Dalam pengajuan tersebut 

maka pihak BPN melakukan tugas untuk verifikasi dan ground cek di lapangan 

terhadap lahan yang dimohonkan perusahaan untuk diajukan HGU sekaligus 

melakukan pengecekan terhadap lahan yang dibangunkan oleh perusahaan 

untuk perkebunan rakyat.     

Skema bentuk pengajuan sertipikasi lahan garapan yang dibangunkan 

untuk masyarakat di Sumatera Selatan hingga saat ini sebagian besar berupa 

koperasi, dan lahan kepemilikan bersama yang di dalamnya terdapat 

penjelasan/keterangan tentang siapa saja masyarakat yang memiliki 

kewenangan untuk mengolah dan menggarap lahan yang telah dibangunkan 

oleh perusahaan.  Namun dari beberapa pengajuan yang diterima Kanwil BPN 

Provinsi Sumatera Selatan terdapat pula pengajuan untuk lahan garapan yang 

dibangunkan oleh perusahaan berupa Hak Milik karena diajukan atas nama 

pribadi. Pengajuan sertipikasi lahan berupa kepemilikan pribadi yakni hak 

miliki tentunya memiliki tingkat kerentanan dan kerawanan terhadap proses 
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jual beli/alih fungsi penguasaan lahan garapan. Sehingga pihak BPN lebih 

mengarahkan kepada pemohon agar mengajukan sertipikasi lahan dalam 

bentuk kepemilikan berupa koperasi/kepemilikan bersama19. Skema 

pengusulan lahan garapan melalui koperasi yang diusahakan secara bersama–

sama oleh masyarakat tersebut tentunya lebih aman karena dapat menekan 

adanya perubahan penguasaan ataupun penggunaan dan pemanfaatan tanah.   

Kewajiban membangunkan dan memberikan lahan untuk masyarakat 

sebesar 20 % juga berlaku bagi pelepasan kawasan hutan. Skemanya adalah 

bagi perusahaan yang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan 

melalui Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyerahkan dan 

membangunkan lahan 20% kepada masyarakat sekitar perkebunan. Pihak yang 

berperan dalam hal ini diantaranya adalah Pemerintah Daerah 

(Kabupaten/Kota) mengajukan lahan yang dimohonkan untuk dilepaskan 

kepada Kementerian Kehutanan. Selanjutnya pihak Kementerian Kehutanan 

melakukan analisis terhadap lahan kawasan hutan yang dimohonkan tersebut, 

apabila memenuhi persyaratan maka pelepasan kawasan hutan di tanda tangani 

oleh Menteri dalam bentuk Surat Keputusan.  Selanjutnya pihak Badan 

Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) melakukan perubahan tata batas di 

lapangan dan di peta untuk menegaskan kawasan hutan dan non kawasan 

hutan.  Pelepasan kawasan hutan tersebut diberikan kepada Pemerintah daerah 

setempat untuk selanjutnya oleh pemerintah daerah dapat diberikan 

kewenangan pengelolaan dan pengusahaan kepada perusahaan tertentu untuk 

mengelola lahan.  Pengajuan sertipikasi terhadap lahan yang diajukan tersebut 

selanjutnya diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Provinsi/Kementerian 

ATR/BPN tergantung luasan yang diajukan.  Di dalam persyaratan pengajuan 

izin bekas tanah kehutanan maka diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 20 

% dari total luas lahan untuk diserahkan kepada masyarakat.  Tanah yang masih 

 
19 Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah adalah hak milik yang diberikan kepada kelompok 

masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas beberapa bidang tanah yang dimiliki 
secara bersama dan diterbitkan satu  sertipikat yang memuat nama serta besarnya bagian 
masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik 
bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain (Perpres Nomor 86 
Tahun 2018) 
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bersifat fresh land ini merupakan tanah yang dialokasikan dalam Tanah Obyek 

Reforma Agraria untuk selanjutnya dapat diproses oleh Kementerian ATR/BPN 

dalam program reforma agraria.   

Kondisi yang terjadi di Sumatera Selatan, terhadap alokasi tanah 20 % 

bekas tanah kawasan hutan yang diarahkan untuk target reforma agraria ini 

masih belum dapat dilacak datanya. Pihak BPKH menyatakan bahwa tugas 

BPKH beserta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hanya sebatas 

pada proses pelepasan kawasan hutan dan pengaturan tata batas saja, 

sementara untuk proses alokasi tanah yang sudah dilepaskan oleh KLHK 

hendaknya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota 

untuk mengalokasikan tanah sebanyak minimal 20 % tersebut.  Berdasarkan 

laporan yang dihimpun dari Tim GTRA juga menyebutkan bahwa alokasi untuk 

sumber TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan ini juga belum terinventarisir 

dan belum ada dalam database tanah untuk RA.   

Berdasarkan hasil kajian dan analisis data maka dapat disimpulkan 

bahwa untuk Sumatera Selatan alokasi tanah 20 % yang dibangunkan untuk 

perkebunan masyarakat pada proses pengajuan HGU, perpanjangan HGU dan 

pembaharuan HGU mulai tahun 2012 (yakni sejak ditetapkannya surat edaran 

Kepala BPN dan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 

Tahun 2017) dapat dikatakan dapat terlaksana. Sementara untuk alokasi tanah 

minimal 20 % untuk dibangunkan perkebunan masyarakat  dari tanah 

pelepasan kawasan hutan belum terdapat data yang menunjukkan bahwa 

kebijakan ini berhasil. Alokasi pembangunan perkebunan seluas minimal 20% 

untuk masyarakat sekitar perkebunan dari 

pengajuan/perpanjangan/pembaharuan HGU dalam praktiknya lebih mudah 

dilaksanakan karena hanya melibatkan  sektor-sektor tertentu dan kewenangan 

beberapa lembaga saja yakni Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang 

memberikan dan menerbitkan izin HGU serta pihak pemerintah daerah yang 

memiliki kewenangan untuk menentukan subyek penerima lahan yang 

dibangunakan perusahaan dan menentukan obyek mana saja yang akan 

dibangunakan perkebunan. Sementara alokasi minimal 20% yang berasal dari 
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pelepasan kawasan hutan pada tataran pelaksanaan mengalami kendala 

dikarenakan adanya keterlibatan banyak pihak (Kementerian KLHK, BPKH, 

Pemerintah Daerah serta Kementerian ATR/BPN).   

 

3. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk 

kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria 

Undang-undang Pokok Agraria telah mengatur secara tegas 

bahwasannya pemegang hak dilarang untuk menelantarkan tanahnya. Ketika 

tanah tersebut ditelantarkan oleh pemegang hak maka sebagaimana diatur 

dalam peraturan berimplikasi terhadap hapusnya hak atas tanah dan secara 

langsung tanah tersebut akan dikuasai oleh negara. Obyek Tanah terlantar 

merupakan  tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar 

penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 

dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak 

atau dasar penguasaanya (Pasal 2 PP No 11 Tahun 2010). Tanah terlantar 

merupakan salah satu sumber TORA yang dapat diprioritaskan untuk dapat 

ditertibkan dan didayagunakan untuk skema Reforma Agraria.   

Proses yang dilakukan dalam menertibkan tanah terlantar dimulai 

dengan penyiapan peta terindikasi tanah terlantar yang disiapkan oleh Kantor 

Wilayah BPN. Selanjutnya terhadap tanah yang sudah terindikasi terlantar 

tersebut dilakukan identifikasi dan penelitian oleh Panitia C yang terdiri dari 

Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi 

Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, Dinas/Instansi 

Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya dan Kepala 

Kantor Pertanahan. Beberapa hal yang diidentifikasi dan diteliti oleh Panitia C 

terkait: pertama data nama dan alamat pemegang Hak; Kedua: dimana letak 

tanah yang diterlantarkan, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah 

dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; Ketika mengidentifikasi 

dan meneliti keadaan/kondisi yang mengakibatkan tanah terlantar.  Setelah 
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tahap identifikasi dan penelitian dilakukan maka selanjutnya Tim Panitia C 

melaporkan hasil kajian tersebut kepada Kepala Kanwil BPN untuk memberikan 

peringatan kepada pemegang Hak selama 3 kali peringatan. Dan jika selama 3 

kali peringatan pihak pemegang Hak tidak mengindahkan dan melakukan upaya 

penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai arahan penggunaan dalam SK, maka 

selanjutnya terhadap tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah terlantar.  

 Beberapa hal yang mengakibatkan tanah tersebut selanjutnya 

ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Keputusan kepala 

BPN Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (2) yakni pemegang Hak tidak 

menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya;  

masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan Surat Keputusan atau 

dasar penguasaan tanah; masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai 

dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah; tidak ada tindak lanjut 

penyelesaian pembangunan; penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat 

Keputusan atau dasar penguasaan tanah; belum mengajukan permohonan hak 

untuk dasar penguasaan tanah.  

Permasalahan yang terjadi terhadap penetapan tanah terlantar adalah 

pihak pemegang hak seringkali mengajukan gugatan kepada Kantor Wilayah 

BPN terhadap tanah tersebut. Kondisi yang terjadi terhadap hasil gugatan dan 

persidangan terkait tanah terlantar menyatakan Pihak BPN seringkali kalah di 

dalam pengadilan dikarenakan cacat administrasi.  Belajar dari kejadian ini 

maka tahapan, proses dan administrasi penetapan tanah terlantar harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. 

Dokumen proses inventarisasi, identifikasi, proses penertiban tanah terlantar 

juga harus lengkap dan tersimpan dengan rapi agar BPN tidak mengalami 

kekalahan dalam sidang peradilan.  

Terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar maka 

berimplikasi terhadap hapusnya hak atas tanah. Kondisi ini menegaskan bahwa 

sudah terjadi pemutusan hubungan hukum antara pemegang Hak terhadap 

tanah, sehingga terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah negara 

maka tanah tesebut lengsung menjadi Tanah Negara.  Dalam Pasal 10 Peraturan 
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Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terhadap seluruh luasan tanah 

apabila ditetapkan terlantar maka pemegang hak sudah tidak memiliki 

hubungan hukum dengan tanah tersebut, namun apabila hanya sebagian dari 

tanah yang ditetapkan terlantar maka hak atas tanahnya dihapuskan, 

diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan 

kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan 

dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.  

Sementara apabila tanah yang terlantar hanya mencakup 25 % maka 

kepada pemegang hak hanya mengajukan permohonan revisi luas atas bidang 

tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan 

pemberian haknya. Terhadap tanah yang sudah ditetapkan mnejadi Tanah 

terlantar dan menjadi tanah negara tersebut, selanjutnya menjadi Tanah 

Cadangan Umum Negara (TCUN). Pendayagunaan TCUN dapat didayagunakan 

untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan 

program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.  

Potensi Tanah Obyek Reforma Agraria dari tanah terindikasi terlantar 

di Provinsi Sumatera Selatan tersebar pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lahat, 

Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Tanah terindikasi terlantar tersebut tersebar 

di 10 (sepuluh) lokasi dengan luas total 1.014,805 Ha (Kanwil BPN Sumsel, 

Agustus 2018). Adapun data terkait tanah terlantar di Sumatera Selatan 

disajikan pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Data Tanah Terlantar di Sumatera Selatan 

N0 Kab/Kota Kec Desa/Kel Pemilik ket Luas 
Terlantar 

(Ha) 
1 Musi 

Banyuasin 
1. Babat 
Toman 
 
2. Sanga 
Desa 
 
 
3. Plakat 
Tinggi 

Bruge dan  Muara 
Punjung 
 
Ngulak III, 
Pengage, Jud II, 
Nganti, Air Balui 
 
- Suka Damai 

PT. 
Wanapotensi 
Guna 
Indonesia  

HGU No.21/Musi 
Banyuasin 
Luas: 7.352 

128,505 

2 Musi 
Banyuasin 

Bayung 
Lincir 

- Mangsang 
- Muara Merang 

PT. PP 
London 

HGU No.11/ 
Musi Banyuasin 

250,00 
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Sumatera 
Indonesia 
Tbk. 

Luas: 7.597,1 

3 Musi 
Banyuasin 

Bayung 
Lincir 

- Suka Damai 
- Peninggalan 

PT. PP London 
Sumatera 
Indonesia Tbk 

HGU No.10/ 
Musi Banyuasin 
Luas: 3.162 

42,19 

4 Musi Rawas Rawas Ilir - Bumi Makmur PT. PP London 
Sumatera 
Indonesia Tbk. 

HGU No.10/ 
Musi Rawas 
Luas: 1.009 

19,89 

5 Musi Rawas Rawas Ilir - Tanjung Raja 
- Belani 
- Pauh 

PT. PP 
London 
Sumatera 
Indonesia 
Tbk. 

HGU N0.9/ 
Musi Rawas 
Luas: 7.182 

281,81 

6 Musi Rawas Rawas Ilir - Air Bening PT. PP London 
Sumatera 
Indonesia Tbk. 

HGU N0.11/ 
Musi Rawas 
Luas: 1.543,7 

20,74 

7 Musi Rawas Rawas Ilir - Beringin 
- Makmur II 
- Tanjung Raja 

PT. PP London 
Sumatera 
Indonesia Tbk. 

HGU N0.8/ 
Musi Rawas 
Luas: 3.693 

192,63 

8 Musi Rawas Rawas Ilir - Air Bening 
- Tanjung Raja 

PT. PP London 
Sumatera 
Indonesia Tbk. 

HGU N0.13/ 
Musi Rawas 
Luas: 199,2 

3,04 

9 Musi Rawas Muara 
Lakitan 
 
Megang 
Sakti 

Muara Megang 
 
 
Lubuk Pandan 

PT. Dwi Reksa 
Usaha Perkasa 

HGU N0.12/ 
Musi Rawas 
Luas: 2.570 

67,40 

10 Lahat Kikim Timur - Cemapaka Sakti 
- Suko Harjo 
- Cecar 
- Bunga mas 
- Suka makmur 
- Purworejo 
- Kencana Sari 

PT. PP London 
Sumatera 
Indonesia Tbk. 

HGU No.13/ 
Lahat 
Luas: 2.099,10 

8,6 

Sumber : laporan GTRA Tahun 2018 Provinsi Sumatera Selatan 

Hingga tahun 2018 Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan dan 

Tim telah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap 3 lokasi tanah 

terlantar, yaitu HGU No 8 yang sebelumnya pemegang hak adalah PT. PP 

London Sumatera Indonesia Tbk., HGU No 9 dengan nama pemegang HGU 

adalah PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, dan HGU No 11 dengan nama 

pemegang HGU PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. Hasil dari identifikasi 

tersebut menyatakan bahwa terdapat 2 lokasi Tanah Terlantar (HGU No. 9 dan 

11) yang dapat direkomendasikan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria pada 

Tahun 2019. Sementara untuk HGU No 8 belum masuk rekomendasi Tanah 

Obyek Reforma Agraria di tahun 2019 dikarenakan masih terdapat sengketa 

antara pihak aparat desa dengan perusahaan.    
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Berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi di lapangan terhadap HGU 

Nomor 11 yang terletak di Musi Banyuasin maka tanah terlantar yang telah 

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor No.8/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang 

Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari sebagian HGU Nomor 11/Musi 

Banyuasin atas nama PT. London Sumatera Indonesia, Tbk. terletak di Desa 

Mangsang, dan Muara  Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi 

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan bahwa perusahaan masih 

menelantarkan sebagian tanahnya, yaitu seluas 250 Ha dari luas areal 7.597,1 

Ha. Kondisi eksisting yang ada terhadap tanah tersebut berupa pemukiman 

masyarakat, semak belukar dan kebun sawit skala kecil/rumah tangga. 

Terhadap tanah terlantar tersebut maka pihak Kanwil BPN dan Tim dapat 

melakukan tindak lanjut dengan proses pendayagunaan tanah terlantar salah 

satunya melalui skema reforma agraria.  

Sementara terhadap tanah terlantar yang telah ditetapkan Kementerian 

ATR/BPN melalui  Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 04/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang 

Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari sebagian HGU Nomor 9/Musi 

Rawas atas nama PT. PP London Sumatera Indonesia,Tbk terletak di Desa 

Tanjung Raja, Belani, dan Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, 

Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan hasil identifikasi dan Penelitian Tanah 

Hak Guna Usaha yang dituangkan dalam Berita Acara Identifikasi dan Penelitian 

Tanah Hak Guna Usaha Tanggal 22 April 2015 menyatakan bahwa PT. PP 

London Sumatera Indonesia, TBK  masih menelantarakan sebagian tanahnya, 

yaitu seluas 281,81 Ha dari luas areal 7.182 Ha. Kondisi eksisting yang terjadi 

yakni sebagian tanah yang tidak diusahakan oleh perusahaan telah dikuasai 

oleh masyarakat sebagai kebun masyarakat. Terhadap tanah yang sudah 

dikuasai oleh masyarakat tersebut pihak perusahaan melepaskan tanah yang 

ada, untuk selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah apabila pemegang hak 
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melepaskan hak nya secara sebagain atau seluruhnya untuk pihak lain maka 

hubungan hukumnya akan hilang.  

Selain itu hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kanwil BPN 

menunjukkan bahwa di Desa Pauh, ditemukan penggunaan lahan yang ada saat 

ini di lokasi tanah terlantar bekas HGU No.9/Musi Rawas PT. PP London 

sumatera Indonesia, Tbk. adalah berupa perkebunan sawit non-produktif, 

perkebunan karet produktif, dan semak belukar. Terhadap tanah terlantar ini 

maka dapat dilakukan pendayagunaan tanah terlantar melalui Reforma Agraria, 

namun sebelumnya harus dilakukan identifikasi dan verifikasi terkait 

masyarakat dan luasan tanah yang akan diredistribusikan dalam program 

reforma agraria. Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar bekas eks HGU 

di Sumatera Selatan untuk alokasi reforma agraria memiliki progress yang 

cukup baik apabila dibandingkan wilayah lain.  Pada tahun 2017 tanah seluas 

5.400 hektar dilakukan penetapan sebagai tanah terlantar yang dialokasikan 

untuk cadangan tanah negara, redistribusi tanah kepada masyarakat melalui 

reforma agraria  dan keperluan program strategis negara.   

 

C. Sumber TORA dari Kehutanan 

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan kehutanan 

merupakan sumber tanah baru yang dicanangkan dan ditetapkan oleh 

pemerintah di tahun 2015 hingga 2019.  Skema dan strategi ini dilakukan untuk 

menjawab kegundahan dan kegelisahan yang selama ini dirasakan oleh 

masyarakat dan pemerintah. TORA kawasan hutan digalakkan demi menjawab 

permasalahan konflik tenurial yang banyak terjadi pada kawasan kehutanan 

serta menjawab permasalahan ketimpangan dan kemiskinan masyarakat yang 

tinggal dalam kawasan hutan ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar 

kawasan hutan.   

Di dalam skema Reforma  Agraria disebutkan bahwa sumber TORA dari 

pelepasan kawasan hutan menduduki nilai tertinggi apabila dibandingkan 

dengan sumber lain.  Sumber TORA dari pelepasan kawasan hutan dari periode 

tahun 2015 hingga 2019 ditargetkan seluas 4, 1 juta hektar. Namun hingga 
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penelitian ini dilakukan yakni tahun 2019 pencapaian pelepasan kawasan hutan 

untuk tanah Obyek reforma agraria masih 0 %.  Proses untuk mencapai tanah 

clear dan clean pada tanah kawasan hutan membutuhkan waktu yang cukup 

panjang, berbeda dengan sumber TORA lain dari non kehutanan.   

Untuk melaksanakan pelepasan kawasan hutan dibutuhkan beberapa 

tahapan yang melibatkan banyak stakeholder yakni pihak Kementerian 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup di dalamnya terdapat pihak BPKH (Balai 

Pemantapan Kawasan Hutan), Dinas tata ruang, pemerintah daerah serta 

masyarakat yang tinggal pada kawasan hutan sebagai pihak langsung yang 

terlibat. Selain perlunya keterlibatan banyak pihak, mendasarkan kajian yang 

dilakukan Nurlinda (2018) menyebutkan bahwa sulitnya proses pelepasan 

tanah dari sumber tanah eks. kawasan hutan dikarenakan ketidakpastian 

tenurial atau kepemilikan tanah berkaitan dengan pengaturan pelepasan 

kawasan hutan. Nurlinda juga menyebutkan bahwa di dalam proses pelepasan 

tanah kawasan hutan juga terdapat sejumlah prosedur dan persyaratan 

pelepasan kawasan hutan yang cukup rumit dan panjang.  Proses, regulasi dan 

perjalanan alokasi sumber TORA dari pelepasan tanah kawasan hutan akan 

dikaji lebih lanjut dalam kajian berikut ini.   

 

1. Lahirnya Perpres 88 Tahun 2017 dan Perpres 86 Tahun 2018 Menjadi 

Angin Segar Bagi Masyarakat Kawasan Hutan di Sumatera Selatan 

Setelah menunggu sekian lama terhadap nasib masyarakat yang tinggal 

dalam kawasan hutan terkait bagaimana status penguasaan dan pemilikan 

tanah terhadap lahan yang sudah lama mereka manfaatakan dan budidayakan, 

dengan lahirnya Perpres 88  Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan 

Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma 

Agraria menjadi nafas dan harapan baru bagi masyarakat/pihak20  yang tinggal 

dalam kawasan hutan.  Titik terang terhadap apa yang telah mereka upayakan 

selama bertahun-tahun dan kejelasan terhadap status hak atas tanah menjadi 

 
20 Yang dimaksud dengan pihak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 88 

Tahun 2017 terdiri dari: perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan dan masyarakat hukum 
adat 
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harapan baru bagi masyarakat.  Lahirnya peraturan ini setidaknya membawa 

implikasi terhadap berbagai aspek. 

 Pertama, alokasi sumber TORA dari kawasan hutan mampu 

memberikan kejelasan status hak atas tanah bagi masyarakat yang sudah 

menempati tanah mereka sebagai lahan pemukiman. Tak dapat dipungkiri 

bahwa masyarakat kita sebagian besar tinggal di dalam kawasan hutan dan 

bergantung kehidupannya terhadap sumber daya alam yang ada di dalam hutan.  

Penguasaan lahan kawasan hutan yang dilakukan masyarakat ini sudah 

berlangsung sebelum Indonesia merdeka dan jumlah masyarakat yang tinggal 

dalam kawasan hutan berdasarkan kajian yang dilakukan tahun 2004 sudah 

mencapai angka 48, 8 juta jiwa dan tentunya angka ini semakin meningkat 

seiring pertumbuhan penduduk di dalam kawasan hutan (Cifor 2004).  

Kedua, Kejelasan terhadap status hak atas tanah terhadap lahan yang 

digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.  Masyarakat 

yang tinggal di dalam kawasan hutan pada kenyataannya tidak semua berada 

dalam kondisi keterbatasan. Dalam artian kehidupan mereka sebagian sudah 

terfasilitasi dengan adanya fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Melalui 

mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini 

diharapkan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut 

mendapatkan kejelasan terhadap aspek legalnya.  Bahwasannya di dalam 

Perpres 88 tahun 2017 menjelaskan bahwa fasilitas umum dan fasilitas sosial 

merupakan salah satu target yang masuk dalam inventarisasi dan verifikasi 

tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh tim inventarisasi dan 

verifikasi.  

Ketiga, adanya harapan masyarakat terhadap kejelasan status hak atas 

tanah berupa lahan garapan (sebagaimana diatur dalam Perpres 88  Tahun 

2017 menyebutkan jika tanah tersebut telah dimanfaatkan lebih dari 20 tahun  

maka statusnya dapat diberikan hak milik namun pada obyek lahan garapan ini 

masih memerlukan kajian mendalam), sementara terhadap lahan garapan yang 

telah dilakukan budidaya oleh masyarakat terhadap tanah tersebut dapat 

dialokasikan untuk diajukan dalam skema perhutanan sosial.   
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 Keempat: dengan perpres tersebut maka permasalahan ataupun 

konflik terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat ditekan. 

Bahwasannya konflik tenurial yang terjadi pada kawasan hutan sudah terjadi 

sejak lama dan menduduki urutan kelima dari urutan konflik yang terjadi di 

Indonesia. Tipologi konflik yang terjadi pada kawasan kehutanan juga beragam 

dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya masyarakat vs pemerintah 

dalam hal ini Kementerian LHK, masyarakat vs pemodal/pengusaha, 

masyarakat vs perhutani, masyarakat vs masyarakat, dsb.  Tingginya angka 

konflik ini tidak terlepas dari faktor tidak adanya kejelasan terhadap status 

tanah dalam kawasan hutan, tidak adanya kejelasan status penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan  serta batas kawasan yang tidak jelas.     

Kelima: dengan adanya perpres tersebut maka harapan masyarakat 

untuk mendapatkan akses terhadap modal serta pendampingan dari 

pemerintah/NGO/Perusahaan dalam bentuk CSR terkait pengembangan usaha 

perekonomian yang mereka kelola dapat terwujud.  Skema penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang selanjutnya diajukan sebagai 

inventarisasi sumber TORA dengan harapan tidak hanya berhenti pada 

pelepasan tanah kawasan hutan oleh KLHK semata namun ditindaklanjuti 

dalam skema reforma agraria dan sertipikasi tanah.  Ketika masyarakat 

mendapatkan skema reforma agraria yakni asset dan akses reform maka 

kegiatan pendampingan dan bantuan permodalan bagi pengembangan usaha 

dapat diberikan. Dalam konteks ini maka keadilan terhadap penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat dapat 

terwujudkan.   

Keenam; Reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan ini dapat 

menjadi harapan bagi penciptaan lahan yang dapat ditujukan untuk 

mewujudkan swasembada dan terwujudkan ketahanan pangan21.  Program 

 
21 Ketahanan memiliki batasan rumusan yang didalamnya terdapat butir-butir penting yakni 

(1). Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan; (2) tolok ukur 
dikatakan terpenuhinya kebutuhan pangan teridir dari beberapa aspek yakni dari sisi kuantitas 
atau jumlahnya tercukupi, dari sisi kualitas yakni mutu baik dana man dikonsumsi serta 
memenuhi kebutuhan gizi, dan memenuhi tolok ukur makanan tersebut tidak bertentangan 
dengan kaidah agama, keyakinan dan budaya masyarakat dan memenuhi dari aspek sisi 
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pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan merupakan salah satu agenda 

nawacita yang dicanangkan oleh presiden Jokowi. Salah satu permasalahan 

yang dihadapai untuk mewujudkan ketahanan pangan ini ialah keterbatasan 

lahan pangan serta adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 

yang cukup tinggi yakni mencapai 60.000 Ha hingga 100.000 Ha per tahun 

(Suryana 2014; Purwaningsih, 2008). Konversi lahan ini banyak terjadi 

disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk sehingga kebutuhan untuk 

pemukiman serta sarana prasarana yang meningkat dan juga dipengaruhi oleh 

orientasi pembangunan yang berarah pada sektor non pertanian.   

Lahirnya dua Peraturan Preseiden dengan selang yang tidak terlalu 

jauh ini menunjukkan bahwa Pemerintah Joko Widodo bersama dengan 

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perekonomian, 

Kementerian Pertanian dan kementerian lainnya bersungguh-sungguh dalam 

mengawal pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.   Selanjutnya bagaimana 

regulasi dan  kebijakan ini diimplementasikan di lapangan akan kita sajikan 

dengan contoh studi kasus pelaksanaan kegiatan penyelesaian tanah dalam 

kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan.   

 

2. Sampai Dimana Implementasi Perpres 88 Tahun 2017 dan Perpres 86 

Tahun 2018 di Sumatera Selatan 

 Lahirnya dua peraturan presiden ini disambut cepat oleh 

pemerintah daerah di Sumatera Selatan, begitupun dengan Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan (BPKH) Sumatera Selatan. Tahun 2018 merupakan awal tahun 

ditargetkannya kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan dengan target yang sangat tinggi yakni 6 Kabupaten sekaligus. 

Skema penganggaran untuk kegiatan Inver yang ditargetkan pada 6 Kabupaten 

tersebut telah ditetapkan untuk kantor BPKH dan harus terselesaikan/terserap 

pada tahun yang berjalan yakni di tahun 2018.   

 
keterjangkauan ekonomi, ketercukupan untuk seluruh pelosok negeri oleh masyarakat; (3) 
penyediaan dan keterjangkauan pangan ini bertujuan agar masyarakat  hidup sehat, aman dan 
produktif secara berkelanjutan (Suryana 2014) 
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Kegitan inver ini mendasarkan pada peta indikatif yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian LHK yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 

P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan 

Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek 

Reforma Agraria.  Sementara untuk peta indikatif yang digunakan BPKH dan 

Kementerian ATR/BPN dalam hal ini tim Inver mengacu pada Potensi Tanah 

Obyek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan 

6 kriteria yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (LHK) Nomor SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 

18 Mei 2018. Bahwasanya sumber tanah kawasan hutan yang dapat 

dialokasikan untuk RA terdiri dari : 

1.  alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan kawasan 

hutan untuk perkebunan;  

2. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif;  

3. program pemerintah untuk pencadangan sawah baru;  

4. permukiman transmigrasi beserta fasos dan fasumnya yang sudah 

memperoleh persetujuan prinsip;  

5. permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum;  

6. lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; atau  

7. pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian 

utama masyarakat setempat. 

Adapun yang dimaksudkan dengan kawasan hutan yang dapat 

dialokasikan untuk TORA meliputi kawasan HPK tidak produktif dimana 

penutupan lahannya didominasi oleh lahan tidak berhutan atau apabila diamati 

dengan menggunakan citra satelit akan Nampak hamparan vegetasi memiliki 

kerapatan rendah atau dapat berupa lahan terbuka. Selain HPK alokasi ini dapat 

meliputi kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang telah 

dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk pemukiman, fasilitas 

umum dan/atau fasilitas sosial serta lahan garapan.  
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Untuk mendapatkan basis data dimana saja kawasan hutan yang dapat 

dialokasikan untuk sumber TORA maka terlebih dahulu dilakukan beberapa 

kajian salah satunya dengan mempertimbangkan hasil  penelitian terpadu. 

Sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tim terpadu ini dipimpin 

oleh ketua yang dapat berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

atau lembaga/kementerian lain yang membidangi penelitian atau dapat pula 

ketua tim terpadu berasal dari perguruan tinggi yang membidangi 

permasalahan terkait kehutanan. Beberapa anggota yang terlibat di dalam Tim 

terpadu meliputi: 

1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  dan Tata Lingkungan; 

2.  Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;  

3. Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

4. Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan; 

5. Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan 

hidup;  

6. Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan  

7. Instansi lain yang terkait. 

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim terpadu ini setidaknya melaporkan 

pencadangan HPK tidak produktif sebagian atau seluruhnya serta adanya 

perubahan fungsi kawasan HPK menjadi kawasan hutan tetap. Hasil analisis dan 

kajian ini salah satunya menjadi dasar pertimbangan di dalam menyusun peta 

indikatif, disamping terdapat pula analisis dan pertimbangan lainnya yakni 

dengan mempertimbangkan peta kawasan hutan, peta tata batas, peta 

penetapan kawasan hutan, peta penunjukkan kawasan hutan, peta penggunaan 

tanah serta peta perhutanan sosial untuk penentuan penyusunan peta indikatif 

tersebut. Selanjutnya peta indikatif alokasi TORA yang berasal dari kawasan 

hutan tersebut ditetapkan oleh Kementerian KLHK. Keberadaan peta indikatif 

merupakan dasar bagi tim Inver PTKH (Inventarisasi dan verifikasi Penguasaan 

tanah Dalam kawasan Hutan) di dalam melakukan sosialisasi terhadap tanah-

tanah yang hendak dilakukan inventarisasi dan verifikasi.  Sementara untuk 

penyusunan data tambahan yakni identifikasi pemukiman serta penguasaan 
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lahan di dalam kawasan hutan yang belum termasuk di dalam peta indikatif 

dalam konteks ini pihak kehutanan melibatkan Pemerintah Daerah setempat 

yang lebih memahami kondisi di lapang.  

 BPKH selaku pihak yang bertanggungjawab di dalam melakukan 

komando pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan lahan di dalam 

kawasan hutan melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pemerintah 

daerah tingkat Kabupaten/Kota dimana target pelaksanaan TORA akan 

dilaksanakan. Untuk melaksanakan efektifitas sosialisasi program inventarisasi 

dan verifikasi maka BPKH dan Pemerintah daerah melakukan inventarisasi 

dengan mendasarkan pada peta indikatif dan peta eksisting kehutanan untuk 

memetakan dan mendata desa-desa mana saja yang terdapat penguasaan lahan 

di dalam kawasan hutan.  Pada tahap sosialisasi ini pemerintah daerah selaku 

pihak yang memiliki kewenangan terhadap wilayah mengundang kepala desa 

yang didalamnya terdapat masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan.   

Sosialisasi tentang rencana pelaksanaan PPTKH (Penyelesaian 

Permasalahan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan) dan rencana 

pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penting dilakukan kepada 

kepala desa dan perwakilan masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan.  

Beberapa hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi: Pertama:  

maksud dan tujuan dilaksanakannya PPTKH dimana ketika ini dapat 

dilaksanakan maka masyarakat yang sudah tinggal lama di dalam kawasan 

hutan akan mendapatkan manfaat terhadap status lahan yang sudah lama 

mereka kuasai; Kedua : Jenis Pemohon, dimana permohonan kegiatan ini dapat 

dilakukan secara individu ataupun secara  kelompok; Ketiga; di dalam 

melakukan sosialisasi dijelaskan pula terkait kriteria penguasaan yang dapat 

diselesaikan di dalam PPTKH; keempat : menjelaskan terkait bagaimana tata 

cara dan skema permohonan; Kelima: Tata cara mengenai penegasan tata batas; 

Keenam: dalam kegiatan ini petugas juga memberikan penjelasan terkait 

bagaimana melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan 

inventarisasi dan verifikasi oleh masyarakat.    
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Sebagaimana dimandatkan di dalam Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2018 dalam hal ini bertindak selaku 

Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan 

mengatur bahwasanya pihak masyarakat, kepala desa atau ketua masyarakat 

hukum adat memiliki tanggungjawab untuk menyusun pengusulan penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan.  Regulasi ini memberikan keleluasaan dalam 

konteks ini proses pengusulan dan permohonan inventarisasi dan verifikasi 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan melibatkan masyarakat dari bawah 

untuk terlibat langsung didalam menyusun dokumen pengusulan penguasaan 

tanah di dalam kawasan hutan. 

Apabila merujuk pada peraturan tersebut disebutkan bahwa desa 

dalam hal ini kepala desa dan atau Kepala Instansi/Badan Sosial atau 

Keagamaan/Masyarakat Hukum Adat yang mengusulkan permohonan kegiatan 

inventarisasi dan verifikasi harus melengkapi beberapa dokumen diantaranya 

adalah : 

1. Formulir permohonan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan 

Permohonan ini diajukan oleh kepala desa/Kepala Instansi/Badan Sosial 

atau Keagamaan/Masyarakat Hukum Adat. Di dalam dokumen permohonan 

ini terdapat data luas bidang tanah dalam satuan (m2) yang dimohonkan 

untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi serta jumlah bidang yang 

diajukan.  Dalam surat permohonan ini terdapat lampiran dokumen untuk 

mendukung permohonan yakni: 

a. Sketsa tanah yang dimohon secara sederhana yang menggambarkan 

perkiraan posisi tanah yang ditandatangani Kepala Instansi/Badan Sosial 

atau Keagamaan/ Masyarakat Hukum Adat;  

b. Fotokopi legalitas Instansi/Badan Sosial atau Keagamaan/Masyarakat 

Hukum Adat; dan  

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT). 

2. Sketsa Tanah yang dimohonkan  
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Penyusunan sket ini sifatnya masih sederhana yang menunjukkan lokasi-

lokasi bidang tanah yang diajukan untuk permohonan inventasisasi dan 

verifikasi. Di dalam sketsa bidang tanah diberikan nomor bidang secara urut 

dan nomor bidang ini nantinya dikaitkan dengan dokumen rekapitulasi 

pemohon.  Penyusunan sketsa bidang tanah ini meskipun sifatnya masih 

sederhana apabila pihak kepala desa/masyarakat hukum adat belum 

memahami penggambaran sket dalam proses penyusunannya cukup 

menyulitkan. Terlebih apabila lokasi bidang tanah yang diajukan tidak 

dalam satu blok lokasi yang sama (lokasi terpencar-pencar) dikarenakan 

jarak pemukiman satu dengan lainnya dipisahkan oleh lahan yang belum 

digarap masyarakat.  Selain itu kondisi geomorfologis kawasan hutan yang 

beragam, dimana antara pemukiman satu dengan lain terpisahkan oleh 

perbukitan ataupun jurang menjadikan proses penyusunan sket ini cukup 

menyulitkan bagi masyarakat dalam kawasan hutan.   

3. Dokumen rekapitulasi daftar pemohon 

Dokumen ini memberikan keterangan dan kejelasan terhadap bidang-bidang 

tanah yang diajukan oleh masyarakat dalam kawasan hutan. Formulir 

rekapitulasi daftar pemohon ini disusun oleh kepala desa dan masyarakat 

setempat yang berisi beberapa isian meliputi : 

Tabel Formulir Rekapitulasi Daftar Pemohon 

No Nomor 
Urut 
Bidang 

Jenis Penggunaan 
Tanah 

Riwayat Penguasaan 
Tanah 

Nama 
Subyek 

Ket (Luas, 
Bukti 
Penguasaan 
Tanah, dll) 

1 Diisi 
nomor 
bidang 
sesuai 
dengan 
dalam 
sketsa 
bidang 
tanah 

Diisi penggunaan 
tanah eksisting 
(Pemukiman/ladang, 
dsb) 

Diisi: 
- Lama 

Penguasaan 
- Asal 

perolehan 
- Riwayat 

pemanfaatan tanah, 
dll 

Nama 
masyarakat 
yang 
menguasai 
tanah 

Diisi luas 
perkiraan 
bidang tanah,  
Bukti 
penguasaan 
tanah bisa 
dalam 
bentuk SKT 

2 …….. …….. …….. …….. …….. 
3 ……… ……… ……… ……… ……… 

 Sumber : Permenko Nomor 3 Tahun 2018 

4. Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) 



187 | P a g e  
 

Surat ini berisikan pernyataan penguasa tanah yang di dalamnya memuat 

identitas penguasa tanah; berisi pernyataan dari mana tanah tersebut 

diperoleh dan sejak tahun berapa tanah tersebut telah dikuasai. Pembuktian 

terhadap berapa lama tanah telah dikuasai dapat ditentukan dengan bukti-

bukti fisik di lapangan missal kan saja dengan mengamati adakah kuburan 

tanda tahun yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah tinggal sejak 

beberapa turunan yang lalu. Selain itu pernyataan ini juga memberikan 

keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam kondisi sengketa serta 

terdapat kejelasan letak batas bidang  tanah dari berbagai sisi.  Untuk 

menyatakan bahwa surat pernyataan ini benar serta tidak adanya rekayasa 

maka diperlukan 2 orang saksi untuk turut bertangdatangan serta di 

bawahnya dengan diketahui oleh lurah/kepala desa (Permenko Nomor 3 

Tahun 2018).  Persyaratan sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk 

memenuhi persyaratan/kriteria yang telah dituangkan di dalam Pasal 4 

Peraturan Presiden  Nomor 88 Tahun 2017.   

5. Pakta Integritas kepala desa/lurah 

Dokumen ini disusun untuk mencegah terjadinya tindakan suap/korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) serta mencegah tindakan pelanggaran hukum. 

Untuk itu setiap kepala desa/lurah yang mengajukan permohonan 

inventarisasi dan verifikasi diwajibkan untuk melampirkan dokumen pakta 

integritas.   

Setelah dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dan disiapkan oleh 

desa maka proses selanjutnya dokumen permohonan inventarisasi dan 

verifikasi tersebut diajukan ke tingkat Kabupaten/Kota. Adapun pola dan skema 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan disajikan pada gambar 2 

berikut:  
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Gambar 1 Pola dan Skema Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan 

(PPTKH) 

Mendasarkan pada pola dan skema sebagaimana pada gambar 1 

tersebut maka permohonan inventarisasi dan verifikasi yang dapat dilakukan 

baik secara individu ataupun kolektif menjadi tanggung jawab setiap 

masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan. Pemohon selanjutnya 

mengajukan permohonan pengajuan ke tingkat Kabupaten/Kota untuk 

selanjutnya diajukan kepada Gubernur dan Tim Inver PTKH. Pihak yang 

berwenang membentuk Tim Inver adalah Gubernur berdasarkan usulan dari 

Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kehutanan, adapun susunan Tim Inver terdiri dari beberapa unsur mengingat 

pekerjaan terkait kehutanan akan melibatkan berbagai sektor/dinas/instansi.  

Berikut susunan Tim Inver sebagaimana tertuang di dalam Permenko 3 Tahun 

2018:  
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1. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kehutanan 

2. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah BPN 

3. Anggota terdiri dari: 

a. Kepala Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang penataan ruang; 

b. Kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penataan ruang; 

c. Kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang lingkungan hidup; 

d. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH); 

e. Kepala Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perhutanan sosial 

f. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan setempat 

g. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota 

h. Camat setempat atau pejabat kecamatan 

i. Kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan 

dengan itu.  

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas permohonan 

yang telah diajukan oleh masyarakat menjadi bagian penting dalam tahapan 

PTKH. Adapun kegiatan lapang yang dilakukan tim inver meliputi: 

a. Melakukan pengecekan terhadap kebenaran subyek yang mengajukan 

apakah mereka benar-benar tinggal di kawasan tersebut; 

b. Melakukan pengecekan agar luasan lahan yang diajukan oleh masyarakat 

tidak melebihi batas maksimal kepemilikan lahan secara perseorangan; 

c. Melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik penguasaan lahan: bagaimana 

pola pemanfaatan lahan; bagaimana kesesuaian usulannya dan bagaimana 

kekompakan kawasan. Kondisi fisik tanah dalam kawasan hutan yang 

diajukan dapat berupa : pemukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, 

lahan garapan dan/atau dapat pula berupa hutan yang dikelola mayarakat 

hukum adat.  



190 | P a g e  
 

d. Melakukan pengecekan yuridis terhadap dokumen/bukti penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan meliputi bagaimana kondisi subyek pemohon tanah, 

apakah mereka memenuhi kriteria penguasaan tanah dan bagaimana 

riwayat/kronologis keberaan penguasaan tanah dalam kawasan hutan 

e. Melakukan pengecekan terhadap kondisi lingkungan hidup; 

f. Di dalam proses inver maka tim juga menetapkan koordinat polygon terluar 

kawasan hutan dan melakukan  pengecekan kesesuaian tanda-tanda 

penguasaan tanah.  

Tim inver PTKH selaku tim yang bertindak langsung di lapangan harus 

memiliki beberapa bekal pengetahuan dan ketrampilan. Sehingga sebelum 

kegiatan turun lapang terlebih dahulu tim inver diberikan pembekalan terhadap 

pola kondisi kawasan hutan serta diberikan pembekalan terhadap penggunaan 

dan pemanfaatan peralatan. Untuk memudahkan pekerjaan di lapang tim Inver 

dibekali dengan peta kerja dengan skala 1 : 1.000 untuk cakupan tingkat kota 

dan peta kerja 1 : 10.000 untuk kawasan pedesaan berisi informasi dasar jalan, 

sungai, batas administrasi, serta diberikan dokumen berupa data tematik 

meliputi: polygon bidang tanah yang diusulkan oleh pemohon, peta batas 

kawasan hutan, perizinan di bidang kehutanan agar tidak terjadi tumpang 

tindih penguasaan tanah, penggunaan tanah dan peta tutupan lahan, serta 

disertakan CSRT/Citra satelit resolusi tinggi.   

 Pola skema penyelesaian tanah dalam kawasan hutan menjadi bagian 

penting dan pertimbangan di dalam memutuskan status tanah yang telah 

dikuasai oleh masyaraka1. Adapun beberapa kriteria penyelesaian pola dan 

skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat 

dikategorikan Pertama; untuk dilakukan Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan.  

Skema ini berlaku terhadap bidang tanah yang telah dikuasai, dimanfaatkan 

dan/atau telah diberikan hak atas tanah di atasnya sebelum bidang tanah 

tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.  Kondisi ini sering dijumpai di 

lapangan dan seringkali menimbulkan konflik serta permasalahan. Hal ini 

dikarenakan adanya hamparan bidang tanah yang sebelumnya bukan 

merupakan kawasan hutan dan sudah terdapat penguasaan bahkan sudah 
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terdapat penerbitan hak atas tanah, secara tiba-tiba oleh Kementerian 

Kehutanan kawasan tersebut dilakukan tata batas dan penunjukkan sebagai 

kawasan hutan. Kondisi ini tentunya merugikan pihak masyarakat serta 

menimbulkan permasalahan administrasi di bidang pertanahan karena adanya 

pernerbitan hak atas tanah di dalam kawasan hutan.  Permasalahan ini juga 

seringkali mengakibatkan pihak BPN harus berurusan dengan pengadilan 

bahwa menyebabkan beberapa pejabat/petugas BPN masuk bui dikarenakan 

adanya penerbitan hak atas tanah di dalam kawasan hutan.  

Perubahan tata batas dan perubahan pengukuhan kawasan hutan di 

Sumatera Selatan mengalami perubahan berkali-kali kurang lebih 6 (enam) kali.  

Pengukuhan kawasan hutan yang pertama terjadi pada Tahun 1982, pada saat 

itu kewenangan kehutanan berada di bawah Kementerian Pertanian dengan 

luas cakupan kawasan hutan lebih 4.624.950 Ha (Bangka Belitung masih 

menjadi satu kesatuan dengan Sumatera Selatan). Selanjutnya perubahan 

penetapan kawasan hutan terjadi pada tahun 1986 oleh Menteri Kehutanan 

melalui SK Nomor 410/Kpts-11/1986. Pengukuhan hutan sejak tahun 1982 

hingga tahun 1986 mengalami luas peningkatan terhadap kawasan hutan yakni 

dari luasan 4.624.950 Ha menjadi 5.214.652 Ha. Perubahan angka yang cukup 

signifikan ini tentunya menimbulkan gejolak apakah terhadap tanah yang 

dimasukkan yang sebelumnya merupakan kawasan non-kehutanan menjadi 

kawasan hutan sudah terdapat penguasaan/pemanfaatan dan/atau penerbitan 

status hak atas tanah di atasnya.  Kehutanan dalam hal ini tidak melakukan 

identifikasi dan verifikasi secara detail pada tingkat bawah/lapangan sehingga 

seringkali terhadap tanah tersebut sudah terdapat penguasaan/hak di atasnya 

yang berdampak timbulnya permasalahan pertanahan.   

Perubahan dan pengukuhan kawasan hutan kembali lagi mengalami 

perubahan yakni di tahun 2011 dan selang dua tahun selanjutnya yakni di tahun 

2013. Dimana ketika pengukuhan terjadi terdapat perubahan yang sama yakni 

dari kawasan kehutanan terdapat tanah yang dikeluarkan menjadi non 

kehutanan dan sebaliknya berubahnya kawasan yang sebelumnya sebagai 

kawasan non kehutanan ditetapkan dan dikukuhkan menjadi kawasan 
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kehutanan.  Selanjutnya perubahan pengukuhan kawasan hutan juga kembali 

terjadi pada tahun 2014 dan terakhir pengukuhan dilakukan pada tahun 2016. 

Perubahan yang cukup sering terjadi dan tanpa adanya tanda batas yang jelas di 

lapangan serta tidak adanya sosialisasi dan koordinasi dengan instansi lain 

khususnya dengan Kementerian ATR/BPN terhadap perubahan status 

pengukuhan kawasan hutan ini menjadikan konflik serta permasalahan yang 

ditimbulkan karena konflik egosektoral antara kementerian kehutanan dan 

kementerian ATR/BPN mengalami kenaikan yang signifikan. Dan kondisi ini 

tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan saja akan tetapi meluas pada kawasan –

kawasan hutan yang ada di Kalimantan, Sulawesi Maupun Papua.   

kegiatan Penyelesaian penguasaan Tanah Dalam kawasan Hutan ini 

diharapkan menjadi langkah awal agar permasalahan konflik tenurial yang 

terjadi dalam kawasan hutan mulai dapat diurai. Serta penguasaan, 

pemanfaatan serta status hak atas tanah yang sudah ada di dalam kawasan 

hutan akan lebih clear sehingga mampu menekan timbulnya konflik dikemudian 

hari.   

Kedua, Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan Hutan 

dimana Tanah tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan sebelumnya 

juga diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 melalui 

mekanisme sebagaimana tersaji pada gambar 2 berikut:   
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Gambar 2. Pola Skema Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan 

Hutan (Sumber : Prepres Nomor 88 Tahun 2017) 

Pola skema inilah yang digunakan oleh Tim inver di dalam menentukan 

apakah lahan yang telah dikuasai oleh pihak-pihak tersebut dapat dilakukan 

tata batas dalam artian dapat dikeluarkan dari kawasan hutan, resettelement, 

tukar menukar atau melalui mekanisme perhutanan sosial.  

Dari  hasil kajian yang dilakukan pada kantor BPKH mendasarkan pada 

hasil kegiatan Tim Inventarisasi dan verifikasi yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2018 maka dapat disimpulkan bahwasannya terhadap lahan di dalam 

kawasan hutan dimana penggunaan lahannya berupa pemukiman ataupun 

berupa fasilitas sosial ataupun fasilitas umum dimana kawasan hutan > 30 % 

dari seluruh provinsi baik yang terletak pada hutan lindung maupun yang 

terletak pada hutan produksi maka terhadap penggunaan lahan tersebut dapat 

diprioritaskan dan diusulkan untuk dilakukan tata batas yang arahnya pada 

usulan pelepasan kawasan hutan. Dalam praktiknya di lapangan Tim Inver 

memberikan kesempatan kepada wilayah/Desa di luar peta indikatif apabila di 

dalam wilayahnya terdapat pemukiman minimal 10 pemukiman yang 

mengelompok yang tinggal di dalam kawasan hutan dapat melakukan 

pengajuan untuk dilakukan inver. Kebijakan ini dikeluarkaan karena program 

inventarisasi dan verifikasi hanya dilaksanakan dengan target penganggaran 

dari pemerintah dan dalam satu kawasan dilakukan hanya satu kali.   Sementara 

terhadap lahan garapan masyarakat maka berdasarkan kajian dan peraturan 

perundangan Tim Inver lebih mengarahkan pada usulan untuk diajukan sebagai 
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Perhutanan Sosial apabila penguasaan dan penggarapannya belum mencapai 20 

tahun.   

Mekanisme perhutanan sosial yang diusulkan untuk lahan garapan 

terhadap masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan di Sumatera Selatan 

ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap lahan yang digarap 

masyarakat agar tidak diserobot oleh pihak lain sehingga mampu menekan 

terjadinya konflik (Siscawati et all in press). Hal ini dikarenakan di dalam skema 

perhutanan sosial, masyarakat diberikan hak pengelolaan, dengan harapan 

apabila program ini dapat berjalan secara efektif maka program ini mampu 

memberikan jaminan keamanan dan kepastian tenurial (Herawati, Liswanti, 

Banjade, Mwangi 2017). Skema ini juga mampu melindungi terhadap adanya 

alih fungsi terhadap penguasaan lahan ataupun alih fungsi/konversi 

penggunaan lahan. Keberadaan perhutanan sosial lebih lanjut diharapkan 

mampu meningkatkan peran serta masyarakat di dalam mengelola hutan serta 

hasilnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sumanto 2009).  

Sebagaimana yang terjadi pada sebagian hutan di Sumatera Selatan merupakan 

salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai TNKS (Taman Nasional Kerinci 

Seblat) yang difungsikan sebagai kawasan resapan air di hulu sungai dan 

kawasan ini juga ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Namun dikarenakan 

adanya kerusakan lingkungan  serta deforestasi yang terus terjadi maka 

pemerintah mendorong penguatan dan skema perhutanan sosial sebagai upaya 

untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan.  Keberadaan skema 

perhutanan sosial ini akan lebih implementatif apabila masyarakat hutan di 

Sumatera Selatan masih mengedepankan konsep hutan marga yang di dalamnya 

terdapat hutan larangan.  Adapun skema perhutanan sosial dan hutan marga ini 

merupakan upaya untuk melindungi kawasan hutan khususnya pada kawasan 

konservasi agar masyarakat secara aktif turut di dalam upaya perlindungan 

kelestarian hutan (Alfitri 2005).   

Hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi tahun 2018 dapat disajikan 

pada tabel 1 berikut: 
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Tabel 1 Hasil Inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah Dalam 
kawasan Hutan Tahun 2018 

NO SUMBER TORA 

Kabupaten/ 
Kota 

REKOMENDASI 

KETERANGAN 
BISA DI 
TINDAK 
LANJUTI 

TIDAK 
BISA DI 
TINDAK 
LANJUTI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Pelepasan 
Kawasan 

Hutan 

   

Masih menunggu hasil 
Rapat Rekomendasi Dinas 

Kehutanan dan BPKH 
Wilayah II Palembang 

Inver    
MUARA ENIM 9.541,14 Ha  
OKU Timur 1.528,52 Ha  
OKU Selatan 4.266,30 Ha  
OKI 25.124,99 Ha  
MURA 48.692,88 Ha  
MUBA 11.680,84 Ha  

Total 100.834,67 Ha  
 Non inver   

BANYUASIN 
4.480 Ha  

Alokasi 20% Untuk 
Perkebunan Plasma milik 
PT. SAL Desa Meranti 

Sumber : Laporan Akhir GTRA, 2018.  

 

Hingga kajian ini dilakukan proses rekomendasi terhadap pola skema 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan hasil 

inventarisasi dan verifikasi lapang yang telah dilakukan pada tahun 2018 masih 

dalam proses pembahasan oleh Tim Inver. Untuk selanjutnya terhadap hasil 

kajian ini maka Tim Inver mengajukan kepada Gubernur terhadap hasil 

inventarisasi dan verifikasi yang telah dilakukan beserta arahan penyelesaian 

penguasaan tanah melalui skema: tata batas (pengeluaran dari tanah kawasan 

hutan), resettlement, tukar menukar dan melalui perhutanan sosial.  Tahapan 

selanjutnya gubernur dapat mengajukan hasil kajian ini kepada Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim 

Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. 

Kementerian ini memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan pembahasan 

terhadap pengajuan yang telah diusulkan oleh gubernur terkait Penyelesaian 

PTKH. Untuk selanjutnya apabila Kementerian coordinator perekonomian dan 

Kementerian Kehutanan menyetujui permohonan pengajuan tersebut maka 

untuk selanjutnya terhadap tanah yang diusulkan untuk dilakukan tata batas 

dilakukan penyusunan tata batas yang hasilnya harus ditandatangi oleh semua 
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tim.  Setelah pelaksanaan ini terselesaiakn maka pihak kementerian kehutanan 

melakukan pelepasan dan penetapan tata batas yang ditandatangai oleh 

menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.   

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan ini merupakan 

upaya untuk memperbaiki kebijakan dan regulasi yang sebelumnya telah 

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Beberapa hal 

keuntungan dilakukannya kegiatan inventarisasi dan verifikasi di Sumatera 

Selatan ini diantaranya melalui kegiatan ini Tim diharapkan mampu 

menyelsaiak permasalahan penguasaan lahan yang ada pada kawasan 

kehutanan yang cakupannya sangatlah luas; kegiatan ini juga mampu 

menegiventarisasi sebagai upaya untuk menyelesaikan tumpeng tindih 

penguasaan lahan pada kawasan kehutanan terutama permasalahan yang 

sangat sering terjadi yakni tumpeng tindih antara masyarakat dengan 

perkebunan sebagai contohnya di salah satu Desa di Sumatera Selatan terdapat 

Desa Bindu dimana pada kawasan tersebut terdapat HTI, tumpeng tindih 

lainnya yang terjadi juga terdapat di Musi rawas dimana di dalam HTI terdapat 

pemukiman masyarakat. Melalui kegiatan ini maka upaya penyelesaian masalah 

yang dapat dilakukan melalui  upaya kemitraan antara masyarakat dengan 

pemegang HTI.  Selain menyelesaikan permasalahan tumpang tindih, kegiatan 

inver yang dilakukan melalui kegiatan turun lapang ini mampu digunakan 

sebagai dasar untuk menertibkan penguasaan lahan yang dilakukan secara 

illegal oleh perusahaan/pemodal.  Dengan adanya pendataan terhadap luas 

penguasaan lahan maka melalui mekanisme ini pemerintah mampu 

menginventarisir masyarakat yang menguasai lahan lebih dari 5 Ha di dalam 

kawasan hutan.  

 
D. Problem  Reforma  Agraria di Sumatera Selatan 

Sumatera Selatan merupakan salah satu pilot project kegiatan 

inventarisasi dan verifikasi Kawasan Hutan dan menjadi contoh dalam 

melaksanakan kebijakan-kebijakan penyelesaian permasalahan kawasan hutan. 

Beberapa BPKH lain yang menjadi pilot project selain Sumatera Selatan adalah 
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Medan dan Palangkaraya. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi  merupakan 

kegiatan awal sebelum dilakukan proses penetapan perubahan tata batas dan 

proses lebih lanjut untuk pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA.  

Berbagai problem terkait proses reforma agraria dari pelepasan 

kawasan hutan yang ditemui di lapangan yakni adanya perbedaan persepsi 

antara KLHK dengan Kementerian ATR/BPN. Bahwasanya pada Kementerian 

ATR/BPN mengasumsikan dengan adanya revisi SK 3154 Tahun 2018 Tanah 

seluas 9000 Ha yang dikeluarkan oleh KLHK merupakan tanah yang disiapkan 

untuk program RA sudah dikeluarkan dari kawasan hutan, sehingga pada tahap 

pelaksanaannya KLHK dengan BPN melakukan koordinasi terkait letak dan 

batas antara tanah yang masuk dalam TORA dengan tanah yang masih dalam 

kawasan hutan. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan BPTKH Provinsi 

Sematera Selatan kondisi yang terjadi adalah tanah yang telah ditetapkan dalam 

SK nomor 3154 hasil dari Revisi SK nomor 120 merupakan tanah yang harus 

dilakukan inventarisasi22 dan verifikasi23 lebih lanjut. Sehingga dalam konteks 

ini BPKH di Provinsi masih harus melakukan turun lapang untuk melakukan 

inventarisasi dan verifikasi berdasarkan lampiran peta yang ada dalam SK 

KLHK.  

Permasalahan kedua yakni proses inventarisasi dan verifikasi yang 

dilakukan BPKH sesuai dengan Keputusan KLHK mendasarkan pada  anggaran 

yang ditetapkan melalui DIPA KLHK hanya tersedia pada tahun 2018 untuk 

penyelesaian target 6 Kabupaten dan tahun 2019 untuk target yang telah 

ditetapkan. Sehingga waktu yang sangat pendek ini tidak memungkinkan semua 

tanah pada peta indikatif yang ditetapkan oleh KLHK dapat terinventarisir 

secara optimal.  Kondisi sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi salah 

satu kendala di dalam menyelesaikan kegiatan inver mengingat luas cakupan 

 
22 inventarisasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi 

pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah (Permen LHK Nomor 
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018) 

23 Verifiikasi Penguasaan Tanah adalah kegiatan analisis data fisik dan data yuridis bidang-
bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, serta analisis lingkungan hidup yang dapat 
diperoleh melalui survei lapangan.  
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lahan kawasan hutan sangatlah luas dengan kondisi morfologi yang beragam 

yang cukup menyulitkan tim dalam melakukan inver.  

Ketiga, sosialisasi kegiatan inventarisasi dan verifikasi sampai tataran 

bawah belum dilaksanakan secara efektif. Kondisi ini berimplikasi terhadap 

tidak semua masyarakat di Sumatera Selatan melakukan inisiasi untuk 

mengajukan inventarisasi dan veriifikasi. Pendampingan terhadap masyarakat 

yang masuk dalam kawasan hutan juga sangat terbatas, sehingga mereka tidak 

mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap status penguasaan hak atas 

tanah dalam kawasan hutan. Hingga penelitian ini dilakukan masih terdapat 

banyak desa di dalam kawasan hutan yang belum mengetahui skema PPTKH. 

Salah satunya yakni di Desa Gedung pekuwon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten 

Ogan komering Ulu.  Saat tim peneliti melakukan wawancara kepada kepala 

desa, beliau menyatakan bahwasanya masyarakat belum mengetahui jika 

pemerintah memiliki kebijakan terkait penyelesaian penguasaan tanah dalam 

hutan.  Desa Gedung Pekuwon merupakan salah satu desa di dalam kawasan 

hutan yang tidak masuk di dalam peta indikatif.  

Kurangnya sosialisasi terhadap program PPTKH kepada masyarakat ini 

juga dirasakan saat pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi di tahun 

2018.  Dimana sejumlah target 6 Kabupaten di Sumatera Selatan pihak BPKH 

menyatakan bahwa hanya terdapat 2 Kabupaten yang sudah siap untuk 

diajukan proses penyelesaian lebih lanjut, sementara untuk 4 kabupaten lainnya 

masih dalam proses perbaikan dan penyusunan kelengkapan data.  Kesulitan 

yang dialami tim inver saat melakukan tugasnya di tahun 2018 ialah data dan 

kelengkapan dokumen yang disertakan oleh masyarakat belum lengkap 

dikarenakan pada saat sosialisasi tidak semua kepala desa dimana sebagian 

wilayahnya masuk dalam kawasan hutan diikutsertakan dalam kegiatan 

sosialisasi. Hal ini berimplikasi pada saat tim turun  ke lapang proses pengajuan 

dan pemberkasan baru dilakukan oleh masyarakat.  Selain itu kurangnya 

pendampingan pasca kegiatan sosialisasi yakni kepala desa diwajibkan segera 

menyusun dokumen kelengkapan untuk pengajuan kegiatan inventarisasi dan 

verifikasi menjadi salah satu kendala kurang berhasilnya kegiatan inver di 
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tahun 2018.  Secara ideal dokumen ini hendaknya sudah dipersiapkan oleh 

desa/masyarakat dalam kawasan hutan agar proses kegiatan iventarisasi dan 

verifikasi dapat berjalan dengan lancar dan tertib.  Akan tetapi praktik yang 

terjadi di tahun 2018 saat Tim Inver turun ke lapang untuk melakukan kegiatan 

inventarisasi dan verifikasi dokumen-dokumen tersebut belum semuanya siap 

dan lengkap.   

Keempat, salah satu kendala pelaksanaan inver di tahun 2018 yakni 

peraturan yang mengatur terkait teknis inventarisasi yakni Permenko Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan 

Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan baru ditetapkan pada bulan 

Mei 2018. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan turun lapang tim Inver di 

Sumatera Selatan baru dapat dilaksanakan mendekati akhir tahun yakni pada 

bulan September hingga November 2018.  Mengingat untuk melaksanakan 

turun lapang tim inver harus melakukan beberapa persiapan diantaranya 

pemeriksaan berkas permohonan yang telah diajukan oleh masyarakat, 

menyiapkan peta kerja serta menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi 

dan koordinasi dengan pihak pemerintahan daerah maupun koordinasi dengan 

kecamatan hingga desa.   

Bahwasanya ketika Obyek TORA dari kawasan hutan belum dilepaskan 

dan belum ditetapkan maka Kementerian ATR/BPN belum dapat melakukan 

proses redistribusi tanah kepada masyarakat. Dalam konteks ini maka ketika 

belum ada proses pelepasan dan belum dilakukan tata batas, maka pihak BPN 

tidak dapat melakukan proses lebih lanjut, sehingga target 4,1 juta Ha yang 

telah ditetapkan dalam RPJM (2014 – 2015) yakni terhadap reforma agraria 

yang bersumber dari pelepasan tanah kawasan hutan masih belum ada yang 

berhasil diredistribusikan ke masyarakat.  

 

E.Solusi Reforma Agraria di Sumatera Selatan 

Beberapa solusi yang ditawarkan terkait problematika pelaksanaan 

Reforma Agraria di Sumatera Selatan diantaranya adalah: 

1. Keterbatasan anggaran  
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Permasalahan penganggaran dalam kegiatan inver merupakan 

permasalahan besar untuk mengetahui tata batas dan kondisi penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan. Keterbatasan pembiayaan untuk kegiatan 

inventarisasi dan verifikasi yang dibiayai dari pemerintah pusat tentunya 

tidak dapat membiayai semua kegiatan inver pada tanah-tanah yang masuk 

dalam peta indikatif ataupun tanah-tanah yang dikuasai masyarakat dalam 

kawasan hutan. Dalam konteks ini maka keterlibatan pemerintah Daerah 

melalui bantuan pendanaan/pembiayaan dari dana APBD untuk membiayai 

kegiatan inver perlu dilakukan. Hal ini memungkinkan karena permasalahan 

dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan merupakan salah satu kewenagangan Pemenerintah daerah.  

Melalui pembiayaan dari APBD ini diharapkan proses inventarisasi yang 

dilakukan akan lebih maksimal.   

2. Sosialisasi Kegiatan Inver  

Terbatasnya sosialisasi yang dilakukan BPKH berdampak terhadap 

terbatasnya usulan kegiatan inver yang diusulkan masyarakat. Untuk 

mengatasi hal ini maka perlunya keterlibatan Pemerintah Daerah melalui 

turunannya yakni pihak kecamatan dan pihak desa untuk turut aktif 

melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.  Sosialisasi yang 

dilaksanakan langsung dari pihak pemerintah desa/pemerintah kecamatan 

kepada masyarakat dirasa akan lebih efektif dan lebih serentak dilakukan 

disemua pedesaaan yang di dalam penguasaan tanahnya masuk dalam 

kawasan hutan. Sosialisasi yang dilakukan juga perlu diberikan edukasi dan 

pendampingan terhadap tahapan yang perlu dilakukan dalam proses inver.  

3. Keterlibatan Pemerintah Daerah  

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah 

menyebutkan bahwa, permasalahan terkait kawasan hutan merupakan 

Kewenangan Pemerintah Provinsi, hal ini juga ditekankan dalam Perpres 88 

tahun 2018 yang mneyebutkan bahwa Pembentukan Tim Inventarisasi 

berada di Pemerintah Provinsi sedangkan kawasan hutan berada di wilayah 

Kabupaten. Mengacu pada peraturan perundangan tersebut segala kegiatan 
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yang berkaitan dengan kawasan hutan tentunya memerlukan peran aktif 

pemerintah Kabupaten.  

4. Pendampingan dan Pemetaan Partisipatif 

Bahwasanya di dalam menyusun dokumen pengajuan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dibutuhkan 

beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh masyarakat.  Pendampingan 

untuk melakukan pengisian dan menyusun kelengkapan berkas 

permohonan inver dapat dilakukan secara bersama-sama mengingat tidak 

semua masyarakat/kepala desa yang tinggal dalam kawasan hutan mampu 

mengisi daftar isian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 

(SP2FBT), menyusun sket penguasaan bidang tanah, melakukan pengisian 

rekapitulasi daftar pemohon.  Pendampingan dan pelatihan pemetaan 

partisipatif untuk menyusun sket bidang-bidang tanah secara sederhana 

guna melengkapi permohonan pengajuan kegiatan inventarisasi dan 

verifikasi dapat diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami 

berkas pengajuan yang diajukan dan memahami sketsa yang diajukan 

sudah sesuai dengan kondiusi riil di lapangan/kondisi eksisting.  
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Bab IV 
PENUTUP 

 

 

Era Presiden Joko Widodo mencoba mendefinisikan Reforma Agraria 

secara lebih luas dari sekedar pengaturan kembali atau perombakan struktur 

penguasaan tanah dengan skema Redistribusi yang diniatkan dengan 

seperangkat legislasi (Lipton 2009), tetapi jauh lebih dari itu ingin menujukkan 

bahwa Reforma Agraria bisa dikerjakan secara lebih luas dengan tujuan 

mensejahterakan masyarakat. Cita-citanya tidak berhenti pada tataran konsep, 

tetapi harus sampai pada bagaimana lembaga dibangun agar efektif dan mampu 

menjalankan skema RA yang direncanakan, efektif dilaksanakan, dan mampu 

menyentuh langsung persoalan dasar masyarakat, yakni eknomi masyarakat 

berbasis tanah. 

Sejak ditetapkan dalam Nawacita sebagai janji presiden dalam 

kampanyenya menjelang pemilihan presiden, semboyan negara hadir dan 

pembangunan dari pinggir atau lebih tepatnya menempatkan desa sebagai basis 

pembangunan ekonomi, RA kembali menguat sebagai isu yang mampu 

dinetralisir dengan resiko-resiko tuduhan kiri. Dalam banyak hal, pembangunan 

desa digerakkan dengan semua kekuatan termasuk militer yang kembali 

dilibatkan dalam pembangunan pertanian dan pangan. Isu RA sebagai gerakan 

kiri berhasil dinetralisir, dan itu menguntungkan rezim ini karena skema RA 

bisa dibangun dengan berbagai model. 

Harus diakui, ada banyak kemajuan rezim ini dalam menempatkan RA 

sebagai konsep ekonomi pembangunan. Kelemahannya sudah pasti era pasar 

tidak mampu lagi negara mengontrol secara ketat bagaimana pasar bekerja 

dalam dunia modern, khususnya dalam pembangunan agraria. Tampak dengan 

jelas konsep de Soto masuk ke dalam konsep pembangunan Indonesia yang 

dimulai dari desa. Akses dan aset diperkuat, land titling diperkuat dengan 

tujuan menciptakan pasar dan modal secara bersamaan. Hal itu satu sisi 

menjadi daya tarik, namun disisi lain menjadi ancaman yang cukup signifikan, 

karena menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar. 
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Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan melakukan keterbukaan pasar tanah dan 

menciptakan iklim investasi yang sehat dan mudah. Pembangunan infrastruktur 

secara masif di berbagai belahan Indonesia membuka kesempatan banyak pihak 

untuk melirik Indonesia dan membangun Indonesia. Untuk menuju kearah 

tersebut tidak saja diciptakan infrastruktur fisik dalam pembangunannya, tetapi 

juga infrastruktur yang akan mengantarkan Indonesia mejadi pasar terbuka 

bagi siapa saja. Dalam konteks persoalan tanah, land titling dengan mengusung 

tema PTSL menjadi isu yang sangat krusial dalam membangun basis data untuk 

keterbukaan penguasaan tanah dan pasar. RA didekati dengan konsep ekonomi 

dan membuka kemungkinan pasar terlibat secara aktif untuk masuk kedalam 

ekonomi keluarga.  

Lahirnya Perpress No. 88/2017 yang memberikan fasilitas bagi masyarkat 

untuk mengusulkan tanahnya menjadi pendanda bahwa tanah harus diberi title 

secara jelas dan aman bagi pemiliknya, dan itu menunjukkan keberpihakan 

kepada masyarakat kecil sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk masuk 

pasar secara terbuka. Masyarakat diberikan kebebasan pilihan dengan tanpa 

negara ikut campur bagaimana mengatur tanahnya sekaligus membelanjakan 

tanahnya. Ekonomi pasar yang terbuka menjadi kunci apa yang dikerjakan 

negara tampak elegan dan berpihak sekaligus menjawab “negara hadir” dalam 9 

Nawacita pemerintah.  

Penyiapan infrastruktur (hukum dan perundang-undangan) tidak hanya 

tanah-tanah yang paling “terdalam”, yakni di sekitar hutan, tetapi juga 

perangkat lain bernama Perpres RA No. 86/2018. Perpres ini satu sisi ditunggu 

banyak pihak sebagai basis untuk menata persoalan tanah dan mengurangi 

ketimpangan, namun juga sekaligus membuka pasar seluas mungkin untuk 

masyarakat membagun ekonominya, membiarkan masyarakat mengenal pasar 

secara dekat. Itulah politik ekonomi Presiden Jokowi dalam membangun dan 

mendudukkan persoalan agraria secara lebih dekat, negara hadir dan 

membangun dari desa. Presiden bercita-cita mewujudkan itu, terlepas dari 

banyak kritik karena ke depan kontrol negara terhadap tanah-tanah masyarakat 

semakin melemah. 
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Saat ini, peran sentral persoalan RA ada di tangan Menteri Perekonomian, 

sehingga nampak dengan jelas ideologi yang ingin dibangun bahwa RA adalah 

persoalan ekonomi, RA persoalan pembangunan ekonomi masyarakat, 

pembangunan kemandirian ekonomi warga skeligus RA adalah membangun 

basis ekonomi warga agar tercipta kemandirian dan kekuatan ekonomi desa. 

Cita-cita itu wajar dan sah sebagai pilihan kebijakan, karena Indonesia berkali-

kali mencoba membangun ekonomi berbasis tanah selalu gagal, dan pilihan saat 

ini belum terbukti apakah tetap jalan ditempat atau akan segera menghasilkan 

hasil nyata. Setidaknya itulah yang dibayangkan oleh Jokowi bagaimana 

membayangkan masyarakat desa berkembang dan ekonominya bertumbuh. 

Semua perangkat diciptakan dan semua infrastruktur diberikan agar mimpi 

warga menjadi mandiri dan kuat secara ekonomi bisa diwujudkan. Negara 

membyanagkan berfungsi sebagai fasilitator dalam mengantarkan 

masyarakatnya untuk mandiri. 

Berbagai program yang diikutkan dengan basis tanah epicentrumnya ada 

di desa dan tampak di spot tertentu menggeliat, utamanya program legalisasi 

aset dan Perhutanan Sosial. Skema ini marak dijalankan dalam dua tahun 

terkahir dan klaim negara menunjukkan bahwa ekonomi warga bergerak akibat 

program-program itu berjalan dengan baik. 

Jadi inti dari program strategis RA adalah munculnya semangat 

pembangunan ekonomi berbasis tanah di pedesaan yang secara sadar 

diciptakan oleh rezim Jokowi-JK dengan cita-cita membangun kesejahteraan. 

Lahirnya beberapa peraturan yang multi tafsir dalam praktik di bawah, sangat 

mungkin terjadi karena tafsir yang berbeda sekaligus kepentingan yang berbeda 

pula. Sejauh ini hal itu belum terpecahkan bagaimana ATR/BPN berbeda 

pendapat tentang pelepasan objek TORA dari kawasan hutan. kegiatan inver 

yang bertabrakan objek dianggap sebagai suatu yang tidak prodktif, 

seharusnyajustru menyepakati beberapa hal yang seharusnya dikerjakan secara 

bersama-sama. Sumatera selatan memang tidak sempurna, tetapi menunjukkan 

i’tikad baik itu dengan melibatkan secara bersama dalam menyelesaikan 

persoalan. Tentu tidak ada yang bisa ideal didalam situasi yang serba terbatas, 

namun ada usaha untuk bersama-sama menyelesaikannya. 
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